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Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan tampilan dan tata letak baru telah diterbitkan. 


Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Keputusan Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia 377/E/2013 tertanggal 16 April 2013, telah Terakreditasi dengan Nomor 
Akreditasi: 524/AU2/P2MI-LIP1/04/2013. 


Guna peningkatan nilai akreditasi di masa mendatang maka Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan 
Perikanan Vol. 10 No. 2 Tahun 2015 telah mengalami perbaikan-perbaikan sesuai dengan saran dan 
petunjuk dari Tim Akreditasi Jurnal Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia - Lembaga Ilmu Pengetahuan 
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Pada edisi kali ini, ditampilkan sepuluh tulisan yang meliputi, (i) Studi Keterkaitan Ekosistem Lamun 
dan Perikanan Skala Kecil (Studi Kasus: Desa Malang Rapat dan Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan 
Riau): (ii) Status Bio-Ekonomi Sumberdaya Udang di Kabupaten Cilacap, (iii) Kapasitas Adaptif Institusi 
Formal Pengelola Kawasan Perairan Dalam Mendukung Resiliensi Sosial Ekosistem Terumbu Karang, 
(iv) Dinamika Daya Saing Usaha Rumput Laut; (v) Dukungan Aspek Produksi Dalam Sistem Logistik 
Ikan Nasional (SLIN) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, (vi) Analisis Manajemen Rantai Pasok Lobster 
(Studi Kasus di Kabupaten Simeulue, Aceh), (vii) Analisis Usaha Petambak Garam Dan Peranannya 
Dalam Perekonomian Tahun 2012 (Studi Kasus Petambak Garam Pugar) ;(viii) Dampak Ekonomi 
Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (Pump) Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Perikanan, (ix) Peran Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga (Studi Kasus di 
Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas), (x) Pengembangan Kapasitas Diri Nelayan 
Dalam Rangka Pembangunan Perikanan Tangkap Berkelanjutan di PPN Palabuhan Ratu. 


Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi hasil penelitian di bidang 
sosial ekonomi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang sosial 
ekonomi kelautan dan perikanan bagi akademisi dan peneliti. Saran dan masukan dari pembaca sangat 
diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal di masa mendatang. 
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UDC 639.2.05 
STUDI KETERKAITAN EKOSISTEM LAMUN DAN PERIKANAN SKALA KECIL 
(Studi Kasus: Desa Malang Rapat dan Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau) 


Muhammad Nur Arkham, Luky Adrianto dan Yusli Wardiatno 


Ekosistem lamun merupakan salah satu bagian penting sebagai bagian penyusun kesatuan ekosistem pesisir bersama 
dengan mangrove dan terumbu karang. Secara spesifik, keterkaitan masyarakat sebagai pemanfaat sumberdaya pada 
ekosistem lamun belum banyak diungkapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keterkaitan sistem 
sosial-ekologi lamun berdasarkan hasil tangkapan sumberdaya ikan di lokasi penelitian dan mengestimasi besaran 
manfaat sumberdaya ikan kaitannya dengan jasa ekosistem lamun di lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan 
dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder. Data primer 
didapat dari wawancara dengan instrumen kuisioner dan pencatatan hasil tangkapan dan penjualan di pedagang 
pengepul. Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif dan net fishing revenue (NFR) 
yang diperoleh nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan sosial-ekologi dengan keberadaan 
ekosistem lamun yang dijadikan sebagai tempat penangkapan bagi perikanan skala kecil yang bisa berkontribusi 
dalam ketahanan pangan dan sebagai mata pencaharian nelayan di desa tersebut. Manfaat yang didapat perikanan 
skala kecil dari keberadaan ekosistem lamun yaitu kemudahan akses bagi nelayan skala kecil dalam mencari ikan 
karena lokasinya yang dekat dengan pantai. Secara umum besaran manfaat dari fungsi ekosistem lamun sebagai 
jasa penyedia terlihat dari pendapatan per hari nelayan skala kecil diatas UMK Kabupaten Bintan yaitu Rp. 93,000,00. 
Dengan adanya keterkaitan sosial-ekologi lamun tersebut dapat dilakukan pertimbangan pengelolaan pesisir terpadu 
dengan pendekatan sosial-ekologi lamun di lokasi penelitian. 
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UDC 330:639.5 (594.228.1) 
STATUS BIO-EKONOMI SUMBERDAYA UDANG DI KABUPATEN CILACAP 


Triono Probo Pangesti, Eko Sri Wiyono, Mulyono S. Baskoro, Tri Wiji Nurani dan Budy Wiryawan 


Cilacap adalah salah satu sentra perikanan di Indonesia dengan salah satu produk utamanya adalah udang dan alat 
tangkap utama yang digunakan adalah trammel net. Penelitian ini bertujuan untuk menduga status tingkat pemanfaatan 
stok sumberdaya udang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dan studi pustaka. Analisis data melalui 
pendekatan model bioekonomi Gordon-Schaefer. Pemanfaatan stok udang pada tahun 2003-2011 berada di bawah 
kondisi tingkat kelestarian sumberdaya, sedangkan tahun 2012-2013 telah melampaui tingkat kelestarian sumberdaya. 
Hasil tangkapan tahun 2011 masih di bawah kondisi tingkat kelestarian sumberdaya, namun telah melampaui jumlah 
tangkapan yang diperbolehkan (JTB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa status pemanfaatan sumberdaya udang 
terkini sudah overfishing baik secara biologi maupun ekonomi. Jika hal ini terus dibiarkan maka berpotensi merusak 
kelestarian sumberdaya udang dan mengancam keberlanjutan usaha perikanan tangkap udang yang menjadi mata 
pencaharian nelayan. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang mengatur tingkat pemanfaatan sumberdaya udang 
sehingga sumberdaya udang tetap lestari dan usaha perikanan udang tetap menguntungkan nelayan. 
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UDC 639.2.053 


KAPASITAS ADAPTIF INSTITUSI FORMAL PENGELOLA KAWASAN PERAIRAN DALAM MENDUKUNG 
RESILIENSI SOSIAL EKOSISTEM TERUMBU KARANG 


Andrian Ramadhan, Agus Heri Purnomo, Siti Hajar Suryawati dan Maulana Firdaus 


Perairan pada dua lokasi penelitian yaitu di Kepulauan Spermonde dan Laut Sawu dalam kondisi terancam 
keberlanjutannya akibat kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh rusaknya ekosistem terumbu karang akibat 
pemanfaatan sumberdaya yang tidak ramah lingkungan. Pada kedua lokasi diketahui bahwa penggunaan bom ikan, 
potasium dan sianida masih banyak terjadi. Kapasitas adaptif menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pengelola 
untuk mewujudkan tercapainya resiliensi sosial ekosistem terumbu karang yang dalam hal ini telah mengalami 
gangguan dan kerusakan. Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas adaptif 
pengelola kawasan perairan khususnya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan untuk 
mengukur kapasitas adaptif mengikuti model yang dikembangkan oleh Gupta et al. dan Furgon. Data primer diperoleh 
melalui focus group discussion sementara data sekunder diperoleh dari laporan berbagai instansi dan publikasi hasil 
penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis yang kemudian ditabulasikan dan 
dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas adaptif pengelola perairan laut sawu lebih 
baik jika dibandingkan dengan pengelola kawasan perairan kepulauan spermonde karena didukung oleh eksistensi 
Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN). Kehadiran BKKPN terbukti memiliki arti strategis dalam hal 
peningkatan kapasitas intelektual, kapasitas sosial dan kapasitas politik. Selain itu juga membuat ruang koordinasi 
pengelolaan perairan yang lebih baik sehingga mengurangi terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan 
kawasan perairan. 
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UDC 658.8:639.64 
DINAMIKA DAYA SAING USAHA RUMPUT LAUT 


Mira, Riesti Triyanti dan Yayan Hikmayani 


Program revitalisasi pada sektor perikanan telah berjalan sejak 8 tahun yang lalu dan telah berdampak pada 
usaha budidaya dan daya saing rumput laut di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika daya 
saing rumput laut yang banyak dibudidayakan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode survey dan wawancara dengan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida dan Lombok Timur. 
Metode analisis data yang digunakan adalah Policy Analysis Matrix (PAM) dengan membandingkan daya saing 
rumput laut tahun 2005 dan 2013. Hasil analisis mengindikasikan bahwa di dua lokasi penelitian dengan adanya 
intervensi pemerintah dari tahun ke tahun menyebabkan keuntungan yang diterima pembudidaya pada tahun 2013 
rumput laut lebih besar (PC (Profitabity Coofficient) > 1)) jika dibandingkan tanpa kebijakan (PC < 1) (tahun 2005). 
Keefektifan perhatian pemerintah tersebut bisa dilihat dari nilai SRP (Subsidy Ratio to Producers ) dan EPC (Effective 
Protection Coofficient ) yang berubah dari tahun 2005 dan 2013, bila pada tahun 2005 nilai SRP bertanda negatif dan 
EPC < 1, yang artinya subsidi dan kebijakan pemerintah belum efektif melindungi usaha rumput laut. Tahun 2013, 
nilai SRP bertanda positif dan EPC ) > 1 di masing-masing lokasi penelitian, yang artinya kebijakan pemerintah dan 
subsidi efektif mengembangkan usaha rumput laut. Dalam kurun waktu 8 tahun usaha rumput laut memiliki keunggulan 
kompetitif dan keunggulan komparatif yang bisa dilihat dari nilai DRC dan PCR (Private Cost Ratio), meskipun ada tren 
penurun keungulan kompetitif, karena pada tahun 2013 di Nusa Penida menggunakan BBM yang memiliki komponen 
impor yang lebih besar. Implikasi kebijakan pemerintah (kebijakan input) di dua lokasi penelitian yang diindikasikan 
dengan nilai NPCI (Nominal Protection Coofficient on Input) yang semakin meningkat maka keberpihakan pemerintah 
Nusa Penida lebih tinggi dibandingkan keberpihakan pemerintah Lombok Timur terhadap input usaha rumput laut baik 
itu tahun 2005 maupun pada tahun 2013. 
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UDC 639.63 (594.644) 


DUKUNGAN ASPEK PRODUKSI DALAM SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL (SLIN) 
DI KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA 


Rismutia Hayu Deswati dan Muhadjir 


Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) merupakan salah satu kebijakan nasional yang diluncurkan oleh Kementerian 
Kelautan dan Perikanan dalam rangka untuk menanggulangi ketimpangan ketersediaan ikan dan harga antara wilayah 
Indonesia bagian barat dan timur. Salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ketersediaan dan harga ikan adalah 
masih kurang memadainya infrastruktur dalam pemasaran ikan dari daerah produksi menuju konsumen. Berdasarkan 
permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dukungan dari sektor 
produksi dalam implementasi SLIN serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh sektor 
produksi dalam mendukung keberhasilan SLIN. Penelitian ini menggunakan metode survey pada daerah yang 
ditetapkan sebagai daerah hulu untuk program SLIN yaitu Kendari, Sulawesi Tenggara yang kemudian dianalisis 
secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku ikan pindang secara nasional sebesar 
3.945 ton setiap hari sementara yang sudah terpenuhi sebesar 2.367 ton (60 %) dari total kebutuhan tersebut. Untuk 
memenuhi kekurangan pasokan bahan baku ikan pindang tersebut, dalam mendukung program SLIN, Kendari harus 
meningkatkan pasokan ikannya setidaknya sebanyak 1500 ton/hari. Hingga saat ini, Kendari baru bisa memproduksi 
maksimal sebanyak 375 ton/hari yang disebabkan diantaranya oleh kemampuan dan peralatan nelayan Kendari 
kalah dibandingkan nelayan luar, adanya persaingan harga domestik antara nelayan mandiri dan nelayan binaan, 
tidak adanya jaminan harga dari operator SLIN dan pengurusan ijin kapal yang berbelit serta mahal. Oleh karena itu 
perlu adanya komitmen dari PT Komira sebagai operator SLIN, KKP dan nelayan yang tegas untuk bisa mendukung 
keberhasilan program SLIN dan tercapainya tujuan. 
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UDC 639.516: (594.11) 
ANALISIS MANAJEMEN RANTAI PASOK LOBSTER (Studi Kasus di Kabupaten Simeulue, Aceh) 


Riesti Triyanti dan Risna Yusuf 


Kabupaten Simeulue sebagai daerah kepulauan memiliki potensi perikanan yang cukup besar namun pemanfaatannya 
masih tergolong rendah. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Simeulue hanya mencapai 2,20 
persen selama tujuh tahun terakhir meskipun dari sisi nilai laju pertumbuhan naik secara signifikan (19,12 Yo). Penelitian 
ini bertujuan untuk memetakan rantai pasok lobster di Kabupaten Simeulue yang meliputi interaksi sosial ekonomi 
dan kontribusi antar pelaku usaha yang terlibat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pelaku 
usaha yang terlibat serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP) 
Wilayah Kerja Simeulue. Data hasil wawancara dilengkapi hasil observasi dan dokumentasi, selanjutnya diolah dan 
disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai pasok lobster terdiri dari nelayan/pembudidaya 
(100%) — supplier (100%) — eksportir (90%) dan konsumen lokal (10%) — konsumen luar negeri (100%) serta 
terdiri dari tujuh pemetaan dalam manajemen rantai pasok. Permasalahan yang terjadi adalah makin menurunnya 
volume lobster yang di pasok, adanya monopoli harga oleh eksportir, aksesilibitas pasar yang terbatas pada produsen, 
penerapan teknologi (penyimpanan dan pengiriman) hanya pada eksportir, dan belum adanya kelembagaan keuangan 
formal yang menjamin harga lobster lebih tinggi. Manajemen rantai pasok lobster dapat menjadi bahan kebijakan 
untuk pemerintah daerah Kabupaten Simeulue dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan maupun 
pembudidaya lobster. 
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UDC 330.35:664.4 


ANALISIS USAHA PETAMBAK GARAM DAN PERANANNYA DALAM PEREKONOMIAN TAHUN 2012 
(Studi Kasus Petambak Garam PUGAR) 


Akhmad Mun'im 


Peningkatan produksi garam menjadi penting seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tumbuhnya sektor 
industri pengolahan di Indonesia. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang dicanangkan 
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan ketersediaan garam 
di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui struktur biaya usaha petambak garam serta faktor-faktor yang 
memengaruhi pendapatannya yang akan berdampak pada penciptaan nilai tambah petambak garam. Penelitian 
dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Sguare Path Modelling (PLS-PM). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa peningkatan output petambak garam sebesar satu persen akan meningkatkan nilai tambah petambak garam 
sebesar 0,911 persen, sedangkan peningkatan input antara (intermediate input) sebesar satu persen akan memberikan 
dampak secara tidak langsung terhadap nilai tambah petambak garam sebesar 0,775 persen. Selain itu, peranan 
komoditas garam terhadap perekonomian terus meningkat selama program PUGAR digulirkan. Hal ini ditunjukkan oleh 
kontribusi dan laju pertumbuhan PDB berbasis garam yang selalu meningkat selama periode tersebut. 
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UDC 664.957:330 
DAMPAK EKONOMI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) 
PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 


Yayan Hikmayani dan Maharani Yulisti 


Sejak tahun 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggulirkan program Pengembangan Usaha 
Mina Pedesaaan-Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP) untuk membantu mengembangkan 
usaha pengolahan dan pemasaran ikan, namun begitu belum banyak penelitian mengenai dampak program tersebut 
terhadap kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan (Poklahsar) penerima bantuan. Untuk itu penting 
dilakukan penelitian dampak program PUMP-P2HP sebagai bahan infomasi untuk perbaikan program secara 
lebih akurat, efektif dan efisien. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2014 di 9 lokasi penerima bantuan yaitu Kab. 
Pesisir Selatan, Kab. Cirebon, Kota Makasar, Kab. Tangerang, Kota Banda Aceh, Kab. Banjar, Kab. Sukabumi, Kota 
Sibolga, dan Kab.Lombok Timur. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang berusaha 
membandingkan kondisi Poklahsar sebelum dan sesudah program PUMP-P2HP yang dijalankan pada tahun 2012. 
Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif terhadap daerah yang menerima bantuan PUMP-P2HP dengan 
keterwakilan antara wilayah barat dan timur. Pengambilan sampel dilakukan secara acak terhadap 30 responden di 
tiap lokasi melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Analisis data menggunakan uji-t untuk 
menganalisa signifikansi perubahan antara tahun sebelum implementasi program dan setelah implementasi program 
terhadap responden yang sama. Hasil penelitian menunjukkan produksi rata-rata Poklahsar sebelum mendapatkan 
bantuan adalah 192 kg/siklus dengan rata-rata produktivitas 17 siklus/bulan. Produktivitas terkecil terjadi di Kota 
Makasar dengan angka 50 kg/siklus. Setelah mendapatkan bantuan program PUMP-P2HP, terdapat peningkatan 
produksi olahan ikan sebesar 66,5% pada setiap unit pengolahan dengan rata-rata produksi sebesar 320 kg/siklus. 
Selain itu, terdapat perbedaan pendapatan yang signifikan antara sebelum dan sesudah program PUMP. Rata-rata 
pendapatan olahan ikan dan pemasaran perikanan sebelum adanya program PUMP-P2HP adalah Rp. 2.470.233 
dan meningkat menjadi Rp. 3.727.666 setelah adanya program tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi 
peningkatan pendapatan pada usaha pengolahan ikan dan pemasaran perikanan di Indonesia, meskipun tidak diikuti 
dengan peningkatan yang signifikan pada penggunaan tenaga kerja. 
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UDC 64.03.(594.413) 
PERAN ISTRI NELAYAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA 
(Studi Kasus di Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas) 


Maulana Firdaus dan Rikrik Rahadian 


Ketidakpastian pendapatan yang diperoleh oleh kepala keluarga sebagai nelayan mendorong anggota rumah 
tangga lainnya seperti istri dan anak untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Penelitian 
ini dilakukan untuk mengetahui peran istri nelayan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga menurut jenis 
pekerjaan yang dilakukan dan pendapatan yang diperoleh serta besarnya sumbangan pendapatan tersebut untuk 
meningkatkan pendapatan rumah tangga. Penelitian dilakukan pada tahun 2013 di Desa Penjajab, Kabupaten Sambas. 
Metode penelitian menggunakan metode survei. Pengambilan responden dilakukan secara purposive sampling. 
Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar istri nelayan di Desa 
Penjajab memiliki pekerjaan sebagai pengolah produk perikanan (kerupuk, ikan kering dan terasi). Rataan besarnya 
nilai pendapatan istri nelayan adalah Rp.372.400,-/bln. Kontribusi pendapatan istri terhadap total pendapatan rumah 
tangga adalah sebesar 24,04%. Pekerjaan yang dilakukan oleh istri dan kepala keluarga dalam rumah tangga nelayan 
memiliki karakteristik yang sama, sangat tergantung pada musim. Ketika pendapatan kepala keluarga meningkat 
maka kecenderungan pendapatan pada istri nelayan juga meningkat. Hal ini dikarenakan bahan baku ikan olahan 
berasal dari hasil tangkapan suami. Meningkatkan partisipasi istri dan anggota keluarga dalam bekerja merupakan 
salah satu usaha strategis saat ini untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pengembangan usaha diluar sektor 
perikanan sangat penting dilakukan, mengingat tingkat pendapatan dari sektor perikanan masih rendah karena sangat 
dipengaruhi oleh musim. 
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UDC 639.2.057 (594.51) 
PENGEMBANGAN KAPASITAS DIRI NELAYAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN 
PERIKANAN TANGKAP BERKELANJUTAN DI PPN PALABUHAN RATU 


Rinda Noviyanti, Sugeng Hari Wisudo, Eko Sri Wiyono, Mulyono S. Baskoro dan Budi Hascaryo 


PPN Palabuhanratu terletak di Teluk Palabuhanratu yang merupakan kawasan yang memiliki potensi perikanan yang 
penting di wilayah selatan Jawa Barat serta memiliki arti penting terkait kapasitas diri nelayan. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis tingkat peran faktor internal, eksternal dan etika diri dalam pengembangan kapasitas diri nelayan. 
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 126 nelayan responden diambil secara sengaja berdasarkan 
konten penilaian sesuai persyaratan. Metode analisis Structural Eguation Modelling (SEM) digunakan dalam 
penelitian ini. Analisa terkait pengembangan kapasitas diri nelayan di Teluk Palabuhanratu, Sukabumi menunjukan 
bahwa pengetahuan, keterampilan, kompetensi, mental, dan komitmen merupakan indikator-indikator penting. Faktor 
internal yang berpengaruh terhadap pengembangan kapasitas diri nelayan adalah pendidikan formal dan etos kerja 
nelayan, sedangkan faktor eksternal adalah pemahaman terhadap peraturan perundangan perikanan, penyuluhan 
dan keberadaan koperasi. Dasar pembuatan kebijakan (bottom-up) pengembangan kapasitas diri nelayan di kawasan 
Teluk Palabuhanratu menuju perikanan tangkap berkelanjutan adalah melalui pengembangn sistem pendidikan dan 
pelatihan berbasis pengembangan kapasitas diri (capacity development) serta pelayanan penyuluhan dengan materi 
yang sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan nelayan lokal. 
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Studi Keterkaitan Ekosistem Lamun dan Perikanan Skala Kecil ........... (Muhammad Nur Arkham, Luky Adrianto, Yusli Wardiatno) 


STUDI KETERKAITAN EKOSISTEM LAMUN DAN PERIKANAN 
SKALA KECIL (Studi Kasus: Desa Malang Rapat dan Berakit, 
Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau) 
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ABSTRAK 


Ekosistem lamun merupakan salah satu bagian penting sebagai bagian penyusun kesatuan 
ekosistem pesisir bersama dengan mangrove dan terumbu karang. Secara spesifik, keterkaitan 
masyarakat sebagai pemanfaat sumberdaya pada ekosistem lamun belum banyak diungkapkan. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keterkaitan sistem sosial-ekologi lamun berdasarkan hasil 
tangkapan sumberdaya ikan di lokasi penelitian dan mengestimasi besaran manfaat sumberdaya ikan 
kaitannya dengan jasa ekosistem lamun di lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif. Data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder. Data primer didapat 
dari wawancara dengan instrumen kuisioner dan pencatatan hasil tangkapan dan penjualan di pedagang 
pengepul. Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif dan net fishing 
revenue (NFR) yang diperoleh nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan 
sosial-ekologi dengan keberadaan ekosistem lamun yang dijadikan sebagai tempat penangkapan bagi 
perikanan skala kecil yang bisa berkontribusi dalam ketahanan pangan dan sebagai mata pencaharian 
nelayan di desa tersebut. Manfaat yang didapat perikanan skala kecil dari keberadaan ekosistem lamun 
yaitu kemudahan akses bagi nelayan skala kecil dalam mencari ikan karena lokasinya yang dekat 
dengan pantai. Secara umum besaran manfaat dari fungsi ekosistem lamun sebagai jasa penyedia 
terlihat dari pendapatan per hari nelayan skala kecil diatas UMK Kabupaten Bintan yaitu Rp. 93,000,00. 
Dengan adanya keterkaitan sosial-ekologi lamun tersebut dapat dilakukan pertimbangan pengelolaan 
pesisir terpadu dengan pendekatan sosial-ekologi lamun di lokasi penelitian. 


Kata Kunci: ekosistem lamun, jasa ekosistem, keterkaitan, perikanan skala kecil, sistem sosial- 
ekologi 


ABSTRACT 


Seagrass ecosystem is one of an important coastal ecosystem's component along with 
mangroves and coral reefs. However, the linkage between fishers and seagrass ecosystem, had not 
been fully explored. The objectives of this research were analyze seagrass social-ecological system 
linkages based on fish caught and estimating the fisheries resource benefits regarding its ecosystem 
services at the study sites. Qualitative and quantitative approach based on primary and secondary data 
were used in this study. Data were collected by interviewed using questionaire and also production and 
sales records from sellers. Descriptive-qualitative and net fishing revenue (NFR) were used to analyze 
in this study. Results showed that there was a social and ecological linkage between seagrass and small 
scale fishers that could contribute to food security and livelihood at those sites. Accessibility of fishing 
ground on shores was one of the benefit for small scale fisheries. While ecological benefit of seagrass as 
a provisioning service was indicated by the daily small scale fishers’ revenue that was higher than The 
Minimum District Wage of Bintan District value which was IDR 93,000. Based on those social-ecological 
linkages, it is possible to use integrated coastal management with seagrass social-ecological approach 
in those sites. 


Keywords: seagrass ecosystem, ecosystem services, linkages, small-scale fisheries, social- 
ecological system 
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PENDAHULUAN 


Kehidupan manusia sekarang ini sangat 
tergantung dengan keadaan alam di sekitar. 
Keadaan seperti ini sudah dapat terlihat 
pada beberapa masyarakat pedesaan yang 
menggantungkan pendapatannya dari sumberdaya 
alam yang ada. Masyarakat di daerah pesisir 
sebagian besar sumber pendapatan dan sumber 
pangannya bergantung pada sumberdaya pesisir 
dan kelautannya. Kebanyakan masyarakat pesisir 
lebih memanfaatkan keberadaan dari ekosistem 
terumbu karang dan mangrove. Menurut Torre- 
Castro dan Ronnback (2004), hasil dari beberapa 
penelitian menyebutkan bahwa fokus dari 
pemanfaatan ekosistem terhadap pengelolaan 
dan kepentingan masyarakat hanya terpaku 
pada ekosistem terumbu karang dan mangrove, 
sedangkan penelitian mengenai pemanfaatan 
ekosistem lamun masih jarang dilakukan. 


Ekosistem lamun memiliki produktivitas 
primer dan sekunder dengan dukungan yang 
besar terhadap kelimpahan dan keragaman ikan. 
Ekosistem lamun juga merupakan sumberdaya 
pesisir yang memiliki peran sangat besar dalam 
penyediaan jasa lingkungan. Peran tersebut dapat 
dilihat dari sisi ekologi maupun dari sisi sosial 
yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan 
mata pencaharian masyarakat pesisir (Gilanders, 
2006). Faktanya bahwa keberadaan dari ekosistem 
lamun memiliki peran dan fungsi yang sama 
dengan ekosistem terumbu karang dan mangrove 
(McClanahan, 2002). Sejauh ini keberadaan 
ekosistem lamun belum diketahui bagaimana 
manfaatnya dalam perikanan skala kecil. Manfaat 
ekosistem lamun secara langsung sebagai salah 
satu mata pencaharian yang sangat penting bagi 
nelayan skala kecil khususnya. 


Jasa ekosistem lamun juga sangat 
beragam, diantaranya sebagai jasa penyedia, jasa 
pendukung, jasa pengaturan, dan jasa budaya. Jasa 
penyedia dari ekosistem lamun dalam perikanan 
skala secara adalah menyediakan sumberdaya 
ikan yang dapat dadigunakan sebgai daerah 
penangkapan ikan oleh para nelayan. Sebagai 
jasa pengaturan dimana ekosistem lamun dapat 
menyerap karbon dan sebagai penjernih perairan. 
Jasa budaya ekosistem lamun dapat berupa nilai 
estetika yang diberikan sehingga dapat digunakan 
sebagai tempat wisata dan penelitian. Sedangkan 
untuk jasa pendukung dimana ekosistem lamun 
sebagai tempat perlindungan ikan, tempat makan 
ikan, dan tempat berkembangbiak ikan dan biota 
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laut lainnya. Penjelasan dari jasa ekosistem 
diatas maka pendekatan penelitian ini adalah jasa 
ekosistem lamun sebagai jasa penyedia. 


Perikanan skala kecil (small-scale fisheries) 
sangat penting di negara berkembang, di mana 
ketergantungan pada sumber daya alam sangat 
tinggi dapat memberikan kontribusi terhadap 
ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan. 
Perhatian terhadap pengelolaan perikanan 
tangkap skala kecil menjadi lebih rendah 
dibandingkan dengan perhatiannya terhadap 
industri penangkapan ikan. Pengelolaan perikanan 
tangkap skala kecil pengerjaannya juga lebih 
rumit, sebagai sumber penghasilan, biasanya tidak 
terdaftar dan tidak diakui oleh lembaga pengelolaan 
(Mills et al., 2011). Pengelolaan perikanan yang 
berkelanjutan memerlukan kemitraan antara 
kelompok, masyarakat, dan pemerintah sehingga 
pengelolaannya dapat mendukung konservasi 
serta dapat meningkatan mata pencaharian lokal 
(Gutierrez et al. 2011). Menurut Nababan et al. 
(2008), menyebutkan bahwa keberadaan usaha 
nelayan dan masyarakat pesisir di Indonesia 
masih didominasi oleh usaha perikanan skala 
kecil yaitu sekitar 85%, dan hanya sekitar 15% 
di lakukan oleh usaha perikanan skala yang lebih 
besar. Perikanan skala kecil dapat diklasifikasikan 
ke dalam kondisi atau karakter usaha dari nelayan 
kecil sebagai operator usahanya. Ditambahkan oleh 
Barkes et al. (2001) ciri-ciri dari perikanan skala 
kecil diantaranya adalah 1) Kegiatan dilakukan 
dengan unit penangkapan skala kecil, kadang — 
kadang menggunakan perahu bermesin atau tidak 
sama sekali, 2) Kapal dan alat tangkap biasanya 
dioperasikan sendiri, dan 3) Hasil tangkapan tidak 
dijual kepada pasar besaryang terorganisasi dengan 
baiuk tapi diedarkan di tempat — tempat pendaratan 
atau dijual di laut dan biasanya dikonsumsi sendiri 
dengan keluarganya. 


Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan 
secara terpadu juga dapat didasarkan dari adanya 
konektivitas antara ekosistem (sistem ekologi) 
dan aktivitas nelayan dari keberadaan ekosistem 
(sistem sosial) (Moberg and Ronnback, 2003). 
Kurangnya perhatian pada ekosistem lamun sangat 
disayangkan, mengingat fakta bahwa ekosistem 
lamun memiliki fungsi baik disisi ekologi dan sosial 
(Green and Short, 2003) karena ekosistem lamun 
menjadi penyedia jasa yang besar. Meskipun dalam 
hal kepentingannya, perhatian sosial-ekologis dari 
ekosistem lamun ini hanya dipahami secara lokal 
dan kurang dipahami oleh beberapa stakeholder 
(Torre-Castro and Ronnback, 2004), baru-baru 


Studi Keterkaitan Ekosistem Lamun dan Perikanan Skala Kecil .... 


ini ekosistem lamun telah diakui sebagai sistem 
sosial-ekologi (SES) yang penting di dunia. Selain 
itu, dilihat dari segi ekonominya untuk keberadaan 
ekosistem lamun jauh lebih tinggi dibandingkan 
dengan ekosistem terumbu karang dan mangrove 
(Torre-Castro et al., 2014). 


Bagaimanapun perikanan skala kecil sering 
melakukan kegiatan penangkapan di ekosistem 
lamun karena letaknya dekat pantai, akan tetapi 
peran dari ekosistem lamun untuk kegiatan 
produksi sebagai mata pencaharian nelayan skala 
kecil sering diabaikan. Penelitian ini diharapkan 
dapat menambahkan upaya yang sistematis 
dalam melakukan pengelolaan ekosistem lamun 
secara terpadu dengan pendekatan keterkaitan 
sistem sosial-ekologi antara ekosistem lamun 
dengan kegiatan perikanan skala kecil khususnya 
di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. 


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengkaji keterkaitan sistem sosial-ekologi lamun 
berdasarkan hasil tangkapan sumberdaya ikan 
di lokasi penelitian dan mengestimasi besaran 
manfaat sumberdaya ikan kaitannya dengan jasa 
ekosistem lamun di lokasi penelitian. 


METODE PENELITIAN 


Waktu dan Tempat Penelitian 


Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bintan, 
Kepulauan Riau tepatnya di Desa Berakit dan Desa 


swans (Muhammad Nur Arkham, Luky Adrianto, Yusli Wardiatno) 


Malang Rapat. Penelitian ini dilaksanakan selama 
dua bulan yaitu dari bulan September sampai 
dengan bulan November 2014. Objek dalam 
penelitian ini yaitu nelayan skala kecil di Desa 
Berakit dan Desa Malat Rapat yang berinteraksi 
dengan ekosistem lamun. 


Kerangka Pemikiran 


Penelitian ini menggunakan metode survai 
eksplorasi dan eksplanasi keterkaitan antara faktor 
ekologi dan sosial-ekonomi pada sistem sosial- 
ekologi ekosistem lamun di Kabupaten Bintan, 
Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kerangka penelitian 
survai, pemilihan indikator yang relevan dengan 
tujuan penelitian menjadi sangat penting. Dalam 
penelitian ini pemilihan indikator bersifat dinamik 
mencakup indikator referensi (reference indicators) 
dan indikator kritis (critical indicators) untuk sistem 
ekologi dan sosial ekonomi ekosistem lamun di 
lokasi penelitian. Pendekatan pemilihan indikator 
menggunakan adaptasi dari pendekatan Gilbert 
and Jansenn (1998) seperti yang digambarkan 
pada Gambar 1. 


Ekosistem lamun dengan segala proses 
ekologi yang terjadi memberikan pengaruh 
terkait dengan aktivitas manusia dimana yang 
sering disebut sebagai sistem sosial-ekologi 
lamun. Keberadaan dari ekosistem lamun masih 
diabaikan meskipun juga memiliki fungsi yang 
penting diantaranya sebagai penyedia oksigen, 
sumberdaya ikan, produsen dalam jejaring 
makanan, maupun tempat berlindung berbagai 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 
Figure 1. Research Frameworks 
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organisme laut. Keadaan saling bergantung antara 
sistem sosial dan sistem ekologi menjadi semakin 
kompleks, sehingga diperlukan studi tentang 
keterkaitan dari sistem sosial dan ekologi untuk 
pengelolaan keberlanjutan sumberdaya pesisir. 
Pendekatan jasa ekosistem lamun di Kabupaten 
Bintan ini lebih kepada provisioning services (jasa 
penyediaan) sumberdaya ikan yang dimanfaatkan 
oleh nelayan skala kecil di lokasi penelitian. 
Pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan 
sosial-ekologi dari hasil tangkapan nelayan dan 
pendapatannya dari manfaat jasa ekosistem lamun 
(seagrass ecosystem services) yang diberikan. 


Data dan Teknik Pengumpulan Data Primer 


Pengumpulan Data Pendapatan dan Persepsi 
Masyarakat 


Pengambilan data primer untuk pendapatan 
dari nelayan yaitu dengan cara melakukan 
wawancara mendalam (indepth interview) dan 
mencatat penjualan hasil tangkapan mereka 
kepada pedagang pengepul/tauke secara berkala 
dan hasilnya kemudian dirata-rata. Sedangkan 
pengambilan data presepsi masyarakat diperoleh 
melalui wawancara mendalam (indepth interview) 
secara langsung dengan nelayan dengan 
menggunakan instrumen terstruktur (kuisioner) di 
lokasi penelitian yang dipilih (Brakit dan Malang 
Rapat). Pengambilan data dilakukan dengan 
menunjuk sebanyak 15 responden dari informasi 
tipe nelayan dan pedagang pengepul yang ditunjuk 
secara acak (rendom sampling) dan pengambilan 
data responden secara permanen (permanent 
respondents) untuk pengambilan data presepsi 
masyarakat di setiap desa (Torre-Castro et al., 
2014). Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan 
adalah responden nelayan yang memanfaatkan 
ekosistem lamun dalam melakukan penangkapan 
hasil perikanan. Informasi yang dikumpulkan yaitu 
mengenai pemahaman atau persepsi nelayan 
tentang manfaat dari keberadaannya ekosistem 
lamun. 


Pengumpulan Data Hasil Tangkapan Jenis Ikan 


Pengambilan data ikan yang berasosiasi 
dengan ekosistem lamun yaitu dengan melihat 
hasil tangkapan yang didaratkan oleh nelayan 
yang menangkap ikan di sekitar ekosistem lamun. 
Untuk pencatatan hasil tangkapan yang didaratkan 
oleh nelayan dilakukan di tempat ikan dijual 
kepada pedagang pengepul ikan/tauke (Torre- 
Castro et al., 2014). Untuk pengamatan langsung 


140 


jenis sumberdaya ikan dari hasil tangkapan nelayan 
di daerah ekosistem lamun yaitu dengan metode 
memasang Trammel Net dan Gill Net (Unsworth 
et al., 2007), kemudian biota dan beberapa jenis 
ikan yang tertangkap difoto dan diidentifikasi untuk 
memastikan hasil tangkapan nelayan di ekosistem 
lamun. Identifikasi dilakukan berdasarkan buku 
panduan identifikasi biota dan jenis ikan. 


Metode Pengumpulan Data Sekunder 


Data sekunder dikumpulkan dari sumber- 
sumber yang relevan dengan penelitian ini. Sumber- 
sumber data sekunder dipilin secara struktural dari 
tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi 
hingga pusat dengan beragam institusi yang terkait 
dengan tujuan penelitian seperti Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Bintan, BAPPEDA, 
selain itu dengan studi literatur dengan penelitian 
yang terkait. 


Teknik Analisis Data 


Analisis Deskriptif 


Analisis deskriptif dalam penelitian ini sama 
dengan yang analisis data yang digunakan oleh 
Damayanti (2011), yang menyebutkan bahwa 
analisis deskriptif ini digunakan untuk memberikan 
gambaran atau deskripsi suatu hasil pengamatan 
atau penelitian. Data yang dianalisis dari penelitian 
ini berupa data kuantitatif. Sedangkan untuk 
penyajian data penelitian berupa gambar, grafik 
histogram dan penjelasan secara kualitatif dari 
gambar peta yang telah diolah sebelumnya. Bentuk 
dari analisis deskripsi ini dipilih sesuai dengan 
keperluan analisis agar tujuan dari penelitian ini 
dapat tercapai dan tersampaikan. 


Analisis Data Pendapatan 


Data yang terkumpul diolah dengan 
menggunakan softwere MS Excel. Analisis 
pendapatan dari penangkapan dilakukan untuk 
mengetahui keuntungan per hari yang diperoleh 
nelayan berdasarkan jenis alat tangkap. 
Keuntungan ini didapat berdasarkan nilai penjualan 
nelayan ke pengepul dari suatu jumlah hasil 
produksi. Tujuan analisis ini digunakan hanya 
untuk mengetahui keuntungan dari nelayan dalam 
sehari menangkap, dimana hasil penjualannya 
ke pengepul dikurangi biaya operasional dalam 
setiap melakukan penangkapan. Hasil dari analisis 
data ditunjukkan pada Gambar 6 dan Gambar 7. 
Perkiraan keuntungan secara ekonomi diperkirakan 
melalui perhitungan pendapatan NFR (Net Fishing 
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Revenue), dengan persamaan yang diformulasi 
dari pendapat Torre-Castro et al. (2014) berikut: 


NFR, - B, = C, 
Dimana : 
B =..Benefit (keuntungan yang diterima 
dari hasil penjualan nelayan kepada 


pedagang pengepul/tauke sekali melaut) 

C = Cost (Biaya yang dikeluarkan nelayan 
pada saat sekali melaut) 

NFR = Net Fishing Revenue (Pendapatan bersih 
dari hasil tangkapan ikan) 

i = Responden (i= 1, ....... ,n) 

j = Desa (j= 1, 2) 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Sistem Sosial-Ekologi Lokasi Penelitian 
Administrasi Kabupaten Bintan 


Kabupaten Bintan merupakan salah satu 
gugus Kepulauan Riau dan ibukota Provinsi 
Kepulauan Riau dalam hal ini terletak di pulau 
yang luasnya mencapai 13.903,75 km2 atau sekitar 
11,4% dari total luas seluruh wilayah daratan di 
Provinsi Kepulauan Riau ini. Gugus Kabupaten 
Bintan, secara administratif dibagi menjadi dua 
wilayah, yaitu Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung 
Pinang (Damayanti, 2011). Secara geografis 
gugus Kabupaten Bintan terletak pada 104°00’BT- 
104”53BT dan 04°0’LU-11°5’LU, dengan batas- 
batas wilayah sebagai berikut: 


- Sebelah Utara : Selat Malaka 
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi 


- Sebelah Timu : Selat Karimata dan Laut 
Cina Selatan 
- Sebelah Barat Provinsi Riau 


Secara administratif, Kabupaten Bintan 
terbagi menjadi 10 kecamatan (Damayanti, 2011), 
yaitu: 


1. Kecamatan Sri Kuala Lobam 
2. Kecamatan Tambelan 

3. Kecamatan Bintan Utara 

4. Kecamatan Teluk Sebong 

5. Kecamatan Bintan Timur 

6. Kecamatan Mantang 

7. Kecamatan Bintan Pesisir 

8. Kecamatan Teluk Bintan 

9. Kecamatan Toapaya 

10. Kecamatan Gunung Kijang. 


banana (Muhammad Nur Arkham, Luky Adrianto, Yusli Wardiatno) 


Kabupaten Bintan merupakan wilayah 
kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang 
wilayahnya memiiki potensi pesisir dan pulau- 
pulau kecil yang cukup besar. Wilayah Kabupaten 
Bintan tercatat seluas 87.777,84 km2, yang mana 
luas daratannya +1.319,51 km2 atau sekitar 1,49% 
dari total seluruh luas Kabupaten Bintan dan luas 
lautannya + 86.458,33 km2 atau 98,51% dari total 
seluruh luas Kabupaten Bintan (Damayanti, 2011). 
Daratan Kabupaten Bintan terdiri dari 240 buah 
pulau yang menyebar di perairan laut Natuna (Laut 
Cina Selatan) dengan pulau berpenghuni sebanyak 
49 pulau, pulau kosong 191 pulau, pulau bernama 
190 pulau dan yang belum diberi nama sebanyak 
50 pulau (Damayanti, 2011). 


Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan 
Gunung Kijang dan Teluk Sebong, Kabupaten 
Bintan. Kecamatan Gunung Kijang memiliki wilayah 
yang cukup luas. Pantainya landau dengan substrat 
dasar perairan berupa pasir, batuan, karang dan 
lumpur. Luas wilayah Kecamatan Gunung Kijang 
mencapai 376,8 km?, dengan batas-batas wilayah 
meliputi Kecamatan Sebong dan Teluk Bintan di 
sebelah Utara, Kecamatan Bintan Timur di sebelah 
Selatan, Laut Cina Selatan di sebelah Timur dan 
dengan Kecamatan Toapaya di sebelah Barat. 
Kecamatan Gunung Kijang secara administratif 
terdiri atas 4 (empat) kelurahan/desa, nama-nama 
desa/kelurahan dan luasannya selengkapnya dapat 
dilihat pada Gambar 2. 


Sedangkan kecamatan Teluk Sebong 
merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan 
Bintan Utara. Daerah Kecamatan Teluk Sebong 
merupakan daerah yang berbukit-bukit dan 
ada wilayah yang terletak di pinggir pantai atau 
pesisir. Teluk Sebong letaknya diapit oleh 4 
(empat) kecamatan dan satu wilayah perairan 
Internasional, sebelah utara berbatasan dengan 
Laut Cina Selatan, Kabupaten Natuna, dan Selat 
Malaka, Selatan: Kecamatan Teluk Bintan, Barat: 
Kecamatan Bintan Utara, Timur: Kecamatan 
Gunung Kijang dan Kecamatan Topaya. Kecamatan 
Teluk Sebong terdiri dari beberapa pulau yaitu 
Pulau Bintan, Pulau Sumpat dan Pulau Angka. 
Luas wilayah Kecamatan Teluk Sebong mencapai 
337,65 Km?. Desa Berakit merupakan desa 
terjauh dari ibu kota kecamatan. Kecamatan Teluk 
Sebong secara administratif terdiri atas 7 (tujuh) 
kelurahan/desa, nama-nama desa/kelurahan 
dan luasannya selengkapnya dapat dilihat pada 
Gambar 3 (BPS Seri Kuala Lobam Dalam Angka, 
2013). 
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Sumber: Damayanti, 2011/Source: Damayanti, 2011 

Gambar 2. Luas Wilayah Desa di Kecamatan 
Gunung Kijang (Km?). 

Figure 2. Spacious Village Area in Gunung 
Kijang District (Km?). 


Analisis Distribusi Frekuensi 


Hasil dari tangkapan nelayan dari Desa 
Berakit dan Malang Rapat kemudian dianalisis untuk 
mengetahui hasil tangkapan berdasarkan jenis alat 
tangkap dan persepsi tentang nelayan terhadap 
manfaat dari keberadaan ekosistem lamun sebagai 
jasa ekosistem (ecosystem services) yang didapat 
dari nelayan lokal. Analisis distribusi frekuensi ini 
merupakan salah satu penyajian data berupa tabel, 
diagram, dan grafis yang digunakan dalam statistik 
sederhana. Data-data yang diperoleh dari hasil 
survei dan pengamatan langsung umumnya masih 
bersifat acak (mentah) dan tidak terorganisisr 
dengan baik (raw data). Data-data yang didapatkan 
dari hasil penelitian harus diringkas dengan baik 
dan teratur baik dalam bentuk tabel, diagram, atau 
presentasi grafis yang berguna sebagai dasar 
dalam proses pengambilan keputusan (statistik 
inferensia) (Damayanti, 2011). 


Ekosistem Pesisir 


Terumbu Karang 


Tutupan karang hidup tertinggi di Kabupaten 
Bintan, Kepulauan Riau didapatkan di wilayah 
sekitar Tg Tima ( 51 %), di sekitar Malang Rapat 
lebih rendah, antara 26 — 50 % dan terendah 
di Teluk Bakau (0 — 25 Yo). Menurut dr. Anang, 
pengelola Traveller's Lodge di Desa Mengkurus, 
terumbu karang di Tg. Berakit juga bagus seperti 
di Tg. Tima (TI. Dalam). Hasil dari penelitian LIPI 
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Sumber: BPS Seri Kuala Lobam Dalam Angka, 2013/ 
Source: BPS Seri Kuala Lobam in Number, 2013 


Gambar 3. Luas Wilayah Desa di Teluk Sebong 
(Km?). 

Figure 3. Spacious Village Area 
Sebong District (Km?). 


in Teluk 


menunjukkan pada umumnya kondisi terumbu 
karang (berdasarkan tutupan karang hidup) 
pantai timur desa Malang Rapat dan Teluk Bakau 
umumnya sedang, dan ada beberapa lokasi 
yang kondisinya masih baik. Selain itu, ada dua 
lokasi yang kondisinya masih relatif baik, satu di 
Malang Rapat dan satu di Teluk Bakau. Jumlah 
jenis karang batu yang tercatat ada 118 spesies 
dengan didominasi oleh Galaxea fascicularis 
dan Porites cylindrica (sub-massive) dan Porites 
lobata dan Porites lutea (massive). Lokasi yang 
terumbu karangnya masih baik didominasi oleh 
jenis Acropora berbentuk meja (Acropora tabulate) 
(Damayanti, 2011). 


Lamun 


Ekosistem lamun hampir selalu 
berdampingan dengan ekosistem mangrove di 
daratan pesisir dan ekosistem terumbu karang di 
depannya. Di seluruh lokasi penelitian di pesisir 
timur Kabupaten Bintan, ekosistem lamun selalu 
berasosiasi dengan terumbu karang. Ekosistem 
lamun merupakan salah satu ekosistem pesisir 
yang terdapat di wilayah Kecamatan Gunung 
Kijang dan Teluk Sebong. Terdapat keterkaitan 
antara ekosistem lamun dengan aktivitas perikanan 
masyarakat Kecamatan Gunung Kijang dan 
Teluk Sebong, terutama masyarakat nelayan. 
Masyarakat memanfaatkan perairan sekitar 
ekosistem lamun untuk melakukan usaha 
penangkapan ikan dan biota laut yang berasosiasi 
dengan ekosistem ekosistem lamun. 


Studi Keterkaitan Ekosistem Lamun dan Perikanan Skala Kecil 


Ekosistem lamun di Kecamatan Gunung 
Kijang dan Teluk Sebong tersebar dominan di 
Desa Malang Rapat, Teluk Bakau, Berakit, dan 
Pengudang. Kondisi penutupan lamun di wilayah 
perairan pesisir Desa Malang Rapat terhitung 
sebesar43,70 persen, sedangkan Desa Teluk Bakau 
memiiki penutupan lamun mencapai sebesar 42,80 
persen. Terdapat 7 (tujuh) spesies lamun di dua 
desa tersebut diantaranya Enhalus acoroides (Ea), 
Cymodocea rotundata (Cr), Cymodocea serrulata 
(Cs), Thalassia hemprichii (Th), Halodule uninervis 
(Hu), Halodule pinifolia (Hp), dan Halodule ovalis 
(Ho) (Damayanti, 2011). 


Hasil hasil Damayanti (2011) disampaikan 
bahwa dari pengamatan lamun dengan 
menggunakan metoda RRA di 73 stasiun yang 
mencakup 5 desa (Desa Lagoi, Pengudang, 
Berakit, Malang Rapat dan Teluk Bakau) ditemukan 
10 jenis lamun dari 12 jenis lamun yang ada di 
Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi 
pengamatan (Kabupaten Bintan bagian utara-timur) 
memiliki keaneka-ragaman jenis lamun yang tinggi. 
Jenis-jenis lamun yang ditemukan tersebut antara 
lain adalah : Cymodocea rotundata, Cymodocea 
serrulata, Ehbalus acroides, Halodule uninervis, 
Halodule pinifolia, Halophila ovalis, Hallophila. 
spinulosa, Thalassia hemprichii, Thalassodendron 
ciliatum, dan Syringodium isoetifolium. Lokasi yang 
memiliki keanekaragaman jenis lamun tinggi berada 
pada sisi utara dan timur Kabupaten Bintan, yaitu 
yang terletak di desa Malang Rapat, Teluk Bakau, 
Desa Pengudang, dan Desa Berakit. 


Mangrove 


Hutan mangrove hanya ada di muara 
Sungai Kawal dan Tanjung Berakit. Di tempat 
lainnya, mangrove dapat dijumpai di pantai dalam 
kelompok-kelompok kecil. Hutan mangrove Pulau 
Bintan ditemukan 50 jenis pohon, yang terdiri 
12 jenis mangrove sejati dan 38 jenis mangrove 
ikutan. Jenis mangrove sejati yang dominan 
adalah Rhizophora mucronata. Spesies ini juga 
selalu mengawali zonasi mangrove di Kabupaten 
Bintan yang mengindikasikan bahwa pesisir 
timur Pulau Bintan digenangi oleh pasang yang 
sedang. Sedangkan secara morfologi akarnya 
berbentuk tongkat yang berfungsi sebagai penahan 
gelombang. Hutan mangrove di Desa Berakit 
sudah banyak yang rusak karena sudah lama 
ditebang untuk memasok panglong pembakaran 
kayu mangrove menjadi arang. Tetapi semenjak 
dibelakukannya PERDA No 14/Tahun 2007 tetang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan, 


gunma (Muhammad Nur Arkham, Luky Adrianto, Yusli Wardiatno) 


pembakaran kayu mangrove untuk arang sudah 
dilarang. 


Hasil Tangkapan Sumberdaya Ikan dalam 
Perikanan Skala Kecil di Ekosistem Lamun 


Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hasil 
tangkapan nelayan berdasarkan jenis alat tangkap 
nelayan yang digunakan di Desa Berakit lebih 
tinggi daripada hasil tangkapan di Desa Malang 
Rapat. Rata-rata hasil tangkapan di Desa Berkit 
yaitu 6,2 — 23,1 kg/hari, sedangkan untuk nelayan 
di Desa Malang Rapat yaitu 7,0 — 16,5 kg/hari 
(Gambar 4). Hasil tangkapan tersebut merupakan 
rata-rata dari hasil tangkapan nelayan selama 
3 — 5 hari secara berurutan yang dijual kepada 
pedagang pengepul/tauke. 
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Gambar 4. Hasil Tangkapan Nelayan di Desa 
Malang Rapat dan Berakit. 

Catch of Fishers in Malang Rapat 
and Berakit village. 


Figure 4. 


Hasil tangkapan nelayan di desa Malang 
Rapat paling rendah yaitu nelayan dengan alat 
tangkap bubu ketam, sedangkan di Desa Berakit 
dengan alat tangkap pancing. Sedangkan hasil 
tangkapan tertinggi untuk Desa Malang Rapat 
yaitu nelayan dengan menggunakan alat tangkap 
jaring dan untuk Desa Berakit yaitu nelayan 
dengan alat tangkap kelong karang/perangkap 
ikan. Hal ini dikarenakan keanekaragaman jenis 
dari ikan yang tertangkap oleh jaring lebih banyak 
dan beragam, selain itu alat tangkap jaring dan 
kelong karang (jermal) ini juga penangkapannya 
dibantu dengan keadaan pasang dan surut dari 
air laut, dimana saat keadaan pasang jenis-jenis 
ikan karang yang berasosiasi dengan lamun akan 
bergerak ke daerah lamun dan pada saat surut 
ikan-ikan tersebut kembli ke karang. Sedangkan 
untuk alat tangkap kelong karang (jermal) lebih 
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banyak hasil tangkapannya karena alat tangkap ini 
diletakkan dekat dengan tubir yang masih banyak 
terdapat hamparan ekosistem lamunnya dan 
berdekatan dengan adanya karang, sehingga hasil 
tangkapannya lebih beragam. Hasil tangkapan 
bubu ketam tersebut hanya menangkap jenis 
rajungan dan mengandalkan umpan untuk menarik 
rajungan supaya masuk dalam perangkap rajungan 
(bubu ketam) tersebut. Menurut Torre-Castro et al. 
(2014), nelayan yang melakukan penangkapan di 
daerah ekosistem lamun dengan menggunakan 
jaring dan perangkap ikan memiliki hasil tangkapan 
yang lebih baik dan melimpah, hal ini karena 
adanya hubungan keterkaitan antara ikan karang 
yang berasosiasi dengan ekosistem lamun pada 
saat adanya pasang dan surutnya air laut. Dengan 
alat tangkap tersebut hasil tangkapan nelayan lebih 
bervariasi dan lebih melimpah jika dibandingkan 
dengan alat tangkap yang lain. Ditambahkan oleh 
Tobisson et al. (1998) yang menyebutkan nelayan 
lokal telah belajar untuk memanfaatkan gelombang 
dan angin saat melakukan penangkapan. 


Ekosistem lamun merupakan salah satu 
dari ekosistem laut tropis yang pada umumnya 
berada diantara ekositem mangrove dan ekosistem 
terumbu karang. Keberadaan dari ekosistem lamun 
sering dianggap begitu penting bagi sebagian orang. 
Berbeda dengan pandangan dari masyarakat 
di Pesisir Timur Bintan yang telah menyadari 
pentingnya ekosistem lamun bahkan kawasan ini 
dijadikan sebagai Kawasan Konservasi Lamun. 
Pembentukan kawasan tersebut tidak menghalangi 
masyarakat disekitar untuk memanfaatkan lamun, 
akan tetapi tetap menjaga kelestariannya, seperti 
masyarakat di Desa Malang Rapat dan Berakit 
yang memanfaatkan ekosistem lamun dalam 


upaya pemanfaatan sumberdaya perikanan. 
Interaksi antara sistem sosial dan sisem ekologi 
yang terjadi di lokasi penelitian ini sangat kuat 
dan sangat kompleks, dimana beberapa jenis 
sumberdaya ikan yang terdapat di ekosistem lamun 
telah memberikan kontribusi untuk peningkatan 
kesejahteraan nelayan sebagai mata pencaharian 
mereka. Sesuai dengan penelitian Parsram (2008), 
menyebutkan bahwa interaksi antara sistem sosial 
dan sistem ekologi dalam suatu pemanfaatan 
ekosistem pesisir sangat berpengaruh terhadap 
keberlanjutan dari sumberdaya alam yang ada. 
Berikut ini adalah beberapa kegiatan masyarakat 
pesisir di desa penelitian dalam memanfaatkan 
keberadaan ekosistem lamun dalam mencari ikan 
(provisioning services) tersaji pada Gambar 5. 


Pendapatan Perikanan Skala Kecil di Ekosistem 
Lamun 


Jasa ekosistem lamun (seagrass ecosystem 
services) yang ada di Desa Malang Rapat dan 
Berakit ini dapat menopang sebagian besar 
kehidupan masyarakat desa tersebut. Sehingga 
ketergantungan masyarakat di sekitar desa tersebut 
begitu besar. Sumberdaya ekosistem lamun yang 
ada di Pulau Bintan khususnya di Desa Berakit dan 
Malang Rapat telah dimanfaatkan nelayan sekitar. 
Pemanfaatan ekosistem lamun ini merupakan 
interaksi antara dua sistem, yaitu sistem sosial dan 
sistem ekologi. Dalam sistem ekologi, ekosistem 
lamun berperan sebagai jasa penyedia ekosistem 
(provisioning services), hal ini dikarenakan nelayan 
disekitar desa memanfaatkan keberadaan dari jasa 
ekosistem lamun sebagai tempat mereka mencari 
dan menangkap sumberdaya ikan (ikan, rajungan, 
teripang, dan lain sebagainya). Dalam sistem sosial, 


Gambar 5. Aktivitas Masyarakat Pesisir dalam Memanfaatkan Keberadaan Lamun 
Figure 5. Coastal Community Activity in Utilizing the Presence of Seagrass 
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terjadi pemanfaatan sumberdaya ekosistem lamun 
oleh nelayan skala kecil, dimana para nelayan 
mencari dan menangkap ikan di daerah sekitar 
ekosistem lamun. Hasil yang diperoleh sebagian 
dijual dan sebagian lagi untuk dimakan. Sistem sosial 
ekologi menurut Adrianto (2009) mendefinisikan 
sistem sosial ekologi sebagai integrated system of 
nature and society with reciprocal feedbacks. 


Dilihat dari segi ekonomi, hasil peneitian 
menunjukkan pendapatan nelayan skala kecil per 
hari di Desa Malang Rapat tersaji pada Gambar 6. 
Hasil dari pendapatan nelayan skala kecil tersebut 
telah dibandingkan dengan Upah Minimum 
Kabupaten (UMK) Kabupaten Bintan tahun 2014. 
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Gambar 6. Hasil dari Pendapatan Nelayan Skala 
Kecil di Desa Malang Rapat (Rp.hari'). 
Income Results of Small-Scale Fishers 
in Malang Rapat Village (Rp.day'). 


Figure 6. 


Sedangkan untuk pendapatan nelayan skala 
kecil di Desa Berakit dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Hasil dari Pendapatan Nelayan Skala 
Kecil di Desa Berakit (Rp.hari-1). 

Figure 7. Income results of small-scale fishers in 
Berakit village (Rp.day-1). 


Dari segi ekonomi, hasil tangkapan yang 
didapat nelayan skala kecil juga mempengaruhi 
pendapatan yang dihasilkannya, hal ini sangat 


banana (Muhammad Nur Arkham, Luky Adrianto, Yusli Wardiatno) 


penting bagi perekonomian rumah tangga di desa 
tersebut. Dilihat dari gambar diatas menunjukkan 
bahwa pendapatan per hari nelayan skala kecil 
di Desa Malang Rapat rata-rata diatas dari UMK 
(upah minumum kabupaten) Kabupaten Bintan 
tahun 2014 yaitu diatas Rp. 93.000,00. Sedangkan 
untuk pendapatan per hari nelayan skala kecil di 
Desa Berakit hanya nelayan yang menggunakan 
alat tangkap pancing yang pendapatannya masih 
dibawah UMK Kabupaten Bintan tahun 2014, untuk 
nelayan lain pendapatannya juga diatas nilai UMK 
Kabupaten Bintan tahun 2014. Dilihat dari hasil 
penelitian seharusnya nelayan skala kecil yang ada 
di desa penelitian pendapatannya termasuk tinggi 
dan termasuk sejahtera dengan hasil yang didapat 
dari kebeadaan ekosistem lamun. Akan tetapi 
nelayan skala kecil yang ada di desa tersebut masih 
belum kecukupan untuk memenuhi kebutuhan 
mereka. Hal ini dikarenakan sifat nelayan yang 
konsumtif, dimana cara mereka memanfaatkan 
pendapatannya secara berlebihan dan tidak 
sesuai dengan kebutuhan utama mereka. Sesuai 
dengan hasil penelitian dari Purwanti dan Kusuma 
(2013), tentang gaya hidup nelayan dimana cara 
nelayan dalam memanfaatkan pendapatannya 
untuk membeli atau mengkonsumsi barang- 
barang secara berlebih merupakan suatu budaya 
dan kebiasaan/gaya hidup yang terjadi dikalangan 
nelayan. 


Pendapatan nelayan skala kecil tersebut 
didapat dari hasil penjualan sumberdaya ikan 
kepada tauke/pedagang pengepul dan dikurangi 
dari biaya operasional nelayan dari setiap kali 
menangkap ikan sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing alat tangkap yang digunakan 
nelayan desa tersebut. Pendapatan tersebut 
juga telah dibagi untuk per alat tangkap yang 
digunakan oleh nelayan tersebut. Keuntungan dari 
nelayan tersebut dengan melakukan penangkapan 
di daerah ekosistem lamun yaitu tidak terlalu 
membutuhkan bahan bakar minyak untuk perahu 
yang digunakan nelayan dalam melakukan 
penangkapan. Hal ini juga disampaikan oleh 
Torre-Castro et al. (2014) dimana para nelayan 
lebih suka menangkap ikan didaerah sekitar 
lamun karena letaknya dekat dengan pantai dan 
menyatakan bahwa keuntungan dari menangkap 
ikan di ekosistem lamun yaitu penghematan bahan 
bakar dan tenaga. Ditambahkan oleh Torre-Castro 
dan Lindstrom (2010), letak ekosistem lamun 
yang dekat menjadi faktor penting untuk prefensi 
menangkap ikan tanpa terlalu terpengaruh dengan 
kondisi/musim untuk menangkap ikan. 
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Keterkaitan sistem sosial-ekologi lamun 
dapat tergambar dari adanya hasil tangkapan dan 
pendapatan dari nelayan setiap harinya. Hal ini juga 
dapat dilihat dari sebaran spasial daerah tangkapan 
nelayan seperti yang disajikan di sub bab analisis 
distribusi spasial perikanan skala kecil di ekosistem 
lamun yang dapat memberikan gambaran bahwa 
terdapat keterkaitan dari sumberdaya ikan yang 
dimanfaat dengan daerah-daerah penangkapannya 
dan pola distribusi penjualan nelayan dari hasil 
tangkapan. Ketergantungan dari nelayan terhadap 
sumberdaya ikan yang ada di ekosistem lamun 
yang ada di Desa Malang Rapat dan Berakit 
ini dalam meningkatkan kesejahteraannya dan 
sebagai ketahanan pangan para nelayan tersebut. 
Sesuai dengan Unsworth dan Cullen-Unsworth, 
(2014), yang menyatakan bahwa hubungan 
antara ekosistem lamun dengan manusia disoroti 
tentang peranan multi-fungsional lamun dalam 
kesejahteraan manusia, sehingga pemahaman 
ekosistem lamun sebagai sistem sosial-ekologi 
(SSE) sangat penting sebagai ketahanan sosial 
dan ekologinya dalam perubahan lingkungan 
secara global. 


Persepsi Nelayan tentang Manfaat Ekosistem 
Lamun 


Ekosistem lamun mempunyai peran penting 
dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat 
disekitar ekosistem lamun, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Peningkatan kesadaran 
tentang pentingnya keberadaan ekosistem lamun 
bagi masyarakat lokal khususnya di Desa Berakit 
dan Malang Rapat sangat berpengaruh terhadap 
peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di 
desa tersebut. Manfaat yang langsung didapat oleh 
masyarakat nelayan lokal tersebut yaitu sebagai 
sumber pendapatan nelayan untuk menangkap 
ikan. Sehingga dengan manfaat yang didapat oleh 
nelayan lokal dengan keberadaan ekosistem lamun 
tersebut dapat menambah kesejahteraan dan 
ketahanan pangan pada masyarakat lokal. 


Dari hasil wawancara dengan 15 responden 
masing-masing nelayan yang ada di Desa Berakit 
dan Malang Rapatmenunjukkan bahwa keberadaan 
dari ekosistem lamun sangat bermanfaat untuk 
menunjang kesejahteraan mereka sebagai mata 
pencaharian masyarakat lokal bidang perikanan. 
Hal ini karena akses yang mudah dari para nelayan 
dan tidak terlalu banyak mengeluarkan bahan bakar 
dan hasil tangkapan yang baik. Menurut pendapat 
Cullen-Unsworth et al., (2013), menjelaskan bahwa 
lamun sebagai sistem sosial-ekologi yang dapat 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. 
Interaksi antara ketergantungan antara masyarakat 
dengan adanya sumberdaya yang ada di ekosistem 
lamun dapat meningkatkan ketahanan pangan dan 
pendapatan masyarakat. 


Kesadaran masyarakat lokal terhadap 
manfaat lamun tidak skedar sebagai tempat 
tangkapan mereka. Setelah mengetahui bahwa 
keberadaan ekosistem lamun sangat bermanfaat 
bagi kehidupan mereka dalam bidang perikanan 
masyarakat juga mengetahui manfaat secara tidak 
langsung bagi kelangsungan hidup mereka dan 
sumberdaya alam yang ada di sekitar ekosistem 
lamun bagi keseimbangan ekosistem pesisir yang 
ada di Kabupaten Bintan sama seperti ekosistem 
terumbu karang dan mangrove dalam pengelolaan 
perikanan berkelanjutan. Sehingga masyarakat di 
daerah penelitian ini sangat menjaga kelestarian 
dari keberadaan ekosistem lamun. Tingkat dari 
kesadaran masyarakat di lokasi penelitian baik di 
Desa Berakit dan Desa Malang Rapat terhadap 
manfaat ekosistem lamun dapat dilihat pada 
Gambar 8 dan Gambar 9. 
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Gambar 8. Persepsi Nelayan Desa Malang 
Rapat tentang Manfaat Lamun. 
Perception of Fishers Malang 
Rapat Village Abaout Benefits of 
Seagrass. 


Figure 8. 
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Gambar 9. Persepsi Nelayan Desa Berakit 
Tentang Manfaat Lamun. 
Perception of Fishers Berakit Village 

Abaout Benefits of Seagrass. 


Figure 9. 


Studi Keterkaitan Ekosistem Lamun dan Perikanan Skala Kecil 


Pemahaman tertinggi nelayan di Desa 
Berakit dan Malang Rapat tentang manfaat 
ekosistem lamun secara langsung sebagai 
pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal di daerah 
tersebut yaitu tempat mencari ikan hampir sama 
yaitu sebesar 32% dan 35%. Selain itu dari hasil 
wawancara kepada nelayan dengan 15 responden 
di masing-masing desa penelitian bahwa 
manfaat lamun selain sebagai tempat mencari 
ikan keberadaan lamun tersebut dapat dijadikan 
ikan sebagai tempat mencari makan (feeding 
ground), tempat ikan bertelur, dan berkembang 
biak (nursery ground). Sedangkan untuk fungsi 
ekosistem lamun terhadap lingkungan pesisir dan 
laut dimana fungsi ekosistem lamun menurut nelyan 
lokal yaitu dapat menjernihkan air dan menahan/ 
peredam ombak. Menurut pendapat Koesoebiono 
(1995) dalam Widiastuti (2011) fungsi ekosistem 
lamun di lingkungan pesisir yaitu (1) sebagai 
perangkap sedimen yang dapat mengendapkan 
dan menjernihkan air, (2) merupakan makanan 
bagi dugong, penyu, bulu babi, dan beberapa jenis 
ikan, (3) daerah asuhan (nursery ground) bagi larva 
ikan dan udang, (4) tempat perlindungan biota dan 
beberapa jenis ikan: dan lain sebagainya. 


Dengan pemahaman nelayan lokal terhadap 
peran ekosistem lamun dalam menunjang 
kesejahteraan hidup mereka, maka tingkat 
kesadaran dan pemahan nelayan untuk menjaga 
kelestarian dan keanekaragaman hayati yang 
dimiliki ekosistem ekosistem lamun akan tetap 
terjaga. Hal ini dikarenakan keterkaitan sistem 
sosial-ekologi selain dapat memberikan dampak 
positif terhadap kehidupan masyarakat nelayan 
lokal juga dapat menyebabkan dampak negatif 
terhadap sistem ekologi dari ekosistem lamun. 
Dampak negatif tersebut dapat terjadi apabila 
terjadi eksploitasi yang berlebihan dari ekosistem 
ekosistem lamun. Sesuai menurut Damayanti 
(2011), ekosistem lamun merupakan lahan utama 
bagi nelayan dalam mengeksploitasi sumberdaya 
ikan, akan tetapi eksploitasi secara berlebihan 
menjadikan keberadaan ekosistem lamun 
terganggu. Dengan pengelolaan sistem pesisir dan 
laut secara berkelanjutan maka ketergantungan 
antara sistem sosial dan sistem ekologi akan 
terjaga dengan baik. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Keterkaitan sistem sosial-ekologi lamun 
dengan hasil tangkapan sumberdaya ikan di lokasi 
penelitian sangat kuat dimana hasil tangkapan 


gunma (Muhammad Nur Arkham, Luky Adrianto, Yusli Wardiatno) 


terbesar dari perikanan skala kecil di Desa Malang 
Rapat dengan alat tangkap jaring yaitu 16,5 kg/hari, 
sedangkan di Desa Beakit yaitu dengan alat tangkap 
kelong karang (perangkap ikan) sebesar 23,1 kg/ 
hari. Akan tetapi keuntungan dengan keberadaan 
ekosistem lamun tersebut terjadi keterkaitan sistem 
sosial-ekologi lamun berdasarkan hasil tangkapan 
yang dapat memberikan kontribusi besar bagi 
kehidupan nelayan sebagai mata pencaharian 
nelayan. 


Secara umum besaran manfaat dari fungsi 
ekosistem lamun sebagai jasa penyedia terlihat dari 
pendapatan per hari nelayan kala kecil diatas UMK 
Kabupaten Bintan yaitu Rp. 93,000,00. Besaran 
manfaat dari fungsi ekosistem lamun sebagai jasa 
penyedia (provisioning services) yaitu keuntungan 
dan manfaat yang didapat perikanan skala kecil dari 
keberadaan ekosistem lamun adalah kemudahan 
dari akses nelayan karena tidak terlalu memerlukan 
bahan bakar karena lokasinya yang dekat dengan 
pantai. 


IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Perlu adanya sebuah rencana pengelolaan 
kawasan perlindungan lamun dengan melakukan 
pendekatan pengelolaan pesisir seacara terpadu 
(ICM), sehingga pemanfaatannya dilakukan secara 
berkelanjutan dengan memperkuat kelembagaan 
yang ada dengan sistem monitoring dan evaluasi 
terhadap implementasi rencana pengelolaan 
tersebut dan pemanfaatan sumberdaya perikanan 
dari jasa ekosistem lamun yang diberikan. 
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ABSTRAK 


Cilacap adalah salah satu sentra perikanan di Indonesia dengan salah satu produk utamanya 
adalah udang dan alat tangkap utama yang digunakan adalah trammel net. Penelitian ini bertujuan 
untuk menduga status tingkat pemanfaatan stok sumberdaya udang. Pengumpulan data dilakukan 
dengan metode survei dan studi pustaka. Analisis data melalui pendekatan model bioekonomi Gordon- 
Schaefer. Pemanfaatan stok udang pada tahun 2003-2011 berada di bawah kondisi tingkat kelestarian 
sumberdaya, sedangkan tahun 2012-2013 telah melampaui tingkat kelestarian sumberdaya. Hasil 
tangkapan tahun 2011 masih di bawah kondisi tingkat kelestarian sumberdaya, namun telah melampaui 
jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa status pemanfaatan 
sumberdaya udang terkini sudah overfishing baik secara biologi maupun ekonomi. Jika hal ini terus 
dibiarkan maka berpotensi merusak kelestarian sumberdaya udang dan mengancam keberlanjutan usaha 
perikanan tangkap udang yang menjadi mata pencaharian nelayan. Untuk itu diperlukan pengelolaan 
yang mengatur tingkat pemanfaatan sumberdaya udang sehingga sumberdaya udang tetap lestari dan 
usaha perikanan udang tetap menguntungkan nelayan. 


Kata Kunci: Cilacap, udang, trammel net, analisis bioekonomi 


ABSTRACT 


Cilacap is one of Indonesian fisheries centre with shrimp as one of its main commodity with 
trammel net as the main fishing gear that used in the site. The objective of this study was estimating the 
Status of shrimp fisheries in the area. Survei and literature study were used to collect data, while Gordon- 
Schaefer bioeconomic model was used to analyze them. Results indicated that shrimp yield in 2003-2011 
was still under sustainable level; however in 2012-2013 had already exceeded it. Total production in 2011 
was also still under sustainable yield but had exceeded its Total Allowable Catch (TAC). Furthermore, 
it was also indicated that the current status of shrimp fisheries had been overfishing both biologically 
and economically. This situation could not only potentially undermine shrimp fisheries sustainability but 
also threaten shrimp business sustainability as fishers’ livelihood if it continued. Therefore, fisheries 
management which manage the shrimp yield level was needed to not only keep shrimp resources 
sustained but also profitable for fishers. 


Keywords: Cilacap, shrimp, trammel net, bio-economic analysis 
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PENDAHULUAN 


Wilayah perairan pantai selatan Jawa 
memiliki potensi sumberdaya udang yang tinggi, 
khususnya wilayah perairan Kabupaten Cilacap 
sebagai sentra produksi udang. Di Cilacap banyak 
sekali ditemukan berbagai jenis udang dengan 
komoditas utama adalah udang Penaeid. Stok 
udang Penaeid terdapat hampir di semua Wilayah 
Pengelolaan Perikanan (WPP), khususnya di 
paparan Sahul dan Sunda (Purwanto, 2013). 


Cilacap adalah salah satu sentra perikanan 
di Indonesia. Salah satu produk utamanya adalah 
udang, dengan hasil tangkapan mayoritas adalah 
udang Penaidae spp yaitu udang jerbung/putih 
(Penaeus merguensis), udang dogol (Metapenaeus 
endevouri dan Metapenaeus ensis) dan udang tiger 
(Penaeus monodon), serta jenis udang krosok 
(Parapenaeopsis sculptitis). Alat tangkap yang 
digunakan adalah jaring tiga lapis (trammel net). 
Jaring inilah yang digunakan untuk menangkap 
keempat jenis udang tersebut. Hasil tangkapan 
udang dari trammel net dapat dikatakan mayoritas 
hanya terdiri dari udang jerbung/putih, dogol, tiger 
dan krosok. 


Perikanan tangkap udang di perairan 
Cilacap telah berlangsung sangat lama. Hal ini 
menimbulkan dugaan bahwa stok sumberdaya 
udang mulai menurun. Zarochman (2003) 
menyatakan telah terjadi penurunan produksi 
udang di perairan Cilacap dan sekitarnya. Stok 
udang di perairan Cilacap, daerah asuhan sebelum 
udang menjadi dewasa adalah di Laguna Segara 
Anakan. Sedangkan habitat udang dewasa tersebar 
di perairan Teluk Penyu dan perairan di selatan 
Pulau Nusakambangan. Prasetiyo et al. (2014) 
menyatakan udang dewasa tersebar dari perairan 
dangkal sampai ke laut dalam, namun kegiatan 
penangkapan udang secara komersial umumnya 
terpusat di perairan dangkal yaitu pada kedalaman 
perairan 5 — 60 meter. 


Jika daerah asuhan terganggu atau terjadi 
penangkapan udang maka udang stok udang dewasa 
di perairan pantai Cilacap juga akan menurun. 
Saputra dan Subiyanto (2007) menyatakan banyak 
udang di Laguna Segara Anakan ditangkap oleh 
nelayan dengan menggunakan jaring sejenis 
mini trawl. Untuk menjaga stok udang, sangat 
diperlukan usaha-usaha yang dapat memberikan 
kesempatan pada udang-udang muda untuk 
tumbuh dan memijah (rekruitmennya bisa terjamin), 
sehingga populasi udang Metapenaeus yang ada 
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tetap lestari (Saputra et al., 2013). Hal ini cukup 
mengkhawatirkan terhadap keberlangsungan 
usaha nelayan. Budianto (2012) juga menyatakan 
jumlah kapal trammel net yang beroperasi di 
Cilacap telah melebihi upaya optimum. 


Mengingat sumberdaya udang di laut 
termasuk ke dalam sumberdaya perikanan yang 
bersifat open acces, maka jika tidak ada peraturan 
yang mengikat, sumberdaya udang ini akan rentan 
terhadap eksploitasi dan bisa menyebabkan 
overfishing (Paturohman, 2014). Salah satu upaya 
untuk pengendalian eksploitasi (penangkapan) 
adalah dengan membentuk koperasi usaha 
penangkapan (Adi, 2007). Namun sampai sekarang 
upaya tersebut belum dapat direalisasikan. 
Pengkajian tentang kondisi |” pemanfaatan 
sumberdaya udang diperlukan sebagai bahan 
masukan untuk tujuan pengelolaannya (Suman, 
2005). 


Pengelolaan pemanfaatan sumberdaya 
udang laut dalam yang dapat diaplikasikan 
adalah kuota penangkapan. Kuota penangkapan 
yang dilakukan adalah dengan membagi potensi 
penangkapan yang ada berdasarkan kemampuan 
wilayah dalam menangkap udang. Prinsip kuota ini 
sangat sejalan juga dengan prinsip otonomi daerah 
yang mulai berlaku sejak tahun 1999 (Suman dan 
Satria, 2013). 


Penelitian ini bertujuan untuk menduga status 
tingkat pemanfaatan stok sumberdaya udang di 
perairan Kabupaten Cilacap yang terdiri dari udang 
jerbung, udang dogol, udang tiger dan udang 
krosok. Upaya penangkapan udang di perairan 
tersebut menggunakan trammel net dengan hasil 
tangkapan mayoritasnya adalah keempat jenis 
udang tersebut. Beberapa parameter stok ikan 
yang akan diduga adalah Maximum Sustainable 
Yield (MSY), Maximum Economic Yield (MEY) dan 
Open Acces Eguilibrium Yield (OAY). 


METODOLOGI 


Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode survei dan studi pustaka. Lokasi 
yang dipilih adalah sentra-sentra pendaratan ikan 
pada 10 (sepuluh) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 
di Kabupaten Cilacap. Data yang dikumpulkan 
meliputi hasil pencatatan pendaratan ikan pada 
setiap lokasi sentra pendaratan ikan, dari Dinas 
Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumberdaya 
Kawasan Segara Anakan (DKP2SKSA) Kabupaten 
Cilacap dan dari Koperasi Unit Desa (KUD) Mino 
Saroyo. 


Status Bio-Ekonomi Sumberdaya Udang Di Kabupaten Cilacap .... 


Data produksi udang (udang jerbung/putih, 
udang dogol, udang tiger dan udang krosok), 
data upaya penangkapan, data kapal penangkap 
udang dan data alat tangkap udang diperoleh dari 
data statistik perikanan tangkap Dinas Kelautan, 
Perikanan dan Pengelola Sumberdaya Kawasan 
Segara Anakan (DKP2SKSA) Kabupaten Cilacap 
selama10tahunyaitu daritahun2003 sampai dengan 
2013. Upaya penangkapan terhadap keempat jenis 
udang tersebut, seluruhnya menggunakan alat 
tangkap trammel net. Armada kapal penangkap 
udang merupakan kapal motor dengan ukuran 
10-20 GT (Gross Ton). Upaya penangkapan 
merupakan jumlah upaya seluruh kapal penangkap 
udang dalam penangkapan udang selama setahun 
(trip). Data harga (price) udang merupakan harga 
nominal, yang merupakan rata-rata harga keempat 
jenis udang tersebut dengan satuan rupiah per 
kilogram. Biaya nominal melaut (cost) merupakan 
biaya rata-rata setiap upaya penangkapan dengan 
satuan rupiah per kapal per trip. 


Analisis data menggunakan model 
bioekonomi Gordon-Schaefer (disingkat GS) 
sebagaimana yang diuraikan oleh Fauzi (2004) 
serta Fauzi dan Anna (2005). Fauzi dan Anna 
(2005) menguraikan model bioekonomi GS sebagai 
berikut: Model bioekonomi Gordon-Schaefer 
dibangun dari model produksi surplus yang telah 
dikembangkan sebelumnya oleh Graham pada tahun 
1935, dan pada model ini, pertumbuhan populasi 
ikan diasumsikan mengikuti fungsi pertumbuhan 
logistik atau: 

a 


ðb _ = LB o n 1 
5 = F(b) = rb- (1) 


Keterangan/Descriptions: 


ab/ab = Laju pertumbuhan biomas/ Biomass 
growth rate 


F(b) = Fungsi pertumbuhan biomas ikan/ 
Biomass function 
= Biomas ikan/ Fish biomass 
= Kapasitas daya dukung lingkungan/ 
Environmental carrying capacity 
r = Pertumbuhan alamiah (kelahiran 


dikurangi kematian)/ Natural growth 
(Nativity minus mortality) 


Persamaan (1) secara grafik dapat 
digambarkan sebagaimana gambar 1 berikut: 


E E SI E Na (Triono Probo Pangesti, et al) 


F(b) 


Gambar 1. Kurva pertumbuhan logistik 
Figure 1. Logistic Growth Curve 


Pertumbuhan biomas ikan di atas 
diasumsikan berlaku tanpa gangguan atau 
penangkapan oleh manusia. Jika kemudian 


produksi perikanan oleh manusia diasumsikan 
tergantung dari input (effort) yang digunakan (/), 
dan jumlah biomas ikan yang tersedia (b), serta 
kemampuan teknologi yang digunakan © (disebut 
juga koefisien daya tangkap), atau: 


Spb npase (2) 

Keterangan/Descriptions: 

h = Produksi perikanan/ Fish production 

© = Koefisien daya tangkap/ Capture power 
coefficient 

b = Biomas ikan yang tersedia/ Fish biomass 
available 

| = Input (upaya penangkapan)/ Input (fishing 
effort) 


Kurva pertumbuhan di atas kemudian 


berubah menjadi: 


2 = rb(1-?)-h= rb(1-2)- Obi ©) 


Menurut Fauzi dan Anna (2005), salah satu 
masalah yang dihadapi oleh pengelola perikanan 
adalah adanya variabel biomas yang tidak bisa 
diamati, sementara di hadapan mereka hanya 
tersedia data produksi (h) dan jumlah input yang 
digunakan (/), misalnya jumlah kapal, jumlah trip, 
atau jumlah hari melaut. Dalam model bioekonomi 
GS, kendala ini kemudian diatasi dengan 
mengasumsikan kondisi ekologi dalam keadaan 
keseimbangan ( ðb/ðb= 0), sehingga persamaan 
(3) dapat dipecahkan untuk mencari nilai biomas 
(b) sebagai fungsi input, atau: 
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b-k(1-51) 


Pensubstitusian persamaan di atas ke dalam 
persamaan (2) akan menghasilkan: 


h= oki (1 -21) 


Persamaan di atas berbentuk kuadratik 
terhadap input. Dalam model bioekonomi, hal ini 
dikenal dengan istilah Yield-Effort Curve. Namun, 
dengan membagi kedua sisi persamaan dengan 
variable input (|), akan diperoleh persamaan linear 
yang disederhanakan dalam bentuk: 


I r 
U=a-— PI 


dimana U adalah produksi per satuan input, atau 
dikenal dengan CPUE (catch per unit of effort), 
a = O k dan B = © Kr 


Persamaan (5) dan (6) secara grafik dapat 
digambarkan sebagaimana Gambar 2 berikut: 


h (yield) 


Input Input 


Gambar 2. Hubungan antara Input dan Output 


Perikanan. 
Figure 2. The Relationship between Input and 
Output of Fisheries. 
Sampai pada tahap ini, model yang 


dikembangkan Schaefer sudah bisa dianalisis 
karena sudah bisa menentukan tingkat produksi 
pada maximum sustainable yield (MSY). Namun, 
justru di sinilah letak kelemahan mendasar model 
Schaefer. Penentuan MSY didasarkan pada 
estimasi parameter persamaan dengan cara 
meregresikan secara linear variable U dengan |, 
dari data time series produksi dan input (effort). 
Ketika koefisien a dan 8 dapat diperoleh dari hasil 
regresi tersebut, nilai MSY bisa diperoleh, sebab 
MSY tidak lain merupakan tingkat input pada 
(Fauzi dan Anna, 2005): 


Insy = = 
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sehingga produksi pada tingkat MSY sebesar: 


a? 
husy = AG, ai (8) 


Meregresikan persamaan (6) bukan saja 
menimbulkan masalah dari sisi metodologi (kedua 
variabel independen ada di sebelah kiri dan sebelah 
kanan persamaan), namun juga menyembunyikan 
beberapa informasi penting menyangkut pendugaan 
sumberdaya, serta tidak terpenuhinya syarat-syarat 
stationerity dari data urut waktu yang menjadi basis 
perhitungan parameter tadi (Fauzi dan Anna, 2005). 


Fauzi dan Anna (2005) menyatakan, Gordon 
menyadari kekurangan pendekatan ini, sehingga 
kemudian menambahkan nuansa ekonomi ke dalam 
model Schaefer. Pertama, dengan mendefinisikan 
bahwa pengelolaan sumber daya ikan haruslah 
memberikan manfaat ekonomi (dalam bentuk rente 
ekonomi). Rente tersebut merupakan selisih dari 
penerimaan yang diperoleh dari ekstraksi sumber 
daya ikan dengan biaya yang dikeluarkan. Jika 
penerimaan tersebut didefinisikan sebagai TR 
3 ph, dimana p adalah harga output (ikan) per 
satuan berat, sementara biaya total didefinisikan 
linier terhadap input atau TC = cl, dimana c adalah 
biaya per satuan input (konstan) manfaat ekonomi 
bisa ditulis ke dalam bentuk: 


m= ph —ci 


Dengan menggunakan persamaan (6), 
penerimaan dari sumber daya ikan bisa dihitung 
dari sisi input atau: 


mt = plal — BI?) —- cl 
Secara grafik, kurva penerimaan dan biaya 


dari ekstraksi sumber daya ikan dapat dilihat pada 
Gambar 3. 


A 
D 


=~ 
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O 
© 
£ 
= 
oO 
= 
oO 
= 


Gambar 3. Keseimbangan Bioekonomi Gordon- 
Schaefer. 

Figure 3. Bioeconomic Equilibrium of Gordon- 
Schaefer. 


Status Bio-Ekonomi Sumberdaya Udang Di Kabupaten Cilacap ..... 


Terdapat dua keseimbangan bioekonomi 
yang dihasilkan dari model GS. Keseimbangan 
pertama terjadi pada tingkat input sebesar l 
dimana kurva TC bersinggungan dengan kurva 
TR. Pada titik ini, tidak ada manfaat ekonomi yang 
diperoleh. Gordon menyebut titik keseimbangan 
ini sebagai bioekonomic equilibrium of open 
acces atau keseimbangan pada akses terbuka. 
Hal ini disebabkan, pada kondisi akses terbuka 
(tidak ada pengaturan) setiap tingkat input 
| > l, akan menimbulkan biaya yang lebih besar 
dari penerimaan, sehingga menyebabkan input 
berkurang sampai kembali ke titik / > / .. Sebaliknya, 
jika terjadi kondisi dimana / > fẹ penerimaan 
akan lebih besar dari biaya. Dalam kondisi akses 
terbuka, hal ini akan menyebabkan entry pada 
industri perikanan. Entry ini akan terus terjadi 
sampai manfaat ekonomi terkuras sampai titik nol 
(Fauzi dan Anna, 2005). 


Fauzi dan Anna (2005) menyatakan, 
Gordon kemudian melihat bahwa, jika input 
dikendalikan pada tingkat / = /*, manfaat ekonomi 
akan diperoleh secara maksimum (sebesar jarak 
AB, dimana terjadi garis paralel antara kurva 
TC dan garis yang menyentuh kurva TR). Hal 
ini akan terjadi jika sumber daya ikan dikelola 
(dimiliki), sehingga pemilik sumber daya akan 
berusaha memaksimalkan manfaat ekonomi yang 
diperoleh. Secara matematik, hal ini bisa diturunkan 
sebagai: 


max t = pal — pBI* — cl 


On 
5 “pa — 2Bpl —c = 0 
sehingga diperoleh tingkat input yang optimal 
sebesar: 


Tabel 1. Produksi udang Kabupaten Cilacap. 
Table 1. Shrimp production in Cilacap District. 


ap-c 
2Pp 


r= 


Sampai dengan tahap ini, keseluruhan model 
GS sudah bisa dianalisis. Pengambil keputusan 
sudah dapat menentukan berapa tingkat input yang 
seharusnya dikendalikan, yang akan menghasilkan 
manfaat ekonomi yang maksimal. Jika tingkat 
input sudah diketahui, secara otomatis jumlah 
produksi dan keuntungan maksimal dapat diketahui 
dengan mensubstitusikan persamaan di atas ke 
persamaan (6) dan persamaan (10) (Fauzi dan 
Anna, 2005). 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Produksi udang untuk keempat jenis yaitu 
udang jerbung/putih, dogol, tiger dan krosok pada 
rentang waktu 2003-2013 secara rata-rata adalah 
1.910 ton per tahun. Produksi terendah terjadi pada 
tahun 2010 yaitu sebesar 679 ton dan produksi 
tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 
3.615 ton (Tabel 1). 


Berdasarkan data pada tabel 1 dan dilakukan 
analisis regresi menggunakan software microsoft 
excel untuk memperoleh hubungan antara 
CPUE dengan Effort (Trip Penangkapan) udang, 
dapat diperoleh hasil persamaan CPUE = 57,707 — 
0,0007E. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 4. 


Persamaan tersebut menunjukkan bahwa 
CPUE memiliki korelasi negatif dengan kegiatan 
penangkapan, karena upaya penangkapan 
udang (E) bernilai negatif. Semakin banyak 
kegiatan penangkapan udang yang dilakukan 
pada perairan Cilacap, maka semakin rendah 
nilai CPUE. Nilai CPUE akan berbanding lurus 


Hasil Tangkapan Per Upaya 


Tahun/ Produksi Udang (kg)/ Trip Alat Tangkap (trip)/ a 
Year Shrimp Pa H : Effort (trip) ee eae yaa toes 
2003 1,283,767.12 38,880 33,02 
2004 996,307.10 35,880 27,77 
2005 1,007 ,342.61 51,960 19,39 
2006 863,295.23 43,920 19,66 
2007 513,806.28 50,280 10,22 
2008 840,501.00 50,520 16,64 
2009 685,587.31 53,400 12,84 
2010 415,688.01 58,920 7,06 
2011 1,062,678.40 50,280 21,14 
2012 2,573,308.48 51,120 50,34 
2013 1,999,280.77 50,280 39,76 
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Grafik CPUE/CPUE Chart 


35.000 40.000 


Hasil Tangkapan Per 
Upaya Penangkapan 
(kg/trip)/ CPUE (kg/trip) 


45.000 
Upaya Penangkapan (trip)/Effort (trip) 


50.000 55.000 60.000 


Gambar 4. Grafik CPUE Penangkapan Udang dengan Trammel Net. 
Figure 4. CPUE Chart of Trammel Net Shrimp Fishing. 


dengan tingkat produktifitas alat tangkap trammel 
net, apabila CPUE semakin berkurang maka 
produktifitas alat tangkap terhadap obyek hasil 
tangkapan juga semakin berkurang. Demikian 
juga apabila nilai CPUE bertambah, maka alat 
tangkap yang digunakan memiliki produktifitas 
yang baik bagi obyek tangkapannya. Persamaan 
di atas menunjukkan bahwa alat tangkap trammel 
net produktifitasnya terus menurun walaupun 
jumlah trip penangkapan udang terus ditingkatkan. 
Hal ini menjelaskan bahwa produksi tidak hanya 
dipengaruhi oleh upaya penangkapan (trip), namun 
juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti 
tenaga kerja, kondisi sumberdaya maupun modal 
(Panayotou, 1982). Terbukti dari korelasi negatif 
persamaan CPUE, dimana setiap penambahan 
trip penangkapan (effort) sebesar E, nilai CPUE 
berkurang sebesar 0,0007 kali trip penangkapan 
(E) di Cilacap. 


Berdasarkan data pada Tabel 1 dan 
persamaan CPUE pada Gambar 4 menjadi acuan 
dalam menghitung hasil tangkapan udang lestari 
dengan metode Schaefer. Perhitungan analisis 
regresi menggunakan software microsoft excel 
dilakukan dengan memasukkan data CPUE pada 
Y Range yaitu variabel terikat (dependent variable) 
dan data upaya penangkapan (effort) pada X 
Range yaitu variabel bebas (independent variable). 
Untuk menghitung MEY diperlukan data tambahan 
yaitu harga udang rata-rata dan biaya melaut 
rata-rata per trip. Hasil perhitungan diperoleh nilai 
MSY sebesar 1.227 ton per tahun pada upaya 
penangkapan sebesar 19.011 trip. 


Data harga (price) udang merupakan harga 
nominal, yang merupakan rata-rata harga keempat 
jenis udang tersebut dengan satuan rupiah per 
kilogram. Harga nominal udang selama sepuluh 
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tahun yaitu pada kurun waktu tahun 2003-2013, 
tidak memperhitungkan adanya inflasi tahunan 
yang terjadi. Data harga udang rata-rata diperoleh 
dari data statistik perikanan laut Kabupaten 
Cilacap. 


Biaya melaut (cost) juga merupakan biaya 
nominal rata-rata setiap upaya penangkapan 
dengan satuan rupiah per kapal per trip. Biaya 
melaut diperoleh dari data hasil informasi nelayan 
udang yang menggunakan trammel net yang terdiri 
dari biaya perbekalan untuk seluruh awak kapal 
dan pembelian bahan bakar minyak. Berdasarkan 
informasi nelayan, rata-rata biaya melaut selama 
sepuluh tahun yaitu tahun 2003 - 2013 hampir 
sama. 


Harga udang rata-rata adalah sebesar 
Rp.33.018,- (tiga puluh tiga ribu delapan belas 
rupiah) dan biaya melaut rata-rata per trip 
sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh 
satu ribu rupiah). Berdasarkan kedua jenis nilai 
tersebut, maka perhitungan nilai MEY adalah 
sebesar 1.222 ton pada upaya penangkapan 
sebesar 17.847 trip. 


Persamaan tersebut menunjukkan nilai hasil 
tangkapan udang maksimum lestari (Hoy) sebesar 
1.227 ton per tahun dan nilai upaya penangkapan 
udang maksimum lestari (Er sebesar 19.011 trip 
pertahun, serta menghasilkan nilai hasil tangkapan 
udang maksimum ekonomi lestari (nig) sebesar 
1.222 ton per tahun dan nilai upaya penangkapan 
udang maksimum ekonomi lestari (E ney) sebesar 
17.847 trip per tahun. Apabila upaya tangkap 
melebihi jumlah upaya penangkapan maksimum 
lestari (E > Es) maka hasil tangkapan udang 
akan terus menurun, seperti digambarkan kurva 
Schaefer (Gambar 5) berikut: 


Status Bio-Ekonomi Sumberdaya Udang Di Kabupaten Cilacap .... 


Hasil Tangkapan/ 
Yield/Revenue (Kg) 


TC (Total Cost) 
hoa 


(282.147 kg) 


TR (Total Reveneu) 


Eos Upaya Penangkapan/ 
(35.693 trip) Effore (Trip) 


Emsy Eysy 
(17.847 trip) (19.011 trip) 


Gambar 5. Kurva MSY, MEY dan OAY 
Figure 5. MSY, MEY and OAY Curve 


Pemanfaatan stok udang pada tahun 
2003-2011 masih berada di bawah kondisi tingkat 
kelestarian sumberdaya udang, sedangkan 
pada tahun 2012-2013 telah melampaui tingkat 
kelesarian sumberdaya udang. Hasil tangkapan 
udang tahun 2011 masih di bawah kondisi tingkat 
kelestarian sumberdaya udang, namun telah 
melampaui jumlah tangkapan yang diperbolehkan 
(JTB). Mengacu pada jumlah tangkapan yang 
diperbolehkan (JTB) atau Total Allowable Catch 
(TAC) adalah 80% dari MSY maka nilainya adalah 
sebesar 982 ton per tahun. 


Hasil tangkapan udang tahun 2012 
sebesar 2.573 ton dengan upaya penangkapan 
sebesar 51.120 trip. Kondisi ini menunjukkan 
jumlah produksi telah melampaui produksi lestari. 


Ga E E E E (Triono Probo Pangesti, et al) 


Hasil tangkapan tahun 2013 sebesar 1.999 ton 
dengan upaya penangkapan sebesar 50.280 trip. 


Kondisi tersebut juga menunjukkan jumlah 
produksi yang telah melampaui produksi 
lestari. 

Hasil tangkapan rata-rata pada tahun 


2012-2013 telah jauh melampaui produksi lestari. 
Hal ini menunjukkan bahwa kondisi penangkapan 
udang berpotensi tidak berkelanjutan jika kondisi 
seperti dua tahun terakhir dibiarkan terus terjadi, 
karena telah melampaui tingkat produksi lestari 
sumberdaya udang (Gambar 6). 


Tingkat pemanfaatan sumberdaya udang 
yang berfluktuasi berada di bawah dandi atas potensi 
lestari sumberdaya udang menunjukkan dinamika 
pemanfaatannya. Pemanfaatan sumberdaya udang 
yang jauh di bawah potensi lestarinya terjadi pada 
tahun 2010. Hal ini kemungkinan terjadi karena 
kondisi cuaca yang tidak baik sehingga membatasi 
upaya penangkapan yang dapat dilakukan oleh 
nelayan. 


Melihat data hasil tangkapan udang pada 
tahun 2003 - 2011 yang secara rata-rata masih 
berada di bawah potensi lestari sumberdaya 
udang, maka dapat dikatakan bahwa pemanfaatan 
sumberdaya udang pada periode tersebut masih 
berkelanjutan secara ekologis. Sedangkan tingkat 
pemanfaatan sumberdaya udang pada tahun 
2012 - 2013 telah melampaui jumlah tangkapan 


Grafik Perbandingan Produksi, MSY, MEY dan TAC 
Comparison Chart Production with MSY, MEY and TAC 
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Gambar 6. Grafik Perbandingan Produksi dengan MSY, MEY dan TAC 
Figure 6. Comparison Chart Production with MSY, MEY and TAC 


Tabel 2. Hasil Analisis Bioekonomi Terhadap Produksi, MSY, MEY, dan Open Access. 
Table 2.Results of Bio-Economic Analysis of Production, MSY, MEY, and Open Access. 


Total Biaya Trip 


Referensi Pengelolaan/ Upaya (Trip)/ Hasil (Kg)/ Total Penerimaan (Rp)/ Total Cost Rente (Rp)/ 

Management Reference Effort (Trip) | Catch (Kg)  (Rp)/Total Income (Rp) Pap (Rp) Rente (Rp) 
MSY/MSY 19,011 1,227,020 40,513,811,221 4,961,807,456 35,552,003,765 
MEY/MEY 17,847 1,222,419 40,361,890,601 4,657,966,217 35,703,924 ,384 
Open Access 35,693 282,147 9,315,932,434 9,315,932,434 0 
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yang diperbolehkan dan produksi lestarinya, 
sehingga mengancam kelestarian sumberdaya 
udang dan secara ekonomi berpeluang menjadi 
tidak berkelanjutan. Manfaat ekonomi pada 
periode tahun 2003 - 2011 secara rata-rata berada 
di bawah potensi ekonomi lestarinya. Secara 
umum dapat disimpulkan bahwa nilai ekonomi 
pemanfaatan sumberdaya udang pada saat ini 
tidak optimal. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Status pemanfaatan sumber daya udang 
terkini sudah mengalami biological dan economical 
overfishing. Jika mengacu kepada perhitungan 
maximum sustainable yield (MSY), hasil produksi 
sebesar 1.227.020 kg diperoleh dari effort sebesar 
19.011 trip dan maximum economic yield (MEY), 
dengan hasil produksi sebesar 1.222.419 kg 
diperoleh dari effort sebesar 17.847 trip, maka 
diperlukan pengendalian upaya penangkapan 
oleh nelayan sehingga tidak melampaui upaya 
penangkapan pada kondisi MSY dan MEY 
sehingga sumberdaya udang tetap lestari dan 
usaha penangkapan udang oleh nelayan dapat 
berkesinambungan. Akan lebih baik lagi jika dapat 
memenuhi batasan Total Allowable Catch (TAC) 
yaitu 80% MSY yaitu sebesar 981.616 kg. 


Jika biological overfishing terus dibiarkan 
maka berpotensi merusak keberlanjutan 
sumberdaya udang secara ekologis dan pada 
masa mendatang menyebabkan penurunan 
stok sumberdaya udang. Manfaat ekonomi yang 
diperoleh nelayan dari usaha penangkapan udang 
saat ini juga sudah tidak optimal sebagai akibat dari 
terjadinya kondisi economical overfishing. 


Dengan kondisi tersebut, perlu pengelolaan 
yang mengatur tingkat laju pemanfaatan sumberdaya 
udang sehingga kondisi sumberdaya dapat pulih 
dan tetap lestari serta tetap menguntungkan 
nelayan. Beberapa alternatif yang seharusnya 
dapat diterapkan antara lain: 


1. Pengaturan jumlah armada penangkapan 
udang. Pemerintah Daerah sebaiknya 
mengendalikan penambahan kapal 
penangkapan udang yang baru, sehingga 
potensi peningkatan upaya penangkapan 
dapat diminimalkan. Kapal baru diperbolehkan 
hanya untuk penggantian kapal lama yang 
sudah tidak beroperasi. Jika mengacu pada 
kondisi upaya penangkapan tahun 2013 yaitu 
sebesar 50.280 trip, sedangkan nilai MSY 
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dan MEY diperoleh dari upaya penangkapan 
masing-masing sebesar 19.011 trip dan 
17.847 trip, maka perlu adanya rasionalisasi 
(pengurangan) upaya penangkapan sebesar 
32.433 trip untuk memperoleh nilai MEY atau 
sebesar 31.269 trip untuk memperoleh nilai 
MSY; 


2. Pengaturan musim penangkapan udang. 
Pemerintah Daerah perlu mengatur musim 
penangkapan udang. Penangkapan udang 
hanya diperbolehkan pada saat musim 
panen udang saja. Diluar waktu musim 
panen udang, nelayan tidak diperbolehkan 
menangkap udang dengan cara mengawasi 
penggunaan trammel net. Nelayan hanya 
diperbolehkan menangkap ikan. Jadi nelayan 
seharusnya memiliki alat tangkap selain 
trammel net. 


3. Pengaturan ukuran udang yang ditangkap. 
Pemerintah Daerah harus selalu aktif 
mengawasi tempat pendaratan udang, 
dan melarang penangkapan udang yang 
berukuran masih kecil, sehingga nelayan 
akan semakin memahami pentingnya 
menjaga kelestarian sumber daya udang. 
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ABSTRAK 


Perairan pada dua lokasi penelitian yaitu di Kepulauan Spermonde dan Laut Sawu dalam 
kondisi terancam keberlanjutannya akibat kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh rusaknya 
ekosistem terumbu karang akibat pemanfaatan sumberdaya yang tidak ramah lingkungan. Pada kedua 
lokasi diketahui bahwa penggunaan bom ikan, potasium dan sianida masih banyak terjadi. Kapasitas 
adaptif menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pengelola untuk mewujudkan tercapainya resiliensi 
sosial ekosistem terumbu karang yang dalam hal ini telah mengalami gangguan dan kerusakan. Atas 
dasar kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas adaptif pengelola kawasan 
perairan khususnya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan untuk mengukur 
kapasitas adaptif mengikuti model yang dikembangkan oleh Gupta et al. dan Furgon. Data primer 
diperoleh melalui focus group discussion sementara data sekunder diperoleh dari laporan berbagai 
instansi dan publikasi hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik content 
analysis yang kemudian ditabulasikan dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kapasitas adaptif pengelola perairan laut sawu lebih baik jika dibandingkan dengan pengelola 
kawasan perairan kepulauan spermonde karena didukung oleh eksistensi Balai Konservasi Kawasan 
Perairan Nasional (BKKPN). Kehadiran BKKPN terbukti memiliki arti strategis dalam hal peningkatan 
kapasitas intelektual, kapasitas sosial dan kapasitas politik. Selain itu juga membuat ruang koordinasi 
pengelolaan perairan yang lebih baik sehingga mengurangi terjadinya tumpang tindih kewenangan 
dalam pengelolaan kawasan perairan. 


Kata Kunci: spermonde, Laut Sawu, resiliensi, kapasitas adaptif, terumbu karang 


ABSTRACT 


The water condition of Spermonde Islands and Sawu Sea is threatened by environmental 
degradation. The main problem is the damage of coral ecosystem caused by destructive fishing 
activities. In both locations, utilization of fishing bomb, potassium and cyanide is commonly used by 
the societies. Therefore this research was conducted to assessing the adaptive capacity of authorities 
involved in management. Adaptive capacity used to address the ability of authorities in obtaining 
ecosystem resilience. Method used in this research based on a framework developed by Gupta et al. 
dan Furgon. Primary data was obtained through focus group discussion, while secondary was collected 
from various institutions and research publications. Content and descriptive analysis are used to explore 
the performace of institutions. Results show that the adaptive capacity of authorities in Sawu Sea is 
better than in Spermonde Islands. Existence of Water Conservation National Office in Kupang has a 
strategic value in enhancing intellectual, social and political capacityies. It becomes an institution which 
synchronize water area management so that overlapping authority can be reduced. 


Keywords: spermonde, Sawu Sea, ressilience, adaptif capacity, coral reef 


159 


J. Sosek KP Vol. 10 No. 2 Tahun 2015: 159-176 


PENDAHULUAN 


Terumbu Karang merupakan salah satu 
ekosistem penting di perairan laut Indonesia. 
Secara ekologi terumbu karang berfungsi sebagai 
tempat mencari makan, pengasuhan, dan 
berkembang biak bagi berbagai jenis ikan dan biota 
perairan lainnya. Fungsi ini sangat mempengaruhi 
kelimpahan sumberdaya perikanan yang menjadi 
sumber penghidupan dan sumber protein bagi 
banyak masyarakat. Oleh karena itu baik dan 
buruknya terumbu karang akan berpengaruh 
secara langsung baik secara ekonomi maupun 
secara sosial. 


Secara umum terumbu karang Indonesia dan 
terumbu karang dunia mengalami tekanan yang 
sifatnya lokal (antropogenik - eksploitasi berlebihan, 
penangkapan ikan yang merusak lingkungan, 
dan pencemaran) maupun global (pemanasan 
global dan perubahan iklim). Tekanan-tekanan ini 
mempengaruhi resiliensi (daya lentur dan daya 
pulih) dan produktivitas ekosistem terumbu karang 
(Nystrom et al., 2000). Resiliensi (daya lentur dan 
daya pulih) dari terumbu karang adalah salah satu 
mekanisme ekosistem yang berperan penting dalam 
menentukan keberlanjutannya. Konsep resiliensi 
ekologi menggambarkan kemampuan dan potensi 
ekosistem untuk menyerap perubahan variabel 
keadaan, variabel penggerak dan parameter 
tetap dalam menjaga fungsi ekologi utama 
(Holling, 1973). Dari sisi sosial, konsep resiliensi 
menjelaskan tentang ,kemampuan kelompok atau 
masyarakat untuk mengatasi perubahan" (Adger, 
2000). Sementara kemampuan itu sendiri sangat 
ditentukan oleh apa yang dinamakan kapasitas 
adaptif. 


Kapasitas adaptif diartikan sebagai 
kemampuan dari suatu sistem dalam menghadapi 
perubahan dengan memanfaatkan peluang 


yang ada untuk meminimalisasi dampak negatif 
yang akan muncul (IPCC, 2000, IPCC, 2007). 
Pengertian ini didasarkan pada konsep sistem 
sosial-ekologis yang dikembangkan oleh Holling 
(1986). Selain itu kapasitas adaptif juga dapat 
diartikan sebagai kemampuan untuk merespon 
tantangan melalui pembelajaran, manajemen 
resiko dan dampak, mengembangkan pengetahuan 
dan menformulasikan pendekatan yang efektif 
(Marshall et al., 2010). 


Pada kawasan perairan Kepulauan 
Spermonde dan Laut Sawu, ekosistem terumbu 
karang menghadapi tekanan yang luar biasa 
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khususnya yang bersifat antropogenik. Akibatnya 
kedua lokasi tersebut menghadapi perubahan 
lingkungan perairan yang berdampak pada 
penurunan sumberdaya kelautan dan perikanan. 
Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana 
kesiapan pengelola kawasan perairan pada dua 
lokasi tersebut menghadapi permasalahan yang 
ada. Apakah mereka merespon secara positif 
permasalahan yang mengancam keberlangsungan 
ekosistem terumbu karang dengan berbagai 
perencanaan yang sesuai. 


Penelitian ini secara umum bertujuan untuk 
menilai kapasitas adaptif pengelola kawasan pada 
kedua lokasi di dalam menghadapi permasalahan 
yang mengancam keberlanjutan ekosistem 
terumbu karang. Secara lebih spesifik, tujuan 
penelitian bermaksud mengetahui aspek-aspek 
yang mempengaruhi tingkat kapasitas adaptif 
dari pengelola kawasan perairan. Pemilihan dua 
wilayah perairan ditujukan sebagai pembanding 
dari dua model pengelolaan perairan yang berbeda 
sehingga dapat diketahui pula model pengelolaan 
mana yang memiliki nilai kapasitas adaptif lebih 
besar. 


METODOLOGI 
Waktu dan Lokasi Penelitian 


Penelitian ini mulai dilakukan persiapan pada 
bulan Februari sampai dengan bulan November 
2013. Pengambilan data lapangan dilakukan pada 
dualokasi yaituwilayah Kepulauan Spermonde yang 
meliputi Kota Makasar dan Kabupaten Pangkajene 
Kepulauan serta wilayah perairan Laut Sawu yang 
meliputi Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. 
Terdapat perbedaan karakteristik pengelolaan pada 
dua lokasi yang dipilih, dimana pada perairan laut 
Sawu terdapat Balai Kawasan Konservasi Perairan 
Nasional Kupang (BKKPNK), sementara pada 
perairan kawasan perairan Kepulauan Spermonde 
tidak terdapat lembaga sejenis. Keuntungan yang 
diperoleh dengan pemilihan dua lokasi tersebut 
adalah adanya perbandingan tingkat kapasitas 
adaptif antara kedua karakteristik pengelolaan 
yang berbeda tersebut. 


Data dan Sumber Data 


Data yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi 
kelompok terbatas/ focus group discussion (FGD) 
dengan para pemangku kepentingan. Sementara 
data sekunder diperoleh dari laporan penelitian, 
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laporan kajian, dan data pada berbagai instansi 
terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan 


yang adil) dan 22 kriteria sebagaimana tersaji 
pada Tabel 2. 


Pusat Statistik, BMKG dan lain-lain. Keterkaitan 
lokasi penelitian dan sumber data primer tersaji 
pada Tabel 1. 


Penilaian dilakukan dengan membuat 
skoring berdasarkan kelas informasi jawaban pada 
masing-masing kriteria. Kelas informasi jawaban 
diperoleh melalui analisis isi (content analysis) 
dan analisis deskriptif berdasarkan informasi 
yang diperoleh. Metode content analysis adalah 
metode dengan menganalisis tulisan, pesan 
komunikasi baik secara verbal maupun visual 
(Cole, 1988). Metode ini memungkinkan peneliti 
untuk membedah isi dokumen secara sistematis 
dan membandingkannya dengan teori atau konsep- 
konsep yang berkembang (Elo dan Kyngas, 
2008). Pendekatan yang terkait dengan analisis 
isi adalah desktop review yang memungkinkan 
untk mengkompilasi dan menganalisis informasi 
yang tersedia (Marshall et al., 2010). Desktop 
review merupakan metode di belakang meja yang 
memanfaatkan berbagai informasi yang dimiliki 
dengan segala kelebihan dan kekurangannya 
untuk kemudian ditampilkan dalam bentuk paparan 
yang informatif. 


Kerangka Teori dan Analisis Data 


Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deduktif yaitu berangkat dari suatu teori atau konsep 
dimana parameter dan kriteria yang digunakan 
telah ditentukan. Pendekatan ini digunakan 
sebagai aplikasi dari kerangka kapasitas adaptif 
yang dikembangkan oleh Gupta et al. (2010) dan 
dimodifikasi oleh Furgon (2012). Analisis mencakup 
3 jenis kapasitas yaitu kapasitas intelektual, 
kapasitas sosial dan kapasitas politik. Kapasitas 
intelektual merujuk pada semua pengetahuan 
tentang pengelolaan sumberdaya yang dimiliki 
sehingga membantu perumusan kebijakan yang 
tepat. Kapasitas sosial merujuk pada kerjasama 
antar aktor dengan meningkatkan dukungan dan 
optimalisasi jaringan dalam memecahkan masalah 
yang dihadapi (Khakee, 2002). Sementara kapasitas 
politik adalah dukungan dari politik dari elit-elit yang 
ada dipemerintahan untuk bekerjasama dengan 
berbagai pihak dalam mengimplementasikan 
strategi pengelolaan berbasis sistem sosial ekologi. 
Ketiga kapasitas tersebut kemudian dijabarkan 
atas 6 dimensi (keberagaman, kapasitas 
pembelajaran, ruang perubahan swatantra, 
kepemimpinan, sumberdaya, dan pemerintahan 


Hasil penilaian yang dilakukan terhadap 
dimensi dan kriteria yang digunakan kemudian 
dipetakan menurut Tabel 3 dan Gambar 1. 


Dimensi dan kriteria pada Tabel 3 kemudian 
dipetakan ke dalam lingkaran kapasitas adaptif 
seperti pada Gambar 1. 


Tabel 1. Lokasi penelitian dan Sumber Data Primer Melalui Wawancara dan Diskusi Kelompok 
Terfokus tahun 2013. 

Table 1. Research Locations and Primary Data Sources Obtaine Through Interview and Focus Group 
Discussion, 2013. 


Lokasi Penelitian/ Sumber Data Primer/ 


Mo Research Location Source of Primary Data 
1 Kawasan Perairan Ka Polisi Air Sulawesi Selatan, Kabid Pengawasan Sumberdaya KP Provinsi 
Kepulauan Spermonde/ Sulawesi Selatan, Sek Lurah Barang Caddi, Staf Kelurahan Barang Lompo, Tokoh 
Spermonde Islands Masyarakat Pulau Badi, Pengawas Sumberdaya KP Kab. Pangkajene Kepulauan, 
water Tokoh Masyarakat P. Barang Lompo/ Head of Water Police of Sulawesi Selatan, 
Head of Fisheries Resource Surveilance of Sulawesi Selatan, Lurah Secretary 
of Barang Caddi, Staff of Kelurahan Barang Lompo, Public Figure of Badi Island, 
fisheries resource inspector of District of Pangkajene Kepulauan, Public figure of 
Barang Lompo Island. 
2 Kawasan Perairan Laut Plt Ka. Pelabuhan Perikanan Kota Kupang, Ka Dinas Kelautan dan Perikanan 


Sawu/ Sawu Sea Water Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretaris dan Staf Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kota Kupang, Kepala Desa dan Nelayan Desa Kuanheun Kabupaten Kupang, 
Staff di Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional Kupang, Ketua Kelompok 
Nelayan./ Head of Fisheries Port of Kupang, Head of Marine Affairs and Fisheries 
Agency of Nusa Tenggara Barat, Secretary of Marine Affairs and Fisheries Agency 
of Kupang, Head of Kuanheun Village, Staff of National Water Conservation in 
Kupang, Head of Fisheries Group of Kupang. 
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Tabel 2. Dimensi dan Kriteria Kapasitas Adaptif Institusi Formal Pengelola Kawasan, 2013. 
Table 2. Dimension and Criteria of Adaptive Capacity of Water Management Formal Institution, 2013. 


Dimensi/ 
Dimension 


Kriteria/ 
Criteria 


Deskripsi/ 
Description 


1.Kapasitas Intelektual/ Intellectual Capacity 


a. Variasi/ Variation 


b. Kapasitas 
Pembelajaran/ 
Learning Capacity 


i. Multi aktor, tingkatan 
dan sektor/ Multi 
actor, Multi level and 
Multi sector 


ii. Keberagaman 
solusi/ Diversity of 
solutions 

iii. Duplikasi/ 
Redundancy 
(duplication) 

iv. Variasi kerangka 
permasalahan/ 
Variety of problem 
frames 


i. Rasa percaya/ Trust 


ii. Pembelajaran siklus 
tunggal/ Single loop- 
learning 


iii. Pembelajaran siklus 
ganda/ Double 
loop-learning 


iv. Ingatan institusi/ 
Institutional memory 


v. Bahasan diskusi/ 
Discuss doubts 


2. Kapasitas sosial/ Social Capacity 


a. Sumberdaya/ 
Resource 


b. Ruang 
Perubahan Mandiri/ 
Autonomous 
Change 
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i. Sumberdaya 
keuangan/ Financial 
Resources 


ii. Otoritas/ Authority 


iii. Sumberdaya 
manusia/ Human 
resources 


i. Akses Informasi yang 
Berkesinambungan/ 
Continuous access to 
information 


ii. Bertindak sesuai 
rencana/ 
Act according plan 


iii. Kapasitas untuk 
improvisasi/ 
Capacity to improvise 


Keterlibatan dari aktor, tingkatan dan sektor yang berbeda dalam 
proses pemerintahan/ Involvement of different actors, levels and 
sectors in the governance process 


Ketersediaan dari rentang pilihan kebijakan yang berbeda untuk 
mengatasi masalah/ Availability of a wide range of different policy 
options to tackle a problem 


Keberadaan dari pengukuran dan sistem back-up yang tumpang 
tindih, bukan efisiensi biaya/ Presence of overlapping measures 
and back-up systems; not cost-effective 


Ruang untuk beragam kerangka dari referensi, opini dan definisi 
masalah/ Room for multiple frames of references,opinions and 
problem definitions 


Keberadaan dari bentuk pengelolaan bahwa menunjukkan respek 
dan kepercayaan baik/ Presence of institutional patterns that 
promote mutual respect and trust 


Kemampuan dari bentuk pengelolaan untuk belajar dari 
pengalaman masa lampau dan ditingkatkan dalam rutinitas/ 
Ability of institutional patterns to learn from past experiences and 
improve their routines 


Kejadian dari prubahan dalam asumsi bentuk pengelolaan yang 
digarisbawahi/ Evidence of changes in assumptions 
underlying institutional patterns 


Provisi pengelolaan dari monitoring dan proses evaluasi dari 
pengalaman kebijakan/ Evidence of changes in assumptions 
underlying institutional patterns 


Pengelola terbuka dalam ketidakpastian/ /nstitutional openness 
towards uncertainties 


Ketersediaan dari sumberdaya keuangan untuk mendukung 
pengukuran kebijakan dan insentif keuangan/ Availability of 
financial resources to support policy measures and financial 
incentives 


Provisi yang diterima atau bentuk legitimasi dari kekuatan, 
apakah ada atau tidak aturan pengelolaan yang melekat dalam 
hukum konstitusi/ Provision of accepted or legitimate forms 

of power; whether or not institutional rules are embedded in 
constitutional laws 


Ketersediaan dari kepakaran, pengetahuan dan tenaga kerja 
manusia/ Availability of expertise, knowledge and human labour 


Aksesibilitas dari data dengan ingatan pengelola dan sistem 
peringatan dini untuk individu/ Accessibility of data within 
institutional memory and early warning systems to individuals 


Meningkatkan kemampuan dari individu untuk bertindak 
berdasarkan rencana dan prosedur untuk bertindak, terutama 
saat bahaya/ Increasing the ability of individuals 

to act by providing plans and scripts for action, especially in case 
of disasters 


Meningkatkan kapasitas individu untuk mengorganisasi diri dan 
inovasi/ Increasing the capacity of individuals to self-organize and 
innovate 
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Lanjutan Tabel 2/Continues Table 2 


Kriteria/ 
Criteria 


Dimensi/ 
Dimension 


Deskripsi/ 
Description 


3. Kapasitas politik/ Political Capacity 


a. Kepemimpinan/ i. Kolaboratif/ 
Leadership Collaborative 
ii. Kewirausahaan/ 
Entrepreneurial 
iii. Visionaris/ 
Visionary 
b. Pemerintahan i. Legitimasi/ 
yang Adil/ Fair Legitimacy 


Governance ii. Kesetaraan/ Equity 


iii. Sikap responsive/ 
Responsiveness 


iv. Akuntabilitas/ 
Accountability 


Ruang untuk pemimpin yang encourage kolaborasi antara aktor 
yang berbeda — adaptif co-management/ Room for leaders who 
encourage collaboration between different actors; adaptive co- 
management 


Ruang untuk pemimpin bahwa stimulasi aksi dan ambil alih, 
kepemimpinan dengan teladan/ Room for leaders that stimulate 
actions and undertakings; leadership by example 


Ruang untuk visi jangka panjang dan reformasi pemimpin/ Room 
for long-term visions and reformist leaders 


Apakah ada dukungan publik untuk pengelola yang spesifik/ 
Whether there is public support for a specific institution 


Apakah ada atau tidak aturan pengelolaan yang adil/ Whether or 
not institutional rules are fair 


Apakah ada atau tidak bentuk pengelolaan yang menunjukkan 
respon terhadap masyarakat/ Whether or not institutional patterns 
show response to society 

Apakah ada atau tidak bentuk pengelolaan yang menyediakan 
prosedur akuntabilita/ Whether or not institutional patterns provide 
accountability procedures 


Sumber : Gupta et al. (2010) 


Tabel 3. Rentang Penilaian Lingkaran Kapasitas Adaptif. 
Table 3. Range Value of Adaptive Capacity Wheel. 


Warna/ 
Colour 


Rentang Nilai/ 
Range of Score 


1.01 s.d 2 
0.01 s.d 1 


Sumber : Gupta et al. (2010 


Efek Institusi Terhadap Kapasitas Adaptif/ 
Effect of Institution on Adaptive Capacity 


Positif/ Positive 
Cenderung Positif/ Slightly Positive 
Netral/ Neutral 
Cenderung Negatif/ Slightly Negative 
Negatif/ Negative 


0 
-0.01 s.d -1 
-1.01 s.d 2 
) 


Sumber : Gupta et al. (2010) 
Gambar 1. Dimensi dan Kriteria Lingkaran Kapasitas Adaptif. 
Figure 1. Dimension and Criteria of Adaptive Capacity Wheel. 
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Penilaian kapasitas adaptif memang 
masih relatif baru sehingga berbagai metode 
memungkinkan untuk diuji coba (Wilson, 2012). 
Salah satu metode yang dapat dikembangkan 
adalah dengan pendekatan kualitatif sebagaimana 
dilakukan dalam penelitian ini. Penilaian yang 
dititikberatkan pada informasi kualitatif disadari 
akan menjadi diskusi terkait  subjektifitas 
penilaian. Kekuatannya akan berada pada cerita 
dan argumentasi yang dibangun oleh peneliti 
dalam mendeskripsikan situasi dan kondisi 
yang ada. Namun yang menjadi kelebihan dari 
metode ini adalah kemudahan bagi pembaca 
untuk memahami secara cepat tentang kapasitas 
adaptif pengelola kawasan perairan beserta 
kriteria yang melekat pada masing-masing 
lokasi. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Perubahan lingkungan perairan laut telah 
menyebabkan berbagai indikasi penurunan 
sumberdaya kelautan dan perikanan. Oleh karena 
itu diperlukan kemampuan untuk menghadapi 
perubahan tersebut agar sumberdaya kelautan dan 
perikanan dapat terselamatkan. Salah satu cara 
mengukur kemampuan tersebut adalah dengan 
menilai kapasitas adaptif pengelola kawasan 
perairan. Kapasitas adaptif dapat diartikan 
sebagai kemampuan untuk merespon tantangan 
melalui pembelajaran, manajemen resiko dan 
dampak, mengembangkan pengetahuan dan 
menformulasikan pendekatan yang efektif (Marshall 
et al., 2009). 


Intitusi formal pengelola kawasan perairan 
di Kepulauan Spermonde terdiri dari berbagai 
institusi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan 
(DKP) Kota Makasar, DKP Kab. Pangkep, DKP 
Provinsi Sulawesi Selatan, Pengawas Sumberdaya 
Kelautan dan Perikanan, dan Polair Sulawesi 
Selatan. Beragamnya institusi pengelola tersebut 
tidak disertai dengan peraturan atau ketetapan 
atau kesepakatan antar institusi tentang siapa yang 
menjadi pusat komando. Hal ini menyebabkan 
sering terjadinya tumpang tindih kewenangan 
dalam pengelolaan wilayah laut khususnya antara 
dinas kelautan dan perikanan baik di tingkat provinsi 
maupun kabupaten dengan pihak-pihak lain 
sebagaimana disebut sebelumnya. Pada penelitian 
ini, DKP kota Makasar ditempatkan sebagai inti 
pembahasan dengan melihat keterkaitannya 
dengan instisusi lain yang bersinggungan. Kondisi 
yang sedikit berbeda ditemukan pada pengelola 
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perairan Laut Sawu yang memiliki Balai Kawasan 
Konservasi Perairan Nasional Kupang (BKKPNK) 
sebagai leading institution. 


Berdasarkan penilaian yang dilakukan, 
kapasitas adaptif institusi formal pengelola kawasan 
perairan Kepulauan Spermonde cenderung negatif 
sedangkan institusi formal pengelola perairan Laut 
Sawu cenderung positif. Kondisi yang cenderung 
negatif menyatakan tingkat kapasitas adaptif yang 
dimiliki belum mampu mengatasi permasalahan 
yang dihadapi sehingga memberi efek yang 
cenderung negatif pada kondisi lingkungan perairan. 
Sebaliknya kondisi cenderung positif menunjukkan 
tingkat kapasitas adaptif yang dinilai memiliki 
kemapuan potensial mengatasi permasalahan yang 
dihadapi sehingga memberi efek yang cenderung 
positif pada kondisi lingkungan. 


Kapasitas adaptif pengelola kawasan 
perairan Laut Sawu lebih baik jika dibandingkan 
dengan pengelola kawasan perairan Kepulauan 
Spermonde. Nilai kapasitas adaptif untuk kedua 
lokasi secara berturut-turut adalah 0,67 dan -0,12. 
Dari ketiga komponen utama, kapasitas politik 
merupakan faktor utama kelemahan bagi kedua 
lokasi dengan hanya memperoleh nilai 0,25 untuk 
Laut Sawu dan -0,67 untuk Kepulauan Spermonde. 
Hal ini menunjukkan masih lemahnya dukungan 
politik secara konkrit dari elit-elit pemerintahan 
dalam mewujudkan strategi pengelolaan yang 
mendukung tercapainya resiliensi ekosistem 
terumbu karang. Lingkaran kapasitas adaptif 
institusi forma pengelola pada kedua lokasi tersaji 
pada Gambar 2. 


Sumber/: Data Primer Diolah/ 
Source :Primary Data Processed, 2013 


Gambar 2. Lingkaran Kapasitas Adaptif Institusi 
formal Pengelola Kawasan Perairan 
Kepulauan Spermonde 


Figure 2. Adaptive Capacity Wheel of 
Spermonde Islands Water Authority. 
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Sumber/: Data Primer Diolah/ 
Source :Primary Data Processed, 2013 


Gambar 3. Lingkaran Kapasitas Adaptif Institusi 
Formal Pengelola Kawasan Perairan 
Laut Sawu. 

Adaptive Capacity Wheelof Sawu Sea 
Water Authority. 


Figure 3. 


Kapasitas Intelektual 


Kapasitas intelektual pengelola perairan 
diukur atas dasar dua dimensi yaitu variasi dan 
kapasitas pembelajaran. Variasi yang dimaksud 
adalah adanya keragaman baik dari sisi pemangku 
kepentingan yang terlibat, kerangka permasalahan, 
model pelaksanaan sampai dengan keragaman 
solusiyang ditawarkan. Pada Kepulauan Spermonde 
keterlibatan berbagai pemangku kepentingan 
dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan 
masih belum terwujud dengan baik. Meskipun 
demikian beberapa pemangku kepentingan 
seperti para peneliti dari Universitas Hasanudin 
kerapkali dilibatkan dan diminta masukannya ketika 
penyusunan rencana kerja Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kota/ Provinsi. Kondisi pada pengelolaan 
Laut Sawu lebih baik karena rencana pengelolaan 
sudah terkoordinasi melalui BKKPNK. Selain itu, 
rencana pengelolaan juga melibatkan perguruan 
tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), 
kepolisian, dan perwakilan masyarakat sehingga 
kriteria multi aktor dinilai positif. 


Dari sisi konsepsi, pengelola yang dalam 
hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
Makasar telah melakukan pendekatan dari berbagai 
sisi baik lingkungan, sosial maupun ekonomi. 


Beberapa contohnya adalah program rehabilitasi 
terumbu karang dan kawasan konservasi di 
Kepulauan Spermonde sebagai bagian untuk 
memperbaiki kualitas lingkungan. Seiring dengan 
itu, langkah lain yang dijalankan adalah penciptaan 
mata pencaharian alternatif sebagai bentuk 
pemberdayaan masyarakat (DKP Kota Makasar, 
2011). Mata pencaharian alternatif yang dilakukan 
adalah dengan pengolahan hasil perikanan seperti 
baso ikan, sate sosis dan sebagainya. Meski 
demikian masing-masing kegiatan tidak memiliki 
kaitan yang jelas satu sama lain dan cenderung 
berdiri sendiri-sendiri. Tidak terdapat suatu grand 
strategy yang memadukan kegiatan-kegiatan yang 
bersifat sosial maupun ekologis. 


Sementara pada rencana pengelolaan 
Laut Sawu berbagai pendekatan pengelolaan 
ini tercermin dari tiga strategi umum, yaitu 1) 
penguatan kelembagaan: 2)penguatan pengelolaan 
sumberdaya kawasan dan, 3) penguatan sosial 
ekonomi budaya. Ketiga strategi tersebut disusun 
sebagai dasar pembuatan program kegiatan yang 
diharapkan saling terkait satu sama lain. Hal ini 
menunjukkan strategi yang lebih komprehensif 
karena telah mempertimbangkan tiga aspek 
pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, 
sosial dan ekonomi. Oleh karena itu secara 
konsepsi rencana pengelolaan Laut Sawu dinilai 
sudah sangat baik. 


Berdasarkan rencana kegiatan pengelolaan 
terindikasi adanya irisan antar kegiatan terutama 
kegiatan antar instansi. Salah satunya adalah 
kegiatan perencanaan dan pengendalian 
pengelolaan dengan kegiatan pengelolaan 
pemanfaatan sumberdaya. Inti kedua kegiatan 
tersebut sama namun dibuat terpisah baik dalam 
penempatannya di strategi kegiatan maupun 
rencana pendanaannya (BKKPNK, 2013). Kondisi 
ini yang disebut sebagai duplikasi atau redudansi. 
Indikasi yang serupa juga terjadi pada kegiatan- 
kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kota Makasar. Misalnya kegiatan 
Press Tour and Marine Excursion di kepulauan 
Spermonde yang diadakan atas kerjasama 
Dinas Budaya dan Pariwisata Sulawesi Selatan, 
Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia 
(POSSI) dan Mitra Bahari pada tahun 2012. 
Kegiatan ini bersinggungan dengan penciptaan 
mata pencaharian alternatif yang setiap tahun 
dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan Kota 
Makasar. Menurut Gupta et al. (2010), redudansi 
sebagai suatu nilai yang positif dalam memunculkan 
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model kegiatan dan pelaksanaan yang terbaik 
meski tidak efisien. 


Kriteria lain yang digunakan dalam meniai 
kapasitas pembelajaran adalah rasa percaya 
antar pemangku kepentingan. Rasa percaya antar 
pemangku kepentingan dinilai negatif pada lokasi 
Kepulauan Spermonde karena diketahui adanya 
rasa persaingan dan tidak percaya satu sama 
lain. Contohnya adalah ketidakpercayaan antar 
instansi yang melakukan pengawasan sumberdaya 
kelautan dan perikanan di Kepulauan Spermonde. 
Mudahnya nelayan mendapatkan bahan baku 
untuk membuat bom ikan diduga karena adanya 
permainan aparat khususnya dari pihak Polair. 
Pada sisi lain pihak Polair justru mempertanyakan 
hasil kerja pengawasan yang dilakukan oleh 
Dinas Kelautan dan Perikanan baik di tingkat 
provinsi maupun kabupaten. Rasa percaya pada 
pengelolaan Laut Sawu sedikit lebih baik. Antar 
instansi tidak terlihat persaingan dan rasa curiga 
satu sama lain meski tidak juga memberikan kesan 
percaya sepenuhnya antar satu sama lain. Oleh 
karena itu kondisi tersebut dinilai netral sehingga 
tidak member efek positif maupun negatif terhadap 
pengelolaan di Laut Sawu. 


Kapasitas pembelajaran pada kedua lokasi 
belum berjalan optimal baik pembelajaran siklus 
tunggal maupun siklus ganda. Pembelajaran siklus 
tunggal mengacu pada definisi Gupta et al. (2010) 
yaitu kapasitas untuk belajar dari pengalaman yang 
dimiliki dan menjadikannya sebagai dasar teknis 
pelaksanaan kegiatan serupa dimasa yang akan 
datang. Sementara pembelajaran siklus ganda 
mengacu pada kemampuan untuk belajar dimasa 
lalu dan menjadikannya sebagai temuan atas 
teori dan konsep-konsep baru yang mendukung 
pencapaian tujuan. Rendahnya kapasitas 
pembelajaran ditunjukkan oleh belum terlihatnya 
rangkaian kegiatan yang menunjukkan proses 
belajar yang menghasilkan identifikasi kelemahan 
dan kelebihan dari kegiatan sebelumnya. 


Kapasitas pembelajaran juga sangat 
dipengaruhi oleh faktor norma yang berlaku di 
lingkungan sekitarnya serta struktur kekuasaan 
yang berlaku (Wilson, 2012). Oleh karena itu 
seringkali pembelajaran berlangsung lambat 


karena perencanaan kegiatan masih sering 
mengacu pada standar nilai perencanaan dan 
pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Mereka 
terperangkap pada ingatan intitusi yang membuat 
miskin terhadap ide-ide baru pengelolaan. Misalnya 
saja terkait dengan keamanan sosial (social 
security) masyarakat yang semakin terancam akibat 
ketidakpastian pendapatan dari usaha perikanan. 
Terkait hal tersebut belum ada langkah antisipasi 
untuk memberikan jaminan rasa aman baik dari sisi 
pendapatan bagi nelayan disaat musim paceklik. 
Begitupula halnya dengan keselamatan kerja 
yang tidak terperhatikan meski ancaman semakin 
besar akibat meningkatnya frekeuensi gelombang 
besar dan badai. Meski demikian, hasil diskusi 
menunjukkan bahwa stakehiolders sebetulnya juga 
mulai memahami dan belajar dari pengalaman. 
Hal ini tercermin dari gagasan-gagasan individual 
seperti focus pada pembinaan sadar lingkungan 
secara dini kepada anak nelayan untuk merubah 
pola pikir dalam jangka panjang. Sayangnya proses 
pembelajaran tersebut tidak terumuskan secara 
baik dan terencana sehingga terlihat sebagai 
kegiatan yang baru dan tidak memiliki keterkaitan 
dengan program yang sudah, sedang ataupun 
akan berjalan. 


Indikasi yang menunjukkan proses 
pembelajaran lainnya adalah berkembangnya 
diskusi secara intensif dan meluas pada berbagai 
tingkatan pemangku kepentingan. Diskusi-diskusi 
yang terjadi baik formal maupun informal secara tidak 
sadar akan memberi pengetahuan-pengetahuan 
baru yang berguna dalam proses pengelolaan 
wilayah perairan dimasa yang akan datang. 
Di antara dua lokasi, perkembangan diskusi 
yang lebih baik terjadi di wilayah perairan 
Spermonde. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya 
institusi yang melakukan penelitian dan 
pemberdayaan di wilayah kepulauan spermonde. 
Institusi tersebut datang tidak hanya berasal 
dari dalam negeri seperti UNHAS, ITB, LIPI dan 
Balibang KP tetapi juga lembaga penelitian luar 
negeri seperti Jerman, Amerika dan Jepang’. 
Begitu pula diskusi di masyarakat khususnya 
pada lokasi dimana POKMASWAS sudah 
bekerja baik seperti di P. Badi dan di P. Lanjukang 
(Tabel 5). 


‘http://m.thejakartapost.com/news/2009/04/23/tangled-up-a-global-net.html 
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Tabel 5. Dimensi Kapasitas Pembelajaran Pada Penilaian Kapasitas Intelektual Institusi Formal 
Pengelola Kawasan Perairan. 


Table 5. Dimension of Learning Capacity of Sea Water Authority. 


Kepulauan Spermonde/ 


Laut Sawu/ Sawu Sea 


Dimensi/ Spermonde Islands 
Dn a Penjelasan/ Description 2 Penjelasan/ Description 
Antar pemangku kepentingan kurang Tingkat kepercayaan antar 
percaya satu sama lain. Masyarakat pemangku kepentingan biasa- 
kurang percaya bahwa aparat telah biasa saja. Ada sedikit rasa 
melakukan penindakan sebagaimana ketidakpercayaan antara 
mestinya. Begitupula antar instansi masyarakat dengan pengelola. 
dimana antara pengawas sdkp dkp Antar pengelola tidak terlihat 
Rasa percaya/ 2 provinsi/kota dan polair saling curiga 0 adanya persaingan dan rasa curiga 
Trust dengan kinerja masing-masing/ satu sama lain/ 
Stakeholders less trust each other. Level of trust between stakeholders 
The public lacks confidence to the is mediocre. Nevertheless, there is 
authorities. mutual distrust among little sense of mistrust between the 
instances for example between community and the authorities. 
fisheries resource inspector and water 
police 
Mulai terlihat proses pembelajaran Sudah memiliki pengalaman 
dimana dilakukan pendekatan baru dari program sebelumnya tetapi 
yang dinilai lebih efektif seperti belum mengambil pelajaran 
melakukan proses penyadaran dalam merumuskan kelebihan/ 
Pembelajaran lingkungan kepada anak-anak kekurangan metode yang 
siklus tunggal/ 4 nelayan/Learning process is 0 digunakan dan dalam merumuskan 
Single loop- progressing which carried out a new langkah perbaikannya/ 
learning approach in programs planned for Already has experience of the 
exampel environmental awareness previous programs but have yet to 
program to the children of fishers take lessons in formulating exces 
/ deficiency methods used and in 
formulating corrective measures 
Belum terjadinya proses pembelajaran Mempelajari dan menemukan 
dua arah yang melahirkan konsep gagasan baru terhadap teknik- 
dan rumusan baru baik dalam bentuk teknik konservasi, menuangkannya 
Pembelajaran tertulis maupun praktik/ dalam teori-teori dan asumsi baru 
siklus ganda/ 4 Yet the two-way learning process 0 tetapi belum diimplementasikan/ 
Double loop- that give rise to new concepts and Has been studying and finding new 
learning new formulations of program either in ideas to conservation techniques 
written form or practice. and put it in theories and new 
assumptions but not implemented 
yet 
Mampu mencatat/mengingat Mampu mencatat/mengingat 
permasalahan dalam perencanaan, permasalahan dalam perencanaan, 
monitoring dan evaluasi tetapi belum monitoring dan evaluasi tetapi 
ada perbaikan yang berarti. Misalnya belum ada perbaikan yang berarti/ 
masalah koordinasi pengawasan Able to record / recall problems in 
Ingatan s é ; Na : 
institusi/ yang masih belum ada solusi planning, monitoring and evaluation 
ha 0 pemecahannya/ 0 but there has been no significant 
Institutional ; E 
memory Able to record 4 recall problems in improvement 
planning, monitoring and evaluation 
but there has been no significant 
improvement. For example, the 
problem of coordinating supervision 
there is still no solution to solve 
terdapat diskusi yang cukup meluas Hanya terdapat diskusi terbatas 
Bahasan dan melibatkan berbagai pemangku di masyarakat terkait kegiatan 
di : kepentingan Meski belum terlalu konservasi/ There is only limited 
iskusi/ ; . 5 aa 3 
Discuss 1 intensif/ | | | | 0 discussion in the community 
doubts There is a fairly extensive discussions related to conservation 


and involve a variety of stakeholders 
although not too intensive. 


Sumber: Data Primer Diolah/Source: Primary Data Processed, 2013 
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Kapasitas Sosial 


Dimensi yang termasuk di dalam kelompok 
kapasitas sosial adalah sumberdaya dan ruang 
untuk perubahan secara mandiri. Sumberdaya 
diukur atas dasar kriteria sumberdaya finansial, 
sumberdaya manusia, dan otoritas (Gupta et 
al., 2010). Kemampuan untuk mendapatkan 
sumberdaya dinilai merupakan syarat agar lembaga 
dapat bekerja secara efektif. Berdasarkan hasil 
analisis, dimensi sumberdaya dalam pengelolaan 
perairan Kepulauan Spermonde cenderung negatif. 
Sumberdaya finansial yang dimiliki oleh instansi 
yang terlibat dalam pengelolaan kawasan perairan 
laut Spermonde relatif terbatas. Hal ini diketahui 
dari hasil diskusi dan wawancara mendalam dengan 
para instansi tersebut. Padahal finansial merupakan 
komponen penting bagi terlaksananya berbagai 
kegiatan yang diperlukan (Smit et al., 2000). Salah 
satu contohnya adalah pengawasan sumberdaya 
yang memerlukan pendanaan yang cukup besar 
agar dapat mengawasi seluruh wilayah perairan 
secara efektif. Instansi tidak dapat menganggarkan 
pembelian kapal pengawas yang ternyata baru 
terdapat dua buah dengan ukuran mesin 80 PK 
dan 500 PK. Bahkan dengan kapal pengawas yang 
dimiliki terkadang tidak dapat berangkat karena 
biaya operasional yang cukup tinggi. Sementara 
itu, kekuatan finansial pada pengelolaan kawasan 
TNP Laut Sawu lebih baik. Hal ini disebabkan oleh 
dukungan pendanaan yang direncanakan tidak 
hanya berasal dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara (APBN) tetapi juga dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara (APBD), surat ijin, 
retribusi dan pariwisata, dana perbantuan, serta 
lembaga donor baik dari dalam maupun luar negeri. 
Skema pendanaan tersebut akan menghasilkan 
pendanaan yang cukup melimpah bila berjalan 
dengan baik. Namun sampai dengan saat ini 
skema tersebut belum sepenuhnya berjalan dan 
masih mengandalkan pendanaan dari pusat. Dana 
dari lembaga donor asing yang saat ini masuk juga 
masih melalui pemerintah pusat. 


Ketersediaan sumberdaya manusia pada 
institusi formal pengelola kawasan perairan 
Kepulauan Spermonde masih cukup terbatas baik 
dari sisi kuantitas maupun kualitas sehingga dinilai 
cenderung negatif. Secara kuantitas yang banyak 
dikeluhkan adalah tenaga pengawas yang masih 
minim. Penanganan kawasan perairan Kepulauan 
Spermonde juga tidak dibentuk lembaga secara 
khusus sehingga tenaga yang tersedia harus 
membagi waktu dengan wilayah lain. Ditinjau dari 
sisi kualitas, sumberdaya manusia yang ada dirasa 


belum mencukupi untuk menciptakan berbagai 
program-program kreatif yang dapat menjadi solusi 
permasalahan. 


Kapasitas sumberdaya manusia yang 
terlibat didalam institusi formal pengelola TNP 
Laut Sawu sudah cukup baik. Hal ini disebabkan 
oleh adanya Balai Kawasan Konservasi Perairan 
Nasional (BKKPN) dengan wilayah kerja mencakup 
Indonesia bagian timur yang meliputi provinsi NTT, 
NTB, Sulsel, Sultra, Sulteng, Gorontalo, Sulut, 
Maluku Utara, Maluku, Irian Jaya Barat dan Papua. 
Sumberdaya manusia yang mengisi lembaga 
ini sudah cukup baik dengan banyaknya tenaga 
yang berpendidikan tinggi. Berdasarkan dokumen 
rencana pengelolaan Laut Sawu diketahui bahwa 
SDM BKKPN terdiri dari 1 orang berpendidikan 
S-3, 7 orang S-2, dan 5 orang S-1. Selain berasal 
dari BKKPN ternyata berbagai stakeholder lain 
juga terlibat dengan jumlah tenaga berpendidikan 
S-3 sebanyak 1 orang, S-2 sebanyak 15 orang, 
S-1 sebanyak 6 orang serta pendidikan lain-lain 
sebanyak 11 orang. 


7 


lain-lain 


4 a | 
5-3 S-2 i S-1 | 


Sumber/ Source : BKKPNK, 2013 


Gambar 4. Tingkat Pendidikan Pemangku 
Kepentingan yang Terlibat dalam 
Perencanaan Pengelolaan Perairan 
Laut Sawu. 

Education Level of Stakeholders 
Involved in Sawu Sea Management 
Planning. 


Figure 4. 


Selain sumberdaya manusia dan finansial, 
otoritas juga digolongkan sebagai sumberdaya. 
Otoritas dalam konteks ini mengacu pada 
wewenang formal yang dimiliki oleh institusi formal 
pengelola kawasan perairan. Kedudukan institusi 
akan dinilai semakin kuat bila payung hukum yang 
menaunginya semakin tinggi dan diakui oleh para 
pemangku kepentingan. Oleh karena tidak ada 
instansi khusus yang ditujukan untuk pengelolaan 
kawasan perairan Kepulauan Spermonde, otoritas 
pengelola menjadi tidak begitu kuat. Berbeda 
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halnya dengan pengelolaan TNP Laut Sawu 
yang memiliki BKKPN sebagai institusi khusus 
pengelola kawasan perairan yang lahir melalui 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 
19/ MEN/ 2007 tanggal 15 November 2007. Otoritas 
institusi ini lebih baik dan menjadi institusi yang 
dapat menggerakkan institusi lain didalam suatu 
perencanaan yang integratif (Tabel 6). 


Sementara ruang untuk perubahan secara 
mandiri yang diukur berdasarkan 3 kriteria yaitu 
akses terhadap informasi, tindakan yang terencana 
dan kapasitas berimprovisasi cenderung positif. 
Akses terhadap informasi adalah kemampuan 
institusi pengelola untuk menerima informasi 
secara aktual dan faktual dari yang terjadi di 
lapangan. Kondisi ini masih sulit diwujudkan 
mengingat masih banyak kejadian di lapangan 
yang tidak sampai secara cepat kepada institusi 
pengelola. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya 
mekanisme pengumpulan data secara sistematis 
untuk memantau pemanfaatan sumberdaya 
perikanan. Akibatnya data yang dibutuhkan dalam 
pengambilan kebijakan seperti dinamika hasil 
tangkapan menurut bulan tidak tersedia. Padahal 
data dinamika sangat penting untuk menganalisis 
hubungan antara perubahan iklim, pemanfaatan 


Tabel 6. Dimensi Sumberdaya. 
Table 6. Dimension of Resource. 


sumberdaya, kondisi sumberdaya dan manfaat 
ekonomi yang dihasilkan. Begitupula dengan data 
pelanggaran, masih banyak kejadian illegal fishing 
yang tidak terlaporkan yang menyebabkan kegiatan 
ini terus terjadi dan marak khususnya di Perairan 
Kepulauan Spermonde. 


Pada kriteria bertindak sesuai dengan 
rencana, kondisi yang ada dinilai cenderung positif. 
Kegiatan pengelolaan saat ini telah mengacu 
pada program-program yang telah direncanakan 
sebelumnya. Namun demikian masih terdapat 
sejumlah indikasi yang menunjukkan tindakan 
yang diambil belum terlalu sesuai dengan rencana 
atau standar prosedur operasi. Misalnya adalah 
penindakan masyarakat yang menggunakan alat 
tangkap tidak ramah lingkungan. Seringkali pelaku 
yang tertangkaptidak diproses secara hukum karena 
alasan kemanusiaan. Nelayan kecil yang sudah 
berusia lanjut serta diketahui memiliki ekonomi 
“pas-pasan” menjadi alasan tidak diprosesnya 
pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Kondisi 
ini terjadi pada kedua lokasi penelitian. Ferse et al. 
(2012) mengungkapkan bahwa penerapan aturan 
terntang pemanfaatan karang dan biota yang hidup 
disekitarnya secara baik tidak tercermin dalam 
bentuk tindakan yang nyata. 


Kepulauan Spermonde/ 


Laut Sawu/ Sawu Sea 


Dimensi/ Spermonde Islands 
sp Wabah Skor Penjelasan/ Description Skor Penjelasan/ Description 
Score Score 
Sumberdaya -1 Dana yang dimiliki masih kurang 1 Memiliki alokasi dana yang 
Finansial/ memadai/ Allocated funds is still cukup untuk melakukan kegiatan 
Financial inadequate. konservasi/ Has sufficient funds to 
resource carry out conservation activities 
Otoritas/ 1 Legitimasi pengelola cukup 2 BKKPN sebagai lembaga 
Authority diakui oleh masyarakat/ koordinator memiliki legitimasi 
Legitimacy of authorities infront yang kuat baik secara dejure 
of society is fair maupun defacto/ BKKPN as 
coordinating agencies have strong 
legitimacy either de jure or de facto 
Sumberdaya 0 Sumberdaya manusia masih 2 Memiliki banyak tenaga yang ahli 
Manusia/ terbatas. Belum terdapat tenaga di dalam konservasi baik dari sisi 
Human ahli yang mencukupi untuk dapat teknis maupun sosial ekonomi/ Has 
resource mengelola SDKP secara ideal/ a lot of personnel who are experts 


Human resources are limited. 
There are not yet enough expert 
to to manage fisheries resource 
ideally 


Sumber: Data Primer Diolah/Source: Primary Data Processed, 2013 
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in conservation both in terms of 
technical and socio-economic 
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Pada saat pelaksanaan di lapangan 
seringkali ditemui situasi dan kondisi yang tidak 
diperkirakan dalam perencanaan sebelumnya. 
Pada kondisi ini kemampuan untuk berimprovisasi 
menjadi penting. Pada kedua lokasi improvisasi 
pengelola terindikasi cenderung positif. Misalnya 
mengadopsi budaya masyarakat lokal seperti Lilifuk 
pada Desa Kuanheun, Kabupaten Kupang sebagai 
bagian dari pelaksanaan kegiatan konservasi 
TNP Laut Sawu. Lilifuk adalah penutupan area 
bagi kegiatan penangkapan dalam kurun waktu 
tertentu. Masyarakat hanya bisa memanfaatkan 
area tersebut selama dua kali dalam setahun. Hal 
ini tentu memberikan keuntungan bagi sumberdaya 
perikanan disekitarnya karena tidak di eksploitasi 
sepanjang waktu sehingga dapat memulihkan diri. 
Sedangkan di Kepulauan Spermonde, kapasistas 
berimprovisasi terllihat dari penerapan sanksi 
sosial bagi pelanggaran di wilayah perairan seperti 
membersihkan masjid dan membeli semen untuk 
kepentingan umum. Hal ini dinilai lebih dapat 
memberikan efek jera dan lebih mudah dilakukan 
dibandingkan dengan menjeratnya dengan proses 
hukum positif yang berlaku (Tabel 7). 


Tabel 7. Dimensi Ruang Perubahan Mandiri. 
Table 7. Dimension of Autonomous Change. 


Kapasitas Politik 


Kapasitas politik pada dasarnya merupakan 
kemampuan institusi pengelola di dalam 
menjalankan kekuasaan/ kewenangan yang 
dimiliki. Terdapat dua dimensi yang terkait dalam 
hal ini yaitu kepemimpinan dan pemerintahan 
yang adil. Kepemimpinan secara umum dinilai 
kurang baik sehingga memberikan efek yang 
cenderung negatif bagi efektifitas pengelolaan. 
Kriteria yang digunakan dalam penilaian tersebut 
meliputi kemampuan melihat ke depan atau 
visionaris, kolaborasi dan kewirausahaan. Dimensi 
pemerintahan yang adil dinilai cenderung negatif 
dimana kriteria yang digunakan adalah legitimasi, 
kesetaraan, responsifitas dan akuntabilitas. Dimensi 
ini secara umum dinilai cenderung negatif. 


Visi yang dimiliki oleh pengelola kawasan 
perairan Kepulauan Spermonde pada dasarnya 
sudah mengadopsi prinsip keberlanjutan, yaitu 
lingkungan perairan dan sumberdaya yang 
terkandung di dalamnya harus tetap dapat dinikmati 
oleh generasi yang akan datang. Hasil diskusi 
juga menunjukkan bahwa pengelola telah berpikir 


Kepulauan Spermonde/ 
Spermonde Islands 


Laut Sawu/Sawu Sea 


Dimensi/ 
Dimension 
Skor Penjelasan/ Description A Penjelasan/ Description 
Score Score 
Akses Informasi yang -1 pengelola sulit mendapatkan 0 Pengelola sedikit 
Berkesinambungan/ informasi yang aktual dan mendapatkan akses informasi 
Continuous access to faktual dari lapangan/ The tentang kondisi yang terjadi 
information Authorities have difficulties dilapangan meski agak 
in obtaining timely and lambat/ Authorities slight gain 
factual information from the information that occur in the 
field field although somewhat slow 
Bertindak sesuai 1 Pelaksanaan konservasi 1 Pelaksanaan konservasi 
rencana/ Act secara umum sudah secara umum mengacu 
according plan mengacu pada perencanaan pada perencanaan yang 
yang dibuat/ Implementation dibuat/ Implementation of 
of conservation in general conservation in general has 
has referred to the plan are referred to the plan are made 
made 
Kapasitas untuk 1 Improvisasi mungkin 1 Improvisasi mungkin dilakukan 


improvisasi/ Capacity 
to improvise 


dilakukan sesuai kebutuhan 
lapangan/ Improvisation may 
be performed as it is need in 
the field 


sesuai kebutuhan lapangan/ 
Improvisation may be 
performed as it is need in the 
field 


Sumber: Data Primer Diolah/Source: Primary Data Processed, 2013 
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untuk mengubah perilaku masyarakat dengan 
memperbaiki pemahaman generasi penerus 
mereka. Hal ini dilakukan dengan membuat kegiatan 
pemahaman lingkungan laut terhadap anak-anak 
nelayan. Kondisi ini pada satu sisi mencerminkan 
adanya visi jangka panjang dalam pengelolaan 
kawasan perairan. Akan tetapi pada sisi lain visi 
tersebut belum tertuang dalam rencana kerja yang 
jelas dan baik khususnya dalam jangka menengah 
dan panjang. 


Berdasarkan analisis isi dokumen 
perencanaan pengelolaan TNP Laut Sawu 
tercermin visi yang dimiliki oleh pengelola sudah 
baik dan layak diberikan penilaian positif. Rencana 
pengelolaan bahkan telah dibuat, baik dalam jangka 
pendek (5 tahun pertama), menengah (10 tahun) 
maupun sampai dengan jangka panjang (20 tahun) 
secara cukup jelas. Bahkan rencana pelaksanaan 
telah menjelaskan peran masing-masing pemangku 
kepentingan yang terlibat. Salah satu contohnya 
adalah pembuatan standar operasional prosedur 
tentang patroli regular dan patrol bersama yang 
menempatkan BKKPN Kupang, DKP Kabupaten, 
Polair, TNI AL dan LSM sebagai pelaksana dan 
mitra yang terlibat 


Kolaborasi merupakan pola pengelolaan 
yang mengembangkan pola-pola kerjasama antar 
pemangku kepentingan. Kondisi ini seringkali 
dibahas pada rapat-rapat atau pertemuan yang 
membahas tentang pengelolaan kawasan perairan 
Kepulauan  Spermonde. Setiap pemangku 
kepentingan menyatakan pentingnya koordinasi 
agar terjadi sinergi satu sama lain. Namun 
pada praktiknya, koordinasi dan kerjasama sulit 
diwujudkan ketika perumusan rencana kerja 
kegiatan pada masing-masing instansi. Proses 
perencanaan yang tidak terwadahi dalam payung 
koordinasi lintas intansi menjadi salah satu 
penyebab. Penyebab lainnya ego sektoral sehingga 
hanya fokus pada yang akan dikerjakan oleh institusi 
masing-masing tanpa melimat konektivitasnya 
dengan rencana kegiatan pada instansi lainnya. 
Hal senada diungkap oleh Ferse et al. (2012) 
yang menyebutkan bahwa permasalahan utama 
didalam penegakan aturan yang efektif adalah 
adanya konflik dan tumpang tindih kewenangan 
antar intitusi yang bertanggungjawab. 


Pada TNP laut Sawu jejaring kolaboratif 
telah terjalin cukup baik. BKKPN Kupang yang 
merupakan wakil pemerintah pusat menggandeng 
pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun 
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di tingkat Kabupaten. Selain itu BKKPN juga 
mengikutsertakan Polisi, TNI AL, LSM (TNC, FAO, 
Yayasan Alfa Omega, Yayasan Le Hari), perguruan 
tinggi (Universitas Nusa Cendana, Universitas 
Kristen Artha Wacana, Universitas Muhammadiyah 
Kupang). Langkah nyata yang dilakukan BKKPN 
diwujudkan dalam membuat rancangan/ model 
mekanisme pengelolaan bersama, penguatan 
forum konsultasi para pihak dengan memfasilitasi 
pelatihan/kursus, serta formulasi dan penerapan 
mekanisme keluhan (grievance mechanism)dengan 
merancang mekanisme dan impelementasinya 


Kapasitas kewirausahaan merupakan salah 
satu kriteria yang digunakan untuk mengukur 
kemandirian pengelolaan. Kemandirian dalam arti ini 
adalah kemampuan untuk menyediakan pendanaan 
mandiri yang mencukupi untuk pelaksanaan 
kegiatan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa 
kegiatan yang dilakukan masih mengandalkan 
penanggaran dari Pemerintah. Padahal potensi 
yang dimiliki Kepulauan Spermonde bila dikelola 
secara baik dapatmenghasilkansumberdanasecara 
mandiri. Sedangkan kapasitas kewurausahaan 
pada institusi pengelola TNP Laut Sawu cukup 
baik, terlihat dari rencana menjadikan institusi 
pengelolaan TNP Laut Sawu dalam bentuk badan 
layanan umum (BLU) untuk menjamin kelangsungan 
dan kemandirian pengelolaan. Hal ini juga terekam 
dalam rancangan pola-pola pendanaan yang 
bersifat kolaboratif untuk mendapatkan dana dari 
berbagai pintu. Pendekatan pendanaan mencakup 
sejumlah sumber dana, seperti peningkatan 
bantuan pembangunan, pajak atas jasa retribusi, 
dan/atau dana donor. 


Kriteria selanjutnya adalah legitimasi 
yang mengacu pada penerimaan masyarakat 
terhadap institusi pengelola kawasan perairan 
Kepulauan Spermonde. Legitimasi sebagai 
sumberdaya berarti menempatkan kepercayaan 
dan pengakuan masyarakat sebagai faktor penting 
dalam mewujudkan pengelolaan yang efektif. Di 
mata masyarakat, pengakuan terhadap institusi 
pengelola baru sebatas di atas kertas. Pada 
realitasnya nelayan belum mengakui kehadiran 
institusi pengelola sehingga dinilai cenderung 
negatif. Kondisi ini ditunjukkan dengan tidak 
dipatuhinya institusi pengelola sehingga kegiatan 
bom ikan dan pembiusan tetap marak terjadi sampai 
dengan saat ini. Nelayan tetap berani melakukan 
tindakan yang melanggar hukum tersebut karena 
didorong oleh prinsip yang dipegang yaitu “lebih 
baik mati berdarah dari pada mati kelaparan”. 


Kapasitas Adaptif Institusi Formal Pengelola Kawasan Perairan Dalam Mendukung Resiliensi ............... (Andrian Ramadhan, et al) 


APBD, Donor, Dana Perbantuan, dan 
Dana Luar Negeri/ Budgets, Donor, 
Fund of Assistance and Foreign 
Funds 


Dewan Konservasi 
Provinsi/ Provincial 
Conservation Council 


ljin/ Permit 

Dana retribusi/ Fund 
levy 

Pariwisata/ Tourism 
Ganti rugi/ 
Compensation 


Forum Konservasi 
Kabupaten/ Conservation 


Forum of Regency 


Sumber/ Source : BKKPNK, 2013 


Balai KKPN/ 
KPPN Office 


APBN, Donor Luar 
Negeri/ Budget, 


Foreign Donors 


Fungsi 
Pengelolaan/ 
Management 

Functions 


Satker/ 
Work Unit 


Gambar 5. Skema Pendanaan Pengelolaan TNP Laut Sawu 
Figure 5. Funding Scheme Management TNP Savu Sea 


Tabel 8. Dimensi Kepemimpinan. 
Table 8. Dimension of Leadership. 


Kepulauan Spermonde/ 
Spermonde Islands 
Penjelasan/ 
Description 


Dimensi/ 
Dimension 


Kolaboratif/ 1 
Collaborative 


Pengelola kawasan perairan Kepulauan 1 
Spermonde telah bekerjasama dengan 
pemangku kepentingan terkait. 
Pengelolaan juga didukung oleh intitusi 
penelitian seperti MACSi dari UNHAS 
dan LSM seperti Wahana Bahari/ 
Authority of Spermonde Islands has 
cooperated with relevant stakeholders. 
The Authority is also supported by 
research institutions like MACSi of 
UNHAS and NGOs such as Wahana 
Bahari 


Kewirausahaan/ -2 
pendanaan yang mandiri. Kegiatan 
masih memiliki ketergantungan tinggi 
terhadap pendanaan dari APBD/ Has 
not seen an independent financial 
planning scheme. Activity still has a 
high dependence on funding from the 
government budget 


Entrepreneurial 


Visionaris/ 0 
Visionary kawasan akan tetapi belum terlihat 
rencana implementasinya secara 
sistematis baik dalam jangka 
menengah dan panjang/ There are 
regional zoning plan but have not seen 
a systematic implementation plan in 


both the medium and long term 


Belum terlihat skema perencanaan 0 


Sudah terdapat rencana zonasi 2 


Laut Sawu/ Sawu Sea 


Penjelasan/ 
Description 


Pengelola berkeinginan kuat 
membagi peran kepada stakeholder 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan 
dan evaluasi sebagaimana tertuang 
dalam rencana aksi. Meski demikian 
masih diperlukan pembuktian dalam 
operasional di lapangan/ The authority 
eager to give a role to the stakeholders 
from the planning, implementation and 
evaluation as stated in the action plan. 
Yet still needed proof in operations in 
the field 


pengelola belum mampu 
menciptakan sumber pendanaan 
mandiri tetapi telah memiliki strategi 
yang jelas untuk menuju kearah 
tersebut/ Authority has not been able 
to create an independent source of 
funding but has had a clear strategy 
for moving towards 


Terdapat rencana jangka panjang, 
jangka menengah yang jelas 
terhadap program konservasi/ There 
is a long-term plan, which is clearly 
describes for the medium-term 
conservation program 


Sumber: Data Primer Diolah/Source: Primary Data Processed, 2013 


173 


J. Sosek KP Vol. 10 No. 2 Tahun 2015: 159-176 


Kriteria kesetaraan melihat pada keadilan 
aturan main yang dibuat oleh institusi pengelola. 
Aturan main yang menempatkan pemangku 
kepentingan dalam posisi yang setara berarti 
semakin baik pula penilaian kriteria ini. Penilaian 
secara dini (preliminaryjudgement) pada parameter 
ini adalah netral karena masih belum terlihat secara 
jelas peran masing-masing pemangku kepentingan 
di lapangan. 


Salah satu bentuk layanan yang baik adalah 
sikap responsif. Responsif dapat diartikan sebagai 
tanggapan institusi pengelola terhadap situasi yang 
berkembang. Perkembangan situasi dapat dikenali 
baik dari pengamatan sendiri, rekomendasi lembaga 
mitra maupun dari masyarakat. Hasil dari informasi 
yang dikumpulkan di lapangan menemukan bahwa 
tingkat responsivitas pengelola masih relatif lambat. 


Hal ini ditunjukkan dengan lambatnya tindakan 
yang diambil ketika masyarakat mengadukan 
terjadinya penggunaan alat tangkap yang tidak 
ramah lingkungan. 


Kriteria akuntabilitas merupakan kriteria 
umum yang digunakan untuk mengukur 
pemerintahan yang baik (good governance). 
Berdasarkan penilaian akuntanbilitas institusi 
pengelola dinilai cenderung negatif. Hal ini 
didasarkan oleh belum adanya laporan keuangan 
yang mudah diakses oleh publik. Akses terhadap 
informasi keuangan harus mengikuti rangkaian 
prosedur yang cukup rumit untuk dilalui bagi 
spublik yang ingin mengetahui. Hal ini masih 
menjadi situasi umum pada lembaga-lembaga 
Pemerintah yang masih menerapkan aturan 
birokrasi yang rumit. 


Tabel 9. Dimensi Pemerintahan yang Adil/. 
Table 9. Dimension of Fair Governance. 


Kepulauan Spermonde/ 


Laut Sawu/ Sawu Sea 


Dimensi/ Spermonde Islands 
Dimension 
x Kor Penjelasan/ Description Skor Penjelasan/ Description 
core Score 

Legitimasi/ -1 Dukungan masyarakat terhadap 0 Pengelola diakui oleh berbagai 

Legitimacy institusi pengelola kawasan masih pemangku kepentingan akan 
relatif rendah/ tetapi sedikit kurang dihormati dan 
Public support for the authorities sedikit kurang dipatuhi/ 
are still relatively low Authority is recognized by various 

stakeholders but slightly less 
respected and slightly less obeyed 

Kesetaraan/ 0 Pemangku berbagai kepentingan 0 Pemangku kepentingan telah 

Eguity telah terlibat akan tetapi peran yang terlibat akan tetapi peran yang 
dimiliki belum setara. Peran institusi dimiliki belum setara. Peran 
pemerintah masih menempati porsi institusi pemerintah masih 
yang lebih besar/ menempati porsi yang lebih besar/ 
Stakeholders have been involved Stakeholders have been involved 
but the role is not egual yet. Role but the role is not egual yet. Role 
of the government still occupies a of the government still occupies a 
larger portion larger portion 

Sikap responsive/ -1 Pengelola masih kurang merespon -1 Pengelola masih kurang merespon 

Responsiveness pengaduan dan perkembangan pengaduan dan perkembangan 
yang terjadi dimasyarakat/ yang terjadi dimasyarakat/ 
Authorities are not responsive to Authority is not responsive to 
complaints of the societies complaints of the societies 

Akuntabilitas/ -2 Akses terhadap laporan finansial -1 Akses terhadap laporan finansial 


Accountability 


pengelola belum cukup terbuka. 
Belum tersedia mekanisme yang 
memungkinkan bagi seluruh 
pemangku kepentingan untuk 
mendapatkan laporan tersebut/ 
Access to financial reporting is not 
open enough. No mechanism that 
allows for all the stakeholders to get 
the report 


pengelola kurang terbuka. 
Informasi keuangan hanya dapat 
diakses oleh beberapa pemangku 
kepentingan saja/ Access to the 
financial statements less open. 
Financial information can only be 
accessed by certain stakeholders 
only. 


Sumber: Data Primer Diolah/Source: Primary Data Processed, 2013 
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 
kapasitas adaptif institusi formal pengelola kawasan 
perairan di Spermonde adalah sedikit negatif yang 
ditunjukkan dengan banyaknya warna kuning pada 
indikator dan kriteria yang digunakan sementara 
yang berwarna hijau lebih sedikit dibandingkan 
dengan yang berwarna merah. Berbeda dengan 
kapasitas adaptif pengelola kawasan perairan di 
Laut Sawu yang relatif lebih baik dimana hanya 
terdapat sedikit indikator yang berwarna merah. 


Kapasitas adaptif dapat dijadikan suatu 
ukuran untuk menilai kesiapan institusi pengelola 
kawasan perairan didalam mewujudkan resiliensi 
sosial ekosistem terumbu karang. Semakin besar 
kapasitas adaptif yang dimiliki akan memberi 


informasi kesiapsiagaan institusi pengelola 
menghadapi berbagai perubahan sosial dan 
lingkungan yang dapat mengancam status 


keberlanjutan sosial ekosistem terumbu karang. 


Dimensi yang paling penting untuk 
diperhatikan adalah terselenggaranya pemerintahan 
yang adil. Pada dimensi ini institusi pengelola 
masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup 
berat khususnya pada kriteria responsivitas dan 
akuntabilitas. Lambatnya tindak lanjut pengaduan 
masyarakat justru berpotensi menggagalkan 
perencanaan yang sudah dibuat karena hilangnya 
kepercayaan masyarakat. Hal yang sama juga 
harus ditunjukkan dengan keberanian institusi 
pengelola untuk membuka laporan keuangannya 
ke publik. Selain untuk menghindari penyimpangan 
anggaran melalui mekanisme kontrol masyarakat, 
akuntabilitas keuangan juga akan berdampak 
sangat positif untuk membangun kepercayaan. 


Perbaikan kinerja institusi dalam pengelolaan 
sumberdaya dapat dilakukan dengan membentuk 
satuan kerja khusus yang menjadi perekat 
berbagai institusi terkait seperti halnya Balai 
Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Institusi 
ini terbukti memiliki kapasitas adaptif yang lebih 
besar dibandingkan dengan model pengelolaan 
yang berjalan masing-masing seperti pada 
pengelola kawasan Perairan Spermonde. Hal 
ini menunjukkan bahwa model institusi tersebut 
lebih dapat mewujudkan tercapainya resiliensi 
ekosistem. Otoritas institusi pengelola menjadi lebih 
kuat sehingga permasalahan koordinasi, tumpang 
tindih kegiatan, konflik kepentingan antar institusi 
dapat diminimalisir dengan model ini. 


Selain itu perencanaan juga dapat dibuat 
menjadi lebih baik, sistematis dan terencana. Hal 
ini tidak lepas dari dukungan sumberdaya manusia 
yang memiliki keahlian khusus di dalamnya. Bahkan 
dengan perencanaan yang baik, institusi pengelola 
dapat membuat skema pendanaan kegiatan secara 
mandiri sehingga tidak terlalu tergantung dari 
pendanaan pemerintah. 
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ABSTRAK 


Program revitalisasi pada sektor perikanan telah berjalan sejak 8 tahun yang lalu dan telah 
berdampak pada usaha budidaya dan daya saing rumput laut di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji dinamika daya saing rumput laut yang banyak dibudidayakan di daerah pesisir dan pulau-pulau 
kecil. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey dan wawancara dengan pembudidaya 
rumput laut di Nusa Penida dan Lombok Timur. Metode analisis data yang digunakan adalah Policy 
Analysis Matrix (PAM) dengan membandingkan daya saing rumput laut tahun 2005 dan 2013. Hasil 
analisis mengindikasikan bahwa di dua lokasi penelitian dengan adanya intervensi pemerintah dari tahun 
ke tahun menyebabkan keuntungan yang diterima pembudidaya pada tahun 2013 rumput laut lebih besar 
(PC (Profitabity Coofficient) > 1)) jika dibandingkan tanpa kebijakan (PC < 1) (tahun 2005). Keefektifan 
perhatian pemerintah tersebut bisa dilihat dari nilai SRP (Subsidy Ratio to Producers ) dan EPC (Effective 
Protection Coofficient ) yang berubah dari tahun 2005 dan 2013, bila pada tahun 2005 nilai SRP bertanda 
negatif dan EPC < 1, yang artinya subsidi dan kebijakan pemerintah belum efektif melindungi usaha 
rumput laut. Tahun 2013, nilai SRP bertanda positif dan EPC ) > 1 di masing-masing lokasi penelitian, yang 
artinya kebijakan pemerintah dan subsidi efektif mengembangkan usaha rumput laut. Dalam kurun waktu 
8 tahun usaha rumput laut memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang bisa dilihat dari 
nilai DRC dan PCR (Private Cost Ratio), meskipun ada tren penurun keungulan kompetitif, karena pada 
tahun 2013 di Nusa Penida menggunakan BBM yang memiliki komponen impor yang lebih besar. Implikasi 
kebijakan pemerintah (kebijakan input) di dua lokasi penelitian yang diindikasikan dengan nilai NPCI 
(Nominal Protection Coofficient on Input) yang semakin meningkat maka keberpihakan pemerintah Nusa 
Penida lebih tinggi dibandingkan keberpihakan pemerintah Lombok Timur terhadap input usaha rumput 
laut baik itu tahun 2005 maupun pada tahun 2013. 


Kata Kunci: daya saing, rumput laut, dinamika, revitalisasi 


ABSTRACT 


Revitalization policy programs in the fisheries sector which has been creating since 8 years ago 
have the impact on the competitiveness seaweed at Small Islands. The purpose of this study examines 
competitive and comparative of seaweed. Survey and interview with seaweed cultivators were conducted 
at The Eastern Nusa Penida and The Eastern Lombok. Data analysis method uses a Policy Analysis Matrix 
(PAM). Results of the analysis indicate that in the two study sites government intervention have a positive 
impact. Benefits received by farmers in 2013 (PC (Profitabity Coofficient) > 1) greater than without a policy 
of revitalization in 2005 ( PC <1). The effectiveness of government policies showed by SRP (Subsidy 
Ratio to Producers) and EPC (Effective Protection Coofficient) values were changed from 2005 and 2013. 
The value of the SRP in 2005 is negative and EPC <1, it means subsidies and government policies have 
not been effective in protecting the seaweed business. SRP value is positive and EPC)> 1 in each of 
the research sites after 8 years of revitalization was launched (2013), it means government policies and 
subsidies effectively develop seaweed business. Seaweed business has also a competitive advantage and 
comparative advantages, it shown the DRC (Dosmetic Cost Ratio) and PCR (Private Cost Ratio) value. 
There is trend-lowering competitive advantage in Nusa Penida, because farmers in 2013 using a fuel 
that has a greater import components. Intervention of government (in terms of policy input) at two study 
sites increases the value of NPCI (Nominal Protection Coofficient on Input). The concern of Nusa Penida 
government on input seaweed business is higher than in the Eastern Lombok government. 


Keywords: competitiveness/comparative, seaweeds, dynamics, revitalisation 
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PENDAHULUAN 


Untuk meningkatkan kesejahteraan 
nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat 
pesisir lainnya serta menyumbang pertumbuhan 
produk domestik bruto (PDB), maka pemerintah 
mencanangkan program revitalisasi pertanian, 
perikanan, dan kehutanan pada Tahun 2005. 
Salah satu komoditas unggulan di sektor perikanan 
adalah rumput laut. Rumput laut merupakan 
komoditas unggulan perikanan budidaya yang 
produksinya terbesar diantara komoditas unggulan 
lainnya, jenis yang dibudidayakan ada dua yaitu 
Euchema cotonii dan Gracilaria sp. Potensi lahan 
untuk budidaya rumput laut di Indonesia sebesar 
1.110.900 ha, namun, baru 20 persen (222.180 ha) 
yang efektif dimanfaatkan untuk budidaya rumput 
laut. Potensi produksi rumput laut kering rata-rata 
16 ton per Ha. Berdasarkan data DKP RI tahun 
2008, apabila seluruh lahan dimanfaatkan maka 
akan diperoleh kurang lebih 32 juta ton per tahun. 
Apabila harga rumput laut sebesar Rp 4,5 juta per 
ton, maka penerimaan yang diperoleh berkisar 
Rp 144 triliun per tahun. Potensi rumput laut 
Indonesia dapat menjadi salah satu sumber 
pemasukan bagi devisa Negara (Maftuhah dan 
Zuhriyah, 2008) 


Indonesia adalah pemasok 15 persen 
rumput laut di pasar dunia dengan total 250 ribu ton 
rumput laut per tahun, nomor dua setelah Filipina 
yang memasok 80 persen kebutuhan pasar dunia, 
sedangkan lima persen lagi dihasilkan sejumlah 
negara lainnya. Yusuf et al. (2006) mengelompokan 
potensi pasar rumput laut ke dalam pasar domestik 
(lokal dan rumah tangga), dan pasar ekspor. 
Permintaan negara lain terhadap rumput laut 
Indonesia berasal dari berbagai negara. Negara 
tujuan ekspor rumput laut Indonesia adalah China, 
Hongkong, Filipina, Korea, Denmark, Spanyol, 
Perancis, dan USA. Dari berbagai negara itu, pasar 
asia lah yang menjadi negara tujuan ekspor rumput 
laut dari Indonesia. Menurunnya permintaan 
bahan baku karena krisis di Eropa dan mulai 
dikembangkan budidaya rumput laut di beberapa 
negara seperti Afrika (Tanzania). 


Guna memacu produksi sebesar 10 juta ton 
rumput laut hingga 2014, Kementrian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) tengah menyiapkan 60 klaster 
lahan untuk pengembangan usaha rumput laut. Saat 
ini, beberapa pemerintah Daerah (Pemda) bersama 
swasta baru membangun klaster rumput laut di 
(Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Nusa 
Tenggara Barat (NTB), Banten, Kepulauan Riau, 
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Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi 
Tenggara. Produksi rumput laut pada tahun 2010 
mencapai 3.915.016 ton dan naik rata-rata 34, 21 
% dari tahun 2006, kenaikan tertinggi dibanding 
dengan komoditas lainnya. Dari total produksi 
nasional, Sulawesi Selatan merupakan produsen 
terbesar rumput Laut yaitu 1.245.771 ton pada 
tahun 2010 atau 36.64 Yo. Produksi rumput laut di 
Sulawesi Selatan terus meningkat dari tahun 2007 
yakni sebesar 630.741 ton menjadi 1.245.771 ton 
dengan kenaikan rata-rata 27,71 (DJPB, 2011). 


Peningkatan produksi rumput laut 
memberikan kontribusi yang besar dalam 
perbaikan posisi Indonesia dalam perdagangan 
Internasional rumput laut. Ekspor rumput laut 
Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap 
tahunnya, ekspor Indonesia cenderung meningkat 
rata-rata peningkatan 22,38 % per tahun (FAO, 
2008). Perkembangan volume ekspor rumput laut 
yang demikian tinggi mencerminkan adanya 
peluang dan demand yang semakin besar di pasar 
internasional terhadap rumput laut Indonesia. 
Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia 
memiliki daya saing yang semakin kompetitif di 
pasar Internasional. 


Hikmayani (2006) mengungkapkan 
potensi pasar rumput laut Indonesia sangat besar, 
akan tetapi di beberapa daerah mutu rumput 
laut yang dihasilkan tidak sesuai dengan kriteria 
industri. Hal senada juga diungkapkan oleh Ismail 
(2009), usaha budidaya rumput laut menghadapi 
berbagai masalah mulai dari pemilihan lahan/ 
lokasi (metode budidaya yang digunakan tidak 
sesuai dengan lokasi yang dipilih), bibit (sebagai 
besar petani masih menggunakan bibit yang 
bersumber dari hasil pengembangan vegetative), 
hama dan penyakit, kelembagaan, pemasaran, dan 
pengolahan (dalam hal ini petani tidak melakukan 
proses penjemuran sehingga kadar air rumput 
laut masih tinggi ( 40%). Proses pengolahan yang 
tidak sempurna ini menyebabkan rumput laut 
rusak pada waktu penyimpanan dan pengangkutan 
rakibta harga jual rumput laut menjadi lebih 
rendah. 


Irianto (2006) menambahkan permasalahan 
rumput laut Indonesia adalah keterbatasan akses 
petani rumput laut terhadap pasar dan informasi 
pasar. Hal ini disebabkan karena hubungan 
antara lembaga pemasaran tidak fair sehingga 
mengurangi efesiensi ekonomi aktivitas budidaya 
rumput laut. Irianto (2006) tidak menjelaskan berapa 
tingkat efesiensi ekonomi dan dampak kebijakan 
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pemerintah terhadap aktivitas budidaya rumput 
tersebut. Kegagalan pasar sering disebabkan oleh 
adanya campur tangan pemerintah sehingga pasar 
menjadi tidak efisien. 


Akibat berbagai permasalahan itu, komoditas 
rumput laut tidak dapat dimanfaatkan secara 
optimal dari sisi ekonomi, sehingga Indonesia bisa 
dihadapkan impor rumput laut dalam jumlah dan 
nilai yang relatif besar. Hal ini juga mengindikasikan 
ada faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang 
tidak berfungsi dengan benar seperti saluran 
pemasaran yang panjang, bibit rumput laut yang 
jelek, dan faktor teknis lainnya. Sangat dibutuhkan 


peningkatan efesiensi ekonomi, pemanfaatan 
teknologi pada saat pembibitan, pembesaran, 
pengolahan, dan pemasaran yang pada 


akhirnya usaha aguaculture ini bisa ditingkatkan 
kontribusinya pada pembangunan ekonomi daerah 
dan penciptaan lapangan kerja. 


Daya saing ekspor suatu komoditi di pasar 
internasional menggambarkan tingkat daya saing 
ekspor di pasar internasional dengan melihat 
besarnya pangsa pasar di dunia. Oleh karena 
itu daya saing dapat diukur dari persentase 
penguasaan pangsa pasar di negara-negara tujuan 
ekspor, dimana. Berdasarkan permasalahan diatas 
maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji 
bagaimana dinamika daya saing rumput laut di 
pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia khususnya 
di Nusa Penida dan Lombok Timur yang dikaitkan 
dengan program revitalisasi perikanan yang sudah 
dicanangkan sejak Tahun 2003. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian dilaksanakan di Kabupaten 
Klungkung (Nusa Penida) dan Kabupaten Lombok 
Timur pada Bulan Mei dan Oktober 2013 masing- 
masing selama 7 (tujuh) hari dan pada tahun 2005 
pada Bulan September selama 10 hari. Pemilihan 
lokasi dipilih karena merupakan salah satu sentra 
usaha budidaya rumput laut. 


Aa en (Mira, Riesti Triyanti dan Yayan Hikmayani) 


Metode Pengumpulan Data dan Metode 
Penarikan Sampel 

Data dikumpulkan dengan melakukan 
wawancara terhadap petani rumput laut, 


pengambil kebijakan, perusahaan, pemasar, dan 
instansi terkait. Pertanyaan yang diajukan kepada 
pembudidaya rumput laut adalah aspek teknis 
usaha budidaya rumput laut dan aspek finansial. 
Pengambil kebijakan yang diwawancarai adalah 
Dinas Perikanan dan Kelautan, Penyuluh, dan 
Bappeda. Selain itu juga diwawancarai pedagang 
rumput laut sebanyak tiga orang. Responden 
ditentukan secara purposive sampling, merupakan 
pembudidaya di Lombok Timur dan di Nusa Penida. 


Jenis dan Sumber Data 


Jenis data yang dikumpulkan adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
melalui wawancara langsung dengan responden 
yang berhubungan dengan usaha dan finansial 
budidaya rumput laut menggunakan kuesioner. 
Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, publikasi 
dari lembaga atau instansi terkait yaitu data jumlah 
produksi rumput laut, jumlah pembudidaya rumput 
laut, dan jumlah rumah tangga perikanan Tahun 
2006 - 2011, data jumlah pedagang rumput laut, 
serta data sekunder berupa buku, dokumen, 
laporan, artikel, jurnal yang terkait dengan usaha 
budidaya rumput laut yang diperoleh melalui 
instansi dan lembaga terkait serta melalui studi 
literatur. 


Teknik Analisis Data 


Salah satu tujuan dari kebijakan program 
revitalisasi pada komoditas rumput laut adalah 
peningkatan daya saing. Menurut Okfrinanda et al. 
(2013), kebijakan program revitalisasimembutuhkan 
kerja sama antar instansi. Dalam hal ini kerjasama 
semua instansi, misalnya untuk peningkatan 
daya saing komoditas rumput laut dibutuhkan 
kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan dan 
Dinas Perindustrian. Sihaloho et al. (2010), 
menambahkan, kerjasama antar stakeholder bisa 
berupa hubungan kerja pada dimensi teknis, sosial, 
dan ekonomis. 


Tabel 1. Jumlah Responden di Lombok Timur dan Nusa Penida. 
Table 1. Respondents et East Lombok and Nusa Penida. 


Jumlah Responden/ 


Nusa Penida 


Lombok Timur 


Respondent (Orang/Person) (Orang/Person) 
2005 33 42 
2013 15 18 


Sumber: Wawancara, 2013 dan 2005/ Source: Interview, 2013 and 2005 
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Daya saing yang menurut Handayani et al. 
(2012), berkaitan dengan rendahnya mutu dari 
komoditas yang dihasilkan. Widyiasanti (2010), 
salah satu hal yang berkaitan dengan daya saing 
adalah keunggulan komparatif dan keunggulan 
kompetitif suatu wilayah. Penelitian ini menggunakan 
metodologi Policy Analysis Matrix (PAM), dimana 
metodologi ini telah digunakan sebelumnya oleh 
Martinez et al (2008) pada sekor pertanian Eropa. 
Hal yang sama juga dilakukan oleh Gomez-Limon 
et al. ( 2004), dimana mereka juga menggunakan 
metodologi PAM. Di Asia metodologi ini sudah 
dilakukan oleh Mohanty et al. (2003). 


Menurut Pearson et al. (2003) analisis 
ini menggunakan sebuah model analisis yang 


berfungsi sebagai alat informasi mengenai 
keberpihakan pemerintahan terhadap sektor 
pertanian/perikanan/sumberdaya alam dan 


informasi tentang ketidaksempurnaan pasar dari 
faktor domestik. Menurut Budidarsono dan Wijaya 
(2003), model ini disusun dengan membuat 
sebuah perbandingan antara neraca sistem 
usaha tani/perikanan atau penggunaan lahan 
yang dihitung dengan harga finansial pada pasar 
lokal dan neraca lainnya yang dihitung dengan 
estimasi harga ekonomisnya yang mencermikan 
effisiensi penggunaan sumberdaya. Untuk 
menganalisa seberapa besar tingkat perbedaan 
harga/keuntungan sebagai dampak dari adanya 
kebijakan pemerintah atau ketidak-sempurnaan 
pasar maka harus dihitung selisih antarahasil 


Tabel 2. FormulasiMatrik Policy Analysis (PAM). 


perhitungan dengan menggunakan harga finansial 
dan hasil perhitungan dengan menggunakan harga 
ekonomisnya. Selisih dari hasil perhitungan antara 
harga finansial dan harga ekonomis ini disebut 
dengan istilah effect of divergence. 


Metode PAM digunakan dalam menghitung 
daya saing komoditas untuk pengembangan 
usaha kelautan dan perikanan. Secara sederhana, 
sebuah matriks analisis kebijakan (PAM) tersusun 
dari empat buah kolom yang mewakili parameter 
penerimaan, biaya input tradable, biaya faktor 
domestik dan profit, serta tiga baris yang terdiri 
dari nilai finansial, nilai ekonomi dan divergensi dari 
parameter-parameter yang terdapat pada kolom, 
seperti yang terlihat pada Tabel 1. Pada matriks 
tersebut terdapat dua buah hasil perhitungan 
berupa identitas; yang pertama adalah sebuah 
kolom yang menunjukkan besarnya profitabilitas 
yang merupakan perbedaan antara penerimaan dan 
total biaya, dan kedua adalah sebuah baris yang 
mengukur dampak dari adanya divergensi (akibat 
dari adanya kebijakan dan kegagalan pasar) yang 
menunjukan perbedaan antara nilai finansial dan 
nilai sosial. Idealnya apabila tidak terjadi kegagalan 
pasar dan kebijakan yang mengakibatkan 
distorsi maka tidak terjadi perbedaan antara nilai 
finansial dan nilai sosial (divergensi) sehingga 
nilai-nilai parameter pada baris divergensi akan 
bernilai nol. 


Beberapa Indikator Hasil Analisis dari Matriks 
PAM pada tabel 1 diantaranya adalah : 


Table 2. Formulation of The Policy Analysis Matrix (PAM). 


F a Biaya/Cost : 
Uraian/ Penerimaan/ Profit/ 
sans Input Tradable/ Faktor Domestik/ : 
Description Revenue Tradable Input Domestic Factor mron 
Nilai Finansial / A B C D 
Financial Value 
Nilai Ekonomi / E F G H 
Economic Value 
Divergensi/dampak | J K L 


kebijakan dan distorsi 
pasar/Divergences 


Sumber: Monke & Pearson (1989)/Source: Monke & Pearson (1989) 


Keterangan/Description : 

Keuntungan privat/ Private profit 
Keuntungan sosial/ Social profit 
Output transfer/ Output transfer 
Transfer input/ Input transfer 
Factor transfer/ Transfer factor 


Ac ro 
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1. Analisis Keuntungan 


a. Private Provitability (PP) : D Apabila D > 0, 
berarti sistem komoditi memperoleh profit 
atas biaya normal yang mempunyai implikasi 
bahwa komoditi itu mampu ekspansi, 
kecuali apabila sumberdaya terbatas 
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atau adanya komoditi alternatif yang lebih 
menguntungkan. 


b. Social Provitability (SP) : Keuntungan sosial 
merupakan indikator keunggulan komparatif 
(comparative advantage) dari sistem 
komoditi pada kondisi tidak ada divergensi 
baik akibat kebijakan pemerintah maupun 
distorsi pasar. 


2. Keunggulan Kompetitif (PCR) dan Komparatif 
(DRCR) 


a. Private Cost Ratio (PCR) =C : Jika PCR < 1, 
berarti system komoditi yang diteliti memiliki 
keunggulan kompetitif dan sebaliknya jika 
PCR.1, berarti sistem komoditi tidak memiliki 
keunggulan kompetitif. 


b. Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) - G: 
Sistem mempunyai keunggulan komparatif 
jika DRC < 1, dan sebaliknya jika DRC >1 
tidak mempunyai keunggulan komparatif. 


3. Dampak Kebijakan Pemerintah 
a. Kebijakan Output 


Nominal Protection Coefficient on Output 
(NPCO) = Kebijakan bersifat protektif 
terhadap output jika nilai NPCO > 1, dan 
sebaliknya kebijakan bersifat disinsentif jika 
NPCO «1. 


b. Kebijakan Input 


Nominal protection Coefficient on Input 
(NPCI) = Kebijakan bersifat protektif 
terhadap input jika nilai NPCI < 1, berarti ada 
kebijakan subsidi terhadap input tradable, 
demikian juga sebaliknya. 


c. Kebijakan Input-Output 


1. Effective Protection Coefficient (EPC) : 
Kebijakan masih bersifat protektif jika nilai 
EPC > 1. Semakin besar nilai EPC berarti 
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semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah 
terhadap komoditi pertanian domestik. 


2. Profitability Coefficient : PC: Jika PC > 
0, berarti secara keseluruhan kebijakan 
pemerintah memberikan insentif kepada 
produsen, demikian juga sebaliknya. 


3. Subsidy Ratio to Producer (SRP): yaitu 
indicator yang menunjukkan proporsi 
penerimaan pada harga sosial yang 
diperlukan apabila subsidi atau pajak 
digunakan sebagai pengganti kebijakan. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


a. Dinamika Keuntungan Privat dan Keuntungan 
Sosial 


Keuntungan privat usaha rumput laut di 
Lombok Timur dari tahun 2005 (Rp. 2.882.593) 
naik pada tahun 2014 menjadi Rp. 20.512.824,6. 
Keuntungan privat usaha rumputlaut baik padatahun 
2005 maupun pada tahun 2013 mengindikasikan 
usaha tersebut memperoleh profit di atas normal. 
Hal ini disebabkan baik keuntungan privat pada 
tahun 2005 maupun pada tahun 2013 adalah diatas 
0 (D>0) (Tabel 3). 


Usaha rumput laut di Lombok Timur 
mengindikasikan salah satu usaha yang cukup 
diminati masyarakat karena memberikan 
keuntungan yang cukup besar dan dapat 
dilakukan dalam waktu yang cukup pendek yaitu 
hanya 45 hari dan dengan investasi yang tidak 
terlalu besar (sekitar Rp. 3.500.000 juta). Usaha 
rumput laut merupakan alternatif usaha ditengah 
penurunan hasil tangkapan mereka misalnya dari 
usaha penangkapan cumi dan penangkapan ikan 
lainnya, selama 10 tahun terakhir berdasarkan 
wawancara ada tren penurunan hasil tangkapan 
cumi (Tabel 4). 


Tabel 3. Policy Analisys Matrix (PAM) Usaha Rumput Laut di Lombok Tahun 2013. 
Table 3. Policy Analisys Matrix of Seaweed Bussiness in Lombok, 2013. 


Bi 
Keterangan/Description Penerimaan/ aya Gost Keuntungan/ 
Revenue Tradable/ Domestik/ Profit 
Tradable Domestic 
Harga Private/Private Price 40,320,000 1,267,000 18,540,175.4 20,512,824.6 
Harga Sosial/Shadow Price 39,601,299.9 3,218,603.2 27,179,016.3 9,203,680.4 
Dampak Kebijakan dam USA 718,700.1 1,951,603.2 — 8,638,840.9  11,309,144.2 


Harga/ Policy Impact 


Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014 
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Tabel 4. Policy Analisys Matrix (PAM) Usaha Rumput Laut di Nusa Penida Tahun 2013. 
Table 4. Policy Analisys Matrix of Seaweed Bussiness in Nusa Penida, 2013. 


p : I Biaya/ Cost GUN I 
Keterangan/Description enermaan Tradable; Domestik! cuntungan 
Revenue z Profit 
Tradable Domestic 
Harga Private/ Private Price 19,800,000 502,033.3 8,162,135 11,135,831 
Harga Sosial/ Shadow Price 12,645,406 959,440.3 7,084,886 4,601,080 
Dampak Kebijakan dan 7,154,594 -457,407 1,077,250 6,534,751 


Distorsi Harga/ Policy Impact 
Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014 


Sebaliknya keuntungan privat usaha 
rumput laut di Nusa Penida dari tahun 2005 
(Rp. 20.696.093) turun pada tahun 2013 menjadi 
Rp. 11.135.831. Keuntungan privat usaha rumput 
laut baik pada tahun 2005 maupun pada tahun 
2013 mengindikasikan usaha tersebut memperoleh 
profit di atas normal, meskipun dinamika 
keuntungan privat mengindikasikan penurunan. 
hal ini disebabkan baik keuntungan privat pada 
tahun 2005 maupun pada tahun 2013 adalah 
diatas 0 (D>0). Nilai keuntungan privat baik di 
Lombok Timur maupun di Nusa Penida yang di atas 
normal mengindikasikan usaha rumput laut dapat 
berekspansi bila tidak ada usaha lain yang lebih 
menguntungkan (Tabel 5). 


Terjadinya penurunan keuntungan privat 
karena sudah ada usaha lain yang mendapat 
perhatian dari masyarakat selain usaha rumput 


laut. Usaha yang mulai berkembang di Nusa 
Penida adalah usaha wisata, namun dominan 
masyarakat masih menggantungkan hidupnya 
pada usaha rumput laut. Selain itu, penurunan 
keuntungan privat usaha rumput laut di Nusa 
Penida, karena sudah terbatasnya tempat usaha 
rumput laut, sebagian besar pesisir di Nusa Penida 
sudah dikavling menjadi usaha rumput laut. Hanya 
ada beberapa bagian pesisir yang tidak dikavling 
untuk usaha rumput laut, biasanya adalah bagian 
pesisir yang memiliki ombak dan arus yang besar, 
sehingga hal tersebut menjadi kendala masyarakat 
untuk melakukan usaha rumput laut (Tabel 6). 


Keuntungan sosial usaha rumput laut di 
Lombok Timur dari tahun 2005 (Rp 9.174.245) naik 
tipis pada tahun 2014 menjadi Rp 9.203.680,41. 
Keuntungan sosial usaha rumput laut baik 
pada tahun 2005 maupun pada tahun 2013 


Tabel 5. Policy Analisys Matrix (PAM) Usaha Rumput Laut di Lombok Timur Tahun 2005. 
Table 5. Policy Analisys Matrix of Seaweed Bussiness in Lombok Timur, 2005. 


nt Penerimaan/ Blaya/Cost Keuntungan/ 
Keterangan/Description bayar Tradable/ Domestik Profit 
Tradable Domestic 
Harga Private/ Private Price 7,200,000 53,300 4,264,107 2,882,593 
Harga Sosial/ Shadow Price 10,892,437 347,438 1,370,755 9,174,245 
Dampak Kebijakan dan -3,692,437 -294,138 2,893,352 -6,291,652 


Distorsi Harga/ Policy Impact 


Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014 


Tabel 6. Policy Analisis Matrix (PAM) Usaha Rumput Laut di Nusa Penida Tahun 2005. 
Table 6. Policy Analysis Matrix of Seaweed Bussiness in Nusa Penida, 2005. 


Biaya/Cost 
Keterangan/Desctription Penerimaan/ Tradable/ Domestik/  Keuntungan/ 
Revenue Tradable Domestic Profit 
Harga Private/Private Price 26,460,000 519,800 5,244,107 20,696,093 
Harga Sosial/Shadow Price 38,753,530.6 1,549,283 2,949,075 34,255,172.8 
Dampak Kebijakan dan Distorsi 
Harga/Policy Impact -12,293,530.6 -1,029,483 2,295,032 -13,559,080 


Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014 
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mengindikasikan usaha tersebut sudah efisien. 
Hal ini disebabkan baik keuntungan sosial pada 
tahun 2005 maupun pada tahun 2013 adalah 
diatas 0 (H>0). Keuntungan sosial meningkat 
dari 2005 ke tahun 2013, disebabkan usaha 
rumput laut menjadi perhatian pemerintah yang 
utama. Hal ini dikarenakan usaha rumput laut 
menjadi mata pencarian utama, karena mata 
pencarian masyarakat dari usaha penangkapan 
mengindikasikan penurunan hasil tangkapan. 
Artinya, usaha rumput laut menjadi perhatian dalam 
pengembangan usaha oleh pemerintah sehingga 
menyebabkan usaha ini efisien. 


Sebaliknya keuntungan sosial usaha 
rumput laut di Nusa Penida dari tahun 2005 
(Rp. 34.255.172,8) turun secara signifikan pada 
tahun 2013 menjadi Rp 4.601.080. Keuntungan 
sosial usaha rumput laut turun karena dalam 
pengembangannya tidak menjadi prioritas lebih 
tinggi. Dalam hal ini satu sisi perhatian pemerintah 
dalam pengembangan usaha perikanan dalam 
hal ini usaha rumput laut, di sisi lain juga dalam 
hal pengembangan usaha wisata terutama wisata 
bahari. Pada tahun 2005, perhatian pemerintah 
Nusa Penida hanya terfokus pada usaha rumput 
laut, dimana saat itu usaha wisata belum 
berkembang seperti yang sekarang. Perhatian 
pemerintah yang tinggi pada tahun 2005 tersebut 
menyebabkan usaha tersebut efisien sehingga 
diminati masyarakat. 


Keuntungan sosial usaha rumput laut 
baik pada tahun 2005 maupun pada tahun 2013 
mengindikasikan usaha tersebut memperoleh 
prioritas lebih tinggi dalam pengembangannya, 
meskipun dinamika keuntungan sosial 
mengindikasikan penurunan secara signifikan. hal 
ini disebabkan baik keuntungan sosial pada tahun 
2005 maupun pada tahun 2013 adalah diatas 0 
(H>0). Usaha rumput laut yang menjadi prioritas 
dalam pengembangannya baik oleh masyarakat 
maupun oleh pemerintah menyebabkan usaha 
tersebut efisien. Untuk komoditi tertentu, daerah 
yang mempunyai keuntungan sosial yang lebih 
besar akan menyebabkan komoditi tersebut 
menjadi prioritas yang tinggi dalam pengembangan 
yang menyebabkan usaha tersebut efisien. 


b. Dinamika Daya Saing (Keunggulan) Kompetitif 
dan Komparatif (PCR dan DRC) 


Jika dilihat dari sisi keunggulan kompetitif 
yang direpresentasikan dari nilai PCR (privat 
cost ratio), maka nilai PCR usaha rumput laut di 
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Lombok Timur mengindikasikan penurunan. Nilai 
PCR usaha rumput laut di Lombok Timur pada 
tahun 2005 hanya 0,597, turun menjadi 0,475 pada 
tahun 2013. Nilai PCR yang menurun di Lombok 
Timur mengindikasikan turunnya komponen asing 
yang digunakan dalam usaha tersebut. Artinya, 
masyarakat di Lombok Timur sedikit sekali 
menggunakan sumberdaya komponen asing 
dalam usaha rumput laut. Banyaknya komponen 
asing yang digunakan dalam usaha rumput laut 
hanya pada variabel biaya BBM, akan tetapi biaya 
BBM bukan merupakan komponen utama dalam 
usaha rumput laut. Komponen utama dalam usaha 
rumput laut adalah bibit rumput laut. Bibit rumput 
laut bukan impor, tapi masih bisa diperoleh dari 
domestik. Komponen domestik lainnya dalam 
usaha rumput laut adalah tenaga kerja dan patok 
kayu. 


Sebaliknya nilai PCR di Nusa Penida 
mengindikasikan peningkatan, dimana pada 
tahun 2005 nilai PCR usaha rumput laut adalah 
0,20 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 0,42. 
Peningkatan nilai PCR usaha rumput laut karena 
pada tahun 2005 masyarakat Nusa Penida dalam 
usaha rumput lautnya belum menggunakan BBM. 
Akan tetapi pada tahun 2013 menggunakan 
BBM karena usaha rumput laut semakin jauh 
dari pantai sehingga membutuhkan kapal ketika 
mereka melakukan pemanenan. Kapal, BBM, dan 
mesin merupakan variabel usaha yang memiliki 
komponen asing yang cukup tinggi. Nilai PCR yang 
meningkat tentu artinya keunggulan kompetitif 
usaha rumput laut di Nusa Penida juga menurun, 
meskipun usaha rumput laut di Nusa Penida 
masih memiliki keunggulan kompetitif karena nilai 
PCR « 1. Baik di Lombok maupun di Nusa Penida 
dalam kurun waktu 8 tahun usaha rumput laut 
memiliki keunggulan kompetitif dalam penggunaan 
biaya sumberdaya domestik. 


Jika dilihat dari sisi keunggulan komparatif 
yang direpresentasikan dari nilai DRC (domestic 
cost ratio), maka nilai DRC usaha rumput laut 
di Lombok Timur mengindikasikan peningkatan. 
Nilai DRC usaha rumput laut di Lombok Timur 
pada tahun 2005 hanya 0,13, naik menjadi 0,75 
pada tahun 2013, berarti keunggulan komparatif 
usaha rumput laut meningkat dalam kurun 
waktu 8 tahun. Nilai DRC yang meningkat di 
Lombok Timur mengindikasikan meningkatnya 
komponen domestik dalam usaha rumput laut. 
Artinya, masyarakat di Lombok Timur banyak 
menggunakan sumberdaya domestik dalam usaha 
rumput laut. 
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Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014 
Gambar 1. Dinamika Nilai Keuntungan Privat dan Keuntungan Sosial 
Figure 1. Dinamics of Private Cost Ratio and Domestic Cost Ratio 


Meningkatnya nilai DRC berbanding terbalik 
dengan nilai PCR, dimana nilai PCR usaha rumput 
laut di Lombok Timur mengalami penurunan. Jika 
dianalisis lebih lanjut maka devisa yang dihasilkan 
dari kegiatan ekspor rumput laut meningkat. Bila 
pada tahun 2005, untuk menghasilkan US$ 1 dari 
ekspor rumput laut, membutuhkan biaya domestik 
sebesar US$ 0,13 , maka pada tahun 2013 menjadi 
US$ 0,75. Artinya, bila pada tahun 2005 tambahan 
devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor 
rumput laut hanya sebesar US$ 0,13, pada tahun 
2013 tambahan devisa yang dihasilkan dari usaha 
rumput laut meningkat menjadi US$ 0,75 . 


Sama halnya dengan Lombok Timur, nilai 
DRC di Nusa Penida mengindikasikan peningkatan, 
dimana pada tahun 2005 nilai PCR usaha rumput 
laut adalah 0,08, sedangkan pada tahun 2013 
menjadi 0,61, berarti keunggulan komparatif 
usaha rumput laut meningkat dalam kurun waktu 
8 tahun. Jika usaha rumput laut diekspor maka 
akan menghemat devisa karena komposisi biaya 
domestik lebih dominan ketimbang biaya tradable 
dalam hal ini komponen impor. Artinya, dari usaha 
rumput laut, maka kebijakan pemerintah dalam 
hal ini adalah mengekspor komoditi yang banyak 
memanfaatkan faktor produksi yang berlimpah 
dinegaranya, akan tetapi mengimpor komoditi yang 
banyak membutuhkan komponen yang langka di 
negaranya. Bila pada tahun 2005 tambahan devisa 
yang dihasilkan dari kegiatan ekspor rumput laut di 
Nusa Penida hanya sebesar US$ 0,08 , pada tahun 
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2013 tambahan devisa yang dihasilkan dari usaha 
rumput laut meningkat menjadi US$ 0,61 . Artinya, 
US$ 1 dari ekspor rumput laut, membutuhkan biaya 
domestik sebesar US$ 0,08 pada tahun 2005, dan 
US$ 0,61 pada tahun 2013. 


c. Dinamika Nilai Kinerja Harga Input 


Jika dilihat dari implikasi usaha pemerintah 
dalam hal kebijakan input di Lombok Timur, maka 
terlihat bahwa kebijakan pemerintah berpihak pada 
usaha rumput laut baik pada tahun 2005 maupun 
pada tahun 2013. Bahkan keberpihak pemerintah 
dalam hal ini masalah kebijakan input, maka 
keberpihakan pemerintah semakin bertambah. 
Hal ini diindikasikan dengan nilai NPCI (nominal 
protection coofficient on input) yang semakin 
meningkat. Bila pada tahun 2005 nilai NPCI usaha 
rumput laut adalah sebesar 0,15 meningkat menjadi 
0,39 pada tahun 2013. Bila pada tahun 2005 
harga input yang benar-benar dibayar pada usaha 
rumput laut lebih rendah dari seharusnya 15% 
karena adanya kebijakan input dari pemerintah. 
Pada tahun 2013 harga input yang benar-benar 
dibayar pada usaha rumput laut lebih rendah 
dari seharusnya 39% karena adanya tambahan 
kebijakan input dari pemerintah. Bila pada tahun 
2005, kebijakan pemerintah hanya dalam hal 
penyedian benih yang unggul. Maka pada tahun 
2013, pemerintah menyediakan bantuan berupa 
PUMP (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan) 
Budidaya yang berupa bantuan modal. 
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Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014 


Gambar 2. Dinamika Nilai Kinerja Harga Input (NPCI) 
Figure 2.Nominal Protection Cooficient on Input Dinamics 


Jika dibandingkan dua lokasi, maka 
keberpihakan pemerintah Nusa Penida lebih tinggi 
dibandingkan keperpihakan pemerintah Lombok 
Timur terhadap input usaha rumput laut baik itu 
tahun 2005 maupun pada tahun 2013. Jika dilihat 
dari implikasi usaha pemerintah dalam hal kebijakan 
input di Nusa Penida, maka terlihat bahwa kebijakan 
pemerintah berpihak pada usaha rumput laut baik 
pada tahun 2005 maupun pada tahun 2013. Bahkan 
keberpihak pemerintah dalam hal ini masalah 
kebijakan input, maka keberpihakan pemerintah 
semakin bertambah. Hal ini diindikasikan dengan 
nilai NPCI (nominal protection coofficient on input) 
yang semakin meningkat. Bila pada tahun 2005 
nilai NPCI usaha rumput laut adalah sebesar 0,34 
meningkat menjadi 0,52 pada tahun 2013. Bila 
pada tahun 2005 harga input yang benar-benar 
dibayar pada usaha rumput laut lebih rendah dari 
seharusnya 34% karena adanya kebijakan input 
dari pemerintah. Pada tahun 2013 harga input 
yang benar-benar dibayar pada usaha rumput laut 
lebih rendah dari seharusnya 52% karena adanya 
tambahan kebijakan input dari pemerintah. 


d. Dinamika Nilai Kinerja Harga Output 


Sebaliknya keberpihakan pemerintah dalam 
hal output bisa dilihat dari nilai NPCO ((nominal 
protection coofficient on output). Nilai NPCO di 
Lombok Timur pada tahun 2005 sebesar 0,66 
meningkat menjadi 1,02. Artinya pada tahun 2005 
kebijakan pemerintah terhadap output usaha 
rumput laut kurang menguntungkan pembudidaya 
karena nilai NPCO < 1, dan pada tahun 2013 


kebijakan pemerintah terhadap outputusaha rumput 
laut sudah menguntungkan pembudidaya karena 
nilai NPCO > 1. Pada tahun 2005 merupakan 
awal kebijakan revitalisasi usaha rumput laut, 
sehingga belum banyak kebijakan pemerintah yang 
menyentuh pembudidaya rumput laut. Bahkan di 
dua lokasi yaitu Nusa Penida dan Lombok Timur 
masalah bibit rumput laut belum bisa diatasi 
pemerintah dengan solusi pendirian BBI (Balai 
Benih Ikan termasuk bibit rumput laut). Kebijakan 
pemerintah yang benar-benar menyentuh usaha 
rumput laut baru ada sejak kebijakan PUMP 
diluncurkan. Artinya, pembudidaya rumput laut baik 
itu di Lombok Timur maupun itu di Nusa Penida 
baru mendapat perhatian pemerintah tahun 2012 
dengan adanya bantuan modal untuk usaha rumput 
laut. 


Dampak dari kurangnya kebijakan 
pemerintah pada tahun 2005 di Lombok Timur 
menyebabkan harga rumput yang benar-benar 
diterima petani usaha rumput laut adalah 66% dari 
seharusnya. Setelah adanya kebijakan pemerintah 
untuk mendukung usaha revitalisasi rumput laut 
setelah tahun 2013 baru harga rumput yang benar- 
benar diterima petani usaha rumput laut adalah 
102% dari seharusnya. Pada tahun 2005, petani 
rumput laut di Lombok Timur sudah memberikan 
subsidi ke konsumen sehingga harga rumput laut 
di dalam negeri lebih kecil dari harga dunia. Pada 
tahun 2013, petani rumput laut di Lombok Timur 
secara tidak langsung belum memberikan subsidi 
ke konsumen sehingga harga rumput laut di dalam 
negeri lebih kecil dari harga dunia. 
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IM Harga Input 2005/ 
Protection cooficient on 


input, 2005 


Harga Input 2013/ 
Protection cooficient on 
input, 2013 


Lombok Timur 


Nusa Penida 


Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014 


Gambar 3. Dinamika Nilai Kinerja Harga Output (NPCO) 
Figure 3.Nominal Protection Cooficient on Output Dinamics 


Sama halnya dengan Lombok Timur, nilai 
NPCO di Nusa Penida juga mengindikasikan 
peningkatan, dimana pada tahun 2005 sebesar 
0,68 meningkat menjadi 1,57. Pada tahun 
2005 di Nusa Penida belum banyak kebijakan 
pemerintah yang menyentuh pembudidaya rumput 
laut sehingga nilai NPCO < 1, artinya kebijakan 
pemerintah terhadap output usaha rumput laut 
kurang menguntungkan pembudidaya. Dampak 
dari kurangnya kebijakan pemerintah pada 
tahun 2005 di Nusa Penida menyebabkan harga 
rumput yang benar-benar diterima petani usaha 
rumput laut adalah 68% dari seharusnya, karena 
producen rumput laut secara tidak langsung sudah 
memberikan subsidi ke konsumen. Pada tahun 
2013 kebijakan pemerintah terhadap output usaha 
rumput laut sudah menguntungkan pembudidaya 
karena nilai NPCO > 1, sehingga harga rumput 
yang benar-benar diterima petani usaha rumput 
laut adalah 157% dari seharusnya. Secara implisit 
hal ini mengindikasikan sudah terjadi integrasi 
yang cukup kuat antara pasar rumput laut di dunia 


dengan pasar rumput laut domestik karena harga 
ikan dunia sudah ditransmisikan secara sempurna 
ke harga domestik. 


e. Dinamika Insentif Ekonomi Pemerintah 


Subsidi pemerintah terhadap usaha rumput 
laut bisa dilihat dari indikator SRP (subsidy ratio to 
producers)dimana di Lombok Timurdan Nusa Penida 
pada tahun 2005 pemerintah belum memberikan 
insentif pada usaha rumput laut. Hal ini ditandai 
dengan nilai SRP di Lombok Timur dan di Nusa 
Penida pada tahun 2005 bernilai negatif (masing- 
masing -0,58 dan -0,35). Berarti pembudidaya 
rumput laut belum mendapatkan subsidi baik itu 
dari pemerintah maupun dari produser input. Tidak 
adanya subsidi dari pemerintah ini menyebabkan 
pembudidaya rumput laut mengeluarkan biaya 
produksi lebih besar dari biaya imbangannya. 
Harusnya pada tahun 2005 tersebut pemerintah 
memberikan subsidi bibit rumput laut melalui 
keberadaan BBI (Balai Benih Ikan termasuk rumput 
laut). 


E Kebijakan Subsidi untuk 
Usaha Rumput Laut (SRP) 
Rasio Subsidi 
Subsidy ratio to 
producers 2005 


E Kebijakan Subsidi untuk 
Usaha Rumput Laut (SRP) 
Rasio Subsidi Produsen/ 


Subsidy ratio to 
producers 2013 


Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014 
Gambar 4. Dinamika Rasio Subsidi Produsen Usaha Rumput Laut 
Figure 4. Dinamics of Subsidy Ratio to Producers 
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Dalam waktu 8 tahun (2013) insentif yang 
diberikan pemerintah semakin besar sehingga pada 
tahun 2013 nilai SRP di Nusa Penida dan Lombok 
Timur menjadi positif, dimana masing-masing 
nilainya adalah 0,52 dan 0,29. Adanya subsidi 
dari pemerintah ini menyebabkan pembudidaya 
rumput laut mengeluarkan biaya produksi lebih 
kecil dari biaya imbangannya.Bentuk insentif atau 
subsidi yang diberikan pemerintah adalah bantuan 
modal untuk usaha rumput laut berupa program 
PUMP. Bantuan modal tersebut bisa dibelikan 
pembudidaya untuk memperoleh bibit dari luar 
daerah yang lebih bagus (Gambar 5). 


Nilai EPC (Effective protection coofficient) 
bisa melihat kebijakan pemerintah apakah 
menghambat pembudidaya atau sebaliknya 
mendukung pembudidaya untuk berproduksi. Sama 
halnya dengan subsidi terhadap usaha rumput 


Aa en (Mira, Riesti Triyanti dan Yayan Hikmayani) 


laut, maka kebijakan pemerintah baik itu di Nusa 
Penida atau di Lombok Timur pada tahun 2005 
belum mendukung pembudidaya dalam berusaha. 
Hal ini diindikasikan di masing-masing lokasi 
nilai EPC < 1, artinya pada tahun 2005 belum 
ada kebijakan pemerintah yang melindungi 
pembudidaya rumput laut dalam berusaha. 
Kebijakan pemerintah baru melindungi usaha 
rumput laut ketika pemerintah memberikan 
bantuan modal berupa program PUMP untuk 
usaha budidaya. Program PUMP diluncurkan pada 
tahun 2011, dan keefektifan program PUMP untuk 
pembudidaya untuk melindungi usaha mereka bisa 
dilihat dari nilai EPC > 1 dari Lombok Timur dan 
Nusa Penida pada tahun 2013, dimana masing- 
masing 1,07 dan 1,65. Hal ini mengindikasikan 
pemerintah menaikan harga output atau harga 
input rumput laut diatas harga efesiensinya 
(Gambar 6). 


= Koofisien proteksi efektif, 2005/ 
Effective protection cooficient, 


2005 


Koofisien proteksi efektif, 2013/ 
Effective protection cooficient, 


Lombok Timur Nusa Penida 


2013 


Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014 
Gambar 5. Dinamika Koofisien Proteksi Usaha Rumput Laut 
Figure 5. Dinamics of Effective Protection Coofficient 


Lombok Timur 


Nusa Penida 


Sumber: Data diolah, 2014/ Source: Data Processed, 2014 
Gambar 6. Koofisien Keuntungan di Lombok Timur dan Nusa Penida 
Figure 6.Profitability Cooficient in The East Lombok and The Nusa Penida 
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Dampak dari keefektifan subsidi dan 
kebijakan pemerintah bisa dilihat dari nilai PC 
(Profitability Coofficient). Pada tahun 2005, karena 
kebijakan pemerintah belum ada yang efektif 
melindungi pembudidaya, begitupun dengan 
belum adanya subsidi yang diberikan pemerintah, 
sehingga keuntungan yang diterima pembudidaya 
lebih kecil karena nilai PC < 1. Baik di Lombok 
Timur maupun di Nusa Penida, nilai PC masing- 
masing lokasi pada tahun 2005 adalah 0,32 dan 
0,6. Hal ini mengindikasikan pada tahun 2005, 
kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada 
usaha rumput laut menyebabkan keuntungan 
yang diterima pembudidaya menjadi lebih kecil 
meskipun komoditi ini termasuk pada komoditi 
yang direvitalisasi. Berbeda dengan tahun 2013 di 
Nusa Penida dan di Lombok Timur nilai PC > 1, 
masing-masing adalah 2,42 dan 2,23. Berarti pada 
tahun 2013 kebijakan pemerintah yang berpihak 
pada usaha rumput laut menyebabkan keuntungan 
yang diterima pembudidaya lebih besar jika 
dibandingkan tidak adanya kebijakan pemerintah. 
Kebijakan pemerintah yang berpihak tersebut bisa 
dilihat dari subsidi yang diberikan berupa bantuan 
modal dalam program PUMP. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


1. Nilai keuntungan privat usaha rumput laut 
baik di Lombok Timur maupun di Nusa 
Penida pada tahun 2005 maupun pada tahun 
2013 normal mengindikasikan usaha tersebut 
memperoleh profit di atas normal, meskipun 
dinamika keuntungan privat mengindikasikan 
penurunan. Sebaliknya keuntungan sosial 
usaha rumput laut di Nusa Penida dari tahun 
2005 turun secara signifikan pada tahun 
2013. Keuntungan sosial usaha rumput laut 
turun karena dalam pengembangannya tidak 
menjadi prioritas lebih tinggi. dibandingkan 
pengembangan usaha wisata terutama 
wisata bahari. 


2. Nilai PCR usaha rumput laut di Lombok Timur 
mengindikasikan penurunan komponen 
asing yang digunakan dalam usaha tersebut. 
Artinya, masyarakat di Lombok Timur sedikit 
sekali menggunakan sumberdaya komponen 
asing dalam usaha rumput laut. Sebaliknya 
nilai PCR di Nusa Penida mengindikasikan 
peningkatan karena pada tahun 2005 
masyarakat Nusa Penida dalam usaha 
rumput lautnya belum menggunakan BBM. 
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3. Nilai DRC (domestic cost ratio), maka nilai 
DRC usaha rumput laut di Lombok Timur dan 
Nusa Penida mengindikasikan meningkatnya 
komponen domestik dalam usaha rumput 
laut. Artinya, masyarakat di Lombok Timur 
banyak menggunakan sumberdaya domestik 
dalam usaha rumput laut. 


4. Keberpihak pemerintah dalam hal ini 
masalah kebijakan input semakin bertambah 
yang tercermin dalam nilai NPCI (nominal 
protection coofficient on input). Kebijakan 
pemerintah pada tahun 2005 hanya dalam 
hal penyedian benih yang unggul sedangkan 
pada tahun 2013, pemerintah menyediakan 
bantuan berupa PUMP (Pengembangan 
Usaha Mina Pedesaan) Budidaya yang 
berupa bantuan modal. 


5. Keberpihakan pemerintah dalam hal output 
dilihat dari nilai NPCO ((nominal protection 
coofficient on output) yang meningkat di 
Nusa Penida maupun Lombok Timur. Artinya 
pada tahun 2005 kebijakan pemerintah 
terhadap output usaha rumput laut kurang 
menguntungkan pembudidaya. 


G. Subsidi pemerintah terhadap usaha rumput 
laut dilihat dari indikator SRP (subsidy ratio 
to producers) dimana di Lombok Timur dan 
Nusa Penida pada tahun 2005 pemerintah 
belum memberikan insentif pada usaha 
rumput laut. Sebaliknya dalam waktu 8 
tahun (2013) kebijakan pemerintah semakin 
besar. Hal ini diindikasikan dengan insentif 
dalam bentuk bantuan modal (PUMP 
Budidaya) yang menyebabkan nilai SRP 
bertanda positif dan EPC > 1, Akibatnya 
keuntungan yang diterima pembudidaya 
rumput laut lebih besar daripada sebelum 
adanya kebijakan (2005). 


Implikasi Kebijakan 


1. Diharapkan pemerintah tetap melanjutkan 
kebijakan insentif, subsidi, dan proteksi 
terhadap usaha rumput laut, karena di 
beberapa wilayah misalnya Sumbawa masih 
membutuhkan kebijakan pemerintah tersebut. 
Misalnya untuk kebijakan insentif berupa 
kebun bibit di Sumbawa masih dibutuhkan, 
karena di wilayah tersebut belum ada kebun 
bibit. Faktor ketiadaan kebun bibit inilah 
yang menjadi faktor pembatas pembudidaya 
di wilayah tersebut dalam pengembangan 
usahanya, sehingga mereka mendatangkan 


Dinamika Daya Saing Usaha Rumput Laut ............................... 


bibit rumput laut dari wilayah lain seperti dari 
Lombok Timur dan dari Sulawesi Selatan. 
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ABSTRAK 


Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) merupakan salah satu kebijakan nasional yang diluncurkan 
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka untuk menanggulangi ketimpangan 
ketersediaan ikan dan harga antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Salah satu penyebab 
terjadinya ketimpangan ketersediaan dan harga ikan adalah masih kurang memadainya infrastruktur 
dalam pemasaran ikan dari daerah produksi menuju konsumen. Berdasarkan permasalahan tersebut 
maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dukungan dari sektor produksi 
dalam implementasi SLIN serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh 
sektor produksi dalam mendukung keberhasilan SLIN. Penelitian ini menggunakan metode survey pada 
daerah yang ditetapkan sebagai daerah hulu untuk program SLIN yaitu Kendari, Sulawesi Tenggara yang 
kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku ikan 
pindang secara nasional sebesar 3.945 ton setiap hari sementara yang sudah terpenuhi sebesar 2.367 
ton (60 %) dari total kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi kekurangan pasokan bahan baku ikan pindang 
tersebut, dalam mendukung program SLIN, Kendari harus meningkatkan pasokan ikannya setidaknya 
sebanyak 1500 ton/hari. Hingga saat ini, Kendari baru bisa memproduksi maksimal sebanyak 375 ton/ 
hari yang disebabkan diantaranya oleh kemampuan dan peralatan nelayan Kendari kalah dibandingkan 
nelayan luar, adanya persaingan harga domestik antara nelayan mandiri dan nelayan binaan, tidak 
adanya jaminan harga dari operator SLIN dan pengurusan ijin kapal yang berbelit serta mahal. Oleh 
karena itu perlu adanya komitmen dari PT. Komira sebagai operator SLIN, KKP dan nelayan yang tegas 
untuk bisa mendukung keberhasilan program SLIN dan tercapainya tujuan. 


Kata Kunci: SLIN, produksi, Kendari 


ABSTRACT 


National Fish Logistics System (SLIN) is one of the national policy launched by the Ministry of 
Marine Affairs and Fisheries in order to cope with a fish availability and price imbalances between the 
western and eastern part of Indonesia. One of the causes of this ineguality is because of an inadeguate 
infrastructure in the marketing of fish from production areas to consumers. Based on these problems, this 
research aims to identify and analyze the support of the production sector in the implementation of the 
SLIN program and also identify obstacles and challenges to be faced b on the area designated as the 
center for SLIN program that Kendari, Southeast Sulawesi, which is then to be analyzed descriptively. 
Results showed that the raw material needs for pindang (preserved fish) are 3.945 tons per day while 
already available by 2,367 tonnes (60%) of the total requirement. To meet the shortage of supply of raw 
material, in Support the SLIN program, Kendari should increase the fish supply at least amounted for 
1.500 tonnes/day. Up to now, Kendari could only produce 375 tons/day because the lack of ability and 
fishing eguipment, competition in domestic prices between independent fishers and patron-client fisher, 
there was also no guarantee the price from the SLIN operator and some obstacles in ships licensing. 
Therefore, the commitment of PT. Komira as SLIN operator, MMAF and fisher are needed to support the 
program's success and the achievement of SLIN program objectives. 


Keywords: SLIN, production, Kendari 
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PENDAHULUAN 


Perkembangan produksi dan konsumsi ikan 
baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar 
negeri (ekspor) memiliki kecenderungan yang 
semakin meningkat. Produksi ikan segar mengalami 
peningkatan sebesar 10 % dan ditunjang pula 
dengan meningkatnya produksi ikan olahan. Hal 
ini didukung pula dengan meningkatnya konsumsi 
ikan dari tahun ke tahun dengan laju penambahan 
3-4 Yo (P2HP, 2014) sehingga mengindikasikan 
ketersediaan ikan di masyarakat mengalami 
peningkatan. Di sisi lain produksi perikanan 
terutama hasil tangkap sangat tergantung pada 
musim dan cuaca sehingga kondisi ini tidak bisa 
memberikan hasil tangkapan yang konsisten dan 
berkelanjutan. 


Selain itu jalur distribusi yang panjang dan 
tidak efisien serta infrastruktur logistik yang kurang 
memadai juga menjadi salah satu permasalahan 
dalam penyediaan ikan untuk memenuhi konsumsi. 
Publikasi Bank Dunia tentang Indeks Kinerja Logistik 
tahun 2010 menggambarkan bahwa Indonesia 
menempati urutan 75 dari 155 negara (Arvis 
etal., 2010), jauh di bawah Filipina (urutan 44) yang 
notabene secara geografis memiliki kesamaan 
dengan Indonesia. Seringkali dikatakan bahwa tata 
niaga perikanan Indonesia merupakan paling lemah 
dalam mata rantai kegiatan perekonomian atau 
dalam aliran barangbarang dari tingkat produsen 
sampai ke tangan konsumen (Thrane et al., 2009). 
Sehingga menurut Pamudji & Ahmadi (2012) 
dampak buruk dari kinerja logistik di Indonesia yang 
kurang efisien tersebut tercermin dari mahalnya 
harga barang yang harus dibayar oleh konsumen 
disamping terganggunya daya saing. 


Beranjak dari permasalahan tersebut maka 
Direktorat Jenderal Pemasaran dan Pengolahan 
Hasil Perikanan (P2HP) mencetuskan suatu 
kebijakan nasional yang disebut SLIN (Sistem 
Logistik Ikan Nasional). SLIN merupakan sebuah 
sistem manajemen rantai pasok hulu-hilir untuk 
ikan dan produk olahannya yang bertujuan 
untuk menstabilkan produksi perikanan dari hulu 
ke hilir, pengendalian harga dan pemenuhan 
kebutuhan konsumsi dalam negeri. SLIN harus 
mengintegrasikan semua komponen mulai dari hulu 
(produksi/pengadaan stok), penyimpanan hingga 
distribusi. Diharapkan dengan adanya kebijakan 
ini ketersediaan ikan bisa terjamin sepanjang 
tahun dan merata di semua provinsi di Indonesia 
namun tetap tidak memberatkan produsen dan 
konsumen. 
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Implementasi SLIN tahap awal dilakukan di 
koridor Kendari — Surabaya/ Lamongan — Jakarta 
dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku 
industri pindang sehingga diharapkan mampu 
menutup keran impor bahan baku. Ikan pindang 
adalah salah satu produk olahan ikan yang 
banyak berkembang di Pulau Jawa dimana jumlah 
produksi dan konsumsinya mengalami peningkatan 
setiap tahunnya. Namun terdapat permasalahan 
mendasar yang membayangi para pengusahanya 
yaitu pasokan bahan baku dari hasil penangkapan 
ikan berfluktuasi tergantung musim dan cuaca. 
Sehingga untuk memenuhi kekurangan bahan 
baku pengusaha ikan pindang membeli ikan dari 
luar Jawa seperti Sulawesi, Kalimantan dan Maluku 
bahkan impor. Namun terbentur dengan mahalnya 
biaya logistik untuk mendatangkan ikan dari daerah 
timur. 


Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
dan menganalisis dukungan dari sektor produksi 
dalam implementasi SLIN dan juga mengidentifikasi 
hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh 
sektor produksi dalam mendukung keberhasilan 
SLIN. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian ini dilakukan pada Bulan Mei 
2015 yang merupakan bagian dari penelitian 
besar mengenai Sistem Logistik Ikan Nasional 
(SLIN) yang merupakan program dari Direktorat 
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Perikanan (P2HP). Lokasi penelitian dilakukan di 
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang ditentukan 
secara sengaja. Kota Kendari merupakan salah 
satu daerah yang ditetapkan sebagai daerah hulu 
atau penyedia hasil perikanan dalam struktur 
operasional SLIN. Lokasi spesifik adalah PPS 
Kendari sebagai basis utama perikanan laut pada 
umumnya di Kawasan Indonesia Timur khususnya 
Sulawesi Tenggara. 


Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 


Jenis penelitian yang dilakukan 
menggunakan metode survey, yaitu penelitian yang 
dibatasi pada dimana informasi dikumpulkan dari 
sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi 
dengan menggunakan kuesioner sebagai alat 
pengumpul data pokok (Singarimbun dan Effendi, 
2004). Teknik pengumpulan data lainnya yang 
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digunakan yaitu Focus Group Discussion. Jenis 
data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan 
sekunder yang terkait dengan program SLIN dan 
aktivitas perikanan tangkap di Kendari. Data primer 
diperoleh dari hasil wawancara dengan responden 
yang mewakili pelaku usaha perikanan tangkap 
yaitu nelayan, pedagang, ABK, staf dari dinas serta 
syahbandar yang ada di PPS Kendari. Sedangkan 
data sekunder diperoleh dari laporan tahunan dan 
dokumen-dokumen terkait SLIN. 


Metode Analisis Data 


Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
secara statistik deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan curah pendapat (brainstorming) dan 
diskusi kelompok terfokus (focus group discussion). 
Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk 
membuat deskripsi, gambaran lukisan secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- 
fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 
yang diselidiki (Nazir, 2005). 


Analisis deskriptif dilakukan pada sub sistem 
produksi atau pengadaan stok ikan yaitu: 


a. Sistem produksi (jumlah produksi, alat tangkap 
yang digunakan, armada yang digunakan, 
jumlah trip) dan permasalahan yang dihadapi 
terkait dengan sistem produksi 


b. Sistem distribusi (cara distribusi ikan ke 
tempat pelelangan, sarana dan prasarana 
pengangkutan, kapasitas alat angkut, jarak 
tempuh) 


c. Regulasi (Peraturan Pemerintah Pusat, 
Peraturan Daerah dan jenis regulasi lain terkait 
dengan pengadaan stok ikan) 


d. Sistem pemasaran dan pasar (tempat tujuan 
pendaratan ikan, penetapan harga ikan, 
sistem jual beli) dan permasalahan yang 
dihadapi terkait dengan sistem pemasaran dan 
pasar 


e. Sistem prasarana dan transportasi laut (sarana 
transportasi laut pendukung pengadaan 
stok ikan) dan permasalahan yang dihadapi 
terkait dengan sistem prasarana dan 
transportasi laut. 


f. Iptek dan sumber daya (penerapan iptek 
pada penggunaan alat tangkap dan 
armada penangkapan) dan permasalahan 
yang dihadapi terkait dengan iptek dan 
sumberdaya. 


HASIL PEMBAHASAN 


Perikanan Tangkap di Sulawesi Tenggara 


Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jazirah 
Tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis terletak 
di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang 
dari Utara ke Selatan diantara 02”45'-06”15' Lintang 
Selatan dan membentang dari Barat ke Timur 
di antara 120”45'-124”45' Bujur Timur, Provinsi 
Sulawesi Tenggara di Sebelah Utara berbatasan 
dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi 
Sulawesi Tengah, Sebelah Selatan berbatasan 
dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Laut 
Flores, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi 
Maluku di LautBanda dan Sebelah Barat berbatasan 
dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone. 
Sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara (74,25 
persen atau 110.000 km?) merupakan perairan laut. 
Sedangkan wilayah daratan, mencakup jazirah 
tenggara Pulau Sulawesi dan beberapa pulau 
kecil, adalah seluas 38.140 km? (25,75 persen). 
Secara administrasi, Provinsi Sulawesi Tenggara 
pada tahun 2013 terdiri atas dua belas wilayah 
Kabupaten (Kabupaten Buton, Muna, Konawe, 
Kolaka, Konawe Selatan, Wakatobi, Bombana, 
Kolaka Utara, Buton Utara, Konawe Utara, Kolaka 
Timur dan Konawe Kepulauan) dan dua wilayah 
kota, (Kota Kendari serta Kota Bau-Bau). 


Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 
perairan (laut) yang sangat luas. Luas perairan 
Sulawesi Tenggara diperkirakan mencapai 
110.000 km?. Perairan tersebut, sangat potensial 
untuk pengembangan usaha perikanan dan 
pengembangan wisata bahari, karena selain 
memiliki bermacam-macam jenis ikan dan 
berbagai varietas biota, juga memiliki panorama 
laut yang sangat indah. Berbagai spesies ikan 
yang banyak ditangkap nelayan dari perairan laut 
Sulawesi Tenggara adalah: Cakalang, Teri, Layang, 
Kembung, Udang dan masih banyak lagi jenis ikan 
yang lain. Di samping ikan, juga terdapat hasil laut 
lainnya seperti: Teripang, Agar-agar, Japing-japing 
(kerang mutiara), Kerang Lola (Trochus niloticus), 
Mutiara dan sebagainya. 


Berdasarkan lapangan pekerjaan, sektor 
pertanian menjadi mata pencaharian utama bagi 
penduduk Sulawesi Tenggara sebesar 40,3 % dari 
total penduduk. Di dalam sektor pertanian terdapat 
subsektor perikanan yang juga menjadi salah satu 
mata pencaharian utama di beberapa wilayah 
kabupaten. Perikanan yang dimaksud terdiri atas 


193 


J. Sosek KP Vol. 10 No. 2 Tahun 2015: 199-202 


perikanan budidaya dan perikanan tangkap baik di 
laut maupun perairan umum. Kini jumlah nelayan di 
provinsi ini sebanyak 125.321 orang dengan jumlah 
terbanyak di Kabupaten Buton sebanyak 22.990 
nelayan (DKP Sultra, 2014) atau sebesar 18 % dari 
jumlah total nelayan yang ada (Gambar 1). 


4,24% E Kab. Buton 
E Kab. Muna 
E Kab. Konawe 
E Kab. Kolaka 
E Kab. Konawe Selatan 
E Kab. Bombana 
E Kab. Wakatobi 
m Kab. Kolaka Utara 
m Kab. Buton Utara 
3,67% E Kab. Konawe Utara 
5,48% m Kota Kendari 
Gambar1. Persentase Jumlah Nelayan di 
Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi 
Figure 1. The Percentage of The Number of 


Fisher's in Each District / City in 
Southeast Sulawesi Province, 2014 


Nelayan-nelayan di Sulawesi Tenggara 
menggunakan berbagai jenis kapal dan alat 
tangkap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 
Jumlah perahu yang digunakan nelayan-nelayan 
yang mendaratkan ikan di PPS Kendari menurut 
jenisnya dapat dilihat pada Tabel 1 sedangkan jenis 
alat tangkap yang digunakan ditampilkan pada 
Tabel 2. 


Kapal motor yang dimiliki dan digunakan 
nelayan Kendari dibagi menjadi beberapa 
ukuran seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2. 
Meskipun dari tabel tersebut perahu motor tempel 
mendominasi jumlah penggunaan namun menurut 
informasi PPS Kendari perahu jenis tersebut tidak 
mendaratkan armadanya di PPS Kendari. Armada 
yang mendarat di PPS Kendari sebagian besar 
merupakan kapal motor dengan ukuran 10 — 30 
GT, dan juga kapal ukuran « 10 GT, 30 — 200 GT 
dan > 200 GT (Gambar 2). 


Jumlah/ Total 
50 


27 2 
105 111 m<56T 


m5-10GT 
E 10 - 20 GT 
E 20 - 30 GT 
E 30 - 50 GT 
m 50 - 100 

m 100 - 200 


Gambar 2. Jumlah Kapal Motor Menurut 
Ukuran yang Digunakan Nelayan 
di PPS Kendari Tahun 2014. 
Number of Vessel According to Size 
Used in the PPS Kendari in 2014. 


Figure 2. 


Tabel 1. Jumlah Perahu Nelayan Menurut Ukuran Kapal di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013. 
Table 1. Number of Fisher’s Boat According to Vessel Size in Southeast Sulawesi Province in 2013. 


No Jenis Perahu / Boat Type Jumlah Unit / Number of Unit 

1 Perahu tanpa motor/ perahu jukung/ 6,778 
Without engine boat 

2 Perahu motor tempel/ Engine piston boat 14,731 

3 Kapal Motor/ Engine boat 3,063 


Sumber: DKP Sulawesi Tenggara, 2014/ Source: Marine Affairs and Fisheries Department, Southeast Sulawesi, 2014 


Tabel 2. Jumlah dan Jenis Alat Tangkap di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013. 
Table 2. Number and Type Fishing Gear in Southeast Sulawesi Province in 2013. 


No Jenis Alat Tangkap/ Type of fishing gear Jumlah (Unit)/ Number of unit 
1 Pukat Tarik/ Pull trawl 740 

2 Pukat kantong/ Bag trawl 1,378 

3 Pukat cincin/ Purse seine 1,080 

4 Jaring insang/ Gill nets 6,593 

5 Jaring angkat/ Lift nets 1,679 

6 Pancing/ Fishing rod 12,997 

7 Perangkap/ Trap 2,378 


Sumber/ Source: PPS Kendari, 2014 
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Selain alat-alat utama di atas nelayan 2. 
juga menggunakan alat tangkap lain seperti alat 
penangkap teripang, alat penangkap kepiting, jala 3. 
tebar, garpu dan tombak. 


Mengantisipasi ekses demand/ permintaan 
komoditas ikan 


Menekan biaya logistik 
Meningkatnya minat penyedia jasa logistik 


untuk komoditas ikan 


Gambaran Umum Sistem Logistik Ikan Nasional 5. Tersedianya informasi pasokan dan 


permintaan komoditas ikan secara real time/ 


Menurut pengertian yang tercantum dalam , 
online 


PERMEN KP No. 5/ 2014 pasal 1 angka 4 SLIN 
adalah sistem manajemen rantai pasokan ikan dan 
produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta 
informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan 
sampai dengan distribusi sebagai suatu kesatuan 
dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas 
dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu- 
hilir, pengendalian disparitas harga serta untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. 
Pengelolaan SLIN merupakan sinergi antara b. 
seluruh entitas yang terlibat dalam setiap aktivitas 
dari hulu (sisi produksi) hingga hilir (sisi konsumsi). 
Dalam SLIN terdapat tiga hal yang harus dikelola 
dengan baik yaitu aliran komoditas (ikan), finansial 
dan dokumen. Pada tataran operasional SLIN akan 
memberikan kontribusi penting yaitu: 


Pada pelaksanaan SLIN terdapat 2 koridor 
yang ditetapkan dengan masing-masing komoditas 
unggulannya yaitu : 


a. Koridor Sulawesi = Kendari — Surabaya — 
Jakarta dan Banggai — Surabaya — Jakarta 


Komoditas unggulan - ikan layang, kembung, 
sarden 


Koridor Maluku - Maluku — Surabaya — Jakarta 


Komoditas unggulan - 
cakalang 


ikan tuna, tongkol, 


Tahapan demi tahapan untuk pelaksanaan 
program ini sudah dilakukan sejak tahun 2011 
dan pada tahun 2014 telah dilakukan ujicoba 
implementasi SLIN untuk koridor Sulawesi dalam 
mendukung ketersediaan bahan baku industri 
pindang secara nasional. Pada bulan Oktober 


Harmonisasi Pelaku, Penyedia Jasa, Pendukung dan Pemerintah/ 
Harmonization Actors, Service Providers, and Government Support 
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commodities 


Jaringan Pemasok/ 
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Distributor networ! 
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Distributor network 
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Infrastruktur& Jasa logistik (transportasi, inventori, informasi dan keuangan), TIK/ 
Infrastructure & Logistics Services (transportation, inventory, and financial information), ICT 


Sumber Daya Manusia & Kelembagaan/ 
Human Resources & Institutional 
Regulasi/ Kebijakan/ 
Regulation 


Gambar 3. Model Operasional SLIN Dirjen P2HP, 2011 
Figure 3. Operational Model for SLIN From Dirjen P2HP, 2011 
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tahun 2014 Direktorat Jenderal Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Perikanan sudah mengadakan 
perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT. Komira 
(Koperasi Mina Rizky Abadi) untuk bertindak 
sebagai operator teknis dalam menjalankan SLIN. 
Berdasarkan PKS pihak KOMIRA difasilitasi cold 
storage dengan kapasitas 300, 400 dan 500 ton, 
2 unit ABF dengan kapasitas 4 ton dan juga 
satu buah mobil roda enam berpendingin yang 
bertempat di PPS Kendari untuk mengangkut ikan 
ke daerah tujuan . 


Kondisi Kendari sebagai Daerah Hulu SLIN 


Sesuai dengan konsep SLIN yang tercantum 
pada PERMEN KP No. 5 Tahun 2014 maka 
sektor yang masuk dalam konsep SLIN adalah 
sektor pengadaan, penyimpanan, distribusi dan 
transportasi. Kendari merupakan salah satu lokasi 
hulu atau pengadaan ikan yang telah ditunjuk dan 
menjadi bagian dari koridor Sulawesi, dimana 
diharapkan ikan-ikan yang didaratkan di PPS 
Kendari bisa mencukupi kebutuhan bahan baku 
ikan pindang secara nasional. Untuk menciptakan 
komponen pengadaan stok ikan yang kontinyu 
maka diperlukan sub-sub sistem yang bersinergi 
dengan baik. Sub sistem yang dimaksud adalah : 
sistem produksi, sistem distribusi, regulasi, sistem 
pemasaran dan pasar, sarana dan prasarana 
transportasi laut serta IPTEK dan sumber daya. 


Sub Sistem produksi 


Dalam hal produksi (menangkap) ikan, 
nelayan setempat mengenal dua musim yaitu 
musim puncak dan musim sedang. Musim 
puncak terjadi Bulan Mei sampai September 
sedangkan musim sedang pada Bulan Januari 
sampai April dan musim paceklik Bulan Oktober 
sampai Desember. Pada musim puncak, rata-rata 


penangkapan 3 (tiga) kali per-bulan sedangkan 
pada musim sedang rata-rata 4 (empat) kali per 
bulan, waktu penangkapan rata-rata 7 hari/trip. 
Tiga jenis ikan utama yang dihasilkan adalah ikan 
Layang, ikan Deho atau tongkol dan ikan Cakalang. 
Lokasi area tangkap (fishing ground) tidak berubah 
(tidak dipengaruhi oleh musim). Musim puncak 
maupun sedang, area tangkap berjarak sekitar 
100-125 mil laut dengan waktu tempuh sekitar 24 
jam. Tidak ada alat/teknik khusus yang digunakan 
untuk menemukan daerah dimana sedang banyak 
ikan. Nelayan melakukan uji coba (trial and error) 
di sekitar daerah tangkap dengan menebar alat 
tangkap di sekitar rumpon yang ada. Ikan hasil 
tangkapan langsung dimasukkan ke dalam palka 
yang sudah diberi pecahan es balok. Setiap tahun 
terdapat 3 komoditas utama hasil tangkapan dari 
nelayan yang mendarat di Pelabuhan Perikanan 
Samudera Kendari yaitu ikan layang, tongkol dan 
cakalang dengan perkembangan produksi yang 
fluktuatif (Tabel 3). 


Antara harga dan produksi perikanan tangkap 
di Kendari mengalami dinamika yang berbanding 
terbalik, hal ini diduga karena kurangnya serapan 
pasar pada musim penangkapan tinggi sehingga 
menyebabkan harga rendah. Harga ikan pada 
tingkat nelayan di Kota Kendari mengalami fluktuasi 
yang cukup tinggi antara musim penangkapan 
tinggi dan musim penangkapan rendah. Pada tiga 
komoditas ikan utama dinamika harga tertinggi 
terlihat pada harga ikan tongkol dimana harga 
pada saat musim penangkapan rendah mencapai 
Rp 17.500 sedangkan pada musim penangkapan 
tinggi harga ikan turun drastis hingga Rp 6.500/kg. 
Sedangkan dinamika terendah terjadi pada harga 
ikan cakalang dimana harga tertinggi Rp 18.000/kg 
dan harga terendah pada Rp 14.500/ kg. Dinamika 
harga disajikan pada Gambar 4. 


Tabel 3. Perkembangan Produksi dan Harga Ikan Utama Tahun 2012 — 2014. 
Table 3. Development of Fish Production and Its Selected Prices, 2012-2014. 


Tahun/ Year 


No Jenis Ikan/ 2012 2013 2014 
Type of Fish Vol (ton)/ Harga (Rp)/ Vol (ton)/ Harga (Rp)/ Vol (ton) Harga (Rp)/ 
Volume Price Volume Price Volume Price 

1 Layang/ 4,428.97 12,500 5,591.15 16,000 1,829.56 17.500 
Decapterus 
russelli 

2 Tongkol/ 4,388.37 9,900 6,246.83 14,000 2,779.46 14.000 
Euthynnus sp. 

3 Cakalang/ 5,661.73 14,100 5,142.66 18,500 3,629.45 18.000 
Katsuwonus 
pelamis 


Sumber/ Source: PPS Kendari, 2015 
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Gambar 4. Dinamika Harga 3 Komoditas Ikan Utama Pada Tempat Pendaratan Ikan di Kota Kendari 


Tahun 2015. 


Picture 4. Price Dynamics of Three Main Fishes at Landing Place in Kendari, Year 2015. 


Sub Sistem Distribusi 


Yang dimaksud dengan sistem distribusi 
dalam hal ini adalah proses dan waktu yang 
dibutuhkan dalam menurunkan ikan dari kapal 
sampai dibawa keluar pelabuhan/ tempat 
pendaratan hingga tujuan terakhir. Ikan hasil 
tangkapan nelayan di Kendari didaratkan di dua 
tempat yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera 
(PPS) Kendari dan TPI Soudaha. Jenis ikan yang 
didaratkan di PPS diantaranya yaitu ikan layang, 
cakalang, baby tuna dan tongkol, sedangkan 
ikan yang didaratkan di TPI merupakan ikan jenis 
lain diantaranya ikan pari, hiu, kakap, cumi-cumi, 
udang, kerang dan jenis ikan demersal meskipun 
terdapat juga ikan pelagis. 


Dalam mendistribusikan hasil tangkapan 
ke pengumpul atau cold storage nelayan tidak 
membutuhkan alat angkut tambahan karena 
konsumen sudah menunggu di sisi dermaga untuk 
mengambil ikan dari kapal. Ikan diturunkan ke darat 
oleh ABK menggunakan basket (keranjang) dan 
dijual ke perusahaan (Jayanti) atau ke pengumpul 
yang kemudian membawa ikan ke luar pelabuhan 
menggunakan mobil pick-up. Ikan yang dibeli 
oleh perusahaan, disimpan di cold storage yang 
ada di dalam pelabuhan untuk dikirim ke sentra 
pengolahan ikan menjadi ikan pindang yang ada 
di daerah Jawa. Sedangkan ikan yang dibeli oleh 
pedagang pengumpul, dijual kembali di pasar 
lokal hingga luar provinsi seperti Makasar. Ikan 
yang akan dikirim ke Makasar dikemas dengan 


menggunakan kotak gabus kapasitas 25 kg yang 
dicampur dengan es, kemudian ikan tersebut dibawa 
dengan menggunakan mobil bak terbuka. Semua 
peralatan serta biaya angkut yang dikeluarkan 
menjadi tanggung jawab pembeli. 


Jalur masuk ikan ke Kota Kendari melalui 
PPS Kendari dan TPI Soudaha yang berasal dari 
nelayan-nelayan yang tersebar di kabupaten/ 
kota di Sulawesi Tenggara. Ikan yang masuk 
ke dua lokasi tersebut dibedakan berdasarkan 
jenisnya yaitu untuk ikan pelagis masuk ke PPS 
Kendari dan bisa berasal dari daerah produksi luar 
provinsi seperti dari Sulawesi Tengah sedangkan 
nelayan yang mendarat di TPI Soudaha biasanya 
menangkap ikan-ikan demersal dan hanya berasal 
dari nelayan lokal saja. PPS Kendari memiliki 
konektivitas yang lebih luas dibandingkan dengan 
TPI Soudaha sehingga ikan-ikan dari PPS Kendari 
didistribusikan ke pusat distribusi wilayah Sulawesi 
(Makasar dan Bitung), Bali dan Jawa (Surabaya 
dan Jakarta). 


Sub Sistem Pasar dan Pemasaran Ikan 


Menurut Nurshidig (2014) kegiatan 
pemasaran hasil tangkapan merupakan kegiatan 
yang dianggap cukup penting dalam industri 
perikanan, aspek tersebut memiliki keterkaitan satu 
sama lain dalam rantai pemasaran ikan. Melalui 
proses pemasaran produk ikan hasil tangkapan 
akan memiliki nilai lebih yang menguntungkan baik 
bagi produsen maupun konsumen. 
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Nelayan-nelayan yang mendaratkan ikan 
hasil tangkapannya di PPS Kendari terbagi menjadi 
2 (dua) yaitu nelayan mandiri dan nelayan binaan/ 
terikat. Nelayan mandiri adalah nelayan yang 
bebas menjual ikannya ke siapa pun dengan cara 
apapun tanpa adanya ikatan dengan pihak tertentu, 
sedangkan nelayan binaan/ terikat adalah nelayan 
yang memiliki ikatan terutama dalam hal penjualan 
hasil tangkapan dengan pihak-pihak tertentu 
(pengumpul dan perusahaan pemilik cold storage). 


Sistem pemasaran yang dilakukan oleh 
nelayan mandiri cenderung sangat bebas setiap 
mendaratkan ikan langsung dijual ke pembeli- 
pembeli yang sudah menanti di sisi-sisi dermaga 
dengan cara pembayaran tempo atau maksimal 2 
hari sejak ikan dikirim atau laku terjual. Harga jual 
yang dikenakan adalah harga yang berlaku di pasar 
pada hari itu. Bagi pembeli lokal cara pembayaran 
dengan pemberian uang langsung (cash and carry) 
sedangkan bagi pembeli dari luar kota dilakukan 
dengan sistem transfer. Berdasarkan informasi 
yang diperoleh meskipun sering terjadi penipuan 
oleh pihak pembeli namun hingga saat ini jual beli 
yang dilakukan nelayan mandiri masih berlandaskan 
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kepercayaan saja. Sedangkan sistem pemasaran 
ikan bagi nelayan binaan berbeda bentuk dan 
prosesnya. Nelayan-nelayan tersebut tergabung 
dalam kelompok yang memiliki pengumpul masing- 
masing, kemudian pengumpul tersebut yang 
memasok ikan ke perusahaan-perusahaan ikan 
dengan standar harga sendiri dengan selisih harga 
sekitar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) lebih rendah 
dibandingkan harga pasar (Gambar 5). Dalam hal 
ini antara nelayan, pengumpul dan perusahaan 
ikan sudah memiliki kesepakatan secara langsung 
kepada pengumpul, sedangkan pembayaran dari 
pihak pengumpul juga tergantung pada hasil 
kesepakatan dengan nelayan. Salah satu contoh 
di salah satu pengumpul yang memiliki 9 kapal 
dengan awak kapalnya masing-masing memiliki 
kesepakatan bahwa setelah 10 trip maka total 
uang hasil penjualan baru diterima oleh nelayan. 
Sedangkan untuk kebutuhan hidup pengumpul 
tersebut memberikan uang makan setiap bulannya 
serta setiap mendarat masing-masing awak kapal 
mendapatkan bagian satu gabus ikan yang bisa 
mereka jual sebagai pendapatan mereka. Seluruh 
ikan hasil tangkapan dijual tanpa ada proses 
seleksi. 


Konsumen 
RT / 
Household 
Consumer 


Pedagang Konsumen 

pengecer di RT/ 
Makasar / Household 
Retailer in Consumer 
Makasar 


Perusahaan Konsumen 


Household 
consumer 


Surabaya / 
Fish company 
in Surabaya 


Gambar 5. Jalur Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Nelayan di PPS Kendari Tahun 2015 
Figure 5. Line Marketing for Fish Catched in PPS Kendari in 2015 
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Sub Sistem Infrastruktur 


Dalam sistem pengadaan stok ikan (produksi) 
infrastruktur merupakan faktor penting yang harus 
diperhatikan. Di kedua tempat pendaratan ikan 
terdapat perbedaan infrastruktur yang tersedia. Di 
TPI Soudaha fasilitas umum yang tersedia kurang 
mendukung sehingga tidak banyak kapal nelayan 
yang merapat. Letak parkir mobil pengangkut 
dengan dermaga yang cukup jauh serta tidak 
didukung oleh jalan yang memadai menjadi salah 
satu permasalahan utama di TPI ini. Sedangkan 
kondisi sebaliknya terdapat di PPS Kendari, 
dimana sebagian besar infrastruktur pendukung 
usaha perikanan terdapat di sini dan dalam kondisi 
baik. Hal ini juga didukung dengan banyaknya cold 
storage milik perusahaan-perusahaan ikan yang 
ada disana. Perbandingan antara kedua tempat 
pendaratan ikan tersebut terlihat pada Tabel 4. 


Di PPS Kendari terdapat 25 cold storage 
milik perusahaan swasta dan 1 (satu) cold storage 
milik Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 
mendukung kegiatan SLIN namun masih belum 
bisa dioperasikan karena belum ada pasokan listrik. 
Selain itu kondisi jalan dan dermaga sandar yang 
sudah beraspal di PPS jauh lebih baik daripada di 
TPI Soudaha sehingga para pedagang pengumpul 
dan nelayan lebih memilih bertransaksi di PPS 
tersebut. Sedangkan untuk sarana dan prasarana 
seperti SPBN sudah tersedia di kedua lokasi 


namun dari informasi yang diperoleh masih belum 
mampu memasok kebutuhan bahan bakar semua 
kapal sehingga nelayan masih harus memasok 
dari SPBU di luar. Sementara itu ketersediaan 
es bagi nelayan berfluktuasi tergantung musim 
tangkap, jika musim angin barat dimana semua 
nelayan pergi melaut maka pabrik es yang ada di 
dalam PPS tidak mampu mencukupi kebutuhan 
setiap nelayan sebanyak 250-300 balok es namun 
kondisi sebaliknya terjadi pada saat cuaca tidak 
baik dan nelayan tidak melaut. Di PPS Kendari 
terdapat satu infrastruktur yang sudah baik namun 
belum dimanfaatkan dengan baik keberadaannya, 
yaitu perpustakaan. Di dalam perpustakaan ini 
tersedia banyak literatur dan bahan informasi yang 
sebenarnya bermanfaat bagi para nelayan untuk 
menambah pengetahuan terutama mengenai alat 
tangkap, daerah penangkapan, cuaca dan lain 
sebagainya namun hingga saat ini minat para 
nelayan masih rendah untuk menggunakan fasilitas 
tersebut. Namun demikian meskipun infrastruktur 
di PPS Kendari tergolong lengkap namun menurut 
Anggoro et al. (2015) berdasarkan analisis tingkat 
pemanfaatan fasilitas pelabuhan skor yang 
muncul sebesar 64% menandakan pemanfaatan 
fasilitas terutama dermaga belum optimal 
karena penggunaan dermaga di PPS masih 
multifungsi belum ada perbedaan dermaga khusus 
bongkar muat, dermaga tambat dan pengisian 
perbekalan. 


Tabel 4. Kondisi Infrastruktur PPS Kendari dan TPI Soudaha tahun 2015. 
Table 4. Infrastructure Condition in PPS Kendari and TPI Soudaha in 2015. 


PPS Kendari 


TPI Soudaha 


No Infrastruktur/ Keterangan/ 
Infrastructures Baik/ Cukup/ Kurang! Baik/ Cukup/ Kurang! Description 
Good Enough Less Good Enough Less 
1. Cold storage y y 
2.  Listrik/ Electricity y V 
3. Air/ Water y y 
4.  Pasar/pelelangan/ y 
Market 
5. Pabrik/ gudang es/ V V 
Ice factory 
6.  Telekomunikasi/ y y 
Telecomunination 
7. SPBU/SPBN/ V V 
Gas station 
8.  Jalan/ Road y y 
9. Dermaga sandar/ y V 
Dock 
10. Truk berpendingin/ y V 


Refrigeration trucks 


Sumber: Olahan Data Primer, 2015/ Source: Primary Data Processed, 2015 


199 


J. Sosek KP Vol. 10 No. 2 Tahun 2015: 199-202 


Sub Sistem IPTEK dan Sumberdaya 


Antara aspek IPTEK dan sumberdaya 
seharusnya memiliki keterkaitan yang saling 
melengkapi. Teknologi adalah keseluruhan sarana 
untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan 
bagi kenyamanan dan kelangsungan hidup manusia 
(KBBI, 2015), termasuk dalam usaha penangkapan 
ikan. Jika teknologi penangkapan ikan yang telah 
ada digunakan bisa mendukung peningkatan 
hasil tangkapan namun harus diimbangi dengan 
kemampuan dari operator dalam hal ini nelayan. 
Sehingga keduanya bisa bersinergi dengan baik 
dan meningkatkan kenyamanan bagi nelayan. 


Pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang dimiliki nelayan Kendari masih bersifat 
tradisional yang dikenal secara turun temurun. Hal 
ini terlihat pada jenis alat tangkap yang digunakan 
tergolong sederhana begitu pula pada alat 
penunjang lainnya seperti GPS dan alat penentu 
arah angin yang hampir sebagian besar nelayan 
tidak menggunakannya. Dari sisi sumberdaya 
manusia juga terlihat tidak banyak Anak Buah 
Kapal (ABK) dan awak kapal lainnya yang memiliki 
kemampuan ahli dalam penangkapan ikan. Selama 
ini mereka memperoleh informasi secara otodidak 
dan berdasarkan pengalaman yang pernah 
dilakukannya. Secara umum kapal yang digunakan 
nelayan Kendari berukuran 5-30 GT dengan ABK 
rata-rata 5 — 15 orang setiap kapal. Tenaga kerja 
berasal dari Kota Kendari dan daerah lain seperti 
Makasar, Maluku dan Bitung. 


Sub Sistem Regulasi/ Kebijakan 


Kebijakan Pemerintah Pusat 


Regulasi/kebijakan dalam penelitian ini 
adalah peraturan-peraturan dan ketetapan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait dengan 
usaha penangkapan ikan dan pengelolaan 
sumberdaya perikanan. Beberapa peraturan 
dan ketetapan pemerintah pusat yang berhasil 
diinventarisir sampai saat ini diantaranya: 


a. Peraturan Menteri KP No: 18/PERMEN- 
KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik Indonesia 
(WPPNRI). 


Dasar pertimbangan dalam menerbitkan 
Permen KP ini adalah dalam rangkaoptimalisasi 
pengelolaan perikanan pada WPPNRI, dan 
pemutakhiran batas-batas WPPNRI dengan 
meninjau kembali Permen KP No: Per.01/ 
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MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Republik Indonesia. Dalam Pasal 
2 Permen KP tentang WPPNRI tersebut 
disebutkan pengelolaan perikanan dibagi 
dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan 
perikanan yaitu: 


< WPPNRI 571 meliputi perairan Selat 
Malaka dan Laut Andaman: 


e  WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera 
Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat 
Sunda, 


<  WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera 
Hindia sebelah Selatan Jawa hingga 
sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut 
Sawu, dan Laut Timor bagian Barat: 


< WPPNRI 711 meliputi perairan Selat 
Karimata, Laut Natuna, dan Laut China 
Selatan: 


< WPPNRI 712 meliputi perairan Laut 
Jawa; 


< WPPNRI 713 meliputi perairan Selat 
Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan 
Laut Bali, 


<  WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo 
dan Laut Banda, 


e WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk 
Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, 
Laut Seram dan Teluk Berau: 


< WPPNRI 716 meliputi perairan Laut 
Sulawesi dan sebelah Utara Pulau 
Halmahera, 


e WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk 
Cendrawasih dan Samudera Pasifik: 


<  WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, 
Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian 
Timur. 


Berdasarkan pembagian wilayah 
tersebut, wilayah Kendari masuk ke dalam 
WPPNRI 713. 


. Permen KP No: 56/PERMEN-KP/2014 


tentang Penghentian sementara 
(moratorium) perizinan usaha perikanan 
tangkap di WPPNRI 


Dasar pertimbangan Permen KP ini 
adalah untuk mewujudkan pengelolaan 
perikanan yang bertanggung jawab, dan 
penanggulangan Illegal, Unrepoted and 
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Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik 
Indonesia. Dalam pasal 1 (satu) disebutkan: 
(1) Menghentikan sementara perizinan usaha 
perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik Indonesia; dan 
(2) Penghentian sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi 
kapal perikanan yang pembangunannya 
dilakukan di luar negeri. Dalam pasal 2 (dua) 
disebutkan: Penghentian sementara perizinan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dilakukan sebagai berikut: (a) tidak dilakukan 
penerbitan izin baru bagi Surat Izin Usaha 
Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan 
Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut 
Ikan (SIKPI): (b) terhadap SIPI dan SIKPI yang 
telah habis masa berlakunya tidak dilakukan 
perpanjangan: (c) bagi SIPI atau SIKPI yang 
masih berlaku dilakukan analisis dan evaluasi 
sampai dengan masa berlaku SIPI atau SIKPI 
berakhir, dan (d) apabila berdasarkan hasil 
analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada huruf c ditemukan pelanggaran, 
dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam Pasal 3 (tiga) disebutkan: Penghentian 
sementara perizinan usaha perikanan tangkap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku 
sampai dengan tanggal 30 April 2015. 


c. Permen KP No: 57/PERMEN-KP/2014 
tentang: Perubahan kedua atas peraturan 
Menteri KP No: PER.30/MEN/2012 tentang: 
Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI. 


Dasar pertimbangan diterbitkannya 
Permen KP ini adalah: untuk mewujudkan 
pengelolaan sumber daya perikanan yang 
bertanggung jawab dan penanggulangan 
Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) 
Fishing di WPPNRI). Dalam Permen KP 
tersebut disebutkan, untuk mewujudkan 
pengelolaan sumber daya perikanan yang 
bertanggung jawab dan penanggulangan 
Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) 
Fishing di WPPNRI), perlu menghentikan 
kegiatan alih muatan (transhipment) di laut. 


Hambatan dan Tantangan SLIN dari Sektor 
Produksi 


SLIN yang sedang dilakukan saat ini 
merupakan ujicoba dalam pemenuhan stok bahan 
baku untuk industri ikan pindang. Ikan yang 


menjadi komoditas utama bahan baku pindang 
adalah ikan layang, cakalang, tongkol dan salem. 
Kebutuhan bahan baku ikan pindang secara 
nasional sebesar 3.250 ton setiap hari sementara 
yang sudah terpenuhi sebesar 1.950 ton (60 %) 
dari total kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi 
kekurangan pasokan bahan baku ikan pindang 
tersebut, dalam mendukung program SLIN, 
Kendari harus meningkatkan pasokan ikannya 
setidaknya sebanyak 650 kg/hari. Hingga saat 
ini Kendari masih belum mampu memasok ikan 
sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga masih 
memerlukan pasokan tambahan dari lokasi lain 
diantaranya Bitung, Banggai, Makasar dan Maluku. 
Faktor penyebab terjadinya kekurangan pasokan 
ini diantaranya karena : 


1. Kemampuan dan peralatan (kapal dan alat 
tangkap) yang dimiliki oleh nelayan Kendari 
masih kalah jauh dibandingkan dengan 
nelayan luar sehingga membatasi nelayan 
untuk mencari fishing ground yang lebih jauh 
lagi. 


2. Tidak adanya jaminan harga bagi nelayan 
dari PT Komira agar bisa meyakinkan nelayan 
untuk memasok ikan ke PT Komira untuk 
mendukung program SLIN 


3. Pengurusan izin kapal yang berbelit-belit 
juga menjadi salah satu faktor bagi nelayan 
Kendari untuk meningkatkan performa hasil 
tangkapan. 


4. Di pelabuhan ada 10 perusahaan yang tidak 
memiliki armada, mereka membeli dari kapal- 
kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya 
di PPS Kendari sehingga terjadi persaingan 
harga (terutama untuk konsumsi domestik). 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Perkembangan produksi dan konsumsi ikan 
baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar 
negeri (ekspor) memiliki kecenderungan yang 
semakin meningkat. Produksi ikan segar mengalami 
peningkatan sebesar 10 % dan ditunjang pula 
dengan meningkatnya produksi ikan olahan. Hal 
ini didukung pula dengan meningkatnya konsumsi 
ikan dari tahun ke tahun dengan laju penambahan 
34 % (P2HP, 2014) sehingga mengindikasikan 
ketersediaan ikan di masyarakat mengalami 
peningkatan. Di sisi lain produksi ikan terutama hasil 
penangkapan laut masih bersifat tidak pasti karena 
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tergantung pada musim sehingga ketersediaan 
ikan baik untuk konsumsi segar maupun untuk 
bahan baku belum bisa terjamin sepanjang tahun. 


Beranjak dari permasalahan itu Sistem 
Logistik Ikan Nasional (SLIN) diharapkan menjadi 
salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan 
ini. Uji coba SLIN sudah dilakukan pada koridor 
Kendari — Jakarta — Surabaya untuk memasok 
bahan baku industri pindang. Daerah yang dijadikan 
daerah produksi adalah kendari dengan komoditas 
ikan yang dihasilkan adalah ikan cakalang, layang 
dan kembung. 


Hasil dari uji coba itu terlihat Kendari 
sebagai daerah hulu atau pemasok bahan baku 
pindang masih belum mampu memasok penuh dan 
berkelanjutan. Kendari melalui KOMIRA sebagai 
operator SLIN hanya bisa memasok sebesar 65 
% dari total kebutuhan dikarenakan beberapa 
penyebab diantaranya: kurangnya kemampuan 
dan kompetensi nelayan dalam memanfaatkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung 
penangkapan, belum adanya campur tangan 
Pemerintah dalam menetapkan harga bagi nelayan 
dan pengurusan izin yang menyulitkan. 


Implikasi Kebijakan 


Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi 
Kendari sebagai daerah produksi dalam mendukung 
keberlangsungan SLIN, maka dapat dirumuskan 
beberapa rekomendasi kebijakan diantaranya : 


1. PT. Koperasi Mina Rizky Abadi sebagai 
operator SLIN yang terpilih harus menambah 
jumlah nelayan binaan yang mampu 
memasok ikan sehingga bisa memenuhi 
kebutuhan setiap harinya 


2. Diadakannya relokasi bantuan kapal inka 
mina di lokasi yang tidak sesuai ke Kendari 
guna mendukung usaha nelayan Kendari 
dalam mencari fishing ground yang lebih jauh 
sehingga mampu menghasilkan ikan lebih 
banyak 


3. Perlu adanya kesepakatan bersama antara 
Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat 
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan 
Perikanan, Pemerintah Daerah, KOMIRA dan 
nelayan dalam menentukan harga jual dan 
harga beli 


4. SLIN merupakan program nasional yang 
terkait dengan banyak aspek sehingga 
perlu juga dukungan dari kementerian lain 
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diantaranya Kementerian Perhubungan dan 
Kementerian PU terutama dalam mendukung 
pada sisi logistik sehingga bisa mewujudkan 
distribusi yang baik namun tetap dengan 
biaya terjangkau 
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ABSTRAK 


Kabupaten Simeulue sebagai daerah kepulauan memiliki potensi perikanan yang cukup 
besar namun pemanfaatannya masih tergolong rendah. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB 
Kabupaten Simeulue hanya mencapai 2,20 persen selama tujuh tahun terakhir meskipun dari sisi nilai 
laju pertumbuhan naik secara signifikan (19,12 Yo). Penelitian ini bertujuan untuk memetakan rantai pasok 
lobster di Kabupaten Simeulue yang meliputi interaksi sosial ekonomi dan kontribusi antar pelaku usaha 
yang terlibat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pelaku usaha yang terlibat serta 
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP) Wilayah Kerja 
Simeulue. Data hasil wawancara dilengkapi hasil observasi dan dokumentasi, selanjutnya diolah dan 
disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai pasok lobster terdiri dari nelayan/ 
pembudidaya (100%) — supplier (100%) — eksportir (90%) dan konsumen lokal (10%) — konsumen 
luar negeri (100%) serta terdiri dari tujuh pemetaan dalam manajemen rantai pasok. Permasalahan yang 
terjadi adalah makin menurunnya volume lobster yang di pasok, adanya monopoli harga oleh eksportir, 
aksesilibitas pasar yang terbatas pada produsen, penerapan teknologi (penyimpanan dan pengiriman) 
hanya pada eksportir, dan belum adanya kelembagaan keuangan formal yang menjamin harga lobster 
lebih tinggi. Manajemen rantai pasok lobster dapat menjadi bahan kebijakan untuk pemerintah daerah 
Kabupaten Simeulue dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan maupun pembudidaya 
lobster. 


Kata Kunci: manajemen rantai pasok, lobster, Simeulue 


ABSTRACT 


Simeulue islands have a large fisheries potential, but its use is still relatively low. Contribution 
of the fisheries sector to Simeulue's GDP only reached 2.20 per cent over the last seven years despite 
of the value of the growth rate increased significantly (19.12”6). The aim of this studi is to map lobster 
supply chain in Simeulue Island which includes economic and social interaction among business actors 
involved. Data collected through interviews with businesses and Agency for fish guarantine, guality 
control and safety of fish product work area in Simeulue District. Interviewed data are compounded 
by the results of observation and documentation. Data were processed and presented descriptively. 
Results of the study showed that the supply chain lobster consists of: fishers/farmers (100%) — supplier 
(100%) — exporters (90%) and local consumers (10%) — consumers abroad (100%) and consists of 
seven mapping in management supply chain. The problem that occurs is decreasing of volume supplied 
lobster, pricing monopoly by exporters, limited market accessibility by producer, application of technology 
(storage and delivery) only on exporters, and financial institution that guarantees higher lobster prices 
are not available. Lobster supply chain management can be a policy concern for the local government 
district of Simeulue in increasing the income and prosperity lobster fishers and farmers. 


Keywords: supply chain management, lobster, Simeulue 
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PENDAHULUAN 


Kabupaten Simeulue merupakan salah satu 
dari lima kawasan golden ring yang dikembangkan 
sebagai Pusat Pengembangan Kawasan Kelautan 
dan Perikanan terintegerasi (PK2PT). Kabupaten 
Simeulue dengan ibukotanya Sinabang terletak di 
sebelah Barat Daya Provinsi Aceh, berjarak 105 
mil laut dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, 
atau 85 Mil Laut dari Tapak Tuan, Kabupaten Aceh 
Selatan. Potensi perikanan di Kabupaten Simeulue 
merupakan salah satu sektor unggulan yang 
meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, 
kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil serta 
pemasaran dan pengolahan hasil perikanan, namun 
sayangnya pemanfaatan dan pengelolaannya 
belum optimal dilaksanakan. Potensi budidaya laut 
(marine culture) yang cukup besar tercermin oleh 
adanya tiga buah teluk besar seluas 1,575,6 Ha 
yang sangat potensial bagi usaha budidaya ikan di 
keramba jaring apung (KJA) / Inponding Net dengan 
komoditas kerapu, lobster, teripang maupun usaha 
budidaya lainnya seperti mutiara, rumput laut dan 
kekerangan lainnya. 


Data statistik memperlihatkan bahwa produksi 
hasil perikanan budidaya di Kabupaten Simeulue 
untuk tujuh tahun terakhir mengalami peningkatan 
sebesar 6,26 % yaitu dari 11,51 ton pada tahun 
2008 menjadi 12,23 ton pada tahun 2014. Hasil 
produksi perikanan budidaya berasal dari budidaya 
laut, budidaya air payau (tambak), dan budidaya 
air tawar. Sedangkan jumlah distribusi komoditi 
perikanan keluar daerah meningkat dari 66,49 
ton pada tahun 2008 pada tahun 2014 mencapai 
210,65 ton. Distribusi hasil perikanan ke luar 
daerah terdiri dari komoditas kerapu segar, kerapu 
hidup, lobster hidup, lobster mati, teripang kering 
dan ikan lainnya (Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Simeulue, 2014). Hal ini menunjukkan 
bahwa perikanan budidaya yang ada di 
Kabupaten Simeulue terfokus pada budidaya laut 
(marikultur). 


Produksi perikanan budidaya laut ini masih 
sangat kecil jauh dari optimal karena faktor 
terbatasnya kemampuan masyarakat dalam 
pengadaan sarana KJA beserta input produksinya, 
disamping masih terbatasnya SDM dibidang 
perikanan sehingga usaha yang dilakukan masih 
bercirikan dengan ”4S” yaitu: Single Capital, 
Single Teknologi, Single Management dan Single 
Market. Untuk mendukung pemanfaatan potensi 
budidaya laut (Marine Culture) di Kabupaten 
Simeulue pada tahun 2003 telah dibangun BBIP 
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(Balai Benih Ikan Pantai) yang berlokasi di Desa 
Busung Kecamatan Simeulue Timur. Namun 
hingga sekarang pemanfaatanya belum dilakukan 
secara maksimal. Informasi dan akses pasar 
untuk komoditas budidaya laut khususnya lobster 
masih dikuasai oleh pedagang pengumpul besar 
(supplier) sedangkan produsen menggantungkan 
harga lobster pada pelaku usaha tersebut. Selain 
itu konsep supply chain management juga penting 
dalam melihat logistik sejak dari produsen sampai 
ke pasar (Probowati, 2011). Risiko usaha budidaya 
lobster menurut Hidaya dan Baihagi (2014) antara 
lain benih lobster yang mati, material yang terlambat 
datang dan tingkat kerumitan penanganan pasca 
panen juga menjadi dasar untuk melakukan 
manajemen rantai pasok. Berdasarkan latar 
belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk memetakan rantai pasok lobster di Kabupaten 
Simeulue yang meliputi interaksi sosial ekonomi dan 
kontribusi antar pelaku usaha yang terlibat serta 
mengidentifikasi permasalahan yang ada pada 
rantai pasok lobster di Kabupaten Simeulue. Hasil 
penelitian ini diharapkan menjadi bahan kebijakan 
untuk pemerintah daerah Kabupaten Simeulue 
khususnya dalam peningkatan pendapatan dan 
kesejahteraan nelayan maupun pembudidaya 
lobster. 


METODOLOGI 


Kerangka Teoritis 


Pengelolaan rantai pasok dalam agribisnis 
dan agroindustri didefiniskan sebagai hubungan 
kerjasama antara produsen di lahan, pengolah 
serta wholesale (pasar induk) atau pedagang 
ritel dalam memberikan jaminan serta untuk 
meminimalkan biaya produksi (Brown, 2003). 
Namun demikian, sampai saat ini belum banyak 
lembaga yang melakukan intervensi menyeluruh 
pada semua rantai pasok. Kebanyakan lembaga 
memulai dengan intervensi yang menitiberatkan 
peningkatan produksi, perbaikan kualitas produksi 
dan peningkatan nilai tambah secara ekonomi 
dengan pasca panen dan pemasaran. Sejauh yang 
diketahui, belum banyak hal menggembirakan dari 
semua usaha-usaha tersebut. Perbaikan dalam 
praktek budidaya dan peningkatan kualitas tidak 
diikuti dengan peningkatan akses terhadap pasar 
untuk mendapatkan harga dan margin keuntungan 
yang lebih baik. Pemasaran melalui pedagang besar 
mengalami pasang surut dari segi keberlanjutan 
bisnis dan kebanyakan belum mandiri secara 
finansial. 
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Ada empat komponen besar yang perlu 
dibina dalam mengelola rantai pasok, yaitu : (1) 
Produksi untuk menangani pembelian, manajemen 
operasi dan operasi pergudangan. Pihak-pihak 
yang terlibat adalah produsen komoditas sebagai 
bahan baku atau produk pangan bagi konsumen, 
(2) Perdagangan untuk menangani pembelian, 
pencarian pemasok andalan dan distribusi bahan 
pangan. Pihak-pihak yang terlibat adalah pedagang 
ritel, pedagang pasar induk, serta distributor, (3) 
Kelembagaan jasa untuk menangani pembelian, 
operasi dan manajemen sistem rantai pasok. 
Pihak-pihak yang terlibat adalah beragam institusi 
jasa termasuk bank, lembaga pembiayaan, rumah 
sakit, lembaga pendidikan, lembaga penyedia jasa 
asuransi dll; dan (4) Transportasi untuk menangani 
manajemen sistem pasok dan manajemen lalu lintas. 
Pihak-pihak yang terlibat adalah perusahaan jasa 
angkutan darat, laut maupun udara yang memiliki 
kompetensi dan pengalaman terkait. Supply chain 
risk management merupakan analisis untuk melihat 
proses secara sistematir untuk idenifikasi, analisa, 
dan berurusan dengan risiko pada rantai pasok 
(Waters, 2007). 


Waktu dan Tempat Penelitian 


Penelitian ini dilakukan pada Bulan 
Agustus 2015 di Kabupaten Simeulue pada 3 
(tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Simeulue 


Barat, Teluk Dalam dan Simeulue Timur. Ketiga 
kecamatan ini merupakan pusat aktivitas perikanan 
budidaya laut yang memiliki jumlah RTP perikanan 
budidaya tertinggi pada tahun 2014 sebesar 33 
RTP (Simelulue Barat), 197 RTP (Teluk Dalam) 
dan 220 RTP (Simeulue Timur). Pada tiga 
kecamatan ini terdapat tiga teluk yang memiliki 
potensi budidaya lobster yang cukup tinggi yaitu 
teluk Sibigo, teluk Dalam dan teluk Sinabang. 
Selain itu secara etnografi dan demografi 
ketiga teluk ini dihuni oleh pelaku usaha lobster 
(produsen dan pedagang) dengan latar belakang 
etnis yang dianggap mewakili etnis yang ada 
di Kepulauan Simeulue yaitu penduduk asli 
etnis Simelulue dan pendatang dari etnis Jawa, 


Buton, dan Riau. Adapun peta administrasi 
Kabupaten Simelule sebagaimana pada 
Gambar 1. 


Data dan Sumber Data 


Jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder dan primer. Data sekunder, yaitu data 
volume pengiriman lobster ke luar Kabupaten 
Simeulue tahun 2012-2015, kabupaten dan 
kecamatan dalam (BPS), dan data sekunder 
berupa buku, dokumen, laporan, artikel, jurnal 
yang terkait dengan manajemen rantai pasok 
yang diperoleh melalui instansi dan lembaga terkait 
serta melalui studi literatur. Data primer diperoleh 


© Ibukota Kecamatan/Sub-District Capital 
e DesalVilage 


—-— Batas Kabupaten/District Boundaries 


D> Garis Pantai/Coastine 
= Sungai/River 


— Jalan Lingkungan The Neighborhood Street 
Jalan setapak/Footpath 


Kecamatan/Sub-Distreit 
[EB Kecamatan Alatan/Sub-Distit Alatan 
MINI Kecamatan Salang/Sub-Distiet Salang 


Kecamatan Simeulue Timur/Sub-Distriet Simeulue Timur 
IMB Kecamatan Teluk Dalam/Sub-Distrit Teluk Dalam 
[HMM Kecamatan Teupah Barat/Sub-District Teupah Barat 
| Kecamatan Teupah Selatan/Sub-District Teupah Selatan 
[MM Kecamatan Teupah Tengah/Sub-District Teupah Tengah 


Sumber:Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue, 2014/ 
Source:Department of Marine and Fisheries Simeulue, 2014 


Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Simeulue 
Figure 1. Simeulue District Administration Map 
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melalui wawancara dengan responden dengan 
menggunakan kuesioner dan observasi langsung 
di beberapa kecamatan di Kabupaten Simeulue, 
antara lain: aktor yang terlibat dalam pemasaran 
lobster, volume produksi lobster di tiap-tiap aktor 
yang terlibat, harga lobster di tingkat tiap aktor, 
tujuan pemasaran, dan jaringan sosial antar aktor. 


Metode Pengumpulan Data 


Penelitian studi kasus ini menggunakan 
pendekatan kualitatif yang menekankan pada 
analisis diskriptif eksploratif. Pendekatan ini 
merupakan bagian dari triangulasi baik dalam hal 
sumber teori, teknik pengumpulan data, sumber 
data dan analisis. Pengumpulan data dilakukan 
melalui teknik wawancara mendalam dengan 
para narasumber. Ada beberapa narasumber 
yang diwawancarai diantaranya para nelayan, 
pembudidaya, pedagang pengumpul besar 
(supplier), dan pemerintah Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Simelulue yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini. Pertanyaan- 
pertanyaan dalam wawancara ini bersifat terbuka 
sehingga lebih fleksibel dan membuka ruang bagi 
tema-tema atau isu-isu baru yang muncul dalam 
proses wawancara yang menarik untuk ditelusuri 
lebih jauh. 


Penentuan lokasi penelitian menggunakan 
metode purposive sampling. Penentuan 
narasumber untuk pembudidaya dan nelayan 
menggunakan metode simple random sampling, 
sedangkan narasumber pedagang menggunakan 
metode snowball sampling. Teknik pengambilan 
informan secara snowball sampling tergantung 
pada key-informan dan akan berhenti jika data 
yang didapatkan sudah jenuh atau sudah tidak ada 
data yang dianggap baru lagi. Jumlah narasumber 
untuk pembudidaya dan nelayan sebanyak 4 orang, 
pedagang pengumpul besar sebanyak 2 orang, 
dan eksportir sebanyak 1 orang. Jumlah ini sudah 
mewakili ketersediaan pelaku usaha dalam rantai 
pasok lobster yang ada di Kabupaten Simeulue. 


Metode Analisis Data 


Penelitian ini menggunakan teori manajemen 
rantai pasok/supply chain management. 
Manajemen rantai pasok secara teoritik dapat 
dinyatakan sebagai pendekatan filosofi secara 
mendasar untuk penciptaan manajemen rantai 
nilai (value chain management) dalam membangun 
nilai yang difokuskan pada permintaan konsumen. 
Inti dari manajemen rantai pasok adalah aliran produk 
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dan informasi yang diharapkan dapat menjembatani 
permintaan konsumen dan hubungan antara pelaku 
di dalam sistem pemasaran. Hubungan rantai pasok 
diharapkan tercipta secara alamiah dan hasilnya 
bermanfaat bagi pembeli dan penjual. Dengan 
demikian, aspek-aspek sosial seperti kepercayaan 
(trust), transfer informasi, dan kemampuan belajar 
akan mempengaruhi kinerja, pengembangan dan 
keberhasilan rantai nilai (Champion dan Fearne, 
2001). Manajemen rantai pasok yang dilakukan 
antara lain : pemetaan pelaku, pemetaan proses, 
pemetaan alur produk, pemetaan pengetahuan 
dan alur informasi, serta pemetaan volume produk, 
jumlah pelaku dan lapangan kerja, selanjutnya hasil 
penelitian disajikan secara deskriptif. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


MANAJEMEN RANTAI PASOK LOBSTER 


Kegiatan pengelolaan kegiatan-kegiatan 
dalam rangka memperoleh bahan mentah menjadi 
barang dalam proses atau barang setengah jadi 
dan barang jadi kemudian mengirimkan produk 
tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi 
disebut sebagai manajemen rantai pasok (Indrajit 
dan Djokopranoto, 2002). Sistem rantai pasok 
marikultur yang ada di Kabupaten Simeulue terdiri 
dariduasistem rantai pasok yaitu sistem rantai pasok 
untuk komoditas ikan kerapu dan lobster. Kedua 
komoditas ini merupakan komoditas unggulan di 
Kabupaten Simeulue. Dari berbagai jenis ikan yang 
ada di perairan Simeulue, berbagai jenis lobster 
merupakan komoditi yang secara rutin diekspor ke 
berbagai negara. Selain lobster, berbagai jenis ikan 
kerapu (kerapu macan, krapu lumpur, dan kerapu 
sunu/janang) juga merupakan komoditi ekspor 
andalan dari Kabupaten Simeulue. Lobster dan 
kerapu untuk ekspor pada umumnya dijual sebagai 
ikan hidup. Pengelompokan komoditas unggulan 
perikanan budidaya laut didasarkan kepada harga 
(mahal, sedang murah), orientasi pemasaran 
(pasar ekspor, antar pulau atau lokal/domestik), 
tujuan produksi (ikan konsumsi, ikan hias, 
benih), asal ikan (endemik, eksotik), kapasitas 
produksi, potensi pengembangan budidaya 
laut, tingkat permintaan dan sistem tata niaga yang 
ada. 


Pemetaan rantai pasok komoditas lobster 
di Kabupaten Simeulue dilakukan melalui tujuh 
tahap yaitu pemetaan pelaku, pemetaan proses 
(penyediaan input produksi, budidaya dan 
pengepulan, pengiriman, serta pemasaran), 
pemetaan alur produk, pemetaan pengetahuan 
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dan alur informasi, pemetaan volume produk, 
jumlah pelaku dan lapangan kerja, pemetaan 
hubungan dan keterkaitan antar pelaku dan 
pemataan tata kelola. Dalam pemetaan rantai 
pasok merupakan serangkaian kegiatan dalam 
rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan 
dengan kegiatan transformasi sehingga menjadi 
produk dalam proses kemudian menjadi bahan jadi 
yang selanjutnya diteruskan ke konsumen akhir 
(Parwati dan Andrianto, 2009). Tahapan pemetaan 
rantai pasok diuraikan sebagai berikut: 


1. Pemetaan Pelaku 


Pelaku yang terlibat dalam sistem rantai pasok 
lobster terdiri dari pembudidaya, pedagang besar 
dan eksportir. Pembudidaya dan pedagang besar 
merupakan masyarakat lokal maupun pendatang 
yang tinggal dan menetap di Kabupaten Simeulue, 
sedangkan eksportir umumnya orang yang tinggal 
di luar Kabupaten Simeulue yang berasal dari 
Aceh, Medan, dan Jakarta. Karakteristik sosial 
ekonomi pelaku usaha dalam sistem rantai pasok 
lobster disajikan pada Tabel 1. 


2. Pemetaan Proses 


Empat tahapan proses rantai pasok yaitu 
penyediaan input, budidaya, dan pengumpulan 
dilakukan oleh para pembudidaya dan pedagang, 
sedangkan tahapan pengiriman dan pemasaran 
dilakukan dari Sinabang ke Aceh, Medan dan 
Jakarta dan negara tujuan (Asia dan Uni Eropa). 
Penyediaan input (benih dan pakan) dilakukan oleh 
nelayan sedangkan pemeliharaan di lakukan oleh 
pembudidaya. Budidaya lobster dilakukan di jaring 
apung dan bak semen oleh beberapa masyarakat 
di Kabupaten Simelue baik berkelompok maupun 
sendiri. Kegiatan budidaya yang berkelompok ini 
umumnya merupakan bantuan dari Dinas Kelautan 
dan Perikanan, DJPB-Kementerian Kelautan 
dan Perikanan, instansi, Badan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi (BRR), Asian Development Bank 
(ADB) dan lain-lain yang memiliki kepedulian 
terhadap pembangunan masyarakat Simeulue. 
Keramba jaring apung dengan sistem kelompok 
umumny a dikelola oleh 5 — 20 orang dengan 
jumlah jaring 8 kantong, 1 rumah jaga dan 1 


Tabel 1. Karakteristik Sosial Ekonomi Pelaku Usaha Lobster di Kabupaten Simeulue Tahun 2015. 
Table 1. Socio-economics Characteristic Lobster Businessman in Simeulue District Year 2015. 


Pelaku Usaha/ 


No. 2 
Businessman 


Karakteristik/Characteristic 


1. Pembudidaya/Fish Farmer . 


Masyarakat lokal yang bermukim di Kabupaten Simeulue/ 


Local communities settled in the Simeulue District 

* Pengalaman usaha rata-rata 5 tahun/Average experience 
about 5 years 

* Usia rata-rata 36 tahun/ Average age about 36 years old 

* Jumlah tanggungan keluarga rata-rata 5 orang/ Average 
number of family about 5 persons 


Tingkat pendidikan menengah (SMP)/ Level of education is 
junior high school 

Pekerjaan utama nelayan dan pedagang, usaha budidaya 
adalah pekerjaan sampingan/The main job are fisher and 
trader, fish farming is secondary job 


Masyarakat lokal yang bermukim di Kabupaten Simeulue/ 
Local communities settled in the Simeulue District 
Pengalaman usaha rata-rata 8 tahun/ Average experience 


Usia rata-rata 32 tahun/ Average age about 32 years old 
Jumlah tanggungan keluarga rata-rata 5 orang/ Average 
number of family about 5 persons 

Tingkat pendidikan menengah (SMA)/ Level of education is 


Pekerjaan utama nelayan/ The main job is fisher 


2. Pedagang Pengumpul D 
Besar/Middleman 
about 8 years 
senior high school 
3. Eksportir/Exportir e 


Masyarakat di luar Kabupaten Simeulue (Aceh, Medan dan 
Jakarta)/People outside Simeulue District 

Akses pasar luar negeri tinggi (Asia dan Uni Eropa)/ 

High market acces to foreign 


Sumber: Data primer, 2015/ Source Primary data processed, 2015 
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unit bagan untuk menangkap ikan rucah. Untuk 
budidaya di bak semen umumnya dimiliki oleh 
perorangan. Kegiatan budidaya ikan berpusat di 
Teluk Dalam dan Teluk Sinabang. Rata-rata jumlah 
petakan sebanyak 6 petak. Untuk usaha budidaya 
lobster ini, benih berasal dari tangkapan nelayan 
(benih dari alam). Rata-rata kebutuhan benih 
sebanyak 200 - 280 ekor per petak dengan harga 
per kilogram tergantung jenis lobster (1 kg berisi 
7-8 ekor) dengan berat 0.15 s.d 0.24 ons (15-24 
gr) per ekor. Umumnya pembudidaya memelihara 
lebih dar satu jenis lobster. Rincian harga benih 
lobster dari nelayan seperti pada Tabel 2. 


Budidaya lobster dilakukan selama 6 bulan 
untuk menaikkan berat 100 gram per ekor. Pakan 
yang diperlukan adalah ikan rucah dari nelayan 
basima (bagan siang malam). Kebutuhan pakan 
rata-rata sebanyak 5 kg per hari dengan harga 
Rp 5.000/ kg. Kenaikan harga pakan pada saat 
badai (musim barat) mencapai 100%, sehingga 
menyebabkan kesulitan pakan. Musim paceklik 
ikan rucah terjadi sebanyak dua bulan dalam satu 
tahun. Penerimaan pembudidaya untuk satu siklus 
budidaya lobster rata-rata sebanyak 64 kg dengan 
harga Rp 350.000/kg untuk jenis lobster batu. 


Pengumpulan lobster dilakukan oleh 
pedagang besar/supplier. Pasokan lobster diperoleh 
dari pembudidaya dan nelayan yang berada di 
sekitar Kecamatan Teluk Dalam, Alafan, Simeulue 
Cut, Simeulue Tengah, Teupah Barat, Teupah 
Tengah, Simeulue Barat dan Salang. Pembudidaya 
yang memasok lobster tidak sebanyak nelayan. 
Karena karakteristik lobster yang tidak bisa 
dikembangbiakan atau dibudidayakan, tapi hanya 
bisa dibesarkan, dilokasi-lokasi tempat dilepasnya 
lobster yang bertelur tersebut. Siklus penangkapan 
lobster oleh nelayan atau penggarap, tergantung 
pada musim-musim tertentu, seperti bulan 
November, Desember, Januari dan Februari. 


Sedangkan pada musim siklus paling sedikit 
penangkapan lobsters pada bulan, Mei Juni, Juli 
dan Agustus. Jumlah nelayan yang memasok ke 
supplier rata-rata sebanyak 10-15 orang dengan 
jumlah lobster sebesar 7 kg/hari. Jenis lobster yang 
dikumpulkan oleh supplier beraneka macam, antara 
lain: lobster batu, lobster bambu, lobster kipas, 
lobster pasir. Harga lobster tergantung pada kurs 
dolar dan jenis lobster. Jenis lobster yang dominan 
di Kabupaten Simeulue adalah lobster batu. Biaya 
pengiriman (BBM) yang diperlukan supplier untuk 
mengirim ke eksportir sebanyak 6 Itr (harga per liter 
sebesar Rp 9.000). Harga lobster ditingkat supplier 
disajikan pada Tabel 3. 


Setelah dikumpulkan oleh pedagang besar 
(supplier) selanjutnya dijual ke eksportir. Eksportir 
bukan merupakan penduduk lokal, namun 
mempunyai usaha penampungan di Kabupaten 
Simeulue. Rata-rata tenaga kerja eksportir 
sebanyak 10 orang dengan gaji yang berbeda- 
beda tergantung kepercayaan, lama bekerja dan 
jenis bagian pekerjaan sebesar Rp 1.200.000 s.d 
2.000.000,-/bulan. Lobster yang dikumpulkan oleh 
eksportir rata-rata sebanyak 30 kg/hari dengan jenis 
beraneka macam. Pengiriman lobster oleh eksportir 
ke Jakarta, Medan dan Nagan Raya selanjutnya 
dikirim ke Taiwan, Hongkong, Shanghai, Tiongkok, 
dan Singapura, sedangkan untuk pasar dalam 
negeri dikirim ke Bandung, Semarang, Surabaya, 
Solo, Palembang, Batam, Lampung dan kabupaten- 
kabupaten yang ada di Propinsi NAD. Transportasi 
pengiriman lobster dari nelayan/pembudidaya ke 
supplier dilakukan lewat jalur laut menggunakan 
perahu-perahu motor, sedangkan pengiriman dari 
supplier ke eksportir menggunakan motor (jalur 
darat) dan pengiriman ke Medan/Jakarta/Aceh 
dilakukan lewat jalur udara menggunakan pesawat 
Susi Air dengan intensitas pengiriman tiga kali 
seminggu. Lobster Indonesia menjadi raja ditingkat 


Tabel 2. Harga Benih Loster Berdasarkan Jenis di Kabupaten Simeulue Tahun 2015. 
Table 2. Lobster Seed Price by Type in Simeulue District Year 2015. 


No. Jenis Lobster/Lobster Type Harga (per kg)/Price (per Kg) 
1. Lobster Batu/Rock Lobster 300,000 
25 Lobster Bambu/Bamboo Lobster 300,000 — 400,000 
3. Lobster Pasir/Sand Lobster 300,000 — 400,000 
4. Lobster Mutiara/Pearl Lobster 650,000 
5. Lobster Kipas/Fan Lobster 90,000 
6. Lobster Batik/Batik Lobster 300,000 — 400,000 


7. Lobster Lumut/Moss Lobster 


300,000 — 400,000 


Sumber: Data primer, 2015/ Source Primary data processed, 2015 
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Tabel 3. Harga Jual Lobster di Tingkat Nelayan, Supplier dan Eskportir Berdasarkan Jenis Lobster 


Tahun 2015. 
Table 3. Selling Price Lobster in Fisher, Supplier and Exporter Level By Type Year 2015. 


Harga di Tingkat 


Harga di Tingkat 


Harga di Tingkat 


Harga di Tingkat 
Luar Negeri (Rp/ 


Jenis Lobster/ Nelayan (Rp/Kg)/ Supplier (Rp/Kg)/ Eksportir (Rp/Kg)/ an 
Ta Aak : Ban : Kg)/Price in 
Lobster Type Price in Fisher Level Price in Supplier Price in Exportir Foreign Level 
(IDR/Kg) Level (IDR/Kg) (IDR/Kg) (IDR/Kg) 
Lobster Batu/ 220.000 260.000 350.000 750.000 
Rock Lobster 
Lobster Bambu/ 290.000 (ukuran > 250 320.000 (ukuran > 250 450.000 850.000 
Bamboo Lobster gr)/(size > 250 gr) gr)/ size > 250 gr) 
80.000 (ukuran < 250 100.000 (ukuran < 250 
gr)/ (size < 250 gr) gr)/ size < 250 gr) 
Lobster Kipas/ 200.000 (ukuran > 210 250.000 300.000 700.000 
Fan Lobster gr)/ (size > 210 gr) 
Lobster Pasir/ 290.000 320.000 400.000 800.000 
Sand Lobster 
Lobster Mutiara/ n/a (jarang diperoleh)/ n/a (jarang diperoleh)/ 800.000 1.200.000 
Pearl Lobster (rarely obtained) (rarely obtained) 
Lobster Mati/ n/a 120.000 120.000 n/a 


Dead Lobster 


Sumber: Data primer, 2015/ Source Primary data processed, 2015 


konsumen luar negeri karena lebih bagus nilai 
rasanya (kualitasnya), dibandingkan lobster asal 
Negara Afrika, India dan Australia yang merupakan 
pengekspor lobster dunia. Harga rata-rata lobster 
ditingkat eksportir disajikan pada Tabel 3. 


Resiko usaha perdagangan lobster adalah 
pada saat pengiriman. Jika supplier membeli lobster 
dari nelayan dalam keadaan hidup kemudian mati 
pada saat perjalanan pengiriman maka kerugian 
ditanggung oleh supplier sedangkan jika eksportir 
membeli dari supplier dalam keadaan hidup 
kemudian mati di keramba jaring apung (KJA) 
maka kerugian ditanggung oleh eksportir. Rata-rata 
kerugian mencapai 40% dari keuntungan. 


3. Pemetaan Alur Produk 


Sepanjang tahap pertama proses rantai 
pasok, produk yang dihasilkan masih berupa 
bahan mentah (lobster hidup dan mati) yang tidak 
mengalami pengolahan dengan sentuhan teknologi. 
Produk yang dihasilkan pasca budidaya lobster 
adalah lobster utuh yang masih lengkap bagian 
tubuhnya. Hal ini bukan disebabkan oleh ketiadaan 
teknologi pengolahan, tetapi lebih disebabkan 
oleh permintaan pasar dan pola hubungan antara 
para pelaku usaha (nelayan dan pedagang besar) 
karena adanya ikatan antara pelaku usaha tersebut. 
Alur pasokan lobster dari hulu ke hilir dimulai dari 
nelayan (pemasok input produksi), pembudidaya/ 


nelayan, pedagang pengumpul besar/supplier, dan 
eksportir kemudian dikirim ke pasar luar negeri. 
Sedangkan dari hilir ke hulu dipengaruhi oleh 
akses keuangan, informasi pasar dan teknologi 
pemasaran. Alur produk dari hulu ke hilir dan 
sebaliknya seperti pada Gambar 2. Pada sistem 
rantai pasok komoditas lobster untuk keperluan 
ekspor dan domestik terdiri dari dua aktor yang 
terlibat yaitu produsen (pembudidaya/nelayan) dan 
pedagang (pedagang pengumpul dan eksportir). 
Pasokan lobster seluruhnya (100%) berasal dari 
pembudidaya dan nelayan yang ada di Simeulue 
kemudian dijual seluruhnya (100%) kepada 
pedagang pengumpul besar (supplier) selanjutnya 
pasokan dibagi menjadi 90% untuk ke eksportir 
yang ada di Jakarta, Medan dan Nagan Raya 
dan 10% dijual ke konsumen lokal dan wisatawan 
yang berkunjung di pulau ini. Sedangkan untuk 
keperluan pengiriman ke luar Pulau Simeulue, 
dikirim ke luar negeri (Amerika, China, Jepang, 
Australia) sebanyak 98% dan dijual ke konsumen 
kota (Jakarta, Medan) sebanyak 2%. 


4. Pemetaan Pengetahuan dan Alur Informasi 


Hal-hal yang tak kasat mata yang terkait 
dengan rantai pasok, seperti informasi dan 
pengetahuan, pada umumnya lebih sulit ditangkap 
dalam suatu peta visual namun memiliki peran 
yang sangat penting dalam menentukan kualitas 
produk dan posisi tawar-menawar produsen. Kajian 
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eee 


A. Sistem Rantai Pasok Komoditas Lobster (Ekspor)/A. Supply Chain System of Lobster Commodity (Export) 


a> 


GEES 


B. Sistem Rantai Pasok Komoditas Lobster (Pasar Lokal)/ B. Supply Chain System of Lobster Commodity (Local Market) 


Gambar 2. Sistem Rantai Pasok Komoditas Lobster di Kabupaten Simeulue/ 
Figure 2. Supply Chain System of Lobster Commodity in Simeulue District 


ini menemukan bahwa ternyata informasi berharga 
yang mempengaruhi produksi dan kualitas 
produksi tidak dimiliki oleh semua pelaku usaha 
sepanjang rantai pasok. Informasi harga lobster 
ditentukan sepihak oleh eksportir dengan alasan 
mengikuti kurs dolar dan harga pasar luar negeri. 
Untuk selanjutnya supplier juga menentukan harga 
secara sepihak kepada nelayan. Informasi harga 
disebarkan melalui ‘sms’ untuk memudahkan update 
harga, hal ini menggambarkan bahwa pengetahuan 
pedagang sudah tergolong tinggi berdasarkan 
rata-rata tingkat pendidikan menengah. 


Batt dan Marooka (2003) mengungkapkan 
bahwa pengiriman lobster khususnya lobster batu ke 
luar negeri (Australia Barat dan Jepang) tergantung 
pada kualitas yang konsisten, kesediaan untuk 
memberikan informasi pasar dan kesediaan untuk 
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memenuhi importir. “Kebutuhan mendesak” adalah 
variabel yang paling penting yang mempengaruhi 
keputusan importir untuk membeli. Sementara 
itu importir dan eksportir harus sepakat bahwa 
memberikan kualitas yang konsisten adalah hal 
yang paling penting serta harga kompetitif eksportir 
jauh lebih tinggi daripada importir, sehingga terjamin 
keberlanjutan usaha pengiriman lobster ini. 


5. Pemetaan Volume Produk, Jumlah Pelaku 
dan Lapangan Kerja 


Informasi yang berhubungan dengan volume 
produksi jauh lebih sulit diperoleh dari padainformasi 
yang terkait dengan pelaku dan ketersediaan 
lapangan kerja. Informasi volume produk sangat 
bermanfaat dalam memperkirakan permintaan 
pasar, harga, potensi produk yang masih dapat 


Analisis Manajemen Rantai Pasok Lobster (Studi Kasus di Kabupaten Simeulue, Aceh) ................. (Riesti Triyanti dan Risna Yusuf) 


digali dan nilai produk yang seharusnya dapat 
dimaksimalkan. Informasi produk juga memberi 


indikasi informasi jumlah pelaku dan jumlah 
lapangan kerja yang terserap. 
Berdasarkan data dari Karantina Ikan 


Wilayah Kerja Karantina Ikan, Pengendali Mutu, 
dan Keamanan Hasil Perikanan Simeulue Tahun 
2012-2015 volume produksi lobster yang dikirimkan 
keluar dari Kabupaten Simeulue mengalami 
kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 
2014 kemudian terjadi penurunan drastis di Tahun 
2015 (Gambar 3). Kenaikan dari tahun 2012 ke 
tahun 2013 sebesar 63,32 % dan tahun 2013 ke 
tahun 2014 sebesar 33,28 % sedangkan pada tahun 
2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 
63,58 %. Penurunan ini disebabkan oleh musim 
penangkapan yang tidak menentu terutama saat 
musim barat (badai) yang menyebabkan nelayan 
tidak pergi melaut, selain itu juga disebabkan oleh 
over fishing dari nelayan yang menangkap lobster 
dalam keadaan bertelur dan belum cukup umur. 
Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Simeulue (2011) belum ada ganun/peraturan 
mengenai pelarangan penangkapan lobster bertelur 
dan belum cukup umur, namun DKP Kabupaten 
Simeulue selalu memperingatkan nelayan yang 
menangkap dan menjual lobters dalam keadaan 
bertelur dan belum cukup umur atau berat badan 
kurang dari 2 ons dan melakukan inspeksi ke 


sejumlah tempat usaha penampungan hasil lobters 
di Kabupaten Simeulue. Namun Kementerian 
Kelautan dan Perikanan juga menindak tegas 
pedagang yang menjual lobster bertelur dengan 
hukuman penjara minimal tiga tahun ditambah 
denda Rp 150.000.000. Hal ini menindaklanjuti 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 
1 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penangkapan 
dan Perdagangan Lobster, Kepiting dan Rajungan. 
Melakukan penangkapan, perdagangan dan 
konsumsi lobster bertelur berarti telah membunuh 
dan mengorbankan jutaan calon lobster sehingga 
keberlanjutan lobster ke depan akan punah. 


Jumlah pelaku usaha pengiriman lobster 
baik untuk pasar luar negeri maupun pasar dalam 
negeri dari tahun 2012 s.d 2015 tergantung dari 
tujuan pengiriman. Untuk pengiriman ke Jakarta 
dengan tujuan pasar luar negeri (ekspor) pedagang 
yang terlibat tetap sama dalam empat tahun 
terakhir yaitu PT. ASI Pudjiastuti dengan volume 
pengiriman sangat besar (> 10 ton per tahun), 
sedangkan pengiriman ke Jakarta untuk tujuan 
pasar dalam negeri banyak pengirim yang terlibat 
dan berganti-ganti orang (+ 6-10 orang pengirim 
yang terlibat). Pasar dalam negeri adalah untuk 
kebutuhan konsumsi pribadi maupun konsumsi 
domestik. Untuk pengiriman ke Medan, pedagang 
yang terlibat tetap sama pada tahun 2012-2014 
yaitu Mahlil, namun untuk tahun 2015 mengalami 


= 
>= 
wD 
xx 
D > 
83 
= 
28 
c 
2 5 
E 
= 2 
œ S 
0s 
a 
v 
w 
£ £ 
3 
3 = 
o S 
> 


Jakarta 


Kabupaten 


Kabupaten Sumatera 
di Pulau 


Jawa 


di Aceh 


3.605 


0 


11.850 


3 


35.072 


19 


8.059 


0 


Sumber: BKIPMKHP Wilayah Kerja Simeulue diolah/ 
Source : Fish guarantine and guality of fishery products agency area Simeulue processed, 2015 
Gambar 3. Volume Pengiriman Lobster ke Luar Kabupaten Simeulue Tahun 2012 — 2015 
Figure 3. Volume of Delivery Lobster Outside Simeulue District Years 2012-2015 


Keterangan/Description : (1) Data tahun 2012 merupakan data bulan April s.d Desember/Data in year 2012 are 
data from April to December, (2) Data tahun 2015 merupakan data bulan Januari s.d Juli/Data in year 
2015 are data from January to July, (3) Kabupaten di Aceh terdiri dari Kota Fajar, Meukek, Labuhan 
Haji, Meulaboh, Banda Aceh/ District in Aceh are Kota Fajar, Meukek, Labuhan Haji, Meulaboh, Banda 
Aceh, (4) Kabupaten di Pulau Jawa terdiri dari Solo, Bandung, Semarang, Surabaya/District in Java 
Island are Solo, Bandung, Semarang, Surabaya. 
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pergantian pelaku usaha karena jumlah stok lobster 
di pedagang besar ini mengalami penurunan. 


Tenaga kerja yang terserap dalam usaha 
perdagangan lobster cukup banyak. Rata-rata 
tenaga kerja yang dimiliki oleh pedagang besar/ 
eksportir sebanyak 10 orang, dengan gaji Rp 1,2 
juta s.d 2 juta. Namun, seiring dengan menurunnya 
produksi lobster di Kabupaten Simeulue akan 
terjadi pula pengurangan tenaga kerja (PHK) 
sehingga akan menambah jumlah pengangguran, 
sehingga perlu dipikirkan lapangan pekerjaan 
lain yang dapat menyerap tenaga kerja tersebut. 
Secara kuantitas, lebih dari 80% merupakan 
masyarakat pendatang (Jawa, Sulawesi, Riau) 
sedangkan 20% merupakan masyarakat lokal/asli. 
Hal ini berbanding lurus dengan kualitas tenaga 
kerja, tenaga kerja pendatang memiliki sifat yang 
lebih produktif, pantang menyerah, rajin dan ulet 
jika dibandingkan dengan tenaga kerja lokal. Hal 
ini membuat keuntungan yang diperoleh dengan 
memperkerjakan tenaga kerja pendatang lebih 
besar. 


6. Pemetaan Hubungan dan Keterkaitan Antar 
Pelaku 


Kepercayaan dan keterhubungan memiliki 
kaitan yang amat erat dalam suatu rantai nilai. 
Organisasi yang tidak memiliki keterhubungan 
tidak punya alasan untuk saling “percaya”, 
sekalipun mereka bukannya “tidak percaya” pada 
pihak lainnya. Sebaliknya, kepercayaan mungkin 
tidak penting bila terdapat mekanisme penegakan 
yang memastikan terjadinya kepatuhan atas 
peraturan yang memayungi hubungan (misalnya, 
kontrak dan regulasi hukum lainnya). Akan tetapi, 
bila tidak terdapat mekanisme penegakan yang 
efektif, hubungan yang terjalin tanpa adanya 
kepercayaan akan selalu merupakah hubungan 
yang lemah. 


Keterkaitan yang didefinisikan sebagai 
hubungan sosial antara dua pihak, dapat berperan 
dalam rantai nilai tertentu, misalnya usaha keluarga 
yang melibatkan beberapa anggota keluarga atau 
kelompok keluarga yang masing-masing memiliki 
tugas spesifik atau spesialisasi dalam rantai nilai 
(biasanya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi), 
sedangkan keterhubungan merupakan norma yang 
lebih umum di kebanyakan rantai nilai (dengan 
berbagai derajat kepercayaan antara para pelaku). 


Analisis keterhubungan mencakup tidak 


hanya sekedar melakukan identifikasi atas 
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organisasi dan pelaku mana saja yang terhubung 
satu sama lain, namun juga mengidentifikasi 
alas an-alasan terjadinya hubungan ini dan 
apakah keterhubungan tersebut bermanfaat atau 
tidak. Para pelaku dalam rantai nilai memiliki 
hubungan antara satu sama lain karena mereka 
bertujuan memperoleh manfaat dari hubungan 
tersebut. Suatu identifikasi adanya manfaat 
(atau kurangnya manfaat) juga memerlukan 
identifikasi hambatan dalam meningkatkan 
keterhubungan dan kepercayaan di antara 
para partisipan rantai nilai. Keterhubungan 
dalam suatu rantai nilai kebanyakan merupakan 
hubungan usaha, dan hubungan ini bisa berupa 
hubungan formal namun seringkali justru bersifat 
informal. 


Sebagai dasar dalam melihat jaringan sosial 
para pelaku usaha lobster di Kabupaten Simeulue 
adalah data mengenai alur modal kerja dan alur 
produk. Hubungan para pelaku antar titik-titik dalam 
alur tersebut tidak hanya mempertimbangkan 
aspek ekonomi namun didalamnya terlekat aspek 
sosial yang didasarkan pada motif tertentu. Dasar 
hubungan yang terbentuk antar pelaku bisnis lobster 
di Kabupaten Simeulue terdiri dari berbagai motif. 
Motif kepentingan terlihat dalam setiap hubungan, 
namun selain motif kepentingan terlihat pula motif 
kekuasaan pada hubungan antara supplier dengan 
pembudidaya dan nelayan serta eksportir dengan 
supplier. 


Motif kepentingan didasari oleh kepentingan 
distribusi produk, produsen memiliki produk yang 
dihasilkan dan pedagang memerlukan produk untuk 
memenuhi pasar. Sedangkan motif kekuasaan 
didasari oleh jaminan pasar yang dimiliki pedagang 
(supplier dan eksportir) dan mempunyai kekuasaan 
dalam penentuan harga. Jumlah eksportir di 
Kabupaten Simeulue hanya dua orang, sehingga 
supplier tidak mempunyai pilihan lain untuk menjual 
produk lobster-nya. Sementara pada hubungan 
antara supplier dan nelayan terdapat hubungan 
perasaan terutama empati. Motif sentiment 
lebih didasarkan pada ikatan kekerabatan dan 
solidaritas antar tetangga. Jumlah nelayan yang 
menjual lobster hasil tangkapannya cukup banyak. 
Satu orang supplier dapat membawahi 10 orang 
nelayan, sedangkan jumlah supplier di Kabupaten 
Simeulue sebanyak 10-15 orang yang tersebar di 
kecamatan-kecamatan di Kabupaten Simeulue. 
Secara lebih rinci berikut ini adalah ulasan tentang 
hubungan antar pelaku dalam usaha rumput laut 
tersebut (Gambar 4). 


7. Pemetaan Tata Kelola (Kebijakan Pemerintah) 


Nelayan/Fisher a 


ji r 
Pembudidaya/ = i 
Fish Farmer > ae 


Sumber: Data primer diolah/Source : Primary data processed, 2015 


menanam 


Gambar 4. Jaringan Sosial Antar Pelaku Bisnis Lobster di Kabupaten Simeulue/ 
Figure 4. Social Network Among Lobster Businessman in Simuelue District 


Keterangan/Description : 


Jaminan Sosial/Social insurance 

Hubungan Sosial Kekuasaan/Social Relationship of Power 
Hubungan Sosial Perasaan/Social Relationship of Sentiment 
Hubungan Sosial Kepentingan/Social Relationship of Interest 


tahun ditambah denda Rp 150.000.000. Hal ini 


menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan 


Analisis tata kelola dilakukan dengan tujuan 
mengidentifikasi dan memahami berbagai aturan 
yang mendukung rantai pasok, serta sistem 
koordinasi, regulasi, dan kendali yang berjalan 
saat terbentuknya nilai dalam suatu rantai (Gereffi 
& Humphrey, 2003). Menurut Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Simeulue (2011) belum 
ada qanun/peraturan mengenai pelarangan 
penangkapan lobster bertelur dan belum cukup 
umur, namun DKP Kabupaten Simeulue selalu 
memperingatkan nelayan yang menangkap dan 
menjual lobters dalam keadaan bertelur dan belum 
cukup umur atau berat badan kurang dari 2 ons 
dan melakukan inspeksi ke sejumlah tempat usaha 
penampungan hasil lobters di Kabupaten Simeulue. 
Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan juga 
menindak tegas pedagang yang menjual lobster 
bertelur dengan hukuman penjara minimal tiga 


Perikanan No. 1 Tahun 2015 tentang Pelarangan 
Penangkapan dan Perdagangan Lobster, Kepiting 
dan Rajungan. Melakukan penangkapan, 
perdagangan dan konsumsi lobster bertelur berarti 
telah membunuh dan mengorbankan jutaan calon 
lobster sehingga keberlanjutan lobster ke depan 
akan punah. 


PERMASALAHAN DALAM RANTAI 
LOBSTER 


PASOK 


Pengembangan usaha bisnis 
laut (marikultur) dan pemasarannya masih 
mengalami beberapa permasalahan yang 
dihadapi. Permasalahan tersebut terletak pada 
sumberdaya (benih dan pakan), kelembagaan, 
sarana dan prasarana, dan aspek sosial ekonomi 
(Tabel 4). 


budidaya 


Tabel 4. Indikator dan Sumber Permasalahan Rantai Pasok Lobster di Kabupaten Simeulue Tahun 


2015. 


Table 4. Indicator and Source of Problems of Lobster Supply Chain in Simeulue District in Year 2015. 


No Indikator Permasalahan/Problems Indicator 


A  Sumberdaya/Resource 


Sumber Permasalahan/Source of Problems 


1. Kurangnya stok benih/Lack of seed stocks 


2. Kurangnya stok pakan (ikan rucah)/Lack of feed 
stocks (trash fish) 


Pasokan benih lobster dari nelayan menurun karena 
dipengaruhi oleh musim tangkapan yang tidak menentu dan 
adanya kebijakan tentang pelarangan penangkapan lobster 
menyebabkan ketakutan nelayan untuk menangkap benih 
lobster/Supply of lobstre seed from fishers is decreased. It 
because influenced by unprediction capture season and 
policy about prohibiton of lobster catching so that fishers want 
not to catch lobster seeds. 


Ketersediaan pakan (ikan rucah) dipengaruhi oleh musim 
tangkapan ikan yang juga berpengaruh pada harga pakan. 
Kenaikan harga pakan sampai dengan 100% saat musim 
barat/badai./Availability of feed (trash fish) influenced by not 
only capture season but also feed price. Increasing of feed 
price to rich 100 % on west season (storm) 
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Lanjutan Tabel 4/Continues Table 4 


No 
3. 
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Indikator Permasalahan/Problems Indicator 


Ukuran tangkapan lobster yang semakin kecil 
dan volume produksi yang semakin menurun/ 
The catches size of lobster getting smaller and 
production volume decreased 


Kelembagaan/Institutional 
Masih minimnya pendidikan dan pendampingan 
pada budidaya lobster/ Lack of education and 
assistance in lobster farming 


Aksesibilitas pasar yang terbatas/Limited market 
accessibility 


Sarana Prasarana/Infrastructure 

Minimnya dana pembangunan kelautan dan 
perikanan yang tersedia dan belum optimalnya 
pemanfaatan sarana dan prasarana/Lack of marine 
and fisheries development funds and low utilization of 
infrastructure 


Sarana prasarana budidaya masih sangat minim 
dan mengandalkan bantuan pemerintah/Farming 
infrastructure very poor 

and rely on government assistance 


Minimnya sarana pengangkutan produk budidaya/ 
The lack of means of aguaculture products 
distribution 


Sosial Ekonomi/Socio-economics 


Dominasi masyarakat pendatang dalam usaha 
budidaya dan pemasaran lobster/ The dominance of 
migrant communities in the farming and marketing 
of lobster 


Kurangnya kesadaran akan pemanfaatan 
sumberdaya secara lestari/ Lack of awareness of 
sustainable resources 


Tidak berlanjutnya usaha budidaya yang berasal 
dari dana bantuan (BRR, ADB, DJPB-KKP, DKP 
Propinsi dan Kabupaten)/Aguaculture that comes 
from fund is not sustainable 


Sumber Permasalahan/Source of Problems 


Pemanfaatan selama ini tidak memperhatikan nilai 
keberlanjutan tangkapan. Saat ini diberlakukan Kepmen KP 
No. 1/2015 tentang aturan ukuran minimum penangkapan, 
yang membuat penangkap lobster berkurang pendapatannya/ 
Utilization is not sustainable value of capture. Kepmen No. 
1/2015 about rule of minimum size of capture so that lobster 
fisher lower income. 


Keterbatasan SDM dan anggaran/Limited labour and budget. 


Informasi pasar masih minim dan dikuasai oleh eksportir, alat 
angkut (transportasi) masih terbatas dan promosi juga belum 
berjalan/Market information is still minimum and controlled by 
exporter, limited transportation and promotion. 


Kurangnya perhatian untuk pengembangan kelautan dan 
perikanan, perencanaan yang tidak akurat dan kurangnya 
pengetahuan pemanfaatanya/Lack of intention to develop 
marine and fisheries, unaccurate planning and lack of 
knowledge utilization. 


Tingginya modal usaha untuk keperluan investasi usaha 
budidaya laut (KJA) sedangkan anggaran pemerintah 
terbatas. Penurunan jumlah pembudidaya dari 167 orang 
(Tahun 2006) menjadi 3 Orang (Tahun 2015) dan jumlah KJA 
dari 30 unit (Tahun 2006) menjadi 3 unit (tahun 2015)/High 
capital for marine culture investation, limited of governmen 
budget. Decreasing of fish farmer from 167 people (year 
2006) become 3 people (year 2015) and decreasing number 
of pound marine culture from 30 units (year 2006) become 3 
units (year 2015). 


Armada pengangkutan yang minim dan memerlukan waktu 
pengiriman yang lama/ Lack of transportation that need much 
time for delivering. 


Karakter masyarakat lokal (asli) yang tidak mau maju dan 
berkembang (malas) /Local community characteristic are not 
advance and also developed (lazy). 


Kurangnya sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dari 
Dinas Kelautan dan Perikanan mengenai manfaat dari teknik 
dan tata cara pemanfaatan yang ramah lingkungan, /Lack 
of socialization, training and assistance fron Marine and 
Fisheries Agency about benefit from technical and the way of 
sustainaible environment 


Kelembagaan kelompok penerima bantuan yang kurang 
berfungsi dan banyaknya kelompok aspirasi/ /nstitution 
group of beneficiaries are not function and other groups 
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Lanjutan Tabel 4/Continues Table 4 


No Indikator Permasalahan/Problems Indicator Sumber Permasalahan/Source of Problems 

4. Masih rendahnya tingkat pemanfaatan sumberdaya Kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan pasar dalam 
dalam bidang budidaya laut/ Low level of resource usaha budidaya laut serta tidak ada sosialisasi, pelatihan dan 
utilization in marine culture pendampingan dari Dinas KP Kabupaten Simeulue/Lack of 


knowledge, behaviour, and market access in marine culture 
and there is no socialization, training, assistance from Marine 
and Fisheries Agency Simeulue District 


5; Pasar yang masih terbatas dikuasai oleh Kurangnya pengetahuan pelaku usaha untuk akses pasar/ 
pelaku usaha tertentu sehingga mengakibatkan Lack of knowledge businesses to access markets 
ketergantungan antara satu pelaku dengan pelaku 
yang lain/ The market is still limited controlled by 
certain businessesman dependence between the 
actors with other actors 


6. Rendahnya penguasaan teknologi untuk optimalisasi Kurangnya penguasaan teknologi pemanfaatan sumberdaya/ 
pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan/ Lack of resource utilization technology 
Low of technology for optimizing the utilization of 
marine and fisheries resources 


Sumber : Data Primer, 2015/Source Primary Data, 2015 


Dari gap analysis atas permasalahan- terutama terlihat dari karakteristik masyarakat. 
permasalahan yang ada,penyebabnya dapat Implikasi kebijakan yang memungkinkan untuk 
disebabkan oleh faktor teknis dan non teknis mengatasi masalah tersebut antara lain: 
usaha budidaya laut. Faktor teknis terdiri dari 
teknologi budidaya, ketersediaan benih, dan 
ketersediaan pakan, sedangkan faktor non teknis 
terdiri dari karakteristik sosial ekonomi masyarakat, 
aksesibilitas yang belum memadai, keterbatasan 
anggaran untuk sektor kelautan dan perikanan 
baik dari APBK maupun APBA/APBN, dan masih 
kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana 
kelautan dan perikanan. 


1. Perlu penindakan tegas dari Pemerintah 
Daerah atas Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan No. 1 Tahun 2015 tentang 
Pelarangan Penangkapan dan Perdagangan 
Lobster, Kepiting dan Rajungan dalam 
keadaan bertelur dan belum cukup umur atau 
berat badan kurang dari 2 ons dan melakukan 
inspeksi ke sejumlah tempat usaha 
penampungan hasil lobster di Kabupaten 


Simeulue agar benih lobster selalu tersedia; 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 
2. Terbatasnya akses pasar ke luar daerah 


Kabupaten Simeuleu memiliki potensi atau ke luar negeri bisa diatasi jika para 
sumberdaya alam khususnya perikanan budidaya pembudidaya atau pedagang pengumpul 
yang unggul. Rantai pasok lobster di Kabupaten lokal membuka peluang pasar yang ada 
Simeulue terdiri dari satu rantai yaitu nelayan/ dengan memperkuat posisi tawarnya di pasar 
pembudidaya (100%) — supplier (100%) — lobster dunia, dengan cara menjaga kualitas 
eksportir (90%) dan konsumen lokal (10%) — produk lobster yang diperdagangkan, 
konsumen luar negeri (100%) serta terdiri dari 3. Penentuan harga oleh satu pelaku dapat 


tujuh pemetaan dalam manajemen rantai pasok. 
Pemanfaatan lobster tersebut mengalami beberapa 
permasalahan utama yang menonjol. Permasalahan 
yang dihadapi dalam kegiatan pasokan lobster 
adalah ketersediaan pasokan benih dan pakan, 
akses pasar ke luar daerah yang terbatas, penentu 
harga satu pelaku yaitu pedagang bukan produsen, 
dan rendahnya teknologi budidaya. Selain itu juga 4. Teknologi budidaya yang rendah 
terdapat permasalahan pada kondisi sosial ekonomi menyebabkan daya saing produk rendah 


diatasi dengan cara membuka peluang untuk 
pemain baru di daerah yang berfungsi sebagai 
pesaing dari pedagang itu sendiri sehingga 
dengan banyaknya pemain dalam usaha 
perdagangan ikan maka harga dikendalikan 
oleh pasar, bukan orang tertentu, 
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sehingga kalah dengan pembudidaya yang 
telah memiliki teknologi budidaya yang 
intensif, hal ini dapat diatasi dengan bantuan 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Simulue yang bekerja sama dengan penyuluh 
untuk memberikan pendampingan teknologi 
adaptif yang berasal dari Balitbang Kelautan 
dan Perikanan atau universitas setempat: 


ap Karakteristik masyarakat 
berkembang terkait 
masyarakat terhadap budidaya lobster 
tersebut. Masyarakat akan tertarik jika 
melihat keuntungan yang diperoleh dari 
usaha budidaya lobster sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini 
perlu dukungan penyuluh agar meningkatkan 
minat masyarakat terhadap budidaya lobster 
di Kabupaten Simeulue. 


yang susah 
dengan preferensi 


6. Secara umum, budidaya lobster sangat 
tergantung pada ketersediaan benih di alam, 
untuk itu masyarakat perlu diversifikasi 
budidaya laut lain selain lobster yaitu budidaya 
kerapu dalam keramba jaring apung (KJA) 
untuk memenuhi kebutuhan permintaan 
pasar yang tinggi terhadap ikan kerapu. 
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ABSTRAK 


Peningkatan produksi garam menjadi penting seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk 
dan tumbuhnya sektor industri pengolahan di Indonesia. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat 
(PUGAR) yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditujukan untuk menjaga 
dan meningkatkan ketersediaan garam di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui struktur biaya 
usaha petambak garam serta faktor-faktor yang memengaruhi pendapatannya yang akan berdampak 
pada penciptaan nilai tambah petambak garam. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 
Partial Least Sguare Path Modelling (PLS-PM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan output 
petambak garam sebesar satu persen akan meningkatkan nilai tambah petambak garam sebesar 0,911 
persen, sedangkan peningkatan input antara (intermediate input) sebesar satu persen akan memberikan 
dampak secara tidak langsung terhadap nilai tambah petambak garam sebesar 0,775 persen. Selain itu, 
peranan komoditas garam terhadap perekonomian terus meningkat selama program PUGAR digulirkan. 
Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi dan laju pertumbuhan PDB berbasis garam yang selalu meningkat 
selama periode tersebut. 


Kata Kunci: garam, program PUGAR, output, nilai tambah, konsumsi antara 


ABSTRACT 


Increasing production of salt has become important due to the increasing population and the 
growth of the manufacturing sector in Indonesia. Empowerment of People's Salt (PUGAR) Program 
launched by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (MMAF) is intended to maintain and improve 
the availability of salt in the community. This research aims at finding cost structure and factors that effect 
the income of salt farmers by which will lead to impacted to the generating of salt farmers value added. 
This research uses a Partial Least Square Path Modelling (PLS-PM) as analytical method. Based on the 
research results, an increase in output of salt farmers by one percent will increase the value added of salt 
farmers by 0,911 percent. While the increase in intermediate inputs by one percent would provide indirect 
impact on the value added of salt farmers by 0,775 percent. In addition, the role of salt commodities on 
the economy continued to increase throughout the PUGAR program rolled. This phenomenon showed 
by the contributions and growth rate of based on the continum growth rate of based-salt GDP during the 
period. 


Keywords: salt, PUGAR program, output, value added, intermediate input 
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PENDAHULUAN 


Garam adalah komoditas mayarakat 
dengan potensi yang besar dan terbentang di 
depan mata. Peran komoditas ini sangat penting 
mengingat garam selalu dibutuhkan manusia 
seperti halnya kebutuhan manusia akan makanan. 
Namun demikian, peran garam dalam sisi ekonomi 
seringkali masih dikesampingkan. Harganya yang 
murah membuat komoditas ini disepelekan oleh 
sebagian masyarakat. Padahal fungsi garam untuk 
konsumsi itu sendiri tidak dapat digantikan oleh 
komoditas lain, termasuk gula. Oleh karena itu, 
sifat garam menjadi sensitif dan layak diposisikan 
sebagai komoditi strategis. Selain itu, 2/3 luas 
wilayah Indonesia adalah lautan yang notabene 
merupakan sumber bahan baku pembuatan garam 
turut mendukung garam menjadi komoditas yang 
potensial dan strategis untuk dikembangkan. 


Posisi strategis garam tidak hanya 
ditunjukkan melalui perannya sebagai pemberi rasa 
asin dalam makanan, tetapi juga penggunaannya 
dalam industri pengolahan. Bahkan, sekitar 40 
persen garam di seluruh dunia digunakan sebagai 
bahan baku perusahaan kimia yang mengubah 
NaCl (garam) menjadi klorin dan soda abu, serta 
kimia dasar anorganik lainnya. Garam adalah 
bantuan pengolahan dalam industri, bahkan ahli 
gizi hewan menjamin kesehatan dan produktivitas 
ternak dan unggas dengan pemberian garam 
(Syarifuddin, 2013). 


Di Indonesia kebutuhan garam secara 
nasional per tahun diperkirakan sebanyak 3,2 
juta ton dimana 1,4 juta ton diperuntukkan bagi 
kebutuhan konsumsi dan 1,8 juta ton ditujukan 
bagi kebutuhan industri kimia dan industri pangan 
(Jalasena, 2013). Nilai konsumsi garam tersebut 
diperkirakan akan terus meningkat seiring 
bertambahnya jumlah penduduk dan tumbuhnya 
sektor industri pengolahan Indonesia. Dengan 
demikian dukungan pemerintah dalam meningkatan 
produksi garam sangat diperlukan mengingat 
tingginya permintaan komoditas ini. 


Program Pemberdayaan Usaha Garam 
Rakyat (PUGAR) yang dicanangkan oleh 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 
tahun 2011 — 2012 merupakan salah satu upaya 
dari pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan 
ketersediaan garam di masyarakat. Hal ini 
ditunjukkan dengan meningkatnya produksi garam 
nasional pasca adanya program ini. Sebelumnya, 
produksi garam nasional pada tahun 2008 hanya 
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sebesar 1,2 juta ton (Azizi et al., 2011). Namun 
pasca adanya program PUGAR, produksi garam 
nasional pada tahun 2012 melesat hingga 2,4 juta 
ton dengan luas lahan tambak garam sebesar 
26.975,44 Ha (Pusdatin KKP, 2013). 


Program PUGAR ditujukan sebagai salah 
satu upaya untuk memenuhi kebutuhan garam 
nasional. Namun demikian,pengetahuan terhadap 
profil usaha petambak garam tidak kalah penting 
karena dapat memberikan informasi mengenai 
struktur biaya yang dikeluarkan petambak garam. 
Analisis struktur biaya diperlukan untuk memberikan 
gambaran alokasi biaya-biaya yang dikeluarkan 
oleh produsen, dalam hal ini adalah petambak 
garam, dalam kegiatan produksinya. Selain 
itu, pengetahuan pemerintah terhadap struktur 
biaya petambak garam dapat menjadi panduan 
penentuan arah kebijakan, khususnya kebijakan 
yang memudahkan petambak garam mendapatkan 
akses terhadap komponen-komponen biaya 
produksinya. 


Penelitian ini menganalisis struktur biaya 
usaha petambak garam serta faktor-faktor yang 
memengaruhi pendapatan petambak garam yang 
akan berdampak pada besaran nilai tambah yang 
diterima oleh petambak garam. Melalui hal tersebut, 
penelitian ini juga berusaha mengkaji peranan 
komoditas garam dalam perekonomian nasional. 
Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat 
memberikan gambaran sekaligus masukan bagi 
penentuan kebijakan terkait upaya peningkatan 
produksi garam nasional. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian analisis struktur biaya petambak 
garam dilakukan di sembilan provinsi yang mengikuti 
program PUGAR, yakni Aceh, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, 
Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan 
Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan pada 
bulan Agustus 2013 sampai dengan Oktober 2013. 
Sedangkan periode data yang dianalisis adalah 
tahun 2012. 


Jenis dan Sumber Data 


Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer berasal dari hasil wawancara terhadap 313 
petambak garam yang mengikuti program PUGAR 
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dimana pengambilan sampel dilakukan secara 
acak. Informasi yang diambil dari wawancara ini 
berupa keterangan mengenai produksi garam dan 
pendapatan lain petambak garam serta rincian 
biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petambak 
garam dalam mendukung proses produksinya. 
Sedangkan data sekunder yang digunakan berasal 
dari berbagai publikasi kementerian terkait serta 
sumber lain yang mendukung penelitian ini. 


Metode Analisis 


a. Deskriptif 


Analisis deskriptif merupakan analisis statistik 
yang menggambarkan atau mendeskripsikan data 
menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah 
dipahami. Penyajian tabel-tabel, grafik atau 
diagram, ukuran-ukuran dan deskripsi data dari 
hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan 
dengan penelitian ini, akan disajikan sebagai 
pelengkap analisis. 


b. Partial Least Sguare Path Modeling (PLS-PM) 


Partial Least Square Path Modelling 
(PLS-PM) merupakan metode statistik yang 
digunakan untuk analisis model struktural dengan 
variabel laten. PLS-PM tidak mengasumsikan 
sebaran peluang teoritis tertentu sehingga 
pengujian statistik dilakukan dengan metode 
resampling. Pada  PLS-PM, terdapat tiga 
hubungan yang mengaitkan antara model struktural 
dengan model pengukuran: (1) inner model, 
mengacu pada model struktural dan hubungan 
antar variabel laten, (2) outter model, mengacu 
pada model pengukuran dan hubungan antara 
suatu variabel laten dengan indikator-indikatornya; 
dan (3) weight relation, mengacu pada skor variabel 
laten. 


Variabel laten adalah variabel-variabel 
yang tidak dapat diukur secara langsung sehingga 
membutuhkan indikator-indikator (variabel 
manifest) untuk dapat mengukur variabel laten 
tersebut. Analisis antar variabel laten dapat 
dilakukan jika variabel laten tersebut mampu 
diukur melalui indikator-indikatornya. Penelitian ini 
ingin mengetahui keterkaitan antara variabel laten 
output, input antara, dan input primer. Dengan 
demikian, perlu dijelaskan bagaimana hubungan 
antara setiap variabel laten dalam penelitian ini 
dengan indikator-indikatornya serta hubungan 
antar variabel laten. 


Variabel Laten dan Indikator 


Variabel laten adalah variabel yang tidak 
dapat diobservasi atau diukur secara langsung. 
Variabel laten (faktor) diukur melalui variabel- 
variabel lain yang dapat diobservasi secara 
langsung yang disebut dengan variabel manifes 
(indikator). 


Pada penelitian ini, terdapat tiga faktor yang 
akan dianalisis, yakni faktor input antara (IA), faktor 
nilai tambah bruto (NTB), dan faktor output. Faktor 
output diukur oleh variabel-variabel nilai penjualan 
garam dan pendapatan lainnya. Sedangkan faktor 
input antara mengacu pada variabel-variabel yang 
habis digunakan selama proses produksi. Faktor ini 
diukur oleh variabel-variabel biaya air bersih, biaya 
angkutan, biaya bahan bakar, biaya bunga bank, 
biaya kemasan, biaya listrik, biaya pelumas, biaya 
pemeliharaan kincir, biaya pemeliharaan pompa, 
biaya pemeliharaan tambak, biaya suku cadang, 
biaya sewa tambak, biaya sewa alat lainnya, upah 
buruh musiman, serta biaya-biaya lainnya. Faktor 
nilai tambah bruto mencerminkan balas jasa dari 
adanya kepemilikan faktor produksi. Faktor ini 
diukur oleh variabel-variabel gaji pegawai sebagai 
balas jasa dari faktor produksi tenaga kerja, pajak 
tidak langsung (PTL) sebagai peran pemerintah 
selaku regulator, dan surplus usaha sebagai balas 
jasa dari faktor produksi modal/kewirausahaan. 
Dalam ekonomi makro, nilai tambah bruto yang 
teragregasi disebut sebagai Produk Domestik 
Bruto (PDB). 


Model Analisis Struktur Input Petambak Garam 


Pada analisis model struktural, variabel 
laten yang diduga oleh variabel laten lainnya 
disebut variabel laten endogen dan dinotasikan n 
(Eta). Sedangkan variabel laten yang tidak pernah 
diduga oleh variabel laten lainnya disebut variabel 
laten eksogen dan dinotasikan dengan € (Xi). Pada 
penelitian ini, ada dua variabel laten endogen, 
yakni faktor output dan faktor nilai tambah bruto, 
serta satu variabel laten eksogen, yakni faktor 
input antara. Adapun konseptualisasi model pada 
penelitian ini dijelaskan pada Gambar 1. 


Validasi dengan Metode Resampling 


PLS-PM bukanlah metode statistik yang 
mengikuti suatu distribusi tertentu sehingga estimasi 
parameternya dilakukan melalui pendekatan 
statistik non-parametrik dengan menggunakan 
metode resampling seperti bootstrapping. Secara 
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sederhana, prosedur bootstrapping adalah sebagai 
berikut: 


e Sebanyak M kelompok sampel (replika) 
dibangun untuk kemudian didapatkan 
sebanyak M estimasi untuk setiap parameter 
pada model PLS-PM. 


* Setiap replika memiliki ukuran sampel yang 
sama dengan banyaknya kasus yang ada 
pada dataset yang ada yang diperoleh 
dengan metode sampling with replacement 
(WR). 


Pada penelitian ini jumlah sampel yang 
digunakan sebanyak 313 petambak yang didapat 
melalui pengambilan sampel yang dilakukan 
secara acak dengan menggunakan metode Simple 
Random Sampling (SRS). Dengan demikian, 
banyaknya kasus pada tiap replika ada sebanyak 
313 kasus. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Produksi dan Konsumsi Garam Indonesia 


Secara umum, produksi garam Indonesia 
memiliki kecenderungan yang sangat variatif. 
Berdasarkan data pada Tabel 1 produksi garam 
nasional sejak Tahun 2001 hingga tahun 2004 


selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2001 
produksi garam nasional sebesar satu juta ton 
meningkat di Tahun 2002 menjadi 1.091.200 ton. 
Kenaikan produksi kembali terjadi pada tahun 2003 
yakni menjadi 1.344.000 ton. Hingga pada tahun 
2004 produksi garam meningkat menjadi 1.382.980 
ton. Namun sayangnya, sejak tahun 2005 hingga 
2014 produksi garam nasional mengalami 
fluktuasi. Peningkatan produksi diantaranya terjadi 
pada tahun 2006 sebesar 12,00 persen dan pada 
tahun 2009 sebesar 14,35 persen. Peningkatan 
produksi yang cukup signifikan terjadi pasca 
adanya program PUGAR yang tercermin dari 
tingginya produksi pada tahun 2012 dan 2014 
yang meningkat masing-masing sebesar 86,11 
persen dan sebesar 101,54 persen. Namun 
demikian, selama periode tersebut juga sempat 
terjadi penurunan produksi, diantaranya pada 
tahun 2005 sebesar -16,85 persen dan pada tahun 
2008 sebesar -11,34 persen. Penurunan terbesar 
terjadi pada tahun 2010 sebesar -97,77 persen 
dengan volume produksi 30.600 ton. Hal ini 
disebabkan karena pada tahun tersebut terjadi 
gejala la nina yang menyebabkan musim hujan 
yang cukup panjang pada periode tersebut 
sehingga produksi garam nasional menjadi 
terhambat. 


Gambar 1. Model Analisis Biaya Petambak Garam PUGAR 
Figure 1. PUGAR Salt Farmers Cost Analysis Model 
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Selama ini garam di Indonesia diproduksi 
oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal 
ini PT Garam (Persero), dan petambak-petambak 
garam atau yang dikenal sebagai pegaraman 
rakyat. Dipandang dari sisi luas areal, jumlah 
areal penggaraman yang dimiliki oleh PT Garam 
(Persero) relatif lebih sempit namun letaknya 
menyatu (tidak berpencar-pencar). Luas lahan 
garam yang dimiliki oleh perusahaan yang berbasis 
di Madura ini sekitar 5.130 hektar dan pada tahun 
2009 produksinya sebesar 319.000 ton atau 30 
persen dari total produksi garam nasional pada saat 
itu (Kemala, 2013). Sedangkan untuk usaha garam 
rakyat, dengan luas lahan garam yang lebih besar 
dibandingkan luas lahan garam milik PT Garam, 
mampu memproduksi 70 persen dari total produksi 
garam nasional. 


Produksi garam nasional selama ini hanya 
mampu memenuhi kebutuhan garam konsumsi, 
industri aneka pangan, dan pemakaian lainnya 
(pengasinan ikan, pakan ternak, dil). Kebutuhan 
untuk industri kimia, seperti industri chlor alkali 
harus dipenuhi melalui impor. Dalam kurun 
waktu lebih dari sepuluh tahun, impor Indonesia 
terhadap komoditi garam mengalami fluktuasi. 
Pada periode 2001-2009, impor garam tidak 
pernah lebih dari dua juta ton kecuali pada tahun 
2004 sebesar 2,18 ton. Sedangkan selama periode 
2010-2014 impor garam selalu di atas dua juta ton. 


Impor tertinggi terjadi pada tahun 2011 yang lebih 
dari 2,6 juta ton. Impor garam yang cenderung 
meningkat menunjukkan belum mampunya unit 
produksi garam nasional memenuhi kebutuhan 
garam secara keseluruhan. Keterbatasan 
daya dukung faktor produksi dan permodalan 
menyebabkan luas lahan garam di Indonesia 
relatif tidak berubah dari tahun ke tahun. Di lain 
pihak, kebutuhan garam Indonesia diperkirakan 
akan terus meningkat seiring dengan peningkatan 
jumlah penduduk dan berkembangnya jumlah 
industri pemakai garam. 


Tabel 1 memperlihatkan data konsumsi 
garam nasional. Tren konsumsi komoditas ini selalu 
meningkat selama lebih dari sepuluh tahun terakhir. 
Pertumbuhan rata-rata konsumsi garam baik 
untuk industri maupun konsumsi setiap tahunnya 
meningkat sebesar 4,26 persen. Pertumbuhan 
ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk 
Indonesia (Kemala, 2013). 


Menurut pengelompokkan kegunaannya, 
garam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni 
garam konsumsi dan garam industri. Garam 
konsumsi adalah garam dengan kadar NaCl 97 
persen (Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan dan Pemasaran, 2003). Garam 
ini dipakai untuk konsumsi langsung, diproses 
dalam industri makanan, serta untuk pengasinan/ 


Tabel 1. Produksi, Impor, dan Konsumsi Garam Indonesia, 2001 — 2014. 
Table 1. Indonesian Salt Production, Import and Consumption, 2001 — 2014. 


Tahun/ Produksi (Ton)/ Impor (Ton)/ Konsumsi (Ton)/ 
Year Production (Ton) Import (Ton) Consumption (Ton) 
2001 1,000,000 1,596,000 2,111,752 
2002 1,091,200 1,553,000 2,145,000 
2003 1,344,500 1,426,000 2,285,000 
2004 1,382,980 2,181,000 2,485,434 
2005 1,150,000 1,404,000 2,530,992 
2006 1,288,000 1,553,000 2,589,250 
2007 1,352,400 1,661,000 2,706,300 
2008 1,199,000 1,658,000 2,742,000 
2009 1,371,000 1,736,453 2,960,250 
2010 30,600 2,187,632 3,003,550 
2011 1,113,118 2,615,202 3,228,750 
2012 2,071,601 2,314,844 3,270,086 
2013 1,087,715 2,020,933 3,573,954 

2014" 2,192,168 2,251,577 3,611,990 


Sumber: Kementerian Perindustrian dan World Integrated Trade Solutions (WITS), 2014/ 
Source: Ministry of Industry and World Integrated Trade Solutions (WITS), 2014 


“Angka Sementara/ * Temporary figure 
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pengawetan ikan. Sedangkan garam industri 
memiliki kadar NaCl 97,5 persen dan umumnya 
digunakan dalam industri perminyakan, industri 
kulit, industri tekstil, pabrik es, industri Chlor 
Alkali Plant (CAP) dan industri farmasi (Direktorat 
Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 
Pemasaran, 2003). 


Profil Usaha Tambak Garam PUGAR 


Program Pemberdayaan Garam Rakyat 
(PUGAR) merupakan bagian dari pelaksanaan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri (PNPM.-.Mandiri) Kelautan dan 
Perikanan melalui bantuan pengembangan 
usaha dan pemberdayaan masyarakat dalam 
menumbuhkembangkan usaha garam rakyat 
sesuai dengan potensi desa. Melalui program ini 
diharapkan dapat meningkatkan produksi garam 
dengan kualitas baik sehingga dapat tercapai harga 
dasar garam yang ditetapkan pemerintah. Dengan 
demikian, usaha garam dapat menjadi usaha yang 
layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan 
petambak garam (Rindayani dan Ma'ruf, 2014). 


Program ini dilakukan di sembilan provinsi dengan 
memerhatikan potensi garamnya. Namun demikian, 
berdasarkan data KKP, dari sembilan provinsi yang 
mengikuti program PUGAR, tidak seluruh wilayah 
di provinsi tersebut dijadikan lokasi pengembangan 
produksi garam. Dari total 197 kabupaten/kota yang 
ada di sembilan provinsi tersebut, pengembangan 
program PUGAR hanya dilaksanakan di 40 
kabupaten/ kota atau sekitar 20,3 persen saja. Hal 
ini menjelaskan bahwa pengembangan produksi 
garam perlu memperhatikan faktor topografi 
dan geografis daerah, seperti kualitas tanah, 
kelembaban udara, dan kecepatan angin di setiap 
daerah. Selain itu, teknik yang diterapkan dalam 
pembuatan garam tidak hanya dengan sistem 
penguapan air laut yang menggunakan sinar 
matahari (solar energy) di atas lahan tanah, namun 
ada beberapa daerah yang memproduksi garam 
dengan cara memasak karena kondisi tanah yang 
porous (berpori) yaitu di Provinsi Aceh dan Bali. 
Ini menjelaskan bahwa selain faktor topografi dan 
geografis lingkungan, pengembangan produksi 
garam juga perlu memperhatikan kualitas sistem 
teknologi yang digunakan. 


Tabel 2. Jumlah dan Persentase Daerah yang Mengikuti Program PUGAR, 2012. 
Table 2. Number and Percentage of Region that Follow PUGAR Program, 2012. 


Provinsi/ Kabupaten/Kota/ Kecamatan/ Desa/ 
Province District Sub-District Village 
Aceh - 6 7 
(8.70) (2.17) (0.14) 
Jabar 3 ie aa 
(11.54) (2.24) (0.58) 
Jateng - 16 2 
(14.29) (2.79) (0.75) 
Jatim 11 48 129 
(28.95) (7.25) (1.52) 
Bali 4 
(22.22) (7.02) (1.12) 
6 26 42 
NTB (60.00) (22.41) (4.35) 
7 15 21 
mis (33.33) (5.23) (0.74) 
Sulteng 1 1 1 
(9.09) (0.65) (0.06) 
Sulsel 3 3 Ny 
(12.50) (2.96) (0.61) 
Jumlah 40 139 326 
(20.30) (4.55) (0.84) 


Sumber: Pusdatin KKP (Diolah) / 


Source: Data and Information Center of Ministry of Marine Affairs and Fisheries 2013 (Processed) 
Keterangan/ Description : Angka di dalam kurung menunjukkan persentase terhadap total kabupaten, kecamatan, maupun 
desa di provinsi tersebut/ Figures in brackets show the percentage of the total counties, districts, and villages in the province 
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Salah satu kendala yang dihadapi para 
petambak garam adalah masih lemahnya posisi 
tawar petambak garam serta minimnya modal dan 
kurangnya sarana dan prasarana (Widiarto et al., 
2013). Melalui program PUGAR, petambak garam 
dibentuk dalam suatu kelompok yang terorganisir 
dalam Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR). 
Dengan adanya kelembagaan tersebut diharapkan 
dapat mengurangi kelemahan petambak secara 
individual dan memudahkan penanganannya 
oleh pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai upaya 
pemberdayaan masyarakat yang sangat penting 
untuk mengatasi ketidakmampuan petambak 
garam yang disebabkan oleh keterbatasan 
akses, kurangnya modal, keterampilan, dan 
pengetahuan. 


Sejak digulirkan program PUGAR, produksi 
garam nasional menjadi terangkat. Pada tahun 
2011, produksi garam rakyat secara nasional 
sebesar 1.113.118 ton dimana 85,92 persen 
diantaranya merupakan produksi garam PUGAR 
atau sekitar 956.405 ton. Pada tahun 2012 
produksi garam nasional mencapai 2.071.601 ton 


dari luasan lahan 26,95 ribu ha. Sementara itu, 
produksi garam PUGAR secara nasional pada 
tahun 2012 meningkat drastis hingga mencapai 
1.764.253 ton dari luas lahan sebesar 20.870 ha 
(Noegroho, 2013). 


Berdasarkan hasil lapangan diketahui 
pula bahwa kegiatan ekonomi petambak garam 
tidak hanya bersumber dari melakukan aktivitas 
tambak garam saja, tetapi juga didukung dengan 
aktivitas-aktivitas sekunder. Hal ini ditunjukkan 
dengan munculnya nilai pendapatan lain selain dari 
penjualan garam sebagai output dari usaha tambak 
garam. Dari 18,08 milliar rupiah output petambak 
garam PUGAR, sekitar 17,83 milliar rupiah (98,56 
persen) diantaranya berasal dari hasil penjualan 
garam. Sedangkan sisanya merupakan hasil dari 
pendapatan lainnya. Sementara itu jika dilihat dari 
jumlah usahanya, sebanyak 41 usaha petambak 
garam (13,10 persen) melakukan aktivitas 
sekunder, seperti penyewaan gudang, penyewaan 
kendaraan, penjualan limbah/sisa produksi garam, 
serta penjualan komoditas lainnya seperti ikan 
bandeng. 


Tabel 3. Struktur Biaya Usaha Tambak Garam PUGAR per Hektar, 2012. 
Table 3. Cost Structure of PUGAR Salt Farmer per Hectare, 2012. 


Rincian/Details 


Input Antara/ Intermediate Consumption 
Air Bersih/ Water 

Angkutan/ Transportation 

BBM/ Fuel 

Bunga Bank/ Bank Interest 

Kemasan/ Package 

Listrik/ Electricity 

Pelumas/ Lubricants 

Pemeliharaan Kincir/ Windmill Maintenance 
Pemeliharaan Pompa/ Pumps Maintenance 


Pemeliharaan Tambak/ Embankment Maintenance 


Suku Cadang/ Sparepart 

Sewa Tambak/ Embankment Rent 
Sewa Alat Lainnya/ Rent of Other Tools 
Upah Buruh Musiman/ Seasonal Wages 
Lainnya/ Others 

Nilai Tambah Bruto/ Gross Value Added 
Gaji Pegawai/ Wages 

Pajak Tak Langsung/ Indirect Tax 
Surplus Usaha/ Operating Surplus 
Total Output/ Output Total 

Penjualan Garam/ Salt Sales 


Pendapatan Lainnya/ Other Income 
Sumber: Data (diolah)/Source: Data (processed) 


Biaya per Ha (Rp)/ Distribusi (%)/ 


Cost per Ha (Rp) Distribution (Yo) 
10,810,011 37.51 
16,149 0.06 
1,438,897 4.99 
1,184,193 4.11 
26,356 0.09 
1,073,359 3.72 
7,846 0.03 
79,129 0.27 
315,564 1.09 
73,450 0.25 
905,966 3.14 
635,214 2.20 
1,377,398 4.78 
233,340 0.81 
2,710,860 9.41 
732,288 2.54 
18,011,850 62.49 
2,073,173 7.19 
175,114 0.61 
15,763,564 54.69 
28,821,861 100.00 
28,407,646 98.56 
414,216 1.44 
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Selain itu, dari 313 responden, diketahui 
bahwa jumlah lahan tambak yang diusahakan 
seluas 627 ha dengan volume garam yang 
diproduksi sebesar 62.021 ton garam kasar. 
Artinya, produktivitas petambak garam PUGAR 
hampir mencapai 100 ton per hektar (98,84 ton 
per hektar). Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan 
petambak garam non PUGAR mengingat rata-rata 
produksi garam nasional berkisar 60-70 ton per 
hektar (Legianto, 2013). 


Tabel 3 menunjukkan bahwa usaha tambak 
garam PUGAR masih cukup efisien. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai tambah bruto sebesar 
62,49 persen dari output yang dihasilkan. Selain 
itu, komponen surplus juga menunjukkan nilai yang 
besar, yakni 54,69 persen. Nilai ini menunjukkan 
bahwa lebih dari separuh output petambak garam 
PUGAR akan berbuah pada surplus. Sedangkan 
jika dilihat dari sisi input antara, biaya terbesar 
ditujukan untuk pengeluaran upah buruh musiman 
sebesar 9,41 persen, biaya angkutan sebesar 4,99 
persen, biaya sewa tambak sebesar 4,78 persen 
serta biaya pemeliharaan sebesar 4,49 persen yang 
mencakup pemeliharaan kincir, biaya pemeliharaan 
pompa, dan biaya pemeliharaan tambak. 


Model Analisis Biaya Petambak Garam PUGAR 


Analisis PLS-PM mengkombinasikan 
analisis model struktural dan model pengukuran. 
Analisis model struktural dilakukan dengan melihat 
hubungan antar variabel laten. Sedangkan analisis 
model pengukuran dilakukan dengan melihat 
validitas  indikator-indikator yang digunakan 
dalam membangun variabel laten tersebut. Hal ini 
dimaksudkan untuk menjamin apakah indikator- 
indikator yang digunakan untuk mengukur sebuah 
construct, nyata digunakan atau tidak. Pada model 
pengukuran dengan hubungan refleksif, validasi 
model pengukuran dilakukan dengan melihat nilai 
loading, dan composite reability (Ghozali, 2008). 


* Loading 
Nilai loading menunjukkan korelasi antara 
indikator dengan construct  latennya. 
Tabel 4 menunjukkan nilai loading setiap 
indikator pada setiap construct (faktor). 

e Composite Reability (p.) 
Nilai composite reability (o,) mengukur 


konsistensi indikator-indikator yang digunakan 
dalam model pengukuran refleksif. Pada 


Tabel 4. Loading Setiap Indikator dalam Setiap Construct. 


Table 4. Indicator Loading for Each Construct. 


Indikator/Indicator 


Loading/Loading T-Statistics/ 


T-Statistics 
NTB/ GVA 
Gaji/ Wages 0.378 2.629 
PTL/ Tax 0.250 1.429 
Surplus/ Surplus 0.947 19.985 
Output/ Output 
Pend Lain/ Oth Income 0.343 1.610 
Penj Garam/ Salt Sales 0.963 38.479 
IA/ IC 
Air Bersih/ Water 0.203 1.988 
Angkutan/ Transportation 0.414 4715 
BBM/ Fuel 0.400 3.845 
Bunga/ Interest 0.399 1.629 
Kemasan/ Package 0.450 3.864 
Lainnya/ Others 0.233 1.901 
Listrik/ Electricity 0.453 2.360 
Pelumas/ Lubricant 0.569 3.084 
Pem Kincir/ Windmill Maint 0.564 3.287 
Pem Pompa/ Pums Maint 0.643 6.362 
Pem Tambak/ Embankment Maint 0.524 6.586 
Sewa Lainnya/ Oth Rent 0.041 1.086 
Sewa Tambak/ Embankment Rent 0.410 2.606 
Suku Cadang/ Sparepart 0.752 5.930 
Upah Musiman/ Seasonal Wages 0.629 5.243 


Sumber: Data (diolah) /Source: Data (Processed) 
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penelitian ini didapatkan nilai composite 
reability pada construct NTB sebesar p= 0,567 
sedangkan pada construct output sebesar 
p,= 0,795 dan pada construct IA sebesar p = 
0,641. 


Berdasarkan validasi model pengukuran di 
atas, construct yang terbentuk untuk setiap faktor 
adalah sebagai berikut: 


a. Model Pengukuran Construct NTB 

Gaji = 0,378 * NTB 

PTL = 0,250 “ NTB 

Surplus = 0,947 * NTB 

Dari model pengukuran ini, terlihat bahwa 

indikator yang paling mencerminkan nilai tambah 
petambak garam adalah surplus usaha petambak 
garam. 


b. Model Pengukuran Construct Output 
Pendapatan lain = 0,343 * Output 
Penjualan garam = 0,963 * Output 

Dari model pengukuran ini, terlinat indikator 
penjualan garam lebih mencerminkan output 
petambak garam dibandingkan dengan indikator 
pendapatan lain. 

c. Model Pengukuran Construct Input Antara 

Air Bersih = 0,203 * Input Antara 
Angkutan = 0,414 * Input Antara 

BBM = 0,400 * Input Antara 

Bunga bank = 0,399 * Input Antara 

Kemasan = 0,450 * Input Antara 

Listrik = 0,453 * Input Antara 

Pelumas = 0,569 * Input Antara 

Pemeliharaan kincir = 0,564 * Input Antara 

Pemeliharaan pompa= 0,643 * Input Antara 

Pemeliharaan tambak = 0,524 * Input Antara 

Sewa tambak = 0,410 * Input Antara 
Sewa alat lainnya = 0,041 * Input Antara 
Suku cadang = 0,752 * Input Antara 

Upah buruh musiman = 0,629 * Input Antara 

Lainnya = 0,233 * Input Antara 

Dari model pengukuran ini, terlinat indikator 
yang dominan mencerminkan faktor input 
antara adalah indikator pemeliharaan tambak, 
pemeliharaan pompa, dan suku cadang. 


Setelah construct tiap faktor terbentuk, maka 
model struktural analisis biaya petambak garam 
PUGAR yang terbentuk adalah sebagai berikut: 


a. Model struktural pengaruh faktor input antara 
terhadap output: 


Noutput = 0,851 64 


dengan nilai R? = 0,725. Artinya 72,5 persen 
keragaman dari variabel laten output dapat 
dijelaskan oleh variabel laten IA. 


b. Model struktural pengaruh faktor output terhadap 
nilai tambah bruto: 


wre = 0,911 Soutput 


dengan nilai R? = 0,830. Artinya 83,0 persen 
keragaman dari variabel laten NTB dapat 
dijelaskan oleh variabel laten output. 


c. Secara keseluruhan, nilai koefisien determinansi 
total @? dari kedua model struktural di atas adalah 
Q? = 0,953. Artinya 95,3 persen keragaman pada 
seluruh variabel laten endogen dapat terjelaskan 
oleh variabel laten eksogen. 


Berdasarkan model struktural di atas, faktor 
output memberikan efek (pengaruh) langsung 
terhadap faktor NTB sebesar 0,911. Semakin tinggi 
output yang didapatkan petambak, maka akan 
semakin besar pula nilai tambah yang diciptakan. 
Kenaikan output sebesar satu persen akan 
meningkatkan nilai tambah sebesar 0,911 persen. 
Sedangkan faktor IA memberikan memberikan 
pengaruh langsung terhadap faktor output sebesar 
0,851, dan memberikan pengaruh tidak langsung 
terhadap faktor NTB sebesar 0,775 persen (0,851 
x 0,911). Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan 
petambak, maka akan semakin besar pula output 
yang didapatkan. Dengan adanya peningkatan 
output maka nilai tambah petambak juga akan 
meningkat. Kenaikan input antara sebesar satu 
persen akan meningkatkan output sebesar 
0,851 persen dan secara tidak langsung akan 
meningkatkan nilai tambah bruto sebesar 0,775 
persen. 


Peranan Garam dalam Perekonomian 


Peranan garam dalam perekonomian 
yang ditunjukkan oleh besarannya di dalam PDB 
setidaknya dapat dilihat dari tiga sektor. Pertama, 
garam yang diambil melalui pengambilan dari 
bawah tanah (ekstraksi) termasuk dengan pelarutan 
dan pemompaan, serta produksi garam dengan 
penguapan air laut atau air garam lainnya (air laut 
di tambak/empang) dan penghancuran, pemurnian 
dan penyulingan garam. Garam ini masih berupa 
garam kasar dan belum bisa dikonsumsi oleh 
masyarakat. Kegiatan yang mencakup usaha 
ekstraksi garam ini dikategorikan ke dalam sektor 
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penggalian. Kedua, garam yang telah diekstrak akan 
diolah terlebih dahulu sebelum dapat dikonsumsi. 
Kegiatan yang mencakup usaha pengolahan garam 
kasar menjadi garam yang siap konsumsi termasuk 
ke dalam sektor industri pengolahan. Ketiga adalah 
kegiatan yang mencakup aliran distribusi garam, 
mulai dari petambak garam selaku produsen garam 
kasar hingga garam tersebut sampai ke rumah 
tangga maupun konsumen akhir lainnya. Kegiatan 
ini dikategorikan ke dalam sektor perdagangan 
besar dan eceran. 


Tabel 5 menunjukkan nilai PDB berbasis 
usaha garam atas dasar harga berlaku serta 
peranannya terhadap perekonomian Indonesia. 
Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa nilai PDB 
berbasis garam selalu mengalami peningkatan. 
Bahkan sejak adanya program PUGAR di tahun 
2011, nilai PDB berbasis garam meningkat 
hampir dua kali lipat karena adanya dukungan 


dari aktivitas ekstraksi garam serta perdagangan 
hasil esktraksi garam. Hal ini juga tercermin dari 
share PDB berbasis garam yang mengalami 
lonjakan sangat signifikan pasca adanya program 
PUGAR. Kontribusi sektor garam meningkat dari 
0,0076 persen di tahun 2010 menjadi 0,0122 
persen di tahun 2011 atau meningkat sebesar 
60,18 persen. 


Sementara itu jika melihat nilai PDB 
Ekstraksi Garam di sembilan provinsi yang 
mengembangkan program PUGAR, sebagian 


besar nilai tambah kegiatan ekstraksi garam berasal 
di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang 
berada pada kisaran 35 — 47 persen. Sedangkan 
nilai tambah kegiatan ekstraksi garam yang 
paling kecil dihasilkan oleh Provinsi Sulawesi 
Tengah karena hanya ada satu desa yang 
mengembangkan program PUGAR di provinsi 
tersebut (Tabel 6). 


Tabel 5. PDB Berbasis Garam Atas Dasar Harga Berlaku dan Kontribusinya, 2009 — 2012. 
Table 5. GDP Based on Salt at Current Price and Share, 2009 — 2012. 


PDB ADHB (Juta Rp)/ 


Kontribusi (%)/ 


Uraian/Detail GDP at Current Price (Million Rp) Share(%) 

2009 2010 2011* 2012** 2009 2010 2011* 2012** 
Ekstraksi Garam"/ - - 327,820 493,312 - - 0.0044 0.0060 
Salt Extraction" 
Industri Pengolahan 445,241 489,704 524,214 566,187 0.0079 0.0076 0.0071 0.0069 
Garam/Salt Manufacturing 
Perdagangan Hasil - - 51,123 77,654 - - 0.0007 0.0009 
Ekstraksi Garam "/ 
Salt Extraction Trading” 
PDB Berbasis Garam/ 445,241 489,704 903,157 1,137,153 0.0079 0.0076 0.0122 0.0138 


GDP Based on Salt 


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan/ / Source: Ministry of Marine Affairs and Fisheries, 2013 


Keterangan/Description: * Angka Sementara/ Preliminary Figures 


““ Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures 


‘Data Produksi Garam Sebelum Tahun 2011 Tidak Tersedia/ Before 2011 Is Not Available 


Tabel 6. PDB Ekstraksi Garam Atas Dasar Harga Berlaku menurut Provinsi dan Distribusinya, 2011— 2012 
Table 6. Salt Extraction GDP at Current Price by Province and Distribution, 2011 — 2012 


PDB ADHB (Juta Rp) Distribusi (Yo) 
Provinsi/ Province GDP at Current Price (Million Rp) Distribution (Yo) 
2011” 2012” 2011” 2012” 
Aceh 0 5,187 - 1.05 
Jabar 16,401 39,876 5.00 8.08 
Jateng 117,143 174,703 35.73 35.41 
Jatim 156,916 213,957 47.87 43.37 
Bali 815 1,718 0.25 0.35 
NTB 20,407 35,926 6.23 7.28 
NTT 2,388 4,934 0.73 1.00 
Sulteng 645 676 0.20 0.14 
Sulsel 13,105 16,334 4.00 3.31 
Total/ Total 327,820 493,312 100.00 100.00 


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan/ / Source: Ministry of Marine Affairs and Fisheries, 2013 


Keterangan/Description: * Angka Sementara/ Preliminary Figures 


** Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures 


‘Data Produksi Garam Sebelum Tahun 2011 Tidak Tersedia/ Before 2011 Is Not Available 
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Tabel 7. PDB Berbasis Garam Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhannya, 2009 — 2012. 
Table 7. GDP Based on Salt at Constant Price and Growth, 2009 — 2012. 


PDB ADHK (Juta Rp)/ 


Pertumbuhan PDB (%) 


R ke GDP at Constant Price (Million Rp) GDP Growth Rate (Yo) 
Uraian/Detail 
2009 2010 2011” 2012” 2010 2011" 2012” 

Ekstraksi Garam"/ - - 106,926 154,875 - - 44.84 
Salt Extraction” 
Industri Pengolahan Garam/ 207,240 217,555 222,562 227,614 4.98 2.30 2.27 
Salt Manufacturing 
Perdagangan Hasil Ekstraksi - - 16,675 24,379 - - 46.20 
Garam "/ 
Salt Extraction Trading” 
PDB Berbasis Garam/ 207,240 217,555 346,163 406,868 4.98 59.12 17.54 


GDP Based on Salt 


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan/ / Source: Ministry of Marine Affairs and Fisheries, 2013 


Keterangan/Description: 


“ Angka Sementara/ Preliminary Figures ** Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures 


‘Data Produksi Garam Sebelum Tahun 2011 Tidak Tersedia/ Before 2011 Is Not Available 


Jika dilihat dari nilai PDB atas dasar harga 


konstan, PDB berbasis garam menunjukkan tren 


meningkat, 


terutama setelah adanya program 


PUGAR. Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai PDB 
berbasis garam atas dasar harga konstan pada 
tahun 2011 meningkat sebesar 128,6 milliar rupiah 
dibandingkan tahun 2010. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


1. 


Strategi pemberdayaan masyarakat 
melalui Pemberdayaan Usaha Garam 
Rakyat (PUGAR) memberikan dampak 
positif terhadap peningkatan produksi 


garam nasional. Hal ini ditunjukkan dengan 
peningkatan produksi garam nasional secara 
signifikan di tahun 2011 (1,62 juta ton) 
dibandingkan tahun 2010 (30,6 ribu ton). 
Peningkatan produksi garam pasca program 
PUGAR berlanjut di tahun 2012 menjadi 2,47 
juta ton (52,34 Yo). 


Program PUGAR juga memberikan 
peningkatan peranan sektor garam dalam 
perekonomian. Hal ini ditunjukkan dengan 
meningkatnya nilai kontribusi PDB sektor 
garam atas dasar harga berlaku pada tahun 
2011 sebesar 84,43 persen dibandingkan 
tahun 2010 sebelum adanya program 
tersebut. Nilai kontribusi tersebut kembali 
meningkat di tahun 2012 sebesar 60,18 
persen dibandingkan tahun 2011. Selain itu, 
usaha tambak garam PUGAR juga tergolong 
efisien karena memiliki rasio nilai tambah 


bruto lebih dari 50 persen (62,49 persen). 


Nilai tambah petambak garam PUGAR 
dipengaruhi secara langsung oleh faktor 
output sebesar 0,911 dan dipengaruhi secara 
tidak langsung oleh faktor input antara 
sebesar 0,775. 


Implikasi Kebijakan 


1. 


Pemerintah melalui Kementerian Kelautan 
dan Perikanan hendaknya meningkatkan dan 
memperluas pelaksanaan program PUGAR. 
Dukungan bantuan modal kepada para 
petambak serta pelaksanaan yang efektif 
dan efisien akan mampu meningkatkan 
produktivitas petambak garam. Dengan 
adanya peningkatan produksi garam akan 
berimbas juga pada peningkatan PDB sektor 
garam. 


Penggunaan 
efisien akan 
petambak garam. 
perlu ada dukungan 
melalui kementerian dan lembaga terkait 
dalam menerapkan regulasi yang dapat 
meminimalkan ongkos produksi petambak 
garam yang merupakan cerminan dari input 
antara usaha tersebut. Akses terhadap BBM 
bersubsidi (seperti solar bersubsidi) maupun 
kemudahan dalam mencari suku cadang 
kincir air dan pompa akan membuat aktivitas 
petambak garam semakin efisien. 


input antara yang semakin 
menigkatkan nilai tambah 
Dengan demikian, 
dari Pemerintah 


Pemerintah hendaknya mampu menetapkan 
harga patokan garam rakyat. Dengan nilai jual 
garam yang lebih tinggi akan meningkatkan 
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output petambak sehingga nilai tambah 
(PDB) yang tercipta juga akan meningkat. 
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ABSTRAK 


Sejak tahun 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggulirkan program 
Pengembangan Usaha Mina Pedesaaan-Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP) 
untuk membantu mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran ikan, namun begitu belum 
banyak penelitian mengenai dampak program tersebut terhadap kelompok pengolah dan pemasaran 
hasil perikanan (Poklahsar) penerima bantuan. Untuk itu penting dilakukan penelitian dampak program 
PUMP-P2HP sebagai bahan infomasi untuk perbaikan program secara lebih akurat, efektif dan efisien. 
Penelitian dilaksanakan pada tahun 2014 di 9 lokasi penerima bantuan yaitu Kab. Pesisir Selatan, Kab. 
Cirebon, Kota Makasar, Kab. Tangerang, Kota Banda Aceh, Kab. Banjar, Kab. Sukabumi, Kota Sibolga, 
dan Kab.Lombok Timur. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang berusaha 
membandingkan kondisi Poklahsar sebelum dan sesudah program PUMP-P2HP yang dijalankan pada 
tahun 2012. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif terhadap daerah yang menerima 
bantuan PUMP-P2HP dengan keterwakilan antara wilayah barat dan timur. Pengambilan sampel dilakukan 
secara acak terhadap 30 responden di tiap lokasi melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner 
terstruktur. Analisis data menggunakan uji-t untuk menganalisa signifikansi perubahan antara tahun 
sebelum implementasi program dan setelah implementasi program terhadap responden yang sama. Hasil 
penelitian menunjukkan produksi rata-rata Poklahsar sebelum mendapatkan bantuan adalah 192 kg/siklus 
dengan rata-rata produktivitas 17 siklus/bulan. Produktivitas terkecil terjadi di Kota Makasar dengan angka 
50 kg/siklus. Setelah mendapatkan bantuan program PUMP-P2HP, terdapat peningkatan produksi olahan 
ikan sebesar 66,5% pada setiap unit pengolahan dengan rata-rata produksi sebesar 320 kg/siklus. Selain 
itu, terdapat perbedaan pendapatan yang signifikan antara sebelum dan sesudah program PUMP. Rata- 
rata pendapatan olahan ikan dan pemasaran perikanan sebelum adanya program PUMP-P2HP adalah 
Rp. 2.470.233 dan meningkat menjadi Rp. 3.727.666 setelah adanya program tersebut. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan pada usaha pengolahan ikan dan pemasaran perikanan 
di Indonesia, meskipun tidak diikuti dengan peningkatan yang signifikan pada penggunaan tenaga kerja. 


Kata Kunci: dampak ekonomi, program PUMP P2HP, pengolahan ikan 


ABSTRACT 


Since 2011 The Ministry of Marine Affairs and Fisheries has been implementing Program of Rural 
Fisheries Businesses — Processing and Marketing of Fisheries Products (PUMP-P2HP) since to develop 
fisheries processing and marketing businesses. However, there are limited studies on the impact to the 
program recipients (fish processor groups). Therefore, it is important to study the impact of the PUMP- 
P2HP program to obtain the improvement program information more accurately, effectively and efficiently. 
The study was conducted in 2014 in 9 region beneficiaries: Pesisir Selatan District, Cirebon District, 
Makasar Municipality, Tangerang District, Banda Aceh Municipality, Banjar District, Sukabumi District, 
Sibolga Municipality, and Lombok Timur District. @ualitative and guantitative approaches were used on this 
Study to compare the conditions before and after program implemented in 2012. Research location was 
selected purposively towards districts which received the program with representation between western and 
eastern regions. Sampling was collected randomly to 30 respondents in each location by using structured 
questionnaires. T-test was used to analyze the changes of respondents performance due to the implemented 
program. Results showed that the average production of fish processing groups before program was 
192 kg/cycle with average production 17 cycles/month, the smallest production was in Makasar 
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Municipality (50 kgs/cycle). There was an increasing on production of fish processing products in every 
recipient business unit after receiving the program (66.5%) with average production was 320 kgs/ 
cycle. Furthermore, there was a significant difference in income between before and after the program 
implemented. The average income of the fish processor before the program was IDR 2,470,233 and 
increased to IDR 3,727,666 after the program. It can be concluded that the revenue of fish processors 
increased significantly, whereas the use of labor did not improve.. 


Keywords: economic impact, PUMP-P2HP, fish processing products 


PENDAHULUAN 


Usaha skala kecil merupakan bagian yang 
sangat penting di sektor perikanan dan ekonomi 
secara global. Usaha perikanan skala kecil 
memiliki peran yang sangat penting di hampir 
seluruh negara-negara penghasil ikan. Sebagai 
contoh, FAO (2014) mencatat bahwa di subsektor 
perikanan budidaya hampir 60 juta orang bekerja 
di sektor primer dengan 90% dari mereka adalah 
usaha kecil. Namun, telah banyak hasil penelitian 
menemukan bahwa pendapatan pelaku usaha 
skala kecil sangat rendah (Loayza dan Sprague, 
1992; Cunningham, 1994) terutama di negara- 
negara berkembang, sehingga rendahnya tingkat 
pendapatan tersebut mejadi tolok ukur kemiskinan 
(FAO, 2005). Reardon & Barret. (2000) dan 
De Janvry & Sadoulet (2005) berpendapat bahwa 
negara-negara produsen, terutama negara 
berkembang, memiliki keterbatasan dalam hal akses 
pasar, kurangnya modal usaha dan keterbatasan 
teknologi. 


Isu global ini mendorong pemerintah sebagai 
pengambil keputusan, terutama Indonesia, untuk 
lebih memperhatikan kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi pelaku usaha kecil dengan harapan dapat 
mendorong peningkatan pendapatan mereka. Salah 
satu program yang telah dilakukan pemerintah 
Indonesia di bidang perikanan adalah meluncurkan 
program bantuan langsung masyarakat (BLM) 
seperti program Pengembangan Usaha Mina 
Pedesaan (PUMP). Tujuan program PUMP untuk 
perikanan dan kelautan secara umum adalah 
mendorong peningkatan produksi, nilai tambah, 
menumbuhkan wirausaha baru di bidang kelautan 
dan perikanan; meningkatkan kemampuan, 
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 
perikanan secara berkelanjutan: meningkatkan 
fungsi kelembagaan kelompok yang kuat serta 
membangun jejaring atau mitra lembaga keuangan 
dalam mengakses permodalan usaha perikanan 
budidaya (KKP, 2011). 


Lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) telah memprioritaskan usaha 
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pengolahan perikanan menjadi bagian penting untuk 
ditingkatkan dalam pelaksanaan pembangunan 
perikanan yang berdaya saing. Terbukti dari alokasi 
anggaran untuk pengembangan usaha pengolahan 
yang terus menunjukkan peningkatan setiap 
tahunnya mengingat bahwa usaha pengolahan 
memiliki peran dalam peningkatan daya saing serta 
nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Globalisasi 
dan perkembangan pasar international serta 
meningkatnya pendapatan kelas menengah dan 
atas di beberapa negara berkembang menawarkan 
negara-negara penghasil produksi perikanan 
seperti Indonesia untuk lebih memperhatikan 
kualitas dan kuantitas hasil perikanannya. Program 
PUMP-P2HP tersebut terkait pemberian bantuan 
input produksi kepada pelaku usaha pengolahan 
perikanan dalam upaya peningkatan produksi dan 
kualitas hasil perikanan (Ditjen-P2HP, 2012: Ditjen- 
P2HP, 2014). 


Program PUMP-P2HP merupakan kegiatan 
pemberdayaan yang salah satu programnya adalah 
memfasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi 
pengolah dan pemasar hasil perikanan kepada 
pelaksana program yaitu Kelompok Pengolah 
dan Pemasar (Poklahsar). Program PUMP-P2HP 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
Poklahsar dan mengembangkan wirausaha bidang 
pengolahan dan pemasaran perikanan di pedesaan 
dalam bentuk bantuan langsung masyarakat 
(BLM) untuk pembelian peralatan pengolahan 
dan pemasaran. Pola dasar PUMP-P2HP 
dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan 
pengembangan wirausaha produktif Poklahsar. 
Indikator keberhasilan output dari PUMP-P2HP 
adalah: 1) Tersalurkannya BLM kepada 1.500 
Poklahsar di 33 Propinsi, dan 2) Terlaksananya 
fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan 
Poklahsar melalui sosialisasi, pelatihan dan 
pendampingan (Ditjen P2HP, 2013) dengan jumlah 
bantuan sebesar Rp. 20,4 milyar pada tahun 2011 
dan meningkat menjadi Rp. 75 milyar di tahun 
2012 dan 2013 (Ditjen-P2HP, 2014). 


Bantuan pemerintah dalam bentuk program 
insentif telah banyak dilakukan oleh pemerintah 
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Indonesia dalam mendorong produksi dan 
produktivitas pelaku usaha kecil. Dalam teorinya, 
pemberian subsidi input dapat meningkatkan 
pendapatan dan mengurangi kendala kekurangan 
modal usaha pada pelaku usaha kecil. Namun, 
terkadang dampak dari keberhasilan program 
tersebut dapat dilihat dalam jangka waktu yang 
cukup lama sehingga pendanaan pemerintah 
tersebut biasanya dilakukan untuk pembangunan 
pertanian berkelanjutan (Fan et al., 2009: Jayne 
et al., 2013). 


Artikel ini dibangun dari masih sedikitnya 
hasil penelitian mengenai dampak program 
pemerintah terhadap pendapatan pengolah hasil 
perikanan, khususnya di Indonesia. Hasil-hasil riset 
sebelumnya telah mengevaluasi program-program 
pengentasan kemiskinan melalui subsidi input di 
beberapa negara berkembang di wilayah Afrika 
dan Asia pada kelompok masyarakat pertanian dan 
kehutanan (lihat Odulana dan Olomajeye, 1999: 
Lunduka et al., 2013; Maryudi dan Krott, 2012). 
Studi empiris dari Simonyan dan Omolehin (2012) 
menyatakan bahwa program pemerintah seperti 
FADAMA' dalam mengentaskan kemiskinan di 
Nigeria memberikan dampak positif terhadap 
pendapatan petani. Studi evaluasi program PUMP 
telah dilakukan oleh Maengkom et al. (2015), 
yang menyatakan bahwa program tersebut telah 
memberikan dampak yang positif terhadap nelayan 
di kelurahan Tidore meskipun tujuan program tidak 
tercapai secara lengkap. Mangkeom et al. (2015) 
juga berpendapat bahwa dampak tersebut berupa 
peningkatan pendapatan nelayan mengurangi 
ketergantungan mereka terhadap pemberi modal 
informal, serta menghasilkan keluaran berupa 
infrastruktur penangkapan ikan dan kelompok 
usaha bersama (KUB). 


Berdasarkan hal tersebut di atas dan atas 
tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan 
pengembangan usaha produktif, penggunaan 
anggaran yang cukup besar dari program 
PUMP-P2HP perlu dievaluasi seberapa besar 
dampak dan manfaat yang diciptakan dari 
implementasi program tersebut. Penelitian ini ingin 
menjawab pertanyaan seberapa besarkah program 
tersebut memberikan dampak yang positif terhadap 
produksi dan pendapatan pengolah perikanan jika 
dibandingkan dengan sebelum adanya program? 
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tujuan 
tulisan ini ingin memberikan gambaran mengenai 
dampak program PUMP-P2HP tersebut terhadap 


ekonomi usaha pengolahan ikan penerima program 
yang digambarkan dari produksi dan pendapatan. 
Dengan demikian dapat diketahui keunggulan 
dan kelemahan program tersebut sehingga dapat 
dijadikan sebagai bahan infomasi yang sangat 
penting untuk perbaikan program secara lebih 
akurat, efektif dan efisien. 


METODOLOGI 


Penelitian dampak program PUMP P2HP 
terhadap pengolah dan pemasar ikan dilakukan 
pada tahun 2014. Lokasi penelitian dilakukan di 9 
kabupaten/kota penerima bantuan yaitu Kabupaten 
(Kab.) Pesisir Selatan, Kab. Cirebon, Kota Makasar, 
Kab. Tangerang, Kota Banda Aceh, Kab. Banjar, 
Kab. Sukabumi, Kota Sibolga, dan Kab. Lombok 
Timur. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan 
secara purposive sampling terhadap kabupaten/ 
kota di seluruh Indonesia yang menerima bantuan 
program dengan pertimbangan  keterwakilan 
wilayah Indonesia bagian barat, timur dan tengah. 


Studi evaluasi dampak iniadalah studi kualitatif 
dan kuantitatif yang berusaha membandingkan 
kondisi Poklahsar sebelum dan sesudah program 
PUMP-P2HP yang dijalankan pada tahun 2012. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan metode penelitian survey, yaitu penelitian 
dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul 
data yang utama. Populasi dalam penelitian ini 
adalah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan 
dari Poklahsar penerima bantuan PUMP-P2HP di 
tahun 2012 dengan jumlah responden sebanyak 30 
orang pada setiap populasi yang masing-masing 
responden memiliki unit usaha sendiri. Persentasi 
responden di setiap grup dipilih secara random 
berdasarkan daftar yang diberikan oleh Ditjen 
P2HP dan merupakan representasi dari area 
penelitian yang dipilih. Ukuran sampel di setiap 
lokasi dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut 
(Yamane, 1967): 


N 


n= —— 
(N.d2)+1 


Keterangan/ Descriptions: 

n = Ukuran sampel/ Sample size 

N = Ukuran populasi di masing-masing lokasi/ 
Population size in each location 


IFADAMA adalah bahasa lokal untuk dataran rendah banjiran yang mudah diakses masyarakat untuk air tanah dangkal. 
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d = Presisi / nilai kritis yang ditetapkan 10% (0,1) 
untuk 95% level kepercayaan/ Precision / 
critical value set at 10% (0.1) for a 95% level 
of confidence 


Data yang dikumpulkan terdiri dari data 
primer dan sekunder. Pengambilan data primer 
dilakukan melalui pengamatan terhadap proses 
atau hasil kegiatan PUMP-P2HP dan wawancara 
dengan menggunakan kuesioner terstruktur 
yang telah disusun oleh tim peneliti berdasarkan 
pedoman teknis PUMP-P2HP meliputi dampak 
program  PUMP-P2HP terhadap produksi, 
pendapatan serta serapan tenaga kerja terhadap 
30 unit usaha di setiap lokasi penelitian. Data 
sekunder diperoleh dari berbagai sumber baik yang 
ada di lokasi maupun di KKP yang mendukung 
terhadap tujuan penelitian seperti Direktorat 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 
(Ditjen P2HP-KKP) serta dinas kelautan yang ada 
di lokasi penelitian. Data sekunder meliputi buku 
ledoman pelaksanaan, petunjuk pelaksanaan 
program, nama kelompok serta anggota kelompok 
penerima program, AD/ART kelompok penerima 
program. 


Analisa data dilakukan secara kualitatif dan 
kuantitatif. Terkait dampak program PNPM Mandiri 
KP terhadap peningkatan pendapatan, penyerapan 
tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan 
digunakan analisis uji-t untuk membandingkan 
dua mean (rata-rata) untuk menetukan apakah 
perbedaan rata-rata tersebut perbedaan nyata 
(Santoso, 2002). Untuk menganalisis perubahan 
pendapatan dari usaha penerima program 
(sebelum dan sesudah) digunakan analisis 


pendapatan. Secara sistematis dapat ditulis 
sebagai berikut : 
AY=Y,-Y, 


Keterangan/ Descriptions: 


AY = Perubahan pendapatan usaha responden 
(peserta program)/Changes in operating 
income respondents (participants) 

Y, = Pendapatan setelah adanya program 
PUMP-P2HP/ Earnings after the program 
PUMP - P2HP 

Y, = Pendapatan sebelum adanya program 
PUMP-P2HP/ Income before the program 
PUMP - P2HP 


Kemudian data yang dikumpulkan dianalisis 
menggunakan uji-t untuk menganalisa signifikansi 
perubahan antara tahun sebelum implementasi 
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program dan setelah implementasi program 
terhadap responden yang sama. Analisa data 
menggunakan Microsoft Excell. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Gambaran Umum Pelaksanaan PUMP-P2HP 


Pelaksanaan program PUMP-P2HP telah 
dilakukan oleh KKP sejak tahun 2011 dengan 
waktu pelaksanaan yang berbeda di setiap lokasi 
sasaran program. Tujuan pelaksanaan kegiatan 
PUMP-P2HP adalah tersalurkannya Bantuan 
Langsung Masyarakat kepada 1.000 Kelompok 
Usaha Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) di 
33 provinsi dan terlaksananya fasilitasi penguatan 
kapasitas dan kelembagaan usaha POKLAHSAR 
(Ditjen P2HP, 2014). Kategori poklahsar penerima 
bantuan adalah kelompok usaha yang memiliki 
tingkat usaha kecil dan mikro dengan keterbatasan 
modal uang dan alat-alat pengolahan. Menurut 
Tambunan (2002: 49) usaha pengolahan ikan skala 
rumah tangga dicirikan dengan industri rumah 
tangga yang tradisional, tergantung musim, tanpa 
pengorganisasian yang baik, kekurangan modal, 
sarana dan teknologi. 


Hal tersebut selaras dengan program 
penanggulangan kemiskinan “klaster ketiga” 
yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis 


pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil 
yang bertujuan memberikan akses dan penguatan 
ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan 
kecil. Klaster ketiga ini dilaksanakan melalui 
pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit 
Usaha Bersama (KUBE), dan UKM (Usaha Kecil 
dan Menengah) yang memberikan keunggulan 
kompetitif kepada anggotanya (Guzey & Tasseven, 
2011). Kelompok pengolah dan pemasar yang 
terpilih merupakan produsen pengolahan ikan skala 
kecil dengan modal dan peralatan produksi yang 
terbatas. Trienekens (2011) berpendapat bahwa 
terdapat tiga kategori produser dalam sistem “agro- 
food” yaitu: 1) “local low income”, dikarakterisasikan 
dengan penggunaan teknologi sederhana, domestik 
atau regional sebagai tujuan pasar, produk yang 
dihasilkan berupa bahan mentah atau bahan baku 
dengan volume yang besar, dan usahanya kecil: 2) 
“local middle to high income chain”, dicirikan dengan 
memiliki tujuan pasar nasional namun dengan 
standar internasional, berfungsi sebagai katalis, 
kadang bekerja sama dengan koperasi atau diatur 
dengan subkontrak, dan 3) “export chain”, ditandai 
dengan tujuan pasar adalah ekspor, volume sedikit 
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dengan nilai tambah yang tinggi, dan pelaku yang 
terlibat sedikit. 


Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 
Poklahsar sasaran program menunjukkan bahwa 
pelaksanaan program PUMP-P2HP mulai aktif 
dijalankan kepada Poklahsar di hampir seluruh 
lokasi program pada tahun 2012. Bantuan program 
PUMP-P2HP berupa alat pengolahan dan alat 
pemasaran ikan seperti timbangan, coolbox, freezer, 
gerobak, pengadon, pemotong kerupuk, talenan, 
wajan, kompor, meja stainless, keranjang, pisau, 
sealer dan penggiling ikan. Jenis usaha penerima 
program diantaranya pemindangan cakalang, 
ikan asin, teri asin, bandeng presto, kerupuk ikan, 
kerupuk kulit ikan, ikan asap, abon, olahan rumput 
laut, nugget, bakso, otak-otak, pempek dan sirip 
hiu. Perkembangan jumlah kelompok sasaran 
program di lokasi penelitian dari 2011-2013 dapat 
dilihat pada Tabel 1. 


Secara umum gambaran umum usaha 
pengolahan dan pemasaran ikan yang ada dilokasi 
sebelum adanya program PUMP-P2HP sebagian 
besar masih dilakukan secara tradisional. Jenis 
olahan ikan terdiri dari ikan asin, terasi, pindang, 
ikan kayu (Aceh), ikan asap, bakso ikan, krupuk 
ikan. Setelah ada program terjadi perkembangan 
produk olahan di beberapa lokasi seperti Aceh 
sudah mulai tumbuh usaha pembuatan bakso ikan 
dan manisan rumput laut. Selain perkembangan 
produk olahan, terjadi juga perubahan pada 
teknologi yang digunakan serta skala usahanya. 
Dari teknologi yang digunakan sebagian besar 


masih menggunakan teknologi. Sebagai contoh 
pemberian bantuan olahan seperti freezer dapat 
menyimpan lebih banyak bahan baku untuk 
pemindang, sehingga meningkatkan skala 
produksinya. Pada pengolahan ikan kayu, bantuan 
freezer dapat menyimpan sementara olahan ikan 
kayu sehingga produk dapat bertahan lebih lama 
dan meningkatkan nilai jualnya. Pemberian 
bantaun peralatan diversifikasi olahan ikan seperti 
mesin pencetak bakso dapat memberikan alternatif 
olahan ikan menjadi jenis olahan yang lebih 
moderen dari yang ada sebelumnya, sehingga 
membuka peluang usaha baru bagi pengolah. 


Pendampingan teknologi yang diberikan 
oleh penyuluh telah memberikan pengaruh cukup 
besar kepada prilaku pengolah. Sebagai contoh, 
penggunaan wadah perebus ikan dalam pengolahan 
ikan kayu sebelumnya menggunakan drum-drum 
yang sudah berkarat dan tidak memperdulikan 
kebersihan dan keamanan, setelah mendapat 
bantuan alat perebus dan pendampingan maka 
terjadi peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. 


Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok 
pengolah dan pemasar selama berlangsungnya 
program pada umumnya hampir sama di seluruh 
wilayah. Secara lebih rinci permasalahan tersebut 
disajikan pada Tabel. 2. 


Secara umum, permasalahan yang dihadapi 
oleh pengolah yaitu kelangsungan bahan baku 
terutama untuk pengolahan ikan kayu, ikan asap 
yang berasal dari ikan hiu. 


Tabel 1. Jumlah Kelompok Penerima PUMP-P2HP di Lokasi Penelitian Pada Tahun 2011-2013. 
Table 1. The Amount of Group Recipients of PUMP-P2HP Program in Research Location at 2011- 


2013. 


Lokasi (Kab/Kota)/ 
Location (District/ 


Jumlah Kelompok Penerima Program PUMP-P2HP/ 
Amount of Group Recipients of PUMP-P2HP Program 


Municipality) 2011 2012 2013 
Banda Aceh 8 12 5 
Sibolga - i 6 
Pesisir selatan 15 
Tangerang 4 
Sukabumi 14 
Cirebon 12 21 
Banjar 8 12 
Lombok Timur 14 í 
Makasar 15 
Jumlah/ Total 20 94 43 


Sumber: Laporan teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri) Tahun 2014/ 


Source: PNPM Annual Technical Report 2014 
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Tabel 2. Permasalahan yang Ditemui Selama Pelaksanaan Program PUMP-P2HP di Lokasi Penelitian 


Tahun 2014. 


Table 2. Problems Faced During PUMP-P2HP Implementation at Research Location in 2014. 


No Lokasi/ Permasalahan! Problems 
Location Utama/ Main Lainnya/ Others 

1 Sukabumi Tingginya biaya investasi, Kurangnya informasi pasar/ Lack of 
kelangsungan bahan baku dam market informations 
rendahnya kerjasama antar Skema proyek kurang jelas/ Scheme 
proyek/ of the project is less clear 
High investment costs, raw Kurangnya pengetahuan tentang 
materials and low cooperation proyek/ Lack of project knowledge 
among projects Rendahnya peluang pasar/ Lack of 

market opportunities 
2 Lombok Timur Kurangnya pengetahuan Kelangsungan bahan baku / 


tentang proyek/ Lack of project 
knowledge 


3 Pessel Rendahnya perlindungan hukum/ 
Lack of legal protection 

4 Cirebon Rendahnya peluang pasar/ Lack 
of market opportunities 

5 Aceh Rendahnya peluang pasar/ Lack 
of market opportunities 

6 Banjar Kelangsungan bahan baku/ 
Sustainabilty of raw materials 

7 Tangerang Tingginya biaya investasi/ High 
investment costs 

8 Makasar Kurangnya pendampingan 
fasilitator/ Lack of mentoring 
facilitator 

9 Sibolga Kurangnya informasi pasar/ Lack 


of market informations 


sustainabilty of raw materials 
Tingginya biaya investasi/ High 
investment costs 

Tingginya biaya investasi / High 
investment costs 

Rendahnya peluang pasar/ Lack of 
market opportunities 

Kelangsungan bahan baku/ 
Sustainabilty of raw materials 
Rendahnya perlindungan hukum/ 
Lack of legal protection 

Kurangnya informasi pasar/ Lack of 
market informations 

Tingginya biaya investasi/ High 
investment costs 

kelangsungan bahan baku/ 
sustainabilty of raw materials 
Kurangnya informasi pasar/ lack of 
market informations 

Rendahnya peluang pasar/ lack of 
market opportunities 

Kelangsungan bahan baku/ 
sustainabilty of raw materials 
Rendahnya peluang pasar/ Lack of 
market opportunities 

Kurangnya pengetahuan tentang 
program / Lack of project knowledge 
Tingginya biaya investasi/ High 
investment costs 

Kelangsungan bahan baku/ 
Sustainability of raw materials 
Tidak adanya pertemuan rutin 
poklahsar/ The absence of regular 
meetings poklahsar 


Sumber: Data primer diolah (2014)/ Source: Processed Primary Data (2014) 


Supply bahan baku dirasakan semakin 
berkurang 
ikan hiu dan semakin menurunnya produksi ikan 


karena 


pelarangan penangkapan 


pengolah terhadap pasar luar daerah. 
ini disebabkan belum adanya kerjasama atau 
kemitraan 


dengan pedagang luar 


Hal 


daerah. 


cakalang dan tongkol yang menjadi hasil tangkapan 
nelayan. Disamping itu, peluang pasar luar daerah 
masih belum dikuasai karena keterbatasan akses 
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Permasalahan selama pelaksanaan program masih 
dirasakan kurangnya pendampingan teknologi oleh 
penyuluh. 
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Dampak Program PUMP-P2HP Pada Usaha 
Pengolahan Ikan 


Pengembangan Usaha Mina Pedesaan 
(PUMP) merupakan salah satu bagian dari PNPM 
Mandiri KP yang bertujuan menumbuhkembangkan 
usaha perikanan sesuai dengan potensi desa 
melalui bantuan pengembangan usaha. Indikator 
outcome (dampak) PUMP-P2HP sesuai dengan 
amanat Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri KP 
yaitu meningkatnya rata-rata produksi, rata-rata 
pendapatan, serta penumbuhan wirausaha 
pengolahan dan pemasaran. Dampak program 
PUMP P2HP yang merupakan komitmen pemerintah 
dalam membangun sektor kelautan dan perikanan 
dan pengentasan kemiskinan. 


Pelaksanaan PUMP-P2HP yang telah 
dilaksanakan di 9 (sembilan) lokasi penelitian 
menunjukkan beberapa dampak positif terhadap 
perekonomian kelompok sasaran. Analisis 
dampak PUMP-P2HP yang disajikan dalam tulisan 
ini dilakukan terhadap unit usaha pengolahan dan 
pemasaran ikan terhadap produksi, pendapatan 
dan tenaga kerja. Penjelasan masing-masing 
dampak tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 


1. Dampak Program PUMP-P2HP terhadap 
Produksi 


Teknologi produksi pengolahan ikan 
yang dilakukan oleh kelompok sasaranprogram 


PUMP-P2HP di lokasi penelitian sebagian besar 
masih dilakukan secara tradisional. Sifat usahanya 
masih banyak dipengaruhi oleh musim. Jenis 
produk hasil olahannya masih didominasi oleh 
olahan tradisional seperti ikan asin, pindang ,terasi 
dan ikan asap. Kondisi usaha pengolahan ikan 
tersebut karena dipengaruhi oleh msim sehingga 
pasokan bahan baku untuk pengolahan juga 
tidak kontinyu. Hal ini menyebabkan produksi 
hasil olahannya tidak dapat dilakukan secara 
berkelanjutan setiap bulan. 


Skala produksi olahan ikan sebelum program 
yang dilakukan oleh responden kelompok sasaran 
di seluruh lokasi penelitian dapat dikatakan sangat 
kecil. Produksi olahan ikan rata-rata Poklahsar 
sebelum mendapatkan bantuan PUMP-P2HP 
adalah 192 kg/siklus' dengan produksi terkecil 
sebesar 50 kg/siklus (di Kota Makasar). Setelah 
mendapatkan bantuan program PUMP, terdapat 
peningkatan produksi olahan ikan pada setiap unit 
pengolahan dengan rata-rata produksi sebanyak 
320 kg/siklus dengan rata-rata pertumbuhan 
sebesar 72% (Tabel 3). Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian eksperimental dari Camerer dan Hogart 
(1999) bahwa adanya insentif yang besar kerap 
meningkatkan performa usaha, yang biasanya 
responsive terhadap upaya yang lebih baik. 


Dampak program PUMP-P2HP terhadap 
usaha pengolahan responden kelompok sasaran 


Tabel 3. Rata-rata Jumlah Produksi Unit Pengolahan Ikan Sebelum dan Sesudah Penerimaan 
Program PUMP-P2HP di Lokasi Penelitian. 
Table 3. Average Production of Fish Processor Unit Before and After Receiving PUMP-P2HP 


Program at Research Area. 


Produksi (Kg/bulan)/ 


Kabupaten/Kota Production (kgs/month) Pertumbuhan/ 
District/ Municipality Growth (Yo) 
Sebelum/ Before Sesudah/ After 
Pesisir selatan 7,906 13,275 68 
Cirebon 2,232 1,834 -18 
Makasar 850 595 -30 
Tangerang 1,558 4,533 191 
Aceh 2,335 8,155 249 
Banjar 4,633 5,740 24 
Sukabumi 2,627 4,438 69 
Sibolga 5,772 8,062 40 
Lombok Timur 1,460 2,274 56 
Rata-rata/ Average 3,264 5,434 72 


Sumber: Data primer diolah, 2014/ Source: Primary data analyzed, 2014 


?rata-rata hari produksi adalah 17 siklus/bulan 
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walaupun terlihat sudah memberikan dampaknya, 
namun belum memberikan dampak positif yang 
signifikan terhadap produksi olahan ikan dan 
pemasarannya. Peningkatan produksi poklahsar 
penerima bantuan belum maksimal dan cenderung 
tetap meskipun terdapat peningkatan produksi 
dan keuntungan usaha karena adanya program 
PUMP-P2HP. Hal ini terlihat dari rata-rata 
pertumbuhan yang hanya kurang dari 100% 
dibandingkan dengan jumlah bantuan yang 
disalurkan sebanyak kurang lebih Rp. 50 juta pada 
setiap kelompok pengolah. 


Peningkatan produksi terjadi pada unit 
pengolahan ikan skala menengah dan jenis olahan 
yang sudah memiliki akses pesar sebelumnya. 
Sebagai contoh untuk olahan ikan pindang, ikan 
kayu, ikan asap, ikan asin terjadi peningkatan 
produksi yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan 
adanya bantuan peralatan yang diberikan cukup 
mendukung pola produksi yang dilakukan. Dicirikan 
dengan meningkatnya jumlah ikan yang diolah 
serta bertambahnya jumlah hari kerja pengolahan 
ikan. Namun sebaliknya, untuk usaha pengolahan 
yang sifatnya masih baru di lokasi seperti di Aceh 
untuk pengolahan bakso atau nuget masih belum 
berdampak besar terhadap produksi, karena 
produk yang di buat masih tergolong baru. Dengan 
demikian, akses pasar masih terbatas dan produksi 
masih dilakukan berdasarkan pesanan saja. 


Dari hasil uji-t dapat dikatakan bahwa 
rata-rata produksi olahan ikan dan pemasaran 
perikanan terjadi peningkatan secara nyata. 
Oleh karena p value lebih kecil dari alfa 5% atau 
dengan melihat |t hitung| > t tabel maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan produksi 
yang signifikan antara sebelum dan sesudah 
program PUMP-P2HP. 


Selain itu, masih ditemukannya kelompok 
yang salah sasaran program, karena kelompok 
penerimaprogramtersebutternyata tidak melakukan 
usaha pengolahan. Kondisi ini disebabkan 
identifikasi awal yang dilakukan oleh pendamping 
dan pemerintah daerah belum dilakukan secara 
optimal. 


2. Dampak Program PUMP-P2HP terhadap 
Pendapatan 


Dampak program PUMP-P2HP diharapkan 
juga dapat memberikan peningkatan terhadap 
pendapatan kelompok sasaran, Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan 
pengolah produk perikanan bervariasi baik sebelum 
maupun setelah mendapatkan bantuan program 
PUMP P2HP. Rata-rata pendapatan pengolah ikan 
sebelum adanya program adalah Rp. 782.000/ 
siklus pada pengolah ikan dengan pendapatan 
di bawah satu juta rupiah, dan Rp. 3.061.000,-/ 
siklus pada unit pengolahan dengan pendapatan 
di atas satu juta rupiah. Setelah mendapatkan 
program, terdapat kenaikan pendapatan untuk 
seluruh unit pengolahan dan pemasaran di 9 lokasi 
penelitian tersebut yaitu Rp. 3.969.000/siklus atau 
meningkat sebesar 127% dan tidak ada poklahsar 
yang menghasilkan pendapatan di bawah satu 
juta rupiah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 
sebelumnya bahwa program pemberdayaan 
telah menunjukkan berpengaruh meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan keluarga rumah 
tangga sasaran (| Gusti Putu Putra (2015); | Wayan 
Wirya 2009). Meskipun terdapat peningkatan 
pendapatan, pelaksanaan program PUMP-P2HP 
belum efektif meningkatkan pendapatan poklahsar 
secara berkelanjutan. Sifat produksi yang hanya 
berdasarkan pesanan (tidak kontinu) menyebabkan 
pendapatan pun tidak pasti, sehingga kegiatan 


Tabel 4. Uji-t Dampak Program PUMP-P2HP Terhadap Produksi Poklahsar, 2014. 
Table 4. t-Test of PUMP-P2HP Impact to the Production of Processor Groups, 2014. 


Sebelum Program/ 


Sesudah Program/ 


Before program After program 
Mean 216.7 344.4 
Variance 192908.14 479301.71 
Observations 102 102 
Pearson Correlation 0.88 
df 101 
t Stat -3.465636 
P(T<=t) two-tail 0.000778 
t Critical two-tail 1.983731 


Sumber: Data primer diolah, 2014/ Source: Primary data analyzed, 2014 
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poklahsar biasanya sebagai pekerjaan sampingan 
dan bukan merupakan pekerjaan pokok. Hal 
tersebut menyebabkan kegiatan poklahsar belum 
benar-benar menjadi tulang punggung penghasilan 
keluarga (Tabel 5). 


Dari hasil uji-t dapat dikatakan bahwa 
rata-rata pendapatan olahan ikan dan pemasaran 
perikanan terjadi peningkatan setelah adanya 
program PUMP. Terdapat hubungan yang erat 
dengan nilai korelasi pearson sebesar 0,92 
(Tabel 6). Hipotesis yang digunakan yaitu hipotesis 
dua arah sehingga menggunakan two tail, 
hasilnya t tabel yaitu 1,98304 dengan p value 
sebesar 0,00001. Oleh karena p value lebih kecil 
dari alfa 5% atau dengan melihat [thitung] > t tabel 
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
pendapatan yang signifikan antara sebelum dan 
sesudah program PUMP. 


3. Dampak Program PUMP-P2HP terhadap 
Penyerapan Tenaga Kerja Unit Pengolahan 
dan Pemasaran 


Dampak program PUMP-P2HP selanjutnya 
yaitu meningkatnya serapan tenagakerja. Sebagian 
besar teknologi pengolahan yang digunakan oleh 
responden dilakukan secara tradisional. Salah 
satu ciri pola produksinya yaitu penggunaan 
tenaga kerja yang berasal dari keluarganya sendiri. 
Kalaupun ada yang menggunakan tenaga kerja 
dari luar, itupun jumlahnya tidak terlalu banyak. 
Usaha pengolahan yang sudah memiliki pangsa 
pasar yang lebih besar dan jumlah produksinya 
juga cukup besar, maka mereka menggunakan 
tenaga kerja dari luar keluarganya. Perkembangan 
jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam usaha 
pengolahan responden sebelum dan sesudah 
program dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel 7. 


Tabel 5. Rata-rata Pendapatan Unit Pengolahan dan Pemasaran Ikan Sebelum dan Sesudah 
Penerimaan Program PUMP-P2HP di Lokasi Penelitian. 
Table 5. Average Income of Fish Processors Before and After Receiving The PUMP-P2HP 


Program at Research Area. 


Pendapatan bersih (Rp)/ 


AS Mus ai Neulncome TER) aves i 
ARU Sebelum/ Before Sesudah/ After sapna 
Pesisir selatan 1,229,286 1,870,357 52.15 
Cirebon 901,667 2,133,429 136.61 
Makasar 759,722 1,128,500 48.54 
Tangerang 683,333 4,400,000 543.90 
Aceh 1,000,000 2,860,000 186.00 
Banjar 3,750,000 4,617,250 23.13 
Sukabumi 1,921,667 3,308,621 72.17 
Sibolga 6,367,500 8,741,250 37.28 
Lombok Timur 4,782,125 6,659,500 39.26 
Rata-rata/Average 2,377,256 3,968,767 127 


Sumber: Data primer diolah, 2014/ Source: Primary data analyzed, 2014 


Tabel 6. Uji-t Dampak Program PUMP-P2HP Terhadap Pendapatan Poklahsar, 2014. 
Table 6. t-Test of PUMP-P2HP Impact to The Processor Group Income, 2014. 


Sebelum Program/ 


Sesudah Program/ 


Before Programm After Programm 
Mean 2,470,233 3,727,666 
Variance 2.38479E+13 4.24517E+13 
Observations 102 102 
Pearson Correlation 0.92 
df 101 
t Stat -4.642059 
P(T<=t) two-tail 0.00001 
t Critical two-tail 1.98304 


Sumber: Data primer diolah, 2014/ Source: Primary data analyzed, 2014 
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Tabel 7. Rata-rata Penggunaan Tenaga Kerja pada Unit Pengolahan dan Pemasaran Ikan 
Sebelum dan Sesudah Penerimaan Program PUMP-P2HP di Lokasi Penelitian, 2014. 
Table 7. Average Use Of Fish Processor Labor Before and After Receiving The PUMP-P2HP 


Program at Research Area, 2014. 


Jumlah Tenaga Kerja (orang)/ 


Kabupaten/Kota Number of Workers (persons) Pertumbuhan/ 
District/ Municipality Growth (Yo) 
Sebelum/ Before Sesudah/ After 
Pesisir selatan 1 2 65 
Cirebon 4 4 6 
Makasar 2 3 24 
Tangerang 8 16 110 
Aceh 7 8 18 
Banjar 2 3 59 
Sukabumi 3 2 -32 
Sibolga 2 7 218 
Rata-rata/ Average 4 6 57 


Sumber: Data primer diolah, 2014/ Source: Primary data analyzed, 2014 


Gambaran penggunaan tenaga kerja 
oleh responden pengolah sebelum adanya 
program pada 9 lokasi penelitian berkisar dari 1 
sampai 8 orang /unit usaha. Terjadi perubahan 
penggunaaan jumlah jumlah tenaga kerja untuk 
beberapa pengolah yang telah meningkat skala 
produksinya menjadi 2 sampai 18 orang/unit 
usaha. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan 
rata-rata sebanyak 4 orang/unit usaha sebelum 
program dan meningkat menjadi 6 orang/unit usaha 
setelah program atau meningkat sebesar 57%. 
Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan 
target outcome yang dicanangkan dalam petujuk 
pelaksanaan PUMP-P2HP yang menyatakan 
bahwa target peningkatan jumlah serapan tenaga 
kerja sebesar 20% (Ditjen-P2HP, 2012). 


Tabel 8 ,menunjukkan hasil analisis uji 
t yang dilakukan juga mendukung analisis 
deskriptif di atas yang menyatakan bahwa 
penggunaan tenaga kerja meningkat secara 
signifikan dengan melihat |t hitung] > t table. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan tenaga kerja yang signifikan 
antara sebelum dan sesudah program PUMP. 
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh | Gusti Putu Putra (2015) 
bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan 
berdampak positif dan signifikan terhadap 
peningkatan kesempatan kerja rumah tangga 
sasaran di lihat dari jam kerja responden 
per hari. 


Tabel 8. Uji-t Dampak Program PUMP-P2HP Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Poklahsar, 


2014. 
Table 8. t-Test of PUMP-P2HP Impact to the Labor, 2014 
Sebelum Program/ Sesudah Program/ 
Before Programm After Programm 
Mean 2.546392 3.927835 
Variance 11.95876 25.90099 
Observations 97 97 
Pearson Correlation 0.435514 
df 96 
t Stat -2.86641 
P(T<=t) two-tail 0.005102 
t Critical two-tail 1.984984 


Sumber: Data primer diolah, 2014/ Source: Primary data analyzed, 2014 
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Dampak Ekonomi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) ...................... (Yayan Hikmayani dan Maharani Yulisti) 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Program PUMP-P2HP telah memberikan 
dampak yang positif terhadap perekonomian 
pengolah hasil perikanan. Hal ini ditunjukkan 
dengan adanya peningkatan produksi, pendapatan 
dan penyerapan tenaga kerja secara signifikan 
setelah adanya program tersebut. 


Penjabaran dampak program tersebut 
dapat memberikan masukan kepada pengambil 
kebijakan mengenai kemungkinan perbaikan 
terhadap program yang sudah ada ataupun 
program-program baru yang lebih efektif dan 
efisien dalam pembangunan kelautan dan 
perikanan secara berkelanjutan. Beberapa 
faktor dalam pelaksanaannya harus diperbaiki 
sehingga ke depannya program-program serupa 
dapat memberikan dampak yang nyata terhadap 
perekonomian pelaku usaha perikanan terutama 
pengolah dan pemasar ikan. Sebagai contoh, 
pemerintah pusat dan pemerintah lokal harus 
dapat mengidentifikasi sasaran utama secara tepat 
masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan 
jenis bantuan juga sangat cocok dibutuhkan 
dalam pengembangan usahanya. Perencanaan 
dengan identifikasi lokasi penerima bantuan harus 
dilakukan secara cermat dan matang karena 
setiap lokasi memiliki karakteristik yang 
berbeda-beda. Hal ini menjadi penting sehingga 
poklahsar dapat secara efektif memperbaiki kondisi 
usahanya. 
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ABSTRAK 


Ketidakpastian pendapatan yang diperoleh oleh kepala keluarga sebagai nelayan mendorong 
anggota rumah tangga lainnya seperti istri dan anak untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan 
hidup rumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran istri nelayan dalam meningkatkan 
pendapatan rumah tangga menurut jenis pekerjaan yang dilakukan dan pendapatan yang diperoleh 
serta besarnya sumbangan pendapatan tersebut untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. 
Penelitian dilakukan pada tahun 2013 di Desa Penjajab, Kabupaten Sambas. Metode penelitian 
menggunakan metode survei. Pengambilan responden dilakukan secara purposive sampling. Analisis 
data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar istri nelayan di 
Desa Penjajab memiliki pekerjaan sebagai pengolah produk perikanan (kerupuk, ikan kering dan terasi). 
Rataan besarnya nilai pendapatan istri nelayan adalah Rp.372.400,-/bln. Kontribusi pendapatan istri 
terhadap total pendapatan rumah tangga adalah sebesar 24,04%. Pekerjaan yang dilakukan oleh istri 
dan kepala keluarga dalam rumah tangga nelayan memiliki karakteristik yang sama, sangat tergantung 
pada musim. Ketika pendapatan kepala keluarga meningkat maka kecenderungan pendapatan pada 
istri nelayan juga meningkat. Hal ini dikarenakan bahan baku ikan olahan berasal dari hasil tangkapan 
suami. Meningkatkan partisipasi istri dan anggota keluarga dalam bekerja merupakan salah satu usaha 
strategis saat ini untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pengembangan usaha diluar sektor 
perikanan sangat penting dilakukan, mengingat tingkat pendapatan dari sektor perikanan masih rendah 
karena sangat dipengaruhi oleh musim. 


Kata Kunci: peran, istri nelayan, pendapatan, rumah tangga 


ABSTRACT 


Uncertainty income earned by the head of the family as a fisher push other household members, 
such as wives and children to work in order to meet the household needs. This study was conducted to 
determine the role of the fisher's wife to increasing household incomes in terms of the type of work and 
the income earned as well as the contribution of such the revenues to increase household income. Study 
was conducted in 2013 in Penjajab village of Sambas Regency. Survey method was used in this study. 
The selection of respondents used a purposive sampling. Data were analyzed descriptively. Results 
showed that most of the fisher’s wife in the Penjajab Villages has a job as a processing fishery products 
(crackers, dried fish and shrimp paste). Average income of the fisher’s wife is Rp.372.400, -/ month. Wife 
revenue contribution to total household income is equal to 24.04%. Work performed by the wife and the 
head of the family in the fisher households have the same characteristics, is highly dependent on the 
season. When the head of the family income increases, the tendency of the fishers wife revenue also 
increased. This is because the raw material processed fish catch comes from the husband. Increasing 
the participation of wife and family members in work is one of the current strategic effort to increase the 
househods revenue. Business development outside of the fisheries sector is very important because the 
level of income from the fisheries sector is still low and heavily depend on season. 


Keywords: role, fisher wife, income, household 
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PENDAHULUAN 


Kemiskinan merupakan suatu permasalahan 
yang banyak dihadapi oleh negara-negara 
berkembang, termasuk Indonesia. Menurut 
Cahyat et al. (2007), kemiskinan adalah suatu 
situasi dimana seseorang atau rumah tangga 
mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan 
dasar, sementara lingkungan pendukungnya 
kurang memberikan peluang untuk meningkatkan 
kesejahteraan secara berkesinambungan atau 
untuk keluar dari kerentanan. Nelayan selalu identik 
dengan kemiskinan, menurut Budiastuti (1994), 
nelayan merupakan masyarakat tradisional dengan 
kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan. 


Pendapatan nelayan sangat tergantung 
pada beberapa faktor seperti cuaca dan musim, 
sehingga berdampak pada pendapatan yang tidak 
menentu. Hasil kajian dari beberapa peneliti (Bahri, 
1995; Wijaya et al., 2010 ; Koeshendrajana et al., 
2012) menunjukkan bahwa usaha penangkapan 
ikan yang dilakukan oleh nelayan skala kecil sangat 
tergantung pada cuaca, musim, keterbatasan 
aset dan permodalan. Pada struktur masyarakat 
pesisir, mayoritas kepala keluarga bekerja sebagai 
nelayan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Pratama (2008), menunjukkan bahwa tingkat 
pendapatan kepala keluarga berpengaruh terhadap 
kesejahteraan rumah tangga. Hal ini menegaskan 
bahwa kesejahteraan dalam rumah tangga sangat 
tergantung pada sosok kepala keluarga tanpa 
dipengaruhi oleh anggota rumah tangga lainnya. 


Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati 
(2007) juga menunjukkan bahwa yang 
mempengaruhi kemiskinan dalam rumah tangga 
adalah pendapatan dan pendidikan, sedangkan 
yang mempengaruhi pendapatan adalah tenaga 
kerja dan investasi. Penelitian ini menunjukkan 
betapa erat kaitannya antara kondisi kemiskinan 
rumah tangga dengan anggota rumah tangga yang 
bekerja dan tingkat pendidikan anggota rumah 
tangga. Ketidakpastian pendapatan yang diperoleh 
oleh kepala keluarga sebagai nelayan mendorong 
anggota rumah tangga lainnya seperti istri dan 
anak untuk bekerja sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan hidup rumah tangga. 


Istri nelayan memiliki peran penting dalam 
peningkatan pendapatan rumah tangga. Seperti 
yang diungkapkan oleh Handayani dan Artini 
(2009) bahwa perempuan bekerja adalah untuk 
membantu ekonomi keluarga. Hal ini diperkuat oleh 
pernyataan Boserup (1984), bahwa sebagai salah 
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satu anggota keluarga, istri nelayan mempunyai 
andil yang tidak kecil di dalam menambah 
pendapatan dan mewujudkan kesejahteraan 
keluarga. Pada umumnya istri nelayan bekerja 
dibidang perikanan juga, baik sebagai pemasar 
hasil tangkapan ikan dan pengolah, namun tidak 
sedikit juga yang bekerja diluar sektor perikanan 
seperti menjadi buruh pabrik. Permasalahan bagi 
tenaga kerja perempuan adalah adanya perbedaan 
upah yang diterima. Upah bagi tenaga kerja wanita 
cenderung lebih rendah dibandingkan tenaga kerja 
pria. Tenaga kerja wanita dipandang hanya sebagai 
pelengkap dari tenaga kerja pria karena itu imbalan 
yang mereka terima lebih rendah dari tenaga kerja 
pria (Boserup, 1984). 


Penelitian terkait peran istri nelayan dalam 
rumah tangga dinilai sangat strategis untuk 
mengetahui kontribusi istri nelayan terhadap 
peningkatan pendapatan rumah tangga yang 
pada akhirnya dapat dijadikan sebuah solusi 
untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga 
nelayan yang selama ini selalu identik dengan 
kemiskinan. Berdasarkan pemaparan tersebut, 
maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab 
adalah seberapa besar sumbangan pendapatan 
istri nelayan terhadap pendapatan rumah tangga. 
Penelitian ini dilakukan khusus untuk menggali 
informasi mengenai peranan istri nelayan terhadap 
peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan 
tradisional, dengan studi kasus pada salah satu 
desa di Kabupaten Sambas, yaitu Desa Penjajab, 
yang dianggap dapat merepresentasikan kondisi 
kesejahteraan nelayan tradisional di wilayah 
pesisir Kalimantan Barat. 


Kabupaten Sambas merupakan salah satu 
wilayah di Indonesia yang memiliki potensi pada 
sektor perikanan yang cukup berkembang. Hal 
ini ditandai dengan adanya Pelabuhan Perikanan 
Nusantara Pemangkat. Desa Penjajab, Kecamatan 
Pemangkat merupakan daerah konsentrasi 
nelayan. Sebagian besar penduduk di wilayah 
ini bermatapencaharian dibidang perikanan 
baik sebagai nelayan maupun pengolah produk 
perikanan (BPS, 2012). Nelayan tradisional di 
Desa Penjajab mayoritas adalah nelayan yang 
memiliki target ikan tangkapan jenis ikan pelagis 
dan demersal, seperti ikan tongkol, layang, 
udang, kepiting dan berbagai jenis ikan karang. 
Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui peran istri 
nelayan dalam meningkatkan pendapatan rumah 
tangga yang ditinjau dari jenis pekerjaan yang 


Peran Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga 


dilakukannya dan pendapatan yang diperoleh 
serta besarnya sumbangan pendapatan tersebut 
untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 
gambaran terkait kondisi rumah tangga nelayan 
tradisional di Kabupaten Sambas khususnya dan 
nelayan tradisional lainnya di Indonesia secara 
umum. 


METODOLOGI 


Waktu dan Lokasi Penelitian 


Penelitian ini merupakan bagian dari 
kegiatan penelitian Panel Kelautan dan Perikanan 
Nasional (PANELKANAS) pada tahun 2013 yang 
dilaksanakan oleh Balai Besar Penelitian Sosial 
Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Penelitian 
ini dilaksanakan di Desa Penjajab, Kecamatan 
Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi 
Kalimantan Barat. Lokasi Desa Penjajab dipilih 
karena mayoritas penduduknya adalah nelayan 
tradisional dan juga merupakan desa yang terdekat 
dengan pelabuhan perikanan nusantara sehingga 
semua aktifitas penduduk tidak terlepas dari 
kegiatan perikanan. Penelitian dilaksanakan pada 
Bulan Mei tahun 2013. 


Jenis dan Sumber Data 


Jenis data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 
Data primer meliputi identitas responden, jenis 
pekerjaan, data pendapatan, curahan jam kerja 
dan data lainnya yang terkait dengan tujuan 
penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan 
berupa data potensi perikanan di lokasi penelitian, 
laporan tahunan dinas kelautan dan perikanan, 
data tenaga kerjadan hasil penelitian terdahulu 
yang terkait. Sumber data sekunder diperoleh dari 
berbagai instansi seperti Badan Pusat Statistik, 
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas 
dan penelusuran literatur hasil penelitian. 


Metode Pengumpulan Data 


Pengumpulan data dilakukan dengan tiga 
teknik, yaitu (1) wawancara langsung dengan 
memakai daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, 
(2) pencatatan data-data yang terkait dengan 
penelitian dari instansi-instansi; (3) observasi yakni 
mengamati langsung obyek penelitian. Jumlah 
nelayan yang dijadikan responden sebanyak 17 
orang dari rumah tangga yang berbeda. Responden 


NN NN (Maulana Firdaus dan Rikrik Rahadian) 


dipilih dengan cara purposive sampling sesuai 
dengan tujuan. Dalam mengumpulkan data terkait 
pendapatan bulanan yaitu dengan menggunakan 
metode recall pada setiap responden berdasarkan 
status anggota rumah tangga dan jenis 
pekerjaannya, karena pelaksanaan penelitian pada 
bulan Mei 2013, maka untuk data bulan Januari- 
April 2014 dilakukan recall. 


Metode Analisis Data 


Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis 
dengan metode deskriptif, yaitu penyajian analisis 
melalui penafsiran disertai interpretasi rasional 
terhadap faktor yang ada di lapangan (Singarimbun 
dan Effendi, 1989). Karakteristik rumah tangga, 
alasan istri bekerja bekerja dan permasalahan 
yang dihadapi dianalisis dengan metode deskriptif 
kualitatif. Curahan jam kerja dihitung dengan 
mencari satuan waktu kerja jam per hari dan 
hari per bulan; Sumbangan pendapatan istri 
nelayan terhadap total pendapatan rumah tangga 
dianalisis secara tabulasi tanpa uji statistik dengan 
menghitung jumlah uang yang dihasilkan atau 
diperoleh dari suatu kegiatan ekonomis (membuat 
olahan produk perikanan) dan pendapatan total 
rumah tangga dengan menggunakan rumus 
(Handayani dan Arini, 2009) : 


p=" x 100% 
Pd 


Keterangan / Description : 

P = Persentase pendapatan responden (istri 
nelayan) terhadap pendapatan keluarga/ 
Percentage of income respondents 
(fisher wife) to the family income 

Pw = Pendapatan rumah tangga yang berasal 
dari istri nelayan / Household income 
derived from the fisher wife 

Pd = Total pendapatan rumah tangga / Total 
household income 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Kabupaten Sambas merupakan salah 
satu wilayah di Kalimantan Barat yang memiliki 
pantai cukup panjang yaitu mencapai 198,76 
km. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan 
pengelolaan Kabupaten Sambas adalah 1.467,84 
km? (BPS, 2013). Sektor perikanan merupakan 
sektor yang cukup berkembang di kabupaten ini. 
Hal ini ditandai pula dengan adanya Pelabuhan 
Perikanan Nusantara Pemangkat. Salah satu 
daerah yang merupakan konsentrasi nelayan 
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adalah Desa Penjajab yang terletak di Kecamatan 
Pemangkat, Kabupaten Sambas. Sebagian besar 
penduduk di Desa Penjajab bermata pencaharian 
sebagai nelayan. Hal ini tidak lepas dari keberadaan 
sumberdaya perikanan di laut Cina selatan yang 
sudah dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun 
temurun. 


Nelayan tradisional di Desa Penjajab 
pada umumnya merupakan nelayan harian 
(one day fishing) dengan target jenis ikan tangkapan 
adalah ikan pelagis kecil dan demersal, antara lain 
seperti ikan kembung, layang, kepiting, udang, 
dan rajungan. Jenis armada yang digunakan pada 
umumnya perahu motor tempel dengan ukuran 
<5 GT berbahan kayu. Alat tangkap yang digunakan 
cukup beragam, seperti togok, jaring insang, 
pancing dan lampara dasar. Jumlah anggota 
rumah tangga nelayan mayoritas berjumlah 2-4 
orang yaitu sebanyak 56% dan yang lebih dari 
4 orang dalam satu rumah tangga sebanyak 44%. 


Jenis Pekerjaan dan Curahan Waktu Kerja Istri 
Nelayan 


a. Jenis Pekerjaan 


Pekerjaan yang dilakukan oleh istri nelayan 
di Desa Penjajab pada umumnya pada sektor 
perikanan dan bersifat informal. Pekerjaan yang 
dilakukan antara lain seperti pengolah ikan, penjual 
ikan mentah dan olahan serta ada beberapa yang 
berjualan bahan sembako. Kegiatan pekerjaan 
yang dipilih oleh istri nelayan di Desa Penjajab 
tidak terikat pada jam kerja. Pekerjaan informal 
yang dilakukan oleh para istri nelayan merupakan 
pekerjaan yang diciptakan sendiri. Pekerjaan ini 
tidak tergantung pada pihak lain sehingga waktu 
kerjanya pun tidak terikat. Menurut Subarsono (1998) 
dalam Haryanto (2008), sektor informal ini sering 


disebut juga dengan aktivitas informal, kesempatan 
kerja yang diciptakan (self employment), ekonomi 
di bawah tanah (underground economy), causal 
work, shadow economy. 


Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh istri 
nelayan tidak terlepas dari potensi dan kondisi 
sumberdaya yang ada disekitarnya, sehingga tidak 
mengherankan jika jenis pekerjaan yang dilakukan 
cenderung pada sektor perikanan. Hal ini sejalan 
dengan yang diungkapkan oleh Dahuri (2004), 
bahwa kehidupan masyarakat pesisir khususnya 
nelayan sangat tergantung pada kondisi lingkungan 
(sumberdaya). Desa Penjajab merupakan salah 
satu wilayah sentra produksi perikanan yang 
ada di Kabupaten Sambas dan mayoritas kepala 
keluarga di desa ini bekerja pada sektor perikanan, 
baik sebagai nelayan, ABK, buruh perikanan dan 
penjual hasil produk perikanan. Adapun jenis 
pekerjaan yang dilakukan oleh istri nelayan di Desa 
Penjajab dapat dilihat pada Tabel 1. 


Mayoritas pekerjaan istri nelayan yaitu 
sebagai pengolah ikan (65%). Produk olahan yang 
dihasilkan yaitu ikan asin,, ikan kering, kerupuik 
ikan dan terasi. Bahan baku untuk produk olahan ini 
merupakan hasil tangkapan dari suami. Bahan baku 
yang digunakan untuk ikan olahan adalah beberapa 
jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomi rendah. 
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengawetkan 
ikan dan juga meningkatkan nilai ekonominya. 
Untuk proses pengolahan ikan asin dan kering yaitu 
ikan segar hasil tangkapan kemudian dibersihkan, 
dibelah, dilumuri garam dan dijemur dibawah 
sinar matahari. Selain istri, kegiatan ini seringkali 
melibatkan anak perempuan. Menurut Widodo 
(2012), salah satu faktor penyebab peningkatan 
peran perempuan dalam aktifitas ekonomi rumah 
tangga adalah kemiskinan 


Tabel 1. Jenis Pekerjaan Istri Nelayan di Desa Penjajab, Kabupaten Sambas, 2013. 
Table 1. Type of Fisher Wife Work in Penjajab Village, Sambas Regency, 2013. 


No Jenis Pekerjaan/ Jumlah/Number Persentase/ 
Type of Work (Orang/ Person) Percentage (Yo) 

Pengolah Ikan / Fish Processing 11 65 

2 Penjual Ikan Olahan / Processor 3 18 
Fish Seller 

3 Pengolah Ikan dan Warung/ Fish 2 12 
Processor and Stores 

4 Pedagang Non Perikanan/ 1 6 
Traders of non fishery products 

Total 17 100 


Sumber : Data Primer diolah, 2013 / Source : Primary data were processed, 2013. 
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Produk ikan olahan yang dihasilkan kemudian 
dijual kepada pedagang pengumpul. Pedagang 
pengumpul biasanya yang mengambil ikan olahan 
lansung kepada istri nelayan dan kemudian 
dipasarkan lagi di pasar kecamatan, kabupaten 
bahkan ada sebagian hasil ikan olahan istri nelayan 
yang dipasarkan ke wilayah Pontianak, Jakarta dan 
Kuching (Malaysia). 


Untuk istri nelayan yang bekerja sebagai 
penjual ikan olahan merupakan pedagang 
pengumpul. Penjual ikan olahan ini ada yang 
menjual langsung kepada konsumen dan ada juga 
yang menjual kembali kepada pedagang pengumpul 
yang lebih besar atau dikenal dengan istilah tauke. 
Pada responden penelitian di Desa Penjajab tidak 
ditemukan istri nelayan yang bekerja menjual ikan 
segar atau hasil tangkapan dari suami. Hal ini 
dikarenakan hasil tangkapan dari suami langsung 
dijual sendiri oleh kepada tauke atau juragan yang 
langsung datang ke tempat pendaratan ikan. Untuk 
istri nelayan yang memiliki warung adalah mereka 
yang mengolah ikan dan juga berdagang bahan 
sembako dirumahnya sedangkan untuk istri nelayan 
yang bekerja sebagai pedagang non perikanan 
yaitu istri nelayan yang menjual pakaian dewasa 
dan anak (memiliki toko di pasar), jenis pekerjaan 
ini sangat jarang ditemui dan pada penelitian ini 
hanya ditemui satu orang saja. 


Jika dilihat dari jenis pekerjaan yang 
dilakukan oleh istri nelayan di Desa Penjajab dapat 
disimpulkan bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak 
memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi. Jika 
dikaitkan dengan hasil penelitian Nilakusumawati 
(2009) yang menyatakan bahwa pada umumnya 


EEN BEN RaR ON BEN UU (Maulana Firdaus dan Rikrik Rahadian) 


yang terlibat pada pekerjaan sektor informal 
memiliki tingkat pendidikan rendah. Maka untuk 
istri nelayan di Desa Penjajab juga mengalami hal 
yang sama. Diketahui bahwa tingkat pendidikan 
istri nelayan pada umumnya adalah tidak sekolah/ 
tidak tamat sekolah dasar (43%) dan tamat sekolah 
dasar (33%). Menurut Winarno (1996), yang 
menyebabkan angkatan kerja dengan pendidikan 
rendah lebih banyak pada sektor informal yaitu 
karena kesempatan kerja pada sektor formal 
memiliki persyaratan yang tinggi, salah satunya 
tingkat pendidikan sehingga mereka terpental dari 
sektor formal ke sektor informal. 


Usaha pengolahan ikan yang dilakukan 
oleh istri nelayan di Desa Penjajab adalah usaha 
tanpa badan hukum, tidak memiliki ijin operasi 
dan menggunakan teknologi yang sederhana. 
Karakteristik usaha pengolahan ikan istri nelayan 
di Desa Penjajab dapat dilihat pada Tabel 2. 
Karakteristik usaha pengolahan ikan di Desa 
Penjajab menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan 
merupakan usaha sektor informal. Hal ini sesuai 
dengan beberapa pernyataan yang mencirikan 
usaha sektor informal bahwa usaha yang dalam 
skala kecil, teknologi sederhana, tidak memerlukan 
ijin operasi, usaha tidak terorganisir, tidak memiliki 
akses permodalan ke lembaga keuangan dan usaha 
milik sendiri (Binaswadaya, 2002: Subarsono, 1996, 
Gilbert dan Glugler, 1996). Permasalahan dalam 
usaha pengolahan ikan ini adalah ketergantungan 
pada hasil tangkapan suami. Seperti diketahui 
bahwa usaha nelayan sangat tergantung pada 
cuaca dan musim, sehingga ketika produksi ikan 
yang dihasilkan oleh suami rendah maka rendah 
pula produksi ikan olah yang dihasilkan oleh istri. 


Tingkat Pendidikan Istri / Fisher Wife Education Level 


SLTP / Junior High 
School 20% 


SMA / Senior High 
School 0% 


Sumber : Data Primer diolah, 2013/ Source : Primary data were processed, 2013. 
Gambar 1. Tingkat Pendidikan Istri Nelayan di Desa Penjajab, Kabupaten Sambas, 2013. 
Figures 1. Fisher Wife Education Level in Penjajab Village, Sambas Regency, 2013. 
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Tabel 2. Karakteristik Usaha Pengolahan Ikan oleh Istri Nelayan di Desa Penjajab, Kabupaten 


Sambas, 2013. 


Table 2. Characteristics of Fish Processing by a Fisher Wife in Penjajab Village, Sambas Regency, 


2013. 


No Karakteristik / Characteristics 


Keterangan/Description 


1 Jenis Produk Olahan / Processed 
Product Type 

2 Skala Usaha / Bussines Scale 

3 Status Badan Hukum / Legal 
Entity Status 

4 Status Tenaga Kerja / 
Employment Status 

5 Teknologi yang digunakan / 
Technology Used 

6 Wilayah Pemasaran / Marketing 
Region 


7 Akses Modal / Access to Capital 


Ikan Kering, Ikan Asin, Kerupuk dan Terasi / Dried fish, 
Salted fish, crackers and condiments 


Kecil (Rumah Tangga) / Small (Household Scale) 


Tidak Berbadan Hukum (tanpa ijin operasi) / Without 
Legal Entity (without operating permits) 


Anggota Rumah Tangga (Anak Perempuan) / Household 
Member (Daughter/Girls) 


Sederhana / Simple 


Pasar Kecamatan, Pasar Kabupaten / Market District, 
Regency District. 


Tidak Ada Akses ke institusi Keuangan Formal (Modal 


Sendiri) / No access to formal financial institutions 
(Owner's eguity) 


Sumber : Data Primer diolah, 2013/Source: Primary data were processed, 2013. 


b. Curahan Waktu Kerja 


Curahan waktu kerja istri nelayan dapat 
digolongkan menjadi dua , yaitu untuk kegiatan 
ekonomis dan non ekonomis. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa curahan waktu kerja istri 
nelayan rata-rata untuk kegiatan ekonomis adalah 
4 jam/hari sedangkan untuk kepala keluarga yaitu 
7 jam/hari. Jika diambil total nilai rata-rata waktu 
kerja dalam seminggu maka diketahui bahwa untuk 
istri nelayan yaitu 28 jam/minggu. Berdasarkan 
hal tersebut diketahui bahwa istri nelayan dapat 
tergolong kedalam kategori tenaga kerja setengah 
menganggur, sesuai dengan kategori yang 
ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (2014) 
bahwa tenaga kerja yang jam kerjanya kurang dari 
35 jam/minggu tergolong kedalam tenaga kerja 


setengah menganggur. Untuk kepala keluarga 
tergolong dalam tenaga kerja penuh karena jam 
kerjanya lebih dari 35 jam/minggu. 


Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Handayani dan Artini (2009) pada istri nelayan 
pembuat makanan olahan di Kota Denpasar 
menunjukkan hal yang sama, bahwa istri nelayan 
dilokasi tersebut tergolong pada tenaga kerja 
setengah menganggur yang memiliki waktu kerja 
kurang dari 35 jam/minggu. Dengan memperhatikan 
rata-rata curahan waktu bekerja istri nelayan 
(4 jam/hari), secara umum dapat dikemukakan 
bahwa mereka masih mempunyai alokasi waktu 
yang dapat digunakan untuk kegiatan lain, seperti 
mengurus rumah tangga, istirahat ataupun kegiatan 
lain. 


Tabel 3. Rata-Rata Curahan Waktu Jam Kerja Kegiatan Ekonomis Istri Nelayan di Desa 


Penjajab, Tahun 2013. 


Table 3. Average Working Time of Fisher Wife in Economic Activity in Penjajab Village, 2013. 


No Bulan / Month 


Januari / January 
Februari / February 
Maret / March 

April / April 

Mei / May 

Rata-Rata / Average 


IB ON = 


Waktu Kerja (Jam/Hari) / 
Working Time (Hours/Day) 


3 


RROD A 


Sumber : Data Primer diolah, 2013/Source: Primary data were processed, 2013. 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata jam 
kerja istri nelayan memiliki perbedaan pada tiap 
bulannya. Faktor yang mempengaruhi lama waktu 
kerja lebih terkait pada banyak atau sedikitnya ikan 
yang akan diolah, tenaga kerja yang membantu 
(anak perempuan) dan cuaca atau terik matahari. 
Jika ikan yang diolah jumlahnya banyak maka akan 
semakin lama jam kerjanya. Khusus untuk proses 
pengolahan ikan kering dan asin, maka ketika 
cuaca terik matahari akan lebih cepat dibandingkan 
jika pada musim hujan. 


Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4. Pada 
bulan Januari dan Februari jumlah hari kerja per 
bulan lebih sedikit dibandingkan bulan lainnya. Hal 
ini disebabkan pada bulan tersebut banyak terjadi 
hujan sehingga proses pengolahan ikan (ikan 


EEN IN EA (Maulana Firdaus dan Rikrik Rahadian) 


Rata-rata nilai total pendapatan rumah 
tangga nelayan di Desa Penjajab yaitu sebesar 
Rp. 1.548.820,-/bulan, dengan laju peningkatan 
pendapatan per bulan yaitu 11%, dengan rincian 
nilai pendapatan setiap anggota rumah tangga 
sebagai berikut: (1) kepala keluarga yaitu 
sebesar Rp. 1.105.832/bulan dengan rata-rata 
laju peningkatan pendapatan per bulan sebesar 
10%, (2) istri sebesar Rp. 372.400/ bulan 
dengan rata-rata laju peningkatan pendapatan 
per bulan sebesar 8% dan (3) anak sebesar 
Rp. 1.105.832/ bulan dengan rata-rata laju 
peningkatan pendapatan per bulan sebesar 
10%. Secara rinci distribusi pendapatan masing- 
masing anggota rumah tangga dapat dilihat pada 
Tabel 5. 


Tabel 4. Rata-Rata Curahan Waktu Hari Kerja Kegiatan Ekonomis Istri Nelayan di Desa Penjajab, 


Tahun 2013. 


Table 4. Average Working Day of Fisher Wife in Economic Activity in Penjajab Village, 2013. 


Waktu Kerja (Hari/Bulan) / 


sa gan ala Working Time (Day/Month) 
1 Januari / January 11 
2 Februari / February 13 
3 Maret / March 15 
4 April / April 16 
5 Mei / May 15 
Rata-Rata / Average 14 


Sumber : Data Primer diolah, 2013/Source: Primary data were processed, 2013. 


asin dan ikan kering) terhambat. Pada umumnya 
istri nelayan yang bekerja sebagai pengolah ikan 
harus menunggu ikan yang olahnya kering terlebih 
dahulu baru dapat melakukan proses produksi 
selanjutnya. Pada bulan yang sudah memasuki 
musim kemarau atau intensitas hujan yang lebih 
sedikit cenderung waktu kerja pada istri nelayan 
juga menjadi lebih lama, hal ini dapat dilihat mulai 
dari bulan Maret hingga Mei. 


Kontribusi Pendapatan Istri Nelayan Terhadap 
Pendapatan Rumah Tangga 


Dalam penelitian ini pendapatan keluarga 
berasal dari tiga sumber, yaitu dari kepala keluarga 
(ayah), istri dan anak yang sudah bekerja. Hasil 
penelitian menujukkan bahwa rata-rata pendapatan 
rumah tangga pada setiap bulannya tidaklah sama. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan beberapa peneliti 
yang mengungkapkan bahwa pendapatan rumah 
tangga nelayan memiliki ketidak pastian (Bahri, 
1995, Wijaya et al., 2010 ; Koeshendrajana et al., 
2012). 


Pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa kontribusi 
terbesar pendapatan rumah tangga berasal dari 
kepala keluarga, yaitu sebesar 71,4%. Kontribusi 
pendapatan dari istri nelayan yaitu sebesar 24,04% 
dan anak sebesar 4,56%. Jika dilihat secara 
keseluruhan diketahui bahwa pendapatan total 
rumah tangga nelayan di Desa Penjajab hampir 
sama dengan nilai UMK Kabupaten Sambas 2013 
yang sebesar Rp.1.500.000,-/bulan (BPS, 2014) 
Hal ini menunjukkan bahwa nilai pendapatan 
masing-masing anggota rumah tangga masih 
dibawah nilai UMK kabupaten. Mencermati 


pendapatan istri nelayan yang kendati rendah, 
namun istri nelayan memberikan kontribusi 
dalam pendapatan keluarga.Walaupun 


kontribusinya tidak terlalu besar, namun kegiatan 
ekonomi istri nelayan dirasakan berperan cukup 
penting dalam menambah pendapatan keluarga. 
Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 
Kabir dan Huo (2011) dalam Widodo (2012), bahwa 
keterlibatan perempuan dalam aktifitas ekonomi 
menyebabkan peningkatan dalam pendapatan 
rumah tangga. 
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Tabel 5. Distribusi Pendapatan Anggota Rumah Tangga Nelayan di Desa Penjajab, Kabupaten 


Sambas, 2013. 


Table 5. The Distribution Income of Members Household Fishermen in Penjajab Village , Sambas 


Regency, 2013. 


. f 5 Anak / 
Suami / Husband Istri / Wife Childrem Total 
Rp/ 
No Bulan / Month (Rp 
(Rp/Bulan) / (%) (Rp/Bulan) / (%) (Rp/Bulan) / (%) Bulan) (%) 
(Rp/Month) 3 (Rp/Month) 5 (Rp/Month) z I (Rp/ 
Month) 
1 Januari / January 771,729 76.08 242,647 23.92 0 0.00 1,014,376 100 
2 Februari / 946,688 69.27 361,059 26.42 58.824 4.30 1,366,571 100 
February 
3 Maret / March 1,367,535 72.59 428,118 22.73 88.235 4.68 1,883,888 100 
4 April / April 1,347,594 68.7 496,412 25.31 117.647 6.00 1,961,653 100 
5 Mei / May 1,095,613 72.19 333,765 21.99 88.235 5.81 1,517,613 100 
Rata-Rata / 1,105,832 71.4 372,400 24.04 70.588 4.56 1,548,820 100 
Average 


Sumber : Data Primer diolah, 2013/Source: Primary data were processed, 2013. 


Curahan jam kerja istri nelayan yang 
lebih sedikit merupakan salah satu faktor yang 
menyebabkan pendapatan istri nelayan rendah. 
Mubyarto (1985), mengemukakan bahwa 
pendapatan seseorang tergantung dari waktu atau 
jam kerja yang dicurahkan dan tingkat pendapatan 
per jam kerja yang diterima. Berdasarkan hasil 
penelitian Haryanto (2008), kontribusi istri yang 
bekerja pada sektor bangunan terhadap total 
pendapatan total rumah tangga adalah sebesar 
53,57%. Nilai tersebut jauh diatas kontribusi istri 
nelayan terhadap total pendapatan rumah tangga. 
Adapun salah satu penyebabnya adalah jumlah 
jam kerja pada kegiatan ekonomi istri yang bekerja 
di sektor bangunan lebih banyak dibandingkan 
dengan istri nelayan, yaitu sebanyak 8 jam/hari 
sedangkan istri nelayan hanya 4 jam/hari. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Pada umumnya istri nelayan bekerja di sektor 
perikanan. Pekerjaan yang dilakukannya bersifat 
informal. Jenis pekerjaan yang dilakukan seperti 
pengolah ikan (65%), Penjual Ikan Olahan (18%), 
pengolah ikan dan warung (12% dan pedagang non 
perikanan (6%). Rata-rata pendapatan istri nelayan 
per bulan mencapai Rp. 372.400,-/bulan. Sumber 
pendapatan dalam rumah tangga berasal dari 
kepala keluarga, istri dan anak yang sudah bekerja. 
Pendapatan istri nelayan memberikan kontribusi 
sebesar 24,04% terhadap total pendapatan rumah 
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tangga. Pendapatan istri nelayan sebagai pengolah 
ikan sangat tergantung pada hasil tangkapan dari 
suami, karena pada umumnya istri nelayan di Desa 
Penjajab mengolah ikan hasil tangkapan suami 
yang memiliki nilai ekonomi rendah. 


Implikasi Kebijakan 


Untuk mewujudkan kesejahteraan rumah 
tangga nelayan maka perlu diperhatikan nilai 
pendapatan yang diterima serta stabilitas 
pendapatannya Rumah tangga nelayan tradisional 
memiliki karakteristik usaha yang sangat tergantung 
pada kondisi cuaca dan musim. Hal ini berdampak 
pada ketidak pastian pendapatan rumah tangga 
yang diterima. Pendapatan rumah tangga nelayan 
sangat tergantung pada sektor perikanan yang 
bersumber dari kepala keluarga. Anggota rumah 
tangga lainnya (istri dan anak) memiliki kontribusi 
pendapatan yang rendah. Peningkatan pendapatan 
rumah tangga nelayan dapat dilakukan melalui 
upaya : (1). Pemberdayaan terhadap anggota 
rumah tangga yang sudah masuk kedalam 
angkatan kerja aktif, melalui pelatihan keterampilan 
dibidang perikanan maupun non perikanan, dan 
(2). Pendampingan usaha yang diimplementasikan 
pada waktu dan sasaran yang tepat yang mampu 
mengatasi kemiskinan pada rumah tangga nelayan. 
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ABSTRAK 


PPN Palabuhan Ratu terletak di Teluk Palabuhan Ratu yang merupakan kawasan yang memiliki 
potensi perikanan yang penting di wilayah selatan Jawa Barat serta memiliki arti penting terkait kapasitas 
diri nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat peran faktor internal, eksternal dan 
etika diri dalam pengembangan kapasitas diri nelayan. Data primer yang digunakan dalam penelitian 
ini sebanyak 126 nelayan responden diambil secara sengaja berdasarkan konten penilaian sesuai 
persyaratan. Metode analisis Structural Eguation Modelling (SEM) digunakan dalam penelitian ini. Analisa 
terkait pengembangan kapasitas diri nelayan di Teluk Palabuhan Ratu, Sukabumi menunjukan bahwa 
pengetahuan, keterampilan, kompetensi, mental, dan komitmen merupakan indikator-indikator penting. 
Faktor internal yang berpengaruh terhadap pengembangan kapasitas diri nelayan adalah pendidikan 
formal dan etos kerja nelayan, sedangkan faktor eksternal adalah pemahaman terhadap peraturan 
perundangan perikanan, penyuluhan dan keberadaan koperasi. Dasar pembuatan kebijakan (bottom- 
up) pengembangan kapasitas diri nelayan di kawasan Teluk Palabuhan Ratu menuju perikanan tangkap 
berkelanjutan adalah melalui pengembangn sistem pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan 
kapasitas diri (capacity development) serta pelayanan penyuluhan dengan materi yang sesuai dengan 
kondisi, karakteristik dan kebutuhan nelayan lokal. 


Kata Kunci: kapasitas diri nelayan, faktor internal, faktor eksternal, structural eguation modelling 
(SEM) 


ABSTRACT 


PPN Palabuhan Ratu is located in the Palabuhan Ratu Bay which is an area that has potential 
important fishery in the southern region of West Java and has significance related to the capacity of 
the fishers themselves. This study aimed to analyze the role of internal factors, external and ethics in 
developing the capacity of self-fishers. Primary data were used in this study based on 126 respondents 
with appropriate assessment reguirements (purposive sampling). Structural Eguation Modeling (SEM) 
was used in this study. Analysis related to the self-capacity development of fishers in the Palabuhan Ratu 
Bay, Sukabumi shows that the knowledge, skills, competencies, mental, and commitment are important 
indicators. Internal faktors that influence the self-capacity development of fishers are formal education 
and work ethic; whereas the external factors are the understanding of the laws and regulations relating 
to fisheries, education and the existence of the cooperative. Basis for policy making (bottom-up) on self- 
capacity development of fishers in the region of Palabuhan Ratu Bay towards the sustainable capture 
fisheries is through the progression education and training system based on the development of self- 
capacity as well as extension services to the material in accordance with the conditions, characteristics 
and needs of local fishers. 


Keywords: capacity building of self-fishers, internal factors, external factors, structural equation 
modelling (SEM) 
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PENDAHULUAN 


Pembangunan perikanan yang berkelanjutan 
mencakup lima komponen utama yaitu sumber 
daya perikanan yang lestari, kondisi lingkungan 
terjaga, kebutuhan sumberdaya manusia (pelaku 
usaha perikanan yang terlibat di dalamnya) 
terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi yang 
layak dan tercukupi, teknologi yang ramah 
lingkungan, dan kelembagaan profesional (Food 
and Agriculture Organization (FAO), 1999). Tujuan 
utama dari pembangunan berkelanjutan adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan semua orang 
yang terlibat langsung atau tidak langsung di 
sektor perikanan serta sistem produktif alami. 
Melalui pendekatan ekosistem dalam perikanan, 
‘pembangunan’ dapat dicapai dengan mengurangi 
dampak negatif terhadap lingkungan dan/atau 
meningkatkan ketahanan sistem dari setiap 
perubahan yang tak terduga, untuk memenuhi 
tujuan sosial yang lebih luas. 


Sektor perikanan dan kelautan merupakan 
salah satu sektor prioritas yang diharapkan menjadi 
sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 
Tahun 2009, tujuan pembangunan perikanan adalah 
meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga 
kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya. 
Amanat tersebut setidaknya ada tiga pilar utama 
yang perlu diperhatikan agar pembangunan 
perikanan berkelanjutan yaitu kesinambungan 
antara sumberdaya manusia, sumberdaya alam, 
dan lingkungannya yang harus terjaga. Dari ketiga 
pilar tersebut tersirat suatu kebijakan strategis 
yang mencakup kegiatan pemberdayaan dan 
pengembangan sumberdaya manusia yang terlibat 
dalam usaha perikanan, pemanfaatan sumberdaya 
ikan dan pengelolaan lingkungan. 


Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 
(Ditjen PT) (2014) menjelaskan bahwa sub 
sektor perikanan tangkap menjadi andalan 
dalam pembangunan sektor kelautan dan 
perikanan dengan peran strategis antara 
lain: penyedia lapangan kerja khususnya bagi 
masyarakat di daerah pesisir dan sekitar perairan 
umum daratan, penyedia bahan pangan (protein 
hewani) bagi masyarakat, penghasil devisa bagi 
negara, pendorong tumbuhnya industri-industri 
lain terkait, dan penggerak pertumbuhan ekonomi 
di daerah. Sedangkan arah pembangunan kelautan 
dan perikanan lima tahun kedepan (2015-2019) 
diarahkan untuk memenuhi tiga pilar yang saling 
terintegrasi, yakni kedaulatan (sovereignty), 
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keberlanjutan (sustainability), dan kemakmuran 
(prosperity). 


Pembangunan perikanan tangkap 
berkelanjutan secara nasional dihadapkan pada 
kondisi perikanan tangkap saat ini antara lain: 
sumberdaya ikan yang mengalami eksploitasi 
besar-besar, struktur usaha perikanan tangkap 
masih didominasi usaha skala kecil (>90% 
armada tradisional (artisanal fisheries)), tingginya 
tingkat kehilangan dari hasil perikanan, dari sisi 
pemanfaatan sumber daya ikan belum terjadi 
keseimbangan antara satu Wilayah Pengelolaan 
Perikanan (WPP) dengan WPP lainnya, kondisi 
lingkungan telah mengalami degradasi, dan 
maraknya praktek Illegal, Unreported, Unregulated 
(IUU) fishing, baik oleh kapal asing maupun nelayan 
lokal (Dahuri, 2008). 


Konsep pembangunan kelautan dan 
perikanan selama ini lebih menekankan pada pilar 
produktifitas dan nilai keekonomian sumberdaya 
perikanan serta konservasi lingkungannya, 
sedangkan pilar pengembangan dan pemberdayaan 
sosial serta kapasitas diri sumberdaya manusianya 
belum menjadi fokus utama. Nelayan tangkap 
tradisional sebagai masyarakat marjinal pesisir 
selama ini hanya menjadi “penonton” atau 
“objek” pelaksanaan kebijakan pusat (top-down), 
belum benar-benar menjadi “aktor” atau “subjek” 
pelaksana kegiatan ekonomi yang utama di sektor 
perikanan tangkap (Dahuri, 2012a). 


Bercermin dari kondisi tersebut, maka 
selayaknya pembangunan perikanan tangkap 
sudah menempatkan nelayan yaitu orang yang 
mata pencahariannya melakukan penangkapan 
ikan terutama nelayan kecil yang memiliki bobot 
kapal kurang dari 5 gross ton (UU Nomor 45 
Tahun 2009) sebagai pelaku utama dalam setiap 
implementasi kebijakan di sub-sektor ini. Sehingga 
setiap implementasi kebijakan merupakan strategi 
yang tumbuh dari bawah (bottom-up) berdasarkan 
kondisi, karakter, kemampuan, dan kesiapan nelayan 
yang ada di lapangan. Pembuat kebijakan harus 
mulai memahami standar kapasitas diri nelayan 
tradisional, sebagai mayoritas pelaku utama dari 
perikanan tangkap, dalam mempersiapkan mereka 
untuk bertransformasi menuju industrialisasi 
kelautan dan perikanan berdasarkan Permen 
KP Nomor 27 Tahun 2012. Berdasarkan alasan 
tersebut perlu dilakukan kegiatan penelitian 
mengenai kapasitas diri nelayan. Lokasi yang dapat 
mewakili penelitian ini adalah Teluk Palabuhan 
Ratu, sebagai kawasan perairan yang memiliki 
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potensi perikanan tangkap penting di Kabupaten 
Sukabumi, Jawa Barat. Keberadaan Pelabuhan 
Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhan Ratu, 
dengan sarana dan prasarana yang ada, telah 
memberikan dukungan pada kegiatan operasi 
penangkapan ikan di kawasan Teluk Palabuhan 
Ratu. Wacana perubahan status PPN menjadi PPS 
(Pelabuhan Perikanan Samudera) juga menjadi 
salah satu alasan pemilihan lokasi penelitian ini. 


Tujuan penelitian adalah menganalisa peran 
faktor internal, eksternal, dan etika diri terhadap 
kapasitas diri nelayan di Teluk Palabuhan Ratu 
Kabupaten Sukabumi. Hal ini untuk mengkaji 
seberapa besar peranan indikator-indikator dari 
faktor internal, eksternal, dan etika diri yang dapat 
memberikan perubahan nyata pada peningkatan 
kapasitas diri nelayan untuk mampu bertransformasi 
menjadi nelayan modern di era industrialisasi 
kelautan dan perikanan. 


METODOLOGI 
Pengumpulan Data 


Pengambilan data dilakukan pada bulan 
Desember 2013 - Januari 2014. Lokasi penelitian 
di Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok, Kelurahan 
Palabuhan Ratu Kecamatan Palabuhan Ratu, Desa 
Cidadap Kecamatan Simpenan, dan Desa Ciwaru 
Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa 
Barat (Gambar 1). 
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Data yang dikumpulkan dalam penelitian 
ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh dengan cara melakukan 
wawancara dan survei kepada responden dengan 
pengisian kuesioner yang telah disiapkan. Data 
sekunder diperoleh dari Dinas Kelautan Perikanan 
Palabuhan Ratu dan kantor Kepala Desa. Penelitian 
dilakukan dengan metode survei karena penelitian 
ini ingin memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala 
yang ada dan mencari keterangan- keterangan 
secara faktual. Wawancara dilakukan pada saat 
nelayan telah melakukan aktivitas penangkapan 
ikan di laut. Mereka didatangi satu per satu ke 
rumah masing-masing. Pemilihan responden 
dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu 
pemilihan narasumber yang merupakan informan 
kunci dengan menggunakan kriteria-kriteria yang 
bertujuan untuk memperoleh narasumber yang 
berkapasitas sesuai dengan tujuan penelitian. 
Jumlah responden yang berhasil didata adalah 126 
nelayan. 


Analisis Data 


Untuk mengetahui peran faktor internal, 
eksternal, dan etika diri nelayan terhadap kapasitas 
diri nelayan dilakukan dengan metode analisa 
Stuctural Eguation Modelling (SEM). Dalam model 
pengukuran dan struktural (SEM), dibutuhkan 
beberapa variabel yaitu variabel laten (endogen- 
eksogen) dan variabel teramati (Ghozali dan Fuad, 
2008: Wijanto, 2015). Variabel laten eksogen terdiri 
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Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di Teluk Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. 
Figure 1. Map of The Study Site in the Palabuhanratu Bay, Sukabumi, West Java. 
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dari faktor internal dan faktor eksternal, sedangkan 
variabel laten endogen terdiri dari etika diri nelayan 
dan kapasitas diri nelayan. Jumlah variabel teramati 
adalah 15 variabel yang diwakili oleh 5 variabel 
laten internal, 4 variabel laten eksternal, 3 variabel 
laten kapasitas diri nelayan serta 3 variabel laten 
etika diri nelayan (Tabel 1). 


Untuk mempermudah dalam pembuatan 
jalur lintasan (path diagram) model SEM maka 
dibuat notasi yang mewakili variabel laten dan 
variabel teramati. Perangkat lunak yang digunakan 
untuk membuat model SEM adalah Lisrel versi 8.8 
(Joreskog dan Sorbom, 1996; Wijanto, 2015). 


Analisa model SEM yang dilakukan meliputi 
(Santoso, 2015, Wijanto, 2015): 


1. Uji kecocokan model (Goodness of Fitness 
Test) 


2. Analisa Model Struktural 


Analisa model struktural didasarkan atas 
analisa pada nilai-t dan koefisien/parameter model 
nilai estimasi serta analisa nilai determinasi (R2) 
dari model strukturalnya. Berdasarkan kombinasi 
nilai-nilai tersebut disusun suatu hipotesis terhadap 
hubungan kausal antar variabel laten KDN 
(kapasitas diri nelayan), ETK (etika diri nelayan), 
INT (faktor internal), dan EXT (faktor eksternal) 
sebagai berikut: 


a. Hipotesis 1: INT mempunyai pengaruh negatif 
terhadap KDN 


b. Hipotesis 2: INT mempunyai pengaruh positif 
terhadap ETK 


c. Hipotesis 3: EXT mempunyai pengaruh positif 
terhadap KDN 


d. Hipotesis 4: EXT mempunyai pengaruh negatif 
terhadap ETK 


e. Hipotesis 5: ETK mempunyai pengaruh positif 
terhadap KDN 


3. Analisa Model Pengukuran (path diagram), 
berdasarkan: 


f. Uji validitas berdasarkan nilai Standarized 
Factor Loading (SFL) dan Nilai-t (t-value) 


g. Uji reliabilitas berdasarkan nilai ukuran 
reliabilitas komposit (construct reliability) dan 
ukuran ekstrak varian (Variance extracted), 
sebagai berikut: 


1. Untuk nilai reliabilitas komposit (Construct 
reliability) digunakan rumus: 


(È std.factor loading)? 1 


Construct Reliability (CR) == 5 . 
(È std.factor loading) #-Ye 


Untuk nilai ukuran ekstrak varian (Variance 
extracted) digunakan rumus: 

i _ È (std. factor loading”) 
Variance Extracted (VE) - ea SAE ....(2) 
atau 

oe 
Variance Extracted (VE) = BIS meron ---(3) 


Factor loading dan e (error variance) dari 
variabel ukur yang sudah distandarisasi, sedangkan 
N adalah jumlah variabel teramati. 


Tabel 1. Variabel Laten (Endogen-Eksogen) dan Variabel Teramati Pada Model SEM Pengembangan 
Kapasitas Diri Nelayan di Teluk Palabuhan Ratu, Jawa Barat, 2013/2014. 

Table 1. Latent Variables (Endogenous-Exogenous) and Observed Variables in SEM Model of The 
Capacity Building of Self-Fishers in Palabuhan Ratu, West Java, 2013/2014. 


Variabel Laten /Laten Variables 


Endogen/Endogenous Eksogen/Exogenous 
Kapasitas Diri Nelayan (KDN)/ Faktor Internal (INT)/ Faktor Eksternal (EXT)/ 
Capacity Of Self-Fishers Internal Factors External Factors 
5 8 |° Pengetahuan (Y1)/ Knowlegde < Pendidikan Formal (XI1)/ < Peraturan (XE1)/ Regulation 
= S Formal education 
5 5 * Keterampilan (Y2)/ Skill * Non Formal (XI2)/Training * Modal (XE2)/Capital 
3 8 |. Kompetensi (Y3)/Competencies < Kesehatan (X13)/Health < Penyuluhan (XE4)/ Extension 
= 5 Etika Diri Nelayan (ETK)/Ethics < Etos Kerja (X16)/Work ethics < Koperasi (XE5)/Cooperatives 
sg 2 < Mental (Y4)/ Mental < Teknologi (XI7)/ Technology 


< Percaya Diri (Y5)/Self-believe 


* Komitmen (Y6)/ Commitment 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 


Uji Kecocokan Model (Goodness of Fitness) 


Berdasarkan hasil analisa model Structural 
Eguation Model (SEM) dengan menggunakan 
program LISREL versi 8.8 (Joreskog dan Sorbom, 
1996) terhadap model pengukuran dan struktural 
diperoleh nilai Goodness of Fitness (GOF) yang 
memiliki nilai kecukupan GOF yang disarankan 
(Tabel 2). Hasil analisa model SEM tersebut 
dijadikan sandaran analisa lanjutan untuk peran 
faktor internal-eksternal dan etika diri nelayan 
terhadap kapasitas diri nelayan, berdasarkan 
model struktural maupun model pengukurannya. 


Analisa Model Struktural 


Hasil analisa model struktural hubungan 
variabel laten dan teramati pengembangan 
kapasitas diri nelayan di Teluk Palabuhan Ratu, 
Sukabumi dengan menggunakan SEM diperoleh 
model struktural (path diagram model) dengan 
nilai estimasi dan nilai-nilai untuk GOF seperti 
chi-square (595,32), degree of freedom (df-81), 
nilai-P (-0,13208) dan nilai RMSEA (=0,038) 
(Gambar 2). 


Nilai estimasi koefisien/parameter hubungan 
dari variabel laten eksogen INT (faktor internal) 
ke variabel laten endogen KDN (kapasitas diri 
nelayan) dan ETK (etika diri nelayan) masing- 
masing adalah -1,24 dan 0,82. Sedangkan dari 
variabel laten eksogen EXT (faktor ekternal) ke 
variabel laten endogen KDN (kapasitas diri nelayan) 
dan ETK (etika diri nelayan) masing-masing adalah 
0,79 dan -0,57. Sementara untuk nilai koefisien 
variabel laten endogen dari ETK ke KDN adalah 
sebesar 1,08. 


Persamaan model struktural menunjukan 
hubungan kausal atau pengaruh satu variabel 
laten (eksogen) terhadap variabel laten yang lain 
(endogen). Model struktural yang dibentuk bersifat 
rekursif atau tidak ada feedback loop dari variabel 
laten endogen ETK ke KDN atau sebaliknya. 
Dimana hubungan variabel laten eksogen INT dan 
EXT serta variabel variabel endogen ETK hanya 
bermuara pada saru variabel laten KDN (kapasitas 
diri nelayan) yang menjadi fokus dari penelitian 
ini. Seperti terlihat pada persamaan (4) model 
struktural yang dibentuk terlihat hubungan kausal 
variabel laten antara KDN (kapasitas diri nelayan) 
dengan variabel laten ETK (etika diri nelayan), 


Tabel 2. Goodness of Fitness (GOF) dari Model SEM Pengembangan Kapasitas Diri Nelayan di 
Teluk Palabuhan Ratu, Jawa Barat, 2013/2014. 

Table 2. Goodness of Fitness (GOF) from SEM Model of Building Capacity Self-Fishers in the 
Palabuhan Ratu Bay, West Java, 2013/2014. 


Parameter GOF/ Syarat GOF ?/ Model/ Keterangan/ 
GOF Parameters GOF Reguiste Model Description 
Chi-S Sekecil mungkin/Small as possible 45.08 Baik/Good 
Chi-sguare Semakin kecil (+)/Getting smaller 95.32 Baik/ Good 
Minimum data (n x (n+1)/2 $126; n= variabel teramati/Observed 420 Baik/Good 
variables 
df Semakin kecil (+)/Getting smaller 81 Baik/Good 
P-Value** > 0.05 (Good fit) 0.13 Baik/Good 
RMSEA" $0.05 (Good fit) 0.038 Baik/Good 
20.09 (Good fit) 
NEI 0.08<GF1<0.09 (Marginal fit) CAN elo 
NNFI 20.09 (Good fit)); 0.08<GF1<0.09 (Marginal fit) 0.87 Cukup/Pretty 
CFI** 20.09 (Good fit)); 0.08SGF1<0.09 (Marginal fit) 0.90 Baik/Good 
IFI 20.09 (Good fit)); 0.08sGF1<0.09 (Marginal fit) 0.91 Baik/Good 
RFI 20.09 (Good fit); 0.08SGFI<0.09 (Marginal fit) 0.57 Kurang/Poor 
CN 2200 142.37 Kurang/Poor 
SRMR SRMRs0.05 0.078 Kurang/Poor 
GFI 20.09 (Good fit), 0.08SGFIXO.09 (Marginal fit) 0.91 Baik/Good 
AGFI 20.09 (Good fit); 0.08SGFIXO.09 (Marginal fit) 0.86 Cukup/Pretty 


Keterangan: “) Wijanto, 1997. 


**) Kusnendi, 2008; parameter kunci uji ukuran kecocokan model 


Description: *) Wijanto, 1997. 


**) Kusnendi, 2008: Key parameters of goodness of fit (GOF) test of Model 
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Chi-Square=95.32, df=81, P-value=0.13208, RMSEA=0.038 


Gambar 2. Nilai Estimasi Model Jalur Lintasan Dari Pengembangan Kapasitas Diri Nelayan di Teluk 


Palabuhan Ratu, Jawa Barat, 2013/2014. 


Figure 2. The Estimated Value of Diagram Path Model of Capacity Building of Self-Fishers in 
the Palabuhan Ratu, West Java, 2013/2014. 


INT (faktor internal) dan EXT (faktor eksternal). 
Sementara itu secara terpisah hubungan kausal 
variabel laten eksogen INT dan EXT terhadap 
variabel laten endogen KDN dan ETK dapat dilihat 
pada persamaan (5) dan persamaan (6). 


Secara lengkap model struktural yang dapat 
dibentuk dari hubungan kausal variabel laten 
endogen KDN dan ETK dengan variabel eksogen 
INT dan EXT adalah sebagai berikut: 


KDN = 1,08*ETK - 1,24*INT + 0,79*EXT, 


Errorvar,= 0,55 ; R?=0,69  ................... (4) 
(0.41) (1.35) (1,15) (0,89) 

t-value 2.64 -0.92 0,69 0,61 

ETK = 0,82*INT - 0,57*EXT, Errorvar,= 
1,00; R?=0,23  .................. (5) 
(0,88) (0,77) 

t-value 0,93 -0,73 


Hasil substitusi persamaan (4) dan (5), maka 
diperoleh persamaan (6) sebagai berikut: 


KDN = - 0,36*INT + 0,18*EXT, Errorvar.= 1,72: 


R?=0035 anakan (6) 
(0,56) (0,49) 
t-value -0,63 0,37 
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Analisa model struktural merupakan evaluasi 
terhadap koefisien-koefisien atau parameter- 
parameter (loading factor) dengan nilai-t yang 
menunjukan hubungan kausal atau pengaruh satu 
variabel laten terhadap variabel laten yang lain. 
Seperti terlihat pada Tabel 3 yaitu hasil analisis 
model struktural diperoleh 5 alternatif hipotesis 
yaitu 4 hipotesis tidak diterima dan ada 1 hipotesis 
yang diterima. 


Mengacu pada model struktural dan hipotesis 
seperti pada tabel di atas, maka hubungan kausal 
variabel laten INT (faktor internal) terhadap variabel 
laten KDN (kapasitas diri nelayan)tidak berpengaruh 
negatif secara nyata sedangkan terhadap variabel 
laten ETK (etika diri nelayan) tidak berpengaruh 
positif secara nyata. Secara umum faktor internal 
seperti pendidikan formal, non-formal, kesehatan, 
etos kerja dan teknologi tidak memberikan pengaruh 
yang nyata atau signifikan terhadap perubahan 
kapasitas diri nelayan tradisional di lokasi penelitian, 
Teluk Palabuhan Ratu, Sukabumi. Kepercayaan 
(budaya), pengetahuan, dan keterampilan yang 
terdapat pada masyarakat nelayan umumnya 
merupakan proses yang dilakukan dari generasi 
ke generasi (Townsley, 1998). Rogers (1983) 
menyatakan bahwa nelayan sebagai manusia 
mempunyai potensi belajar secara alami. Sehingga 
kemampuan kapasitas diri nelayan yang ada tidak 
terlalu dipengaruhi oleh faktor internal seperti 


Pengembangan Kapasitas Diri Nelayan Dalam Rangka Pembangunan Perikanan Tangkap 


(Rinda Noviyanti, et al) 


Tabel 3. Evaluasi Nilai Koefisien, Nilai-T Dan Hipotesis Pada Model Persamaan Struktural (SEM) 
Pengembangan Kapasitas Diri Nelayan. 


Table 3. Evaluation Coefficient Value, T-Value And Hypothesis on Structural Eguation Modeling 


(SEM) of Capacity Building of Self-Fishers. 
“ys = . Nil is 
Hipotesis/ Jalur/ MEN Sas ! sa Kesimpulan/ 
LOR Heal Path Estimation Value t-value ee 
lyphothesis a (Loading Factor) (21,96) Conclusions 
1 INT 5 KDN -1,24 -0,92 Tidak signifikan (hipotesis 1 tidak diterima)/ 
Not significant (Hypothesis 1 was not accepted) 
2 INT > ETK 0,82 0,93 Tidak signifikan (hipotesis 2 tidak diterima)/ 
Not significant (Hypothesis 2 was not accepted) 
3 EXT > KDN 0,79 0,69 Tidak signifikan (hipotesis 3 tidak diterima)/ 
Not significant (Hypothesis 3 was not accepted) 
4 EXT > ETK -0,57 -0,73 Tidak signifikan (hipotesis 4 tidak diterima)/ 
Not significant (Hypothesis 4 was not accepted) 
5 ETK > KDN 1,08 2,64 Signifikan (hipotesis 5 diterima)/Significant 
(Hypothesis 5 was accepted) 
pendidikan formal dan non-formal. Wahyudin penangkapan ikan (OPI) meskipun dengan kondisi 


(2011) menyatakan bahwa tingkat pendidikan 
formal di lokasi penelitian secara umum adalah 
rendah (mayoritas tingkat sekolah dasar). Hal ini 
sejalan dengan Firdaus (2005) yang menyatakan 
penyebab rendahnya minat orang tua di pedesaan 
untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke SMP 
diantaranya adalah faktor sosial budaya, dan 
faktor kurangnya biaya pendidikan (ekonomi tidak 
mampu). 


Model hubungan kausal variabel laten EXT 
(eksternal) terhadap variabel laten KDN (kapasitas 
diri nelayan) tidak berpengaruh positif secara 
nyata dan tidak berpengaruh negatif secara nyata 
terhadap perubahan variabel laten ETK (etika 
diri nelayan). Sehingga faktor eksternal seperti 
pemahaman peraturan-perundangan terkait 
pemanfaatan dan pengelolaan perikanan, akses 
permodalan, aktifitas penyuluhan dan keberadaan 
lembaga koperasi mina tidak memberikan 
pengaruh atau perubahan secara nyata atau 
signifikan terhadap kapasitas diri nelayan. Kusnadi 
(2000) mengemukakan jika nelayan memiliki nilai- 
nilai sosial seperti menghargai keahlian, terbuka 
dan ekspresif, solidaritas sosial yang kuat dan 
kemampuan adaptasi untuk bertahan hidup. Hal ini 
menunjukan, bahwa meskipun program pemerintah 
(seperti akses permodalan dan penyuluhan) tidak 
mencapai tujuannya namun nelayan tradisional di 
lokasi penelitian masih dapat beradaptasi untuk 
tetap beroperasi melakukan kegiatan operasi 


modal dan teknologi yang terbatas. 


Sementara untuk variabel laten ETK (etika diri 
nelayan) terlihat sangat berpengaruh positif secara 
nyata terhadap variabel laten KDN (kapasitas diri 
nelayan). Sehingga perubahan kemampuan etika diri 
nelayan sebesar satu satuan maka secara siginifikan 
akan memberikan pengaruh terhadap kapasitas 
diri sebesar 1,08 satuan. Hal ini mengindikasi jika 
faktor etika diri seperti ini aspek mental, aspek 
percaya diri, dan aspek komitmen nelayan sangat 
erat kaitannya dengan faktor kapasitas diri nelayan 
secara umum. Sebagaimana didefinisikan dalam 
Kode Etik Perikanan Bertanggung Jawab, dimana 
pembangunan atau pengembangan perikanan 
meliputi dimensi bio-ekologi, teknologi, ekonomi 
dan sosial (termasuk etika) (FAO, 1995). 


Berdasarkan analisa model struktural di 
atas maka secara umum pelaksanaan program 
pemerintah terutama di kawasan Teluk Palabuhan 
Ratu, sampai penelitian ini dilakukan, masih 
mengindikasikan program pengelolaan perikanan 
tangkap masih bersifat top-down atau bersifat 
instruktif dari pemerintah terhadap target program 
(nelayan) di level bawah (Sen and Nielsen, 
1996) dan terdapat program bantuan langsung 
yang tidak tepat sasaran. Beragam paket 
kebijakan bantuan telah diterapkan di kawasan 
ini antara lain program motorisasi, pemberdayaan 
nelayan, pelatihan dan penyuluhan perikanan 
seperti melalui program PEMP dan Minapolitan, 
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namun belum berpengaruh secara nyata 
terhadap kemapanan dan kemandirian nelayan 
tradisional (Wahyudin et al., 2005). Hasil evaluasi 
Ditjen Perikanan Tangkap (Direktorat 
Jenderal Perikanan Tangkap, 2014b) selama 
periode RPJMN | (2004-2009) dan RPJMN II 
(2010-2014) program-program pemerintah di 
bidang kelautan dan perikanan belum mampu 
mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir 
termasuk nelayan dan masih tinggi tingkat 
kemiskinannya. 


Analisa Model Pengukuran (Uji Validitas dan Uji 
Reliabilitas) 


Model pengukuran berdasarkan hasil analisa 
SEM yang baik, perlu dilakukan suatu pengujian 
yaitu dengan uji validitas dan uji reliabilitas (Wijanto, 
2015). Uji validitas berhubungan dengan apakah 
suatu variabel mengukur apa yang seharusnya 
diukur, sedangkan uji reliabilitas merupakan 
konsistensi suatu pengukuran dimana reliabilitas 
tinggi atau baik jika variabel teramati mempunyai 
konsistensi tinggi atau baik dalam mengukur 
variabel latennya (Santoso, 2015). Untuk membuat 
uji validasi dan uji reliabilitas diperlukan nilai-t, nilai 
koefisien/paramater (standardized factor loading) 
dan error variance yang terstandarisasi. 
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Berdasarkan analisa SEM pada model 
pengukuran untuk variabel laten eksogen INT 
(faktor internal) ke variabel laten endogen KDN 
(kapasitas diri nelayan) dan ETK (etika diri nelayan) 
diperoleh nilai-t masing-masing sebesar -0,92 dan 
0,93. Nilai-t variabel laten eksogen EXT ke variabel 
laten endogen KDN (kapasitas diri nelayan) dan 
ETK (etika diri nelayan) diperoleh masing-masing 
sebesar 0,69 dan -0,73, Sedangkan nilai-t dari 
variabel laten endogen ETK (etika diri nelayan) 
ke KDN (kapasitas diri nelayan) adalah 2,64. 
(Gambar 3). 


Nilai koefisien terstandarisasi (standardized 
factor loading) berdasarkan Gambar 2 dapat 
diketahui koefisien terstandarisasi dari variabel 
laten eksogen INT (faktor internal) ke variabel 
laten endogen KDN (kapasitas diri nelayan) dan 
ETK (etika diri nelayan) masing-masing adalah 
-0,93 dan 0,72. Sedangkan untuk variabel laten 
eksogen EXT (faktor eksternal) ke variabel laten 
endogen KDN (kapasitas diri nelayan) dan ETK 
(etika diri nelayan) masing-masing adalah 0,59 
dan -0,50. Sementara itu untuk nilai koefisien 
terstandarisasi pada variabel laten endogen ETK 
(etika diri nelayan) ke KDN (kapasitas diri nelayan) 
adalah sebesar 0,93 (Gambar 4). 
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Gambar 3. Nilai-t dari Variabel Laten INT, EXT, ETK dan KDN Pengembangan Kapasitas Diri Nelayan 
di Teluk Palabuhan Ratu, Jawa Barat, 2013/2014. 

Figure 3. Value-tof Latent Variables INT, EXT, ETK and KDN of Capacity Building of Self-Fishermen 
in the Palabuhan Ratu, West Java, 2013/2014. 
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Chi-Square=95.32, df=81, P-value=0.13208, RMSEA=0.038 


Gambar 4. Nilai Terstandarisasi Dari Variabel Laten INT, EXT, ETK dan KDN Pengembangan Kapasitas 
Diri Nelayan di Teluk Palabuhan Ratu, Jawa Barat, 2013/2014. 

Figure 4. Standardized Value of The Latent Variable INT, EXT, ETK and KDN of Capacity Building of 
Self-Fishers in the Palabuhan Ratu, West Java, 2013/2014. 


Uji validitas terhadap model pengukuran Standardized Factor Loading (SFL) dengan nilai-t 
hubungan variabel laten endogen (KDN dan ETK) dari model pengukuran yang sudah terstandarisasi. 
dengan variabel laten eksogen (INT dan EXT) Secara rinci nilai uji validitas model dapat dilihat 
ditentukan berdasarkan kombinasi antara data pada Tabel 4. 


Tabel 4. Uji Validitas Pada Model Pengukuran Yang Sudah Terstandarisasi. 
Table 4. Test the Validity of The Measurement Model Which has been Standardized. 


Variabel Variabel Laten/Laten Variables .. 
Teramati/ y J! 
KDN ETK INT EXT Validitas/ 
ee Sm w S © S en S Tk Validity Test 
Variabel 
Y1 0.74 jai - - - - - - Baik/Good 
Y2 0.34 2.99 - - - - - - Cukup/Pretty 
Y3 0.69 2.80 - - - - - - Baik/Good 
Y4 0.50 3.01 - - - - Baik/Good 
Y5 0.16 1.27 - - - - Kurang/Poor 
Y6 0.57 3.01 - - - - Baik/Good 
XM 0.39 3.25 - - Cukup/Good 
KI2 0.28 2.41 - - Cukup/Good 
XIS 0.27 2.36 - - Cukup/Good 
XI6 0.30 2.61 - - Cukup/Good 
XI7 0.23 2.00 - - Cukup/Good 
XE1 0.87 6.33 Baik/Good 
XE2 0.25 2.47 Cukup/Pretty 
XE4 0.43 4.07 Cukup/Pretty 
XE5 0.31 2.98 Cukup/Pretty 


Keterangan: SFL (Standardized Factor Loading)20,5, t-v = nilai-t 21,96 (Wijanto, 2015)/ 
Decription: SFL (Standardized Factor Loading)20,5, t-v = t-value 21,96 (Wijanto, 2015) 
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Analisa uji reliabilitas dilakukan berdasarkan 
pada nilai factor loading dan error variance yang 
terstandarisasi seperti data di atas. Dengan 
menggunakan persamaan (1), (2) dan (3) maka 
nilai CR dan VE dari model pengukuran dapat 
dihitung. Hasil perhitungan nilai CR berkisar antara 
0,32 sampai 0,62. Sedangkan nilai VE untuk model 
pengukuran berkisar antara 0,15 sampai 0,38. 
Secara umum uji reliabilitas model pengukuran 
berdasarkan nilai CR dan VE seperti terlihat pada 
Tabel 5 di bawah, baik nilai CR maupun VE dari 
ke-4 variabel laten yang dikur memiliki reliabilitas 
atau belum memadai atau belum cukup dapat 
dijadikan sandaran pemodelan struktural secara 
konsisten pada saat dan kondisi yang lain dalam 
menjelaskan hubungan pengembangan kapasitas 
diri nelayan dengan faktor internal dan eksternalnya 
(Sugiyono, 2007). Hal ini mengindikasikan jika 
model struktural berdasarkan data responden yang 
dibangun di lokasi penelitian belum dapat dijadikan 
sandaran model struktural sejenis di lokasi dan 
waktu yang berlainan. Sehingga model struktural 
secara spesifik menggambarkan karakteristik 
pengembangan kapasitas diri nelayan terutama 
nelayan kecil atau tradisional di Teluk Palabuhan 
Ratu, Sukabumi. 


Berdasarkan data uji validitas pada model 
pengukuran SEM di atas terlihat nilai Standardized 
Factor Loading (SFL) untuk indikator (aspek) 
yang lebih besar atau sama dengan 0,5 adalah 
Y1 (pengetahuan), Y3 (kompetensi), Y4 (mental), 
Y6 (komitmen) dan XE1 (peraturan). Hasil ini 
menunjukkan bahwa indikator kunci dalam 
pengembangan atau pemberdayaan kapasitas diri 
nelayan di Teluk Palabuhan Ratu, Sukabumi adalah 
aspek pengetahuan, aspek kompetensi, aspek 
mental, aspek komitmen dan aspek pemahaman 
peraturan-perundangan (faktor eksternal) yang 


terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan 
sumberdaya hayati ikan (SDHI). Kelima aspek kunci 
ini diharapkan menjadi landasan pengembangan 
program-program pemberdayaan masyarakat 
nelayan yang bersifat bottom-up yaitu pengelolaan 
perikanan yang koperatif antara pemerintah, 
nelayan, usaha pengolah dan pedagang ikan, 
eksportir ikan, dan stakeholders terkait dalam 
membuat keputusan (Sen and Nielsen, 1996) 
sebelum bertransformasi menjadi nelayan yang 
modern, mandiri, berdaya saing (dengan nelayan 
asing) dan mapan (sejahtera). 


Aspek pengetahuan dan aspek kompetensi 
merupakan indikator kapasitas diri nelayan yang 
penting di lokasi penelitian. Aspek pengetahuan 
merupakan gambaran kondisi dan kemapanan sisi 
pengetahuan nelayan yang berhubungan dengan 
kegiatan penangkapan ikan, seperti jenis ikan 
yang akan ditangkap, lokasi tangkap, kebiasaan, 
dan alat tangkap yang akan digunakan. Aspek 
pengetahuan dan kompetensi secara empiris 
dapat berhubungan dengan tingkat pendidikan 
baik melalui formal maupun non-formal. Para 
orang tua telah menyadari bahwa pendidikan 
memberikan nilai-nilai tertentu dalam berfikir dan 
berperilaku, oleh karena itu tingkat pendidikan 
akan berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku 
seseorang (Anwas, 2013). Sementara aspek 
kompetensi merupakan kemampuan atau upaya 
nelayan untuk melakukan atau mencari peluang 
usaha penangkapan ikan yang lebih baik atau 
menguntungkan secara ekonomi. Kondisi ini belum 
menunjukan sikap kemantapan aspek kompetensi 
nelayan di lokasi penelitian. Hal ini ditegaskan 
oleh Kusnadi (2007) bahwa aspek kompetensi 
nelayan dalam program pengelolaan lingkungan, 
keuangan dan kewirausahaan perikanan tangkap 
oleh nelayan tradisional masih lemah. 


Tabel 5. Uji Reliabilitas Model Pengukuran Berdasarkan Nilai Construct Reliability (CR) dan Variance 


Extracted (VE). 


Table 5. Reliability Test Of Measurement Model Based on Construct Reliability (CR) and Variance 


Extracted (VE) Value. 


Variabel Laten/ 


Uji Reliabilitas/ 


R VE 
Laten Variables £ Reliability Test 
KDN 0.62 0.38 Cukup/Pretty 
ETK 0.39 0.20 Kurang/Poor 
INT 0.54 0.37 Cukup/Pretty 
EXT 0.32 0.15 Kurang/Poor 


Sumber: Hasil Analisa Data; Ukuran baik jika nilai CR 20,7 dan VE 2 0,5 (Wijanto, 2015) 
Source: Analysis result: good size if CR value 20,7 and VE value 2 0,5 (Wijanto, 2015) 
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Indikator kunci dari aspek etika diri adalah 
sikap mental dan komitmen mereka sebagai 
nelayan. Sikap mental merupakan kesiapan untuk 
dapat beradaptasi atau bertransformasi terhadap 
modernisasi yang diperkenalkan atau sebaliknya 
dapat menjadi bentuk penolakan yang tidak 
sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, budaya 
atau kebiasaan mereka. Mental seseorang juga 
merupakan cara nalar dan berpikir untuk mengambil 
pertimbangan dan keputusan yang terkait dengan 
tindakan ragawi yang tumbuh dan berkembang 
dan menjelma sebagai budaya yang ada dalam 
kehidupan masyarakat pada umumnya (Suryawan, 
2014). Sedangkan komitmen merupakan bentuk 
kesiapan dan kemampuan nelayan untuk memenuhi 
janji yang berhubungan dan memiliki posisi tawar 
tinggi dengan orang lain, kelompok, dan stakeholder. 
Aspek komitmen nelayan dengan pihak ketiga yang 
sudah tumbuh dan menjadi bagian kehidupan 
sosial nelayan di lokasi penelitian adalah adanya 
pola relasi patron-klien yang menempatkan posisi 
tawar nelayan rendah (Wahyudin, 2011). Secara 
singkat dapat dikemukakan pola-pola relasi patron- 
klien dalam kaitannya dengan teori stratifikasi 
sebagaimana dikemukakan oleh Legg (1983) 
bahwa pada dasarnya hubungan patron-klien 
berkenaan dengan: (a) hubungan di antara para 
pelaku atau perangkat para pelaku yang menguasai 
sumber daya yang tidak sama, (b) hubungan yang 
bersifat khusus (particularistic), hubungan pribadi 
dan sedikit banyak mengandung kemesraan 
(affectivity), (c) hubungan yang berdasarkan asas 
saling menguntungkan dan saling memberi dan 
menerima. Sementara menurut Scott (1981) bahwa 
sumber daya yang dipertukarkan dalam hubungan 
patron-klien mencerminkan kebutuhan yang timbul 
dari masing-masing pihak. 


Tingkat pemahaman akan peraturan dan 
perundangan terkait dengan pemanfaatan dan 
pengelolaan SDHI oleh nelayan di lokasi penelitian 
dipengaruhi oleh kondisi umum komunitas sosial 
nelayan setempat. Pemahaman ini berhubungan 
dengan sosialisasi program yang selama ini 
dilakukan oleh instansi terkait belum memberikan 
pemahaman yang memadai. Meskipun pada 
dasarnya sikap sosial nelayan secara umum sangat 
akomodatif untuk menerima masukkan. Hasil 
penelitian memperlihatkan bahwa pengetahuan 
nelayan mengenai kebijakan pemerintah pusat 
(KKP) atau pemerintah daerah sangat rendah, 77% 
nelayan menjawab tidak tahu dan tidak mentaatinya 
(karena ketidaktahuannya). Kondisi ini menunjukan 
bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh instansi 


terkait (Dinas Kelautan dan Perikanan atau PPN 
Palabuhan Ratu) tentang peraturan perundangan 
terkait dengan usaha perikanan belum optimal 
sehingga nelayan belum banyak mengetahuinya. 


Pengembangan kapasitas diri nelayan 
selama ini kurang teradopsi secara komprehensif 
di kawasan Teluk Palabuhan Ratu. Program 
pembangunan perikanan yang pernah berjalan 
terkait konservasi, pengentasan kemiskinan, dan 
peningkatan kesejateraan nelayan melalui proyek- 
proyek COFISH, COREMAP, MCRMP (Murdiyanto, 
2007) atau program pemerintah seperti Minapolitan 
(KepMen KP Nomor 32 Tahun 2010) dan 
Industrialisasi perikanan tangkap berkelanjutan 
(Permen KP Nomor 27 Tahun 2012) selama ini lebih 
fokus pada program insentif (bantuan langsung 
maupun tidak langsung), modernisasi alat tangkap 
melalui inovasi alat tangkap efisien dan ramah 
lingkungan, meningkatkan nilai tambah produk, 
dan pengelolaan lingkungan. 


BAPPENAS (2014) menyampaikan bahwa 
tantangan di bidang kelautan dan perikanan dari sisi 
kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) 
dan Iptek Kelautan, kelembagaan pendidikan dan 
pelatihan serta peningkatan inovasi dan sosialisasi 
iptek kelautan yang tepat guna belum optimal. Hal 
ini mengisyarakat jika pembangunan kelautan dan 
perikanan selama ini lebih menekankan pada pilar 
produktifitas dan nilai keekonomian sumberdaya 
perikanan, sedangkan pilar pengembangan dan 
pemberdayaan sosial dan kapasitas diri sumberdaya 
manusianya belum menjadi fokus utama. 


Nilai SFL pada indikator Y2 (keterampilan), 
X1 (pendidikan formal), XI6 (etos kerja), XE4 
(penyuluhan), dan XE5 (koperasi) mengindikasikan 
nilai cukup baik (Kusnendi, 2008). Untuk aspek 
keterampilan, aspek pendidikan formal, dan etos 
kerja menjadi aspek pendukung yang penting 
dalam pengembangan kapasitas diri nelayan 
dalam meningkatkan kemampuan pengetahuan, 
kompetensi, mental dan sikap komitmen serta tingkat 
pemahaman terhadap  peraturan-perundangan 
yang berlaku. 


Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 
77,78% masih berpendidikan formal sekolah 
dasar, hal ini sejalan dengan Wahyudin (2011) 
yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan 
formal di kecamatan pesisir Teluk Palabuhan Ratu 
sudah tamat sekolah dasar. Tingkat pendidikan 
yang rendah dapat menghambat transfer teknologi 
penangkapan ikan, serta menciptakan pola kerja 
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yang tidak disiplin dan kurang bertanggungjawab 
(Hendratmoko dan Marsudi, 2010). Townsley 
(1998) mengatakan bahwa keterampilan yang 
dimiliki nelayan merupakan proses yang sudah 
dilakukan secara turun- temurun. Hal ini dapat 
dicermati bahwa sejak usia dini (usia sekolah 
dasar) anak lelaki dari keluarga nelayan di lokasi 
penelitian sudah ikut dan terjun dalam usaha 
penangkapan ikan. Sehingga keterampilan untuk 
melaut dan menjadi nelayan sudah terdidik sejak 
usia dini. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pollnac 
(1988) yang menguraikan bahwa untuk menjadi 
seorang nelayan umumnya tidak memperhatikan 
faktor pendidikan formal, melainkan fisik yang kuat 
untuk melakukan pekerjaan berat. 


Hasil penelitian mengenai etos kerja 
mengungkapkan bahwa mayoritas nelayan dalam 
penelitian ini tingkat etos kerjanya sangat tinggi 
atau rata-rata melakukan usaha penangkapan 
ikan lebih dari 9 jam dalam 1 hari. Kusnadi (2000) 
menyatakan bahwa sikap sosial nelayan memiliki 
etos kerja tinggi, kompetitif untuk mencapai 
keberhasilan, apresiasi terhadap prestasi dan 
menghargai keahlian, terbuka dan ekspresif, 
solidaritas sosial yang kuat dan kemampuan 
adaptasi untuk bertahan hidup. Namun dalam 
kriteria usaha penangkapan ikan masih termasuk 
dalam usaha penangkapan “one day fishing”. 
Agar nelayan dapat bertransformasi menjadi 
nelayan yang lebih modern dengan waktu operasi 
penangkapan lebih dari 1 minggu maka dibutuhkan 
kesiapan mental, maka perlu adanya program 
pendidikan non-formal (pelatihan keterampilan) 
yang terukur dan teratur dimana materinya 
disesuaikan dengan tuntutan mordernisasi usaha 
perikanan tangkap, baik kemampuan maupun 
mental mereka dapat ditingkatkan. Diharapakan 
kapasitas diri mereka dapat sejajar dan dapat 
bersaing dengan etos kerja nelayan dari negara 
di kawasan ASEAN, Jepang, Korea maupun 
China (Dahuri, 2012b). Etos kerja nelayan yang 
meningkat memiliki peluang untuk meningkatkan 
usaha penangkapan ikan hingga wilayah ZEE 
(WPP-573). Pengembangan zona tangkap di 
luar Teluk Palabuhan Ratu, mengindikasikan 
jika zona tangkap di dalam wilayah teluk mulai 
mengarah pada hasil tangkap lebih (Wahyudin, 
2011). Selain itu, program pengembangan status 
PPN Palabuhan Ratu menjadi PPS akan membuka 
peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaan 
perikanan tangkap di kawasan ini agar tetap lestari 
dan berlanjut. 
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Sementara untuk aspek penyuluhan dan 
aspek koperasi mina merupakan aspek pendukung 
penting dalam pengembangan kapasitas diri 
nelayan. Sementara berdasarkan persepsi nelayan 
terhadap tenaga penyuluh juga tergolong rendah, 
dimana 86% nelayan menyatakan jika pelaksanaan 
penyuluhan frekuensinya insidentil dan materinya 
tidak sesuai/kurang sesuai dengan kebutuhan 
mayoritas atau kelompok nelayan. Pengembangan 
sistem pendidikan non formal melalui penyuluhan 
dapat meningkatkan kapasitas diri nelayan. Hope 
(2009) mendefinisikan capacity development 
sebagai peningkatan kompetensi individu. Prijono 
dan Pranarka (1996) juga mengatakan bahwa 
pendidikan berfungsi untuk mengembangkan 
kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan, 
dan martabat manusia baik individu maupun 
sosial. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas 
lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok 
belajar, pusat kegiatan masyarakat, majelis taklim 
serta satuan pendidikan yang sejenis ditujukan 
untuk mengembangkan kemampuan peserta baik 
perorangan maupun kelompok. 


Kusumastanto dan Wahyudin (2012) 
menyatakan bahwa pembinaan nelayan 
melalui penyuluhan merupakan ujung tombak 


pembangunan perikanan nasional antara lain 
melalui penguatan dan pembinaan masyarakat 
pesisir untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan terkait dengan usaha penangkapan 
ikan sehingga memiliki daya tawar tinggi. Dahuri 
(2012b) menyampaikan hal serupa untuk 
meningkatkan kualitas SDM nelayan nasional agar 
kompetitif, perlu diberikan pendidikan, pelatihan 
dan penyuluhan tentang teknik penangkapan ikan, 
manajemen keuangan, manajemen lingkungan 
hidup, dan etos kerja termasuk achievement and 
motivation secara berkesinambungan. 


Untuk aspek keberadaan kelembagaan 
koperasi menjadi penting sebagai indikator pada 
faktor eksternal, namun persepsi nelayan tentang 
koperasirendah (48,41%). Nelayan mengungkapkan 
jika keberadaan koperasi belum bisa memberikan 
manfaat yang signifikan sehingga beranggapan 
tidak penting menjadi anggota koperasi. Sementara 
sulitnya proses peminjaman modal usaha (akses 
permodalan) juga menjadi faktor sikap kurang 
antusias nelayan terhadap keberadaan dan 
menjadi anggota koperasi. Persoalan klasik yang 
dihadapi nelayan dalam akses permodalan bahwa 
lembaga keuangan (perbankan atau pegadaian) 
menilai usaha penangkapan ikan berisiko tinggi 


Pengembangan Kapasitas Diri Nelayan Dalam Rangka Pembangunan Perikanan Tangkap ........................ (Rinda Noviyanti, et al) 


(tergantung musim dan hasil tidak menentu) dan 
agunan hak milik yang sulit dipenuhi para nelayan 
seperti agunan sertifikat tanah (Direktorat Jenderal 
Perikanan Tangkap, 2014a). 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 

Indikator kunci pada pengembangan 
kapasitas diri dan etika nelayan adalah 
pengetahuan, kompetensi, mental, komitmen 


dan pemahaman peraturan-perundangan yang 
dapat menjadi landasan pengembangan program- 
program pemberdayaan masyarakat nelayan yang 
bersifat bottom-up yaitu pengelolaan perikanan 
yang koperatif antara pemerintah, nelayan 
(pelaku dan mitra utama usaha) dan stakeholders 
terkait dalam membuat keputusan sebelum 
bertransformasi menjadi nelayan yang mandiri. 
Sedangkan indikator kunci pada faktor internal 
adalah pendidikan formal dan etos kerja. Sementara 
indikator kunci pada faktor eksternal adalah 
pemahaman peraturan perundangan, penyuluhan, 
dan keberadaan koperasi. Aspek-aspek kunci 
pada faktor internal dan eksternal tersebut menjadi 
landasan aspek pendukung dalam pembuatan 
kebijakan pengembangan kapasitas diri nelayan 
yang mandiri, berdaya saing dan mapan melalui 
pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan 
khusus untuk pengembangan kapasitas diri 
nelayan dan pelayanan penyuluhan dengan materi 
yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 
nelayan. 


Implikasi Kebijakan 


Metode pendekatan ini setidaknya 
dapat memberikan arah yang lebih baik dalam 
mengembangkan kapasitas nelayan tangkap 
berdasarkan (a) aspek kunci hasil pemodelan, 
(b) mengapa inisiatif pengembangan kapasitas 
manusia sebelumnya tidak pernah lebih sukses, 
dan (c) apa yang perlu diubah untuk membuat 
mereka lebih mandiri, berdaya saing dan lebih 
mapan. 
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